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Netty Prasettijani 
Kajian Wanita 
Program Pascasarjana 
Universitas Indonesia 
Pb'NYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG 
PORNOGRAFJ: STUDJ KASUS RESPONS POLIT!S PEREMPUAN 

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No. lO Tahun 2008 Tentang 
Pemilu memberikan jaminan seka1igus peluang bagi keterwakilan politik 
perempuan. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduk berhak 
untuk terlibat dalam proses pelfj'usunan kebijakan utamanya yang berdarnpak 
langsung bagi kepentingan perempuan. Ma'iuknya perempuan dalarn ruang 
penyusunan kebijakan memba.wa harapan bahwa mereka akan mewamai produk 
hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI. Salah satu produk kebijakan 
yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2004-2009 adalah UU No. 44 Tahun 2008 
tenta.ng Pomografi. Pembahasan RUU Pornografi ini sejak awal sudah menuai 
berbagai polemik dan kontroversi yang membelah masyarakat menjadi kelompok 
pendukung dan penolak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
respon politis perempuan dalam proses penyusunan Undang-undang yang 
berhubungan dengan kepentingan perempuan. Sebagai studi kasus dalam 
penelitian ini dilihat proses penyusunan UU Pomografi. Secara spesifik; 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap proses penyusunan UU 
Pomografi dan dinamika yang terjadi selama proses penyusunan, bagaimana 
perempuan menghadapi konflik kepentingan, bagaimana aspek pembentuk respon, 
dan faktor apa saja yang memengaruhi respon mereka. Sebagai penutup 
pembahasan., saya juga mengungkap bagaimana respon perempuan pada akhir 
pembahasan sampai saat pengesahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif berperspekdf perernpuan dengan menerapka.n teknik pengumpu!an data 
melalui wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adaiah tidak: mudah bagi 
perempuan untuk merespon pembahasan UU Pomografi yang dapat memuaskan 
semua pihak. Pada akhlmya, respon perempuan anggota DPR RI kebanyakan 
tidak terbangun dari perspektif feminls. Respon perernpuan tidak akan melarnpaui 
garis k:ebijakan partai. Perempuan mengintemalisasi nilai-nilai yang dianggap 
'feminis' atau perspektif perernpuan dari lingk:ungannya terutarna keluarga dan 
pengalaman hidupnya. 

Kata kunci: keterwakilan, politisi perempuan, respon~ pomografi 

v Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



Netty Prasettijani 
Women's Studies 
Postgraduate Programme 
University of Indonesia 

ABSTRACT 

POUTICAL RESPONSE OF FEMALES TO POUCY MAKING IN THE 
HOUSE OF REPRESENTATIVES POLICIES: A CASE STUDY ON TilE 
WRJT!NG OF PORNOGRAPHY BILL. 

Bill No.2 year 2008 on Political Parties and Bill No. 10 year 2008 on General 
Election guarantee as weH as provide opportunities for female political voice to be 
represented. Half the population, women deserve the rights to be involved in the 
composition of major policies which have immediate impact on their interests. 
The inclusion of women in the space of policy making has sparked hopes that they 
will enrich the law and policies produced by Indonesian House of Representative. 

One of the policies issued by The House in the period of2004-2009 is the Bill No. 
44 year 2008 on Pornography. Discussions on Bill's Draft have triggered both 
polemics and controversy which divide the society into those supporting and those 
opposing. This paper illustrates the political response of women in the process of 
writing Bills related to the interests of women. The process of writing 

Pornography Bill is used as a case study in this research. Specifically~ this 
research i~ also aimed to reveal the process and dynamics involved in the making 
of Pornography Bills as well as how women react to conflicts of interests, what 
aspects build the response, and what factors affecting their responses. 

ln the conclusion, the responses during the final stage of the sm•s preparation and 
legalization are also presented. This research implements a qualitative approach 
from the perspective of femafes using in-depth interviews as data gathering 
technique. The result shows that it is not easy for women to respond to the 

discussion on Pornography Bill which wiJl satisfy everyone. Eventually, 
responses from female members of The House are generally not based on 
feminist's perspective. Their responses however should not exceed their 
respective party's guidelines. Women internalize the so-called 'feminist' values or 
female perspectives from their environment. particularly families and personal 
experjence. 

Keywords: representativeness, women politician, response, pornography 
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meromuskan teori yang digunakan untuk melihat sensitivitas, Mesk.i tidak 
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perjuangan perempuan seteiah masuk ke ruang penyusunan kebljakan. Apakah 

kehadiran perempuan berkontribusi pada lahimya produk kebijakan yang berpihak 

pada perempuan? Itu selalu menjadi pertanyaan saya. Akhimya, pada saat ujian 

proposal tahun lalu saya berkesempatan untuk mengubah tema penuHsan tesis 

menjadi Respon Politis Perempuan. 

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terirna kasih yang setulus­

tulusnya kepada: 

Mbak 'Kus' Kusyuniati yang teiah membimbing dengan penuh 

kesungguhan. Rasanya jarang ada dosen pembimbing seperti mbak Kus yang 

sampai mengejar mahasiswa bimbingannya agar segera merampungkan tesisnya. 
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Mbak Shelly yang telah berbaik hati memberikan masukan yang berharga 

bagi kesempuma.an tesis ini. Saya mohon maaf kalau saya terkesan mengejar­

ngejar rnbak Shelly dan menagih masukan untuk draft tesis saya. Kapan nih ke 

Bandung? 

Mbak Kristi yang selalu ada untuk mahasiswa. Saya sangat terkesan 

dengan mbak Kristi, selain sebagai ketua Program, mbak Kristi juga sanga.t 

memabami mahasiswa, terutama saya yang didera berbagai kesibukan setelah 

masuk ke Jawa Barat. Terima kasih mbak, atas dukungan dan bimbingannya 

selama ini. Kita berinteraksi sejak saya duduk di semester 2. Ternyata rumah 

mbak Kt'isti tuh deket .sama orang tuaku, 
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Para dosen yang telah mencerahkan saya melalui teori feminis dan mata 
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dalam memberikan kuliah. 
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meminjami buku, mbak Yuni yang suka bawa nasi bakar~ mas Hamid dan mas 
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LCD yang sering ngadat jika mahasiswa mau presentasi. 

lbu dan bapakku yang tanpa Ielah selalu memberi dorongan dan doa agar 

aku segera lulus. DaJam rentang waktu setahun melakukan peneHtian dan menulis 

tesis ini, selalu bolak batik Jakarta~Bandung untuk menyemangati anaknya. 

Mernang benar, kasih. ibu sepanjang zaman. jadun terima kasih ya udah doain aku 

Suamiku, Ahmad Heryawan, yang selalu penuh pengertian memberikan 

dorongan buat istrinya untuk maju. 

Anak-anakku, Khobbab, Salman, Khodijah, Abdul Halim, Sllofm, dan 

Abdul Hadi! meski tidak: membantu ibu mengejar subjek penelitian, mengetik, dan 

mencari referensi, namun senyum, c:anda, laporan guru tentang prestasi kalian 
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metakukan berbagai kebersamaan yang dalam tiga bulan ini jarang kita lakukan. 

Teman~terna.nku. mbak Su!is, mbak Win, yang selalu sating menyemangati 
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memba:ntu penyefesaian tesis ini. Abi dan Ummi Hannan, juga Hannan, terima 
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BABt 

PENDAHULUAN 

Yaje/as perempuan itu, kenapa toh adaperempuan di DPR, saya selalu bilang 
ada ketenvakflan eksistensi dan ada keterwakilan ide, secara fisik perempuan 

harus hadir itu, seperli gombarannya merryusui perempuan itu tidak bisa 
digantikan, Hal-hal yang berkailan dengan perempuan itu memang horus 

diputuskan o/eh perempuan dan Jidak bisa kita wakilkan. Nggak bisa laki-Jaki 
merasakan dipcrkosa, merasak<Jn rnelahirkan mlsalnya, padahal korban-korban 

perkosaan membutuhkan perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan 
sebagainya. Dan berbeda dengan laki-laki, itu betul-betul kenyataan ada 

keterwakilan ide yang his a kit a wakilkan. 

(Ll, Partai Amanat Nasional, 2 September 2009) 

Apa yang disampaikan oleh LI rnenunjukkan bahwa keberadaan 

perempuan mewakili masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak di ruang 

legislatif arau parlemen adalah penting, Sebagai negara berdaulat. negara kita 

menganut sistem demokrasi, yaitu sistem keterwakilan yang melakukan 

musyawarah untuk mufakat ketika mengambil keputusan atau meJakukan 

pengambilan suara terbanyak melalui voting. Inilah yang mendasari mengapa 

keterwakilan perempuan secara kuantitas diperlukan dalam ruang penyusunan 

kebijakan. Pada saat kita hams memberikan suara atau pilihan di ruang kebijakan, 

maka jumlah atau kuantitas akan sangat menentukan basil keputusan. Dapat 

dibayangkan jika jumlah perempua.n sangat sedikit di parlemen, maka yang 

berhak menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat utamanya kaum 

perempuan dan anakjuga sangat tetbatas. 

ltulah sebabnya beberapa produk Undang-Undang menyebutkan kiausul 

keterwakilan perempuan dan secara eksplisit menyebutkan angka atau kuota 

keterwakilan. Upaya tersebut dimaksudkan agar ruang yang selama ini banyak 

didominasi kaurn laki~laki, juga menghadirkan proporsionaliras dalam menyusun 

kebijakan secara merata baik bagi lakHaki maupun pcrempuan. Apalagi selarna 

ini masyarakat terlanjur menyangka bah\va lcgislasi adalah dunia laki-laki, 

rnaskulin, dan keras. Tidak sedikit perempuan yang enggan dengan segala sesuatu 

yang bersentuhan dengaMya. Sebagai <:ontoh, masih banyak perempuan yang 
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akhimya bersikap apatis dalam perhelatan poHtik baik Pemiiu legislatif rnaupun 

pemilihan kepala daerah. 

Sebaiiknya. kita juga tidak: hanya ingin mengatakan bahwa kuantitas atau 

jumlah lebih diutamakan dolarn konteks keterwakilan. Dalam penyusunan 

kebijakan atau kerja legislasi di ruang pademen, yang dibuttlhkan tidak hanya 

jumlah atau kuantitas, namun juga kemampuan atau kualitas perempuan yang 

terpilih sebagai wakil rakyat. Meski secara jumlah atau kuantitas perempuan 

menempati separuh ruang parlemen. tela pi j ika tidak diikuti pemahaman yang 

utuh tentang peran, fungsi, pengetahuan, pernahaman terhadap persoalan, dan 

kelincahan membangun hubungan atau jejarjng, tentu keberadaan perempuan 

sama halnya dengan ketidakhadirannya. Sulit rasanya rnasyarakat berharap kepada 

perempuan yang telah menjadi wakilnya di ruang parlemen jika ia tidak memiliki 

sejumlah kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai anggota legis Iatif. Meskipun yang dituntut untuk memenuhi kualiftkasi ini 

bukan hanya perempuan namun seluruh anggota legislatif hendaknya mampu 

rnenjalankan tugas dan fungsinya secarn optimal sehagai wakil rakyat 

Namun demikian secara faktual yang menjadi pertanyaan berikutnya untuk 

perempuan yang duduk di DPR salah satunya adalah bagaimana respons politis 

perempuan di ruang penyusunan kebijakan karena bukan hanya partlsipasi atau 

keterwakilan saja yang dibutuhkan. Respons anggota legislatif percmpuan 

ternyata sangat memengaruhi kebijakan. Respons inilah yang akan mcndorong 

perempuan melakukan perjuangan di ruang-ruang penyusunan kebijakan. 

Pemahaman perempuan terhadap persoalan bangsa terutama kaumnya senditl, 

pcnghayatannya ierhadap pormasaiahan akan melahirkan perasaan empati, peduli~ 

dan keberpihaksn, yang akhirnya akan mendorongnya melakukan tindakan. 

Tesis ini menganalisis respons perempuan anggota legislatif dalam 

penyusunan kebijakan yang dibuat dalarn parlemen. Suda.h diketahui secara urn urn 

bahwa negara kita melalui UU Nomor 2 Thhun 2008 dan UU Nomor 10 Thhun 

2008 memberikan 30 persen kuota dalam kepengurusan partai politik dan 

mengajukan eaton legislatif. Kebijakan ini memberikan kontroversi tidak hanya 

kepada laki-laki juga kepada perempuan. Karena kebijakan ini tidak hanya 

menimbulk:an tabrakan kepentingan terhadap anggota parpol laki-laki yang sudah 
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lama membangun karir, juga menlmbulkan gagap kulturnl terhadap upaya 

feminisasi partai poHtik dan parlemen (Lovendusld 90). Sebenarnya undang~ 

undang tersebut menciptakan peluang bagi perempuan untuk memberikan respons 

langsung dalam pembuatan kebijakan. Memang respons tidak mudah 

dikontribusikan mengingat keterbatasan sumber daya perempuan anggota 

legislatif dalam Hngkungan institusi yang serba seksis dan maskulin, sementara 

perempuan juga harus memperhatikan mandat partai dan aturan yang ada. Untuk 

itu, saya sebagai seorang perempuan merasa tertarik untuk meneHti sejauhmana 

respons politis perempuan anggota DPR RI dalam penyusunan kebijakan dan 

menjadikan UU Pomografi yang secara subs.tansi berhubungan langsung dengan 

kepentingan perempuan sebagai studi kasus dalam meneliti respons perempuan 

anggota legisiatif perempuan di tengah dinamika institusi parlemen dan aturan 

partal yang serba seksis dan maskulin (Lovenduski 95). 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kuota 30 persen keterwakilan perempuan sudah lama diperjuangka.n 

karena dari berbagai argumen sudah tidak terbantahkan lagi akan perlunya 

kererlibatan pcrempuan secara tangsung dalam pembuatan kebijakan. Sheila 

Rowbotham misalnya, menganggap bentuk praktik politik akan menimbulkan 

persoalan ji.ka setiap orang tidak menghormati pengalaman orang lain, karena 

representasi dapat terus menerus menciptakan, mendukung, atau mengganti 

gagasan identitas gender (Humm 396). Hal ini dilakukan, salah satunya untuk 

menaikkan capaian pembangunan yang berkeadilan gender guna memenuhi target 

MDGs; dalam perspektif demokrasi yang mensyaratkan keterlibatan keterwakilan 

perempuan yang menduduki populasf lebih separuh jumlah penduduk; dan 

kebadiran perempuan dalam partai dan parlemen memberikan nilal berbeda 

terhadap dua institusi politlk tersebut yang seeara historis memang maskulin. 

Memang tidak mudah bagi perempuan ;pendatang belakangan1 atau 'late­

comers' untuk masuk da!am dunia politik ini. Nilai yang dipercaya bahwa dunia 

politik adalah dunia Iaki-laki bagaimanapun menghadang perempuan untuk 

memasuki area maskuiin int Selain itu, sudah jamak diketahui bahwa kapasitas 

perempuan anggota legislatif ini memang sebagian besar belum rnemenuhi 
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harapan masyarakat karena perempuan yang mempunyai perspektif feminis dan 

keahlian tidak banyak yang bersedia dicalonkan atau mencalonkan. Hal ini 

menimbulkan hambatan ketika perempuan membuat respons. tidak hanya 

kurangnya pendalaman materi teknis, juga hambatan kultural dalam institusi 

parlemen dan partai, dan aturan partai yang sering kali sulit diakomodasikan. 

Secara khusus tesis ini mengambil contoh kasus proses pembuatan 

Undang-undang Pomografi untuk meHhat respons anggota legislatif yang secara 

substantif berhubungan langsung dengan perempuan secara sosio-kultural dan 

sejalan dengan Andrea Dworkin dalarn Humm {354) yang memandang pomografi 

sebagai model ekspresi dari keyakinan yang dimiliki oleh laki-laki yang merasa 

mempunyai hak kekuasaan seksual atas perempuan. Kedekatan sosio~kulturai ini 

paling tidak dibarapkan mendorong mereka untuk memperjuangkan gugatan yang 

bagi MacKinnon menciptakan hubungan langsung antara sosialitas dan 

subjektivitas sehingga mengetahui politik situasi perempuan berarti mengetahui 

pribadi poHtik perempuan, atau meminjam istilah Humm {338) personal is 

ptJlitical, dan kemudian mengakomodasikan hambatan psikologis dalam 

memperjuangkan proses panjang formulasi ayat-ayat dalam undang~undang. 

Memang ada beberapa UU Ialn yang juga berhubungan secara langsung dengan 

perempuan, misalnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kelcerasan 

dalam Rumah Tangga. atau UU No. 21 Tahon 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang {PTPPO), namun lcedua undang"undang teralchir 

kurnng menimbulkan kontroversi sebagaimana UU Pornogmfi yang penuh 

dinamika dan kompleksitas persoalan bagi perempuan da1am memberikan respons 

terhadap penyusunannya. 

Dalam mengungkap respons perempuan anggota legislatif akan digunakan 

metode yang mampu menggaii data dalam mengungkapkan prose.') psikologis dan 

keterlibatan teknis dalam pengambilan keputusan dengan menggali visi, makna, 

keberpihakan, penyusunan strategi, mengelola konflik kepentingan, dan 

penentuan keputusan. Anal isis dilakukan dengan menggunakan perspektiffeminis 

Radikal Kultural. 

Penelitian ini tidak mudah terutama dilaksanakan pada masa anggota DPR 

RI yang terlibat dalam penyusunan UU Pornografi sudah trda:k lagi menjadi 
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anggota DPR. Selain itu. proses penyusunan undang-undang ini dimulai tahun 

2005. pada waktu itu perernpuan anggota legislatif belum mengalami 

pemberlakuan UU No.2 Talmo 2008 tantang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 

2008 tentang Pemi1u. Oleh karena itu, penelitian ini dalam beberapa analisis 

kadang rnasih merujuk UU No. 12 Tahun 2.003 tentang Pemilu, 

l.l.l Perlunya Ketef\vakilan Perempuan 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) 

memberikan kuota 30 persen bagi perempuan agar terwakili dalam kepengurusan 

parpol secara spesifik tercantum dalam Pasal 2 ayat 5, dan Pasal 20. Dan dalam 

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DP~ DPRD dan 

DPD, Pasal 53 dan 58 secara tegas menyebutkan 30 persen keterwakiian 

perempuan. Waiaupun kemudian Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2008 

mengeluarkan keputusan pengabulan Judicial Review UU No. I 0 Tahun 2008 

terutama Pasal 214 mengenai penentuan caleg berdasarkan nomor urut yang 

artinya membatalkan pasal tersebut dengan menggantikannya berdas:arkan 

perolehan suara terbanyak. Keputusan MK ini mengecewakan gerakan perempuan 

hrena upaya menyeimbangkan gender kandas bahkan sebelum Pemilu yang 

dlharapkan mengimplementasikan kuota tersebut dilaksanakan. Paling tidak ada 

dua penyebab yang mcngganjal upaya feminisasi parpol ini, pertama, perempuan 

tidak mampu bersaing dengan laki-laki dalam perolehan suara karena rnerek:a 

adalah peserta baru dalam ~ol. Kedua, upaya gerakan perempuan tidak 

rnemperhitungkan strategi yang kornprehensif. perjuangan melaJui parlernen dan 

parpol dengan proses yang menyakitkun kandas oleh Keputusan MK (yang 

mempunyai tingkat yuridis lebih tinggi) tidak pernah diperkirakan sebelunmya. 

Perjuangan gerakan perempuan untuk rnenetapkan kuota keterwakilan 

perempuan tidak hanya teJjadi di Indonesia, ada sekitar 80 negara di dunia ini 

yang memberlakukan kuota (Lovenduski 170), Di Indonesia tuntutan kuota ini 

dikernukakan karena bagi Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) 

banyaknya anggota DPR perempuan akan ikut memperjuangkan produk hukum 

yang berpihak kepada perempuan. Bagi perempuan yang banyak mengisi lapisan 

bawah masyarakat, seperti kelompok buruh. guru, pemulung, penyandang cacat, 
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dan peketja seks komersia11 keterwakilan perempuan diharapkan akan 

memperhaiki nasib mereka dengan memperjuangkan agenda perempuan 

(Rostanty dan Dewi 7). Menurut Wijaksana (83), keterwakilan perempuan 

merupakan wujud implementasi demokrasi yang menjamin hak poUtik setiap 

warga negara, tennasuk perempuan. Dan bagi Meuthia Hatta Swasono5 mantan 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Indonesia Bersatu kesatu 

periode 2004-2009. k:eterwakitan perempuan penting untuk mengimplementasi 

pengarusutamaan gender dalam setiap program pembangunan agar capaian 

pembangunan adif bagi setiap warga negara laki-Iaki dan perempuan. Memang 

capaian pembangunan di Indonesia dalam beberapa aspek masih menunjukkan 

ketimpangan gender. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Polltik 

Perempuan pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto dan CEDAW 

diratifikasi pada tahun 1984, Pemerintah Habibie kemudian merntifikasi Protokol 

Opsi yang merupakan baglan dari Konvensi Perempuan. BeJakangan ini 

pemerintab Indonesia bahkan telah mengambil beberape langkah untuk 

meiakukan berbagai tindakan yang ditujukan untuk menyempumakan kebijakan 

yang menyangk:ut gender~ terutama masalah gender mainstreaming~ yang 

merupakan sebuah strategi penting yang tennuat daJam Platform Aksi Beijing 

(Bejing Platform for Action), Keppres Nomor 9/2000 berisi arahan kepada semua 

sektor pernerintahan Indonesja untuk menerapkan gender mains/reaming ini. 

Walaupun negara sudah merntifikasi beberapa konvensi untuk 

mengupayakan kesetaraan, konstruksi sosial perempuan masih terjadi berurat­

berakar yang menyebabkan capaian pembangunan yang timpang. Thmpaknya 

gejala ini tidak saja terjadi di Indonesia sehingga pada tahun 2000, sekitar 189 

kepala negara menandatangani Deklarasi Millennium Development Goals (MDGs) 

di hadapan Sidang Umum PBB di New York untuk melaksanakan delapen 

prioritas tujuan pembangunan yang akan dicapei sampai tahun 2015. Ttap-tiap 

negara kemudian menetapkan target. Indonesia misalnya menargetkan semua anak 

Iaki~laki dan perempuan akan menyeJesaikan tahapan pendidik:an dasar sembilan 

(9) tahun,. memberdayakan perempuan, mengurangi diskriminasi gender pada 
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semua tingkatan, dan meningkatkan kesehatan ibu dan mengurnngi rasio kematian 

ibu dalam proses melahirkan hlngga 75 persen. 

Di Indonesia, berdasarkan Human Development Report {HDR) tahun 

2007-2008, angka Gender Development Index (GDI) alllu lndeks Pembangunan 

Gender Indonesia mencapai 0,721 atau menduduki peringkat ke-80 dari 156 

negara, ini menunjukkan perbaikan tahun 2006 yang mencapai angka 0,704. 

Ada:pun indikator GDI mencakup pendidikan, kesebatan. dan ekonomi. Namun 

secara regional ASBAN, GDI Indonesia masih terbilang rendah ha.nya lebih tinggi 

dari Myanmar dan Kamboja. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

2006 menunjukkan angka partislpasi sekolah (APS) penduduk perempuan usia 7-

12 tahun sudah mencapai 97,7 persen. Namun, jumlah perempuan usia 15 tahun 

ke atas yang mengalami buta aksara menc.apai 11,61 persent sementara figur laki~ 

loki hanya sebesar 5,44 persen. (www.bappenas.go.id). 

Peningkatan kua!itas hidup perempuan juga dilihat dari semakin 

meningkatnya angka harapan hidup penduduk perempuan. Berdasarkan data BPS 

angka harapan hidup perempuan meningkat dari 70,2 (2005) rnenjadi 70,5 

(2006). Namun, angka kematian ibu (AK!) yang disebabkan oleh Jrehamilan dan 

persalinan masih sangat tlnggi. Menurut Women of Our World 2005 yang 

diterbitkan oleh Population Reference Bttteau (2005). AKI di Indonesia mencapai 

230 kematian per 100.000 kelahiran hid up, hampir dua kalilipat lebih tinggi dari 

AKI di Vietnam (130), lima kali lipat lebih tinggl dari AKI di Malaysia (41) dan 

Thailand (44), bahkan tujuh kali lipat lebih tinggi dari AKI di Singapura (30) 

(www.bappenas.go.id). 

Selain pendidikan dan kesehatan, GDI juga mengukur partlsipasi ekonomi 

penduduk perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) 

mengalami sedikit peningkatan dari 48,06 persen (2006) rnenjadi 49,5 persen 

(2007) dan 51,3 persen (2008) sedangkan laki·laki 84,7 persen (2006), 83,7 persen 

(2007) serta 83,6 persen (2008). Menurut dalll Departemen Tenaga Kelja par 

Agustus 2007, jumlah tenaga kerja di luar negeri hampir 79 perSen adalah 

perempuan (www.bappenas.gn.id). 

Ukuran lain untuk melihat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 

adalah Gender Empowerment Measurement (GEM) atau ukuran pemberdayaan 

Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



8 

gender. Menurut data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP} 

beketia sama dengan BPS, angka GEM Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan 

0~597 meningkat menjadi 0,618 tahun 2006. Figur ini menggunakan indilcator 

pendidikan, partisipasi poJitik, jabatan publik, ketenagakerjaan, dan pendapatan 

(www.bappenas.go.id). Di bidang politik, hingga pertengahan tahun 2008, Ielah 

ada satu gubemur, satu wakil gubemur, tujuh bupati/walikota. dan empat wakil 

bupatVwalikota perempuan menurut data KNPP 2008 (www.bappenas.go.id). 

Namun, persentase pegawai negeri sipil (PNS) perernpuan yang menjabat sebagai 

eselon 1-V masih sekitar 20,2 persen (Bodan Kepegawaian Negara. 2007). 

Sementara itu, ketenvakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada 2007 di 

DPR-RJ sekitar 11,6 parsen dan di DPD sekitar 19,8 persen. Peran parempuan 

pada lembaga yudikatif juga masih reodab, yakni hanya 20 parsen hakim, 18 

persen hakim agung, dan 27 persen jaksa yang dijabat oleh perempuan. 

l. L2. Anggota Legislatif Perempuan dan Peranannya dalam 
Pengambilan Keputusan 

Sebagai anggota Jegislatif. perempuan memiliki kesempatan untuk 

menjalankan fungsi legisiasi, pengawasan. dan anggaran serta sejumlah 

wewenang yang dijabarkan dari tiga fungsi di atas sebagaimana yang diatur dalam 

UU Nomor 271l!hun 2009 tentang Susduk Anggota DPR, DPRD, dan DPD. lni 

tugas yang tidak ringan, terutama bag! anggota legislatif baru. Ketika kampanye, 

mereka tidak membayangkan besamya persoalan yang dihadapi. tidak saja 

bergulat dengan proses-proses adu argumen yang meielahkan. juga pemenuhan 

mandai dari parpol perlu diemban. Sehingga pertanyaannya adalah apakab 

anggota legislatif perempuan mampu menjaiankan fungsi-fungsi tersebut, di 

tengah maskulinitas institusi di DPR dan partai? 

Memang sering kali masyarakat berbarap terlalu banyak dar! anggota 

leglslatif untuk merampungkan banyak persoalan, sedangkan dlnamika dan 

kompleksitas persoalan politik di negara kita menyebabkan yang mempunyai 

perspektif feminis justru tidak terpilih atau tidak bersedia rnencalonkan diri, atau 

yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak mernpunyai perspektif feminis. 

Menjadi palaku politik tidak mudah bagi perempuon. Menurut Lovenduski (88) 

perempuan mempunyai tiga kendala utama, pertama, sumber daya yang lemah~ 
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artinya pendidikan dan !alar belakang ekonomi di bawah rata-rata anggota 

legislatif laki~laki) kedua, berbagai macam kekangan gaya hidup patriarkal 

menyebabkan perempua.11 hanya mempunyai sedikit waktu untuk area publik 

termasuk berpolitik. Dan ketiga, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki­

lakL Persoalannya. ada.lah area politik memang area maskulin, temp.at lald~laki 

mendominasi, memfonnulasikan aturan permainan pofitik (Shvedova 20). 

Selanjutnya kehfdupan politik diorganisasi sesuai dengan norma dan nilai lald­

laki, misainya 1menang-kalah', kompetisi. konffontasi, dibandingkan dengan 

menghonnati. kolaborasi, konsensus. Di Indonesia persoalan ini ditambah dengan 

vlsi pa.rtai yang beragam, keragaman Jatar belakang dan kualitas anggota 

legislatif, serta kurangnya pengaJaman dalam bennain politik menyebabkan 

sulitnya menjalankan fungsi dengan baik. 

Keberadaan perempuan mewak.iH masyarakat perempuan di ruang 

legisiatif atau par1emen adalah penting, terutama ketika meiak:ukan musyawarah 

untuk mufakat dalam pengambHan keputusan atau melakukan pengambilan suara 

terbanyak mela1ui voting. Pada saat mernberikan suara atau pilihan di ruang 

kebijak:an.jumlah atau kuantitas akan sangat menentukan basil keputusan, Namun 

keberadaan yang lebih penting adalah mewamai secara substantif kesetaraan dan 

perspektif feminis dalam pengambilan keputusan. Memang, tidak mudah 

mewujudkan keduanya rnanakala sistem pademen masih sangat maskulin. 

Lovenduski (39-40) membedakan kedua fungsi di atas sebagai keterwakilan 

deskriptif dan substantif: Keterwakilan deskriptif adalah keter\Vakilan 

berdasarkan proporsi jumlah populasi, keterwakilan suhstantif lebih 

mengutamakan keterwakilan kepentingan sebagai dasar pertimbangan dalam 

menentukan k:edudukan mereka. Me1ihat sistem dan mekanisme parlemen di 

Indonesia, nampaknya kehadira.n anggota DPR masih dalarn batas keterwakilan 

deskriptif, karena sifatnya masih terfokus pada jumlah. Hal ini pun masih 

dipertanyaka.n kesungguha.nnya, terutama ketika MK justru memakzulkan Pasal 

214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Dalam keterwakilan substantif, menurut 

Lovenduski lebih lanjut, kepentingan seseorang dianggap lebih penting daripada 

kepentingan kelompoknya. 
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Di Indonesia terjadi sebaliknya, pemberlakuan sistem pemilihan electoral 

threshold menetapkanjumlah pemilih sangat berarti untuk menuju kepada putaran 

pemilihan parliamentary threshold. Sebagaimana diketahui bahwa parliamentary 

treshold adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk 

bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur 

dalam Pasal202 ayat (I) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah 

sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan ketentuan ini, 

parpol yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tak: berhak mempunyai 

perwakilan di DPR sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut 

dianggap hangus. Karena itu, dengan sistem pernilihan ini, maka menarik suara 

menjadi lebih penting daripada wawasan kepentingan caleg. Untuk kepentingan 

ini, partai politik. kemudian lebih memilih artis yang populer sebagai vote getters 

atau pengumpul suara daripada caJon legislatif yang mempunyai perspektif (Eep 

S. Fattah, 53). Sebagai contoh, hasil Pemilu 2009 menunjukkan bintang film lebih 

berhasil menjaring pemilih lebih banyak daripada tokoh LSM yang mempunyai 

kesadaran dan perspektif feminis. Fenomena di atas menjadikan parpol yang 

memang sudah maskulin lebih pragmatis untuk kepentingan jangka pendek dalam 

merekrut anggota, misalnya memberikan jalur khusus bagi caJon anggota 

perempuan cantik daripada perempuan lain yang lebih mempunyai kepekaan 

untuk membela kepentingan perempuan. Fenomena seksis seperti ini oleh 

Lovenduski disebut dengan 'seksisme institusional' ketika sebuah organisasi 

didominasi oleh salah satu seks dalam personel basil dan praktik-praktiknya 

(100). Ditambah lagi, kultur yang dibangun oleh partai politik belum memberikan 

ruang yang lebih luas bagi perempuan. Penempatan perempuan di dalam struktur 

kepartaian menunjukkan perspektif partai dalam memandang keberadaan 

perempuan. Ada yang menempatkan perempuan pada setiap bidang, ada juga yang 

menempatkan perempuan pada satu bidang khusus perempuan atau kewanitaan. 

Ada pula yang mengapresiasi perempuan sebagai salah satu wakil ketua, tetapi 

tidak mempunyai fungsi jelas. Atau bahkan ada pula perempuan yang sudah 

menjadi salah satu ketua partai. 

Penempatan perempuan di atas dirumuskan dalam platform dan Anggaran 

Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ARl) partai. Posisi perempuan 
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menjadi penting rnanakala anggota legisJatifmenyikapi persoalan dan dinamika di 

ruang legislasi atau penyusunan kebijakan. Seorang ketua memberikan kontribusi 

pada pilihan, sikap, dan respons yang diambil dalam mewakHi partainya di 

parlemen, Plaiform atau landasan parpol yang berbeda menyebabkan terjadinya 

tarik menarik argumen dan perdebatan yang panjang. salah satu contohnya adalah 

penyusunan UU Pomografi. 

Seearn faktual yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana respons politis 

perempuan di ruang penyusunan kebijakan karena bukan hanya partisipasi atau 

keterwakilan saja yang dibutuhkan. Respons ini dipengaruhi oleh kedalaman 

pemahaman persoalan, penghayatannya terhadap persoalan yang melahirkan 

perasaan empat~ peduli, dan keberpihakan. dan akbimya mendorong perempuan 

melakukan tindakan. 

Dalam dinamik.a proses pembuatan keputusan di parJemen, tantangan 

perempuan bukan hanya pada penempatan kamisi, namun juga pada ak:tivitas di 

1uar persidangan. DPR merupakan institusi seksis yang masih memrujinalkan 

anggota legislatif perempuan, dengan menempatkan mereka pada komisi 

'perempuan' yang lebih banyak membahas kebijakan yang berhubungan dengan 

perempuan dan anal<. misalnya kesehatan. peranan perempuan, sosiaJ. dan 

sebagainya. Sedangkan anggota DPR laki-laki banyak menempati komisi 

mainstream yang berhubungan dengan persoalan publik yang strategi~ seperti 

Komisi III yang meliputi hukum, perundang~unda.ngan, HAM dan keamanan, 

Komisi VI meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, BUMN, dan 

standar1sasi nasional, atau Komisi XI yang mencakup keuangan, perencanaan 

pembangunan, perbankan, dan lembaga bukan perbankan. Jika persrn:dan tidak 

selesai di ruang sidan& maka akan diselesaikan di tempat lain, seperti restoran, 

hotel, dan lapangan golf. lni contoh Iain seksisnya institusi pariemen inl, selain 

pHihan tempat yang tidak menguntungkan perempuan. biasanya pilihan waktu 

pertemuan juga menyulitkan perempuan untuk terHbat Sebagai contoh, 

pertemuan dilakukan pada. ma!am hari selepas jam kerja, pada waktu perempuan 

dipersepsikan harus melakukan pecan domestik. Selain itu. perempuan juga 

mempunyai kegamangan lain ketika harus melakukan kunjungan kelja ke Juar 

daerah atau luar negeri yang harus meninggaJkan keluarga dalam jangka waktu 
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lama. Konstruksi masyarakat masih belum terbiasa melihat perempuan 

meninggalkan keluarga. pekerjaan domestik, atau lebih sibuk dibandingkan 

suaminya yang menjadi pencari nafkah utama. Beberapa kenyataan di atas 

menunjukkan betapa tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan di ruang 

penyusunan kebijakan tidaklah ringan. 

1.1.3. Studi Kasus Undang-undang Pomografi 

Tesis ini disusun untuk menganalisis respons perempuan terhadap proses 

penyusunan kebijakan di parlemen. Secara umum, proses penyusunan kebijakan 

sudah membuat pilihan-pilihan yang berbeda apalagi jika ini menyangkut 

perempuan yang sudah tentu akan memasuki ruang kultur masyarakat dan 

bagaimana mereka memandang perempuan, relasi kuasa laki-laki terhadap 

perempuan dan pandangan laki-laki terhadap perempuan yang ada di ruang 

penyusunan kebijakan. Dengan alasan-alasan tersebut dalam penelitian ini saya 

akan mengkaji respons perempuan anggota DPR Rl dalam proses pengambilan 

keputusan atas kebijakan di parlemen, dengan mengingat dan memerhatikan 

bahwa partisipasi perempuan dalam berpolitik saat ini masih rendah, hanya ada 

11,4 persen atau 63 perempuan saja yang menjadi anggota DPR RI periode 2004-

2009 sebagai basil Pemilu 2004. 

Dalam penelitian ini, saya memfokuskan pada proses penyusunan UU 

Pornografi sebagai studi kasus. Dengan beberapa alasan, perlama bahwa UU 

Pornografi ini sangat dekat dengan kepentingan perempuan sehingga saya dapat 

melihat dan menganalisis respons perempuan anggota DPR yang terlibat secara 

langsung dalam penyusunan UU tersebut. Kedua, UU Pomografi ini memakan 

waktu dan proses yang panjang dalam penyusunan sampai pengesahannya 

sehingga saya dapat melihat dinamika yang terjadi di dalamnya. 

Perjalanan RUU Pornografi begitu menyita perhatian masyarak:at secara 

luas. Kontroversi yang terjadi sedemikian tajam sehingga memolarisasi 

masyarakat menjadi dua kutub; antara yang menolak dan yang mendukung. 

Masing-masing pihak pun menggelar 'kekuatan' untuk menunjukkan kalau 

mereka merupakan kelompok yang dominan sehingga pendapatnyalah yang harus 

dimenangkan. Dari pihak yang menolak, misalnya, pada 15 Maret 2006, ribuan 
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senlman di Kota Solo menggelar pentas seni kolosal di pelataran Taman Budaya 

Jawa Tengah bertajuk "Geiar 1.000 Tayub Seniman Solo Menolak RUU APP"> 

sekaligus mendeklarasikan penolakan terbadap pengesahan Rancangan Undang· 

undang Anti Pornografi dan Pomoaksi. Aksi ini melibatkan seniman dati berbagai 

disipJin seperti teaterawan, musisi, penari. koreografer, da1ang, pefukisJ sastrawan~ 

teater-teater kampus, dan sanggar--sanggar serta penari~penari tradisional. Aksi inJ 

diikuti oleh tokoh seni seperti Garin Nugroho, Didik Nini Thowok, dalang 

wayang suket Slamet Gundono. Pada 22 April 20M, ribuan masyarakat 

bergabung dalam kamaval budaya Bhinneka Tunggallka untuk menolak RUU inL 

Peserta berasal dari berbagai eJemen masyarakat. mulai dari aktivis perempuan, 

seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasisw~ hingga 

komunitas jamu gendong dan komunitas waria. Peserta berkumpul di Monumen 

NasionaJ {Monas) untuk kemudian berpawai sepanjang jalan Thamrin hingga 

jalan Sudirman, kernudian herputar menuju Bundaran Ill. 

Ribuan peserta aksi melakukan pawai iring-iringan yang dimulai oleh 

kelompok pengendara sepeda onthel, deiman, dilanjutkan dengan aksi~aksi tarian 

dan muslk-musik daerah seperti tanjidor, gamelan, barongsai, tarian Bali, tarian 

adat P:apu~ tayub, reog, dan ondel~ondel. Banyak peserta tampak mengenakan 

pakaian tradisi Jawa, Tionghoa, Badui, Papua, Bali. Madura, Aceh, NIT dan lain­

lain. Mulai dari kebaya hingga koteka dan berbagai baju daerah dari seantero 

Indonesia yang banyak mempertunjukkan area-area terbuka dar[ tubuh. Banyak 

tokoh ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, di antaranya mantan Ibu Negara 

Shima N Wahid, GKR Hemas dari Keraton Yogyakarta, !nul Daratista, Gadis 

Arivia, Rima Melat~ Ratna Sorumpae~ Franky Sahilatua, Butet Kertaradjasa, 

Garin Nugroho, Goenawan Moeharnmad, Sarwono Kusumaatmadja, Dawam 

Rahardjo, Ayu Utami, Rieke Diah Pitaloka. Becky Thmewu, Ria Irawan, Jajang C 

Noer, Ua Waroka, Olga Lidya. Nia Dinata. Yeni Rosa Damayanti, Sukmawati 

Soekamoputri. Putri lndonesia Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinata. Selain 

itu, masih ban yak lagi rlemonstrasi yang dilakukan (http://id. wikipedia.org). 

Sementara dari pihak yang mendukung, mereka menggelar unjuk rasa yang 

tidak kalah basamya, bahkan mungkin lebih besar. Ten:atat pada tanggal t:anggal 

21 Mei 2006, urnat islam dari berhagai ormas, partai dan majelis taklim 
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berkumpul di bundaran H1 untuk mengikuti aksi sejuta umat dalam rangka 

mendukung RUU APP, memberantas pornografi-pornoaksi, demi melindungi 

akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bemtartabat. Aksi dimulai 

dengan lm'lgmarch dari bundaran HI ke gedung DPR Rl. Tampak hadir di tengah~ 

tengah kerumunan massa sejumlah artis, tokoh dan ulama. Di antaranya adalah 

KH Abdurrasyid Abdullah Syafii, Ketua MU! Pusat KH Ma'ruf Ami en, Dra Hj. 

Tuty Alawiyah AS, Ustadz Hari Moekti, Inneke Koesherawati, Astri Iva, Henki 

Tornado, Prof. Dr. Dien Syamsuddin, KH Husein Umar, Habib Rizieq Shihab 

(FPI), H. Muhammad Ismail Yusanto (HTI), H. Mashadi (FUI), KH Zainuddin 

MZ (PBR), H. Rhorna lrama (PAMMl), Hj. Nurdiati Akma (Aisyiyah), Habib 

Abdurrahman Assegaf. KH Luthfi Bashori (DIN) dan lain-lain. Dari jajaran 

pimpinan DPR RI, Agung Laksono (Ketua DPR), Zainal Maarif (Wakil Ketua 

DPR) dan Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP). Selain itu, MUI, pada 27 

Mei 2006, mengeluarkan beberapa fatwa, di antaranya berlsi: fatwa tentang perlu 

segeranya RUU APP diundangkan dan fatwa yang berisi desakan kepada semua 

daerah untuk segera memiJiki perda anti maksiat, miras serta petacuran. 

l.Z. Pertanyaan PeneJitian 

Berdasarkan uraian latar belakang. dapat dirumuskan pertanyaan yang 

akan menjadi fokus peneHtian tesis inl adaJah : Bagaimana respons potitis 

perempuan anggota DPR RI dalam proses penyusnnan UU Pornografi? 

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. penufis rnengajukan beberapa 

pertanyaa.n turunan sebagai tahapan atau langkah dalam menjawab pertanyaan 

penelitian, yaitu: 

l. Bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan di ruang Parlemen? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mernengaruhi respons perempuan dalam 

pengambilan keputusan? 

1.3. Thjuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini a.dalah: 

a. Untuk mengetahui proses penyusunan kebijakan yang berhubungan 

dengan kepentingan perernpuan. 
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b. Untuk mengetahui respons perempuan dalam proses penyusunan UU 

Pomografi. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi respons perempuan 

dalam penyusunan UU Pornografi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi rnanfaat antara lain: 

1. Meningkatkan respons anggota legislatif perempuan dalam proses 

penyusunan kebijakan di Parlemen. 

2. Memberikan masukan kepada partai politik tentang pentingnya dukungan 

dan penguatan partai politik kepada anggota legislatif perempuan dalam 

proses penyusunan kebijakan. 

3. Membangun perspektif anggota legislatif perempuan dalam proses 

penyusunan kebijakan. 

4. Membangun sinergi dan jejaring peran masyarakat dan akademisi dalam 

meningkatkan peran dan respons anggota legislatif perempuan di 

Parlemen. 

5. Menjadi pedoman atau acuan bagi penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

kualitatif beperspektif perempuan yang berbentuk studi kasus. Pendekatan 

kualitatif ini saya gunakan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dari 

perempuan anggota DPR RI yang terlibat langsung dalam proses penyusunan 

kebijakan. Ada dua alasan mengapa saya menggunakan pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini. Pertama, proses penyusunan UU Pornografi memakan waktu 

yang cukup panjang dan menarik perhatian berbagai pihak sehingga membelah 

masyarakat ke dalam kelompok pendukung dan penolak. Polemik dan perdebatan 

bukan hanya terjadi di dalam ruang persidangan, namun juga menghangat di luar 

persidangan termasuk media. Metode kualitatif, menurut Strauss dan Corbin (17), 
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dapat digunakan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi di 

belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Kedua, secara pribadi, saya 

melihat bahwa pengungkapan sebuah peristiwa atau kejadian akan dapat 

dilakukan setelah kita mendapatkan datanya secara lengkap dari para pelaku, 

aktor, atau orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini banyak mengungkap 

suara dan pengalaman perempuan yang saya gali. 

Penelitian ini juga mengambil proses penyusunan UU Pomografi sebagai 

studi kasus karena berhubungan langsung dengan kepentingan perempuan, 

melibatkan perdebatan berbagai kelompok masyarakat terutama perempuan, dan 

berdampak pada perempuan. 

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

kualitatif karena dipetoleh mela\ui wawancara mendalam terhadap lima (5) orang 

perempuan anggota DPR RI periode 1999-2004 dan atau 2004-2009 yang menjadi 

anggota Pansus UU Pornografi. 

Pertanyaan yang saya ajukan dalam wawancara mendalam terfokus pada 

masalah penghayatan perempuan sebagai anggota legislatif, dukungan keluarga 

dan orang terdekat, dukungan partai yang menjadi kendaraan politisnya, 

pemahaman dan perspektifnya terhadap berbagai isu-isu kebijakan, hambatannya 

dalam berperan aktif, dan strategi yang sudah dan akan dilakukan. 

Selain wawancara terfokus dan mendalam, saya juga mengumpulkan data 

sekunder tentang parpol. Data yang saya maksud adalah data yang terkait 

Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (AR1), platform dan kebijakan 

partai perihal berbagai isu kebijakan. Tennasuk dokumen tertulis Risalah 

Pembahasan UU Pornografi yang berisi Risalah Rapat Panitia Kerja (Panja), 

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan Pandangan Mini Fraksi 

akan menjadi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini. 

Instrumen yang dibutuhkan dalam pengumpulan data adalah pedoman 

wawancara, tape recorder, dan buku catatan. Untuk menganalisis data, saya akan 

melakukan sejumlah teknik antara lain, analisis induktif, transkrip verbatim, 
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coding, kategorisasi, hubungan kategori dan dinamika, analisis data sesuai telaah 

konseptual, pemapatan deskriptif disertai analisis berdasarkan telaah konseptuaL 

Dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, saya 

merangkumnya ke dalam bentuk label sebagai berikut : 

1.1 Rangkuman Teknik Pengumpulan Data 

Thknik Hasi!Yang No Pengumpulan Data Yang Diperoleh Sumber 
Dota 

Diharepk:e.n 
·····-···· 

I Wawancara Terfokus pad a masalah Perempuan Tcrsedianya 
penghnyatan, respons anggota DPR Rl transkrip hf!Sil 
perempuan sebagai anggota peri ode 1999- wawancara Y""g 
!egislatif, dukungan keluarga 2{)04 dan atau lengke.p sesuai 
dan orang terdeka.t, dukungan 2{)04-2009 yang pertanyaan yang 
partai yang menjadi kendaraan menjadi anggota diajukan kepada 
polilisnya, pemahaman dan """"'' uu responden. 
perspekttfnya terhadap berbagai Pornografi. 
isu-isu kebijakan, hambatannya 
dalam ""'""'"' aktif, dan 
!erakhir strateg:i yang sudah dan 
ak.an dilakukan. 

2 Dokumen Dalli yang dimaksud ndalah Partai Golkar, Tersedianya d•ta 
da~ yang terkait Anggaran PDIP, PKB, yang dibutultkan 
Dasar (AD), Anggarnn Rumah PAN, dan PKS baik dari ·-Tangga (ARn, pfaf[mm dan P.olilik Golkar, 
kebijakan partai scrta Risalah PDIP, PKB, PAN 
Pembahusan uu Pomogra!i dan PKS, maupun 
yang memuat rusa!ah J<.pat dari berb:J.gai media 
P:anja, Pembahasan DIM, dan mo.s5a, 
Pandangan Mini Fraksi. 
Pentberitaan media tentang UU j 
Pmnografi 

l. 5 .3. Analisis Data 

Data yang diperoleh, baik itu data pnmer (wawancara) rnaupun data 

sekunder yang telah terkumpui. kemudian dikdompokkan dalam beberapa 

kategori. Data-data yang sudah dikeJompoldcan tersebut, kemudian di anallsis 

untuk pembahasan melalui teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang akan 

dianalisis dan disajikan daiam bentuk tabel atau grafik.. 

Metode analisis deskriptif kualitatif dalam pcneljtian ini dilakukan untuk 

menggamharkan seberapa besar respons perempuan. Metode analisis deskriptlf 

kualitatif juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya respons 

berdasarkan teori yang telah dltetapkan sebeJumnya. 
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Dengan metode analisis deskriptif ini, diharapkan akan diketaltui dengau 

jelas faktor-faktor yang memengaruhi respons baik fak:tor internal maupun 

eksrernaL Faktor internal meliputi tanggapan dan sikap perempuan, pengetah!U111 

perempuan terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan perernpuan, 

dan budaya perempuan dan filktor ekstemal yang meliputi annan di DPR Rl, 

fasilitas yang disediak:an pemerintah, akses infonnasi, perilaku anggota legislatif 

lainn~ situasi yang berkembang1 Ungkungan dan masyarakat sekitar, serta 

keberadaan partai politik. 

1.5.4. Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian saya adalah perempuan anggota DPR periode 1999-2004 

dan atau 2004~2009 yang menjadi anggota Pansus UU Pomografi. Penelitian ini 

saya Iakukan sekitar awal September 2009 pada akhir masa keanggotaan DPR Rl 

periode 2004-2009. Setelah saya mendapatkan daftar nama anggota Panitia 

Khusus (Pansus) UU Pomografi. saya mencoba untuk menetapkan subjek 

penelitian. Dari 52 orang anggota pansus terdapat 16 orang pcrempuan dari 

berbagai partai. Ada beberapa kesulitan yang sayajumpai,pertama, dari 16 orang 

perempuan hanya beberapa yang terpilih kembali menjadi anggnra DPR Rl 

periode 2009-2014. Kedua, sebagian besar yang tidak terpilih kernbali berdomisili 

di luar DKJ Jakarta, 

Alasan itulah yang membuat saya mempertimbangkan untuk menetapkan 

s.ubjek yang mudah dan dapat ditemui di Jakarta. Dari J 6 nama yang tercanturn 

dalam da:ftar anggota pansus. saya mendapati lima orang yang memungkinkan 

untuk terlibat dalarn panelitian saya, Mereka adalab BF dar! Partai Kebangkita.n 

bangsa (PKB), CN dari Golkar, ES dari PDIP, LI dari Partai Amanat Nasional 

(PAN), dan YY dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tidak ada unsur 

kesengajaan menjadikan kelima perempuan ini sebagai subjek penelitian saya. 

Saya sempat mencatat seoran,g anggota pansus asal PPP namun ia tidak lagi 

tinggal di Jakarta karena sudah kembali ke Surabaya. 

Pernilihan perempuan yang menjadi anggota Pansus Pomografi bertitik 

tolak dari sebuah rea!itas, bahwa jika ingin mendapatkan data tentang respons 

politik perempuan dalam pengambilan keputusa:n kebija:kan di DPR dengan studi 
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kasus penyusunan UU Pomografl, maka data harus diperoleh dari akbJr-aktor 

yang secara Jangsung rnenga1ami dinamika pergulatan pemikiran. wacana, dan 

kepentingan dl parlemen. 

Dari lima subjek pene!itian saya, tiga di antaranya kembali menjadi 

anggota DPR Rl periode 2009·2014 sehingga saya mendapat kemudahan untuk 

mcmbuat perjanjian karena rnereka masih berdomisili di Jakarta. Dua subjek 

1ainnya tidak terpilih 1agi menjadi anggota DPR Rl periode 2009-2014 sehingga 

saya harus mendahulukan untuk bertemu mengingat salah satunya, LI dari PAN 

harus kemhali ke DIY, kola asalnya. Sementara BF, PKB, berdomisili di Jakarta 

sehlngga meskipun tidak terpilib kembal~ saya tidak mengalami kesulitan unhik: 

menemuinya. 

1.5.5. Tahap Penelitian 

Penelhian ini secara gads besar mempergunakan tahapan"tahapan sebagai berikut: 

• Tahap Persiapan 

Rangkaian k:egiatan yang dilak:ukan pada tahap ini dimaksudkan untuk 

mempersiapkan sega1a sesuatunya agar pelaksanaan penelitian berjalan 

~ancar. Persiapan yang dimaksud antara lain menyusun usulan proposal 

penelltian, menyusun pedoman wawancara, jadwa~ mempersiapkan teknis 

administrasi. dan melakukan persiapan teknis lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

• Tahap Pengumpulan Data 

Rangkaian kegiatan daiam tahap ini adalah mencari dan mengumpuil<.an 

data kualitatif sesuai dengan fokus penelitian yang berasal dari 

wawancara yang sebelumnya telah dlpersiapkan baik itu menyangkut 

subjek maupun pedoman pertanyaannya. Di samping itu, data-data 

sekunder dalam bentuk dokumen yang diterbitk:an maupun yang tidak 

diterbitkan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan 

penelitian ini. 
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• Tahap Ana lis is 

Rangkaian kegiatan anaiisis yang dilakukan pada tahap ini adaiah 

berkaitan dengan tujuan untuk mencapai yang diharapkan dari pelaksanaan 

peneHtian ini, yaitu dalam bentuk data--data yang sudah terkumpu1kan dan 

sudah dikategorikan kemudian dilakukan anatisis dengan menggunakan 

alat anaiisis teori respons~ teori feminis, toor! partisipasi dalam 

pengambilan keputusan yang dipadukan dengan hasll-hasil wawancara dan 

hasil observasi. 

• Tahap Kesimpulan dan Rekomendasi 

Rangkaian kegiatan kesimpulan dan rekomendasi yang dimaksud adalah 

merumuskan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan uraian 

sebelumnya, yaitu tentang atas apa saja yang diperoleh dan disarankan 

untuk dijadilam pertimbangan oleh pihak-pihak tert.entu pada masa yang 

akan datang. 

1.6. Jsu Etis 

Dalam menyajikan hasil temuan dan analisis, nama subjek tidak akan 

ditulis dengan sebenamya namun menggunakan inisial sebagai bentuk 

penghargaan peda privasi subjek. Sedanglum untuk nama partai politik, saya tetap 

menyebutkan subjek sesuai dengan asal parpolnya. Mengenai hal ini. Poerwandari 

mcnegaskan ba.hwa yang dimaksud dengan isu etis adalah dilema..dilema dan 

konflik~konfUk yang muncul, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambii 

mengenai bagaimana melakukan penelitian secam baik dan benar (202). 

DaJam proses penelitian ini, saya banyak bersinggungan dengan tema­

tema sensitif mengenai nama ketua dan pengurus partai serta subjek peneiitian 

sebagai kader partai tertentu. Untuk itulah, agar mereka seem leluasa dapat 

memaparkan pengalaman dan pendapatnya tentang parpol. DPR, dan hal lain yang 

terkait dengan peneHtian, saya sudah membuat kesepakatan dengan subjek untuk 

tidak membuka identitas rnereka dalam tesis inL 

Saya berharap dengan memerhatikan isu etis, basil peneiitian yang disusun 

dalam tesis ini dapat memberikan manfaat secara luas kepada pihak yang terkait 
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dengan topik tesis ini haik perempuan yang sudah menjadi anggota !egislatif atau 

perempuan yang akan memasuki dunia politik. 

1. 7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digonakan dalam penulisan ini adatah sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan ; menguraikan Jatar belakang permasalahan, masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi, dan sistematika penelitian. 

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Telaah Konseptual; bab ini menjelaskan tentang 

beberapa penelitian dan tulisan tentang partai politik, partisipasi dan keterwakilan 

perempuan, serta kuota 30 persen keterwakibm politik perempuan yang dilakukan 

scbelumnya dan kontribusi tesis ini dibandingkan peneliti-peneliti tersebut Pada 

bab ini pula, saya memaparkan behenapa konsep yang digunakan dalant 

mendukung penulisan ini, antara lain konsep politik. padernen, partai politik, 

rekrutmen, partisipasi, keterwakilan, respons, dan pomografi. 

Bab ID: Proses dan Dinamika Penyusunan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografl; bab ini menggambarkan proses penyusunan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dinarnika yang terjadi selama proses 

penyusunan tennasuk beberapa kontroversi yang muncul. 

Bab IV: Profil Subjek dan Faktor-faktor yang Mendorong Untuk Merespons; bab 

ini rnemberikan gambaran tentang profil subjek yang meliputi Jatar belakang 

politik keluarga, pengalrunan organisasi1 pendidikan, rnotivasi. dukungan 

keluarga, dan risiko yang rnereka hadapi. Setelah itu, saya lanjutkan dengan 

penjeJasan heherapa faktor yang memengaruhi perempuan dalam merespons. 

Bab V: Analisis Aspek Pembentuk Respons Perempuan; dalam bab ini saya 

mendeskripsikan sub aspek yang membentuk terbentuknya respons perempuan, 

mulai dari aspek kognitlf. afektif. dan psikomotorik. Bebernpa sub aspek yang 

dibahas dalam bab ini meliputl kesadaran. pengetahuan, refleksi diri, strategi, dan 

konfHk kepentingan yang dihadapi. 

Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



22 

Bab VI: Respons Pada Tahap Akhir Pembahasan UU Pornografi; pada bah ini, 

saya memaparkan bebempa aspek yang dilakukan parempuan pada lahap akhir 

pembahasan RUU sampai proses pengesahannya. Dalam bab lnit saya 

mengungkap bagaimana kehadiran yang sempat terekam~ keterUbatan. masukan 

yang mereka sampaikan selama pembahasan, dan keikutsertaan dalam ptoses 

pengesahan RUU menjadi UU Pomograti, 

Bab VII: Simpulan, Djskus.i, dan Saran; bab ini berisi simpulan yang merangkum 

temuan penelitianf diskust saya sebagai peneliti, dan saran yang dapat 

disampaikan. 

Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



BAB2 

TINJAUAN PUSTAKADAN TELAAB KONSEPTUAL 

Dalam bab terdahu!u tesis jni telah didiskusikan tentang maksud dan 

tujuan penulisan tesis ini, dengan mendiskusikan lebih mendalam gambaran 

tentang dinamika dan kompleksitas yang dihadapi oleh perempuan anggota DPR 

RI dalam rnenentukan respons yang diambil dalam penyusunan kebijakan publik 

dengan upaya memfokuskan Undang~undang Pornografi. 

Di daiam bab 2 ini saya menggambarkan tilijauan pustaka yaitu secara 

singkat menelaah beberapa penelitian mirip sebelumnya yang pemah dilakukan 

berhubungan dengan perempuan. politik, keterwakilan, dan partisipasi politis, 

Ttnjauan pustaka ini membedakan penelitian saya dengan penelitian yang lain 

serta kontribusi dari peneJitian saya. 

Selain itu juga dibahas beberapa kajian yang menjadi teiaah konseptual 

daJam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini bersifat kualitatif yang akan 

banyak mengangkat suara serta pengalaman perempuan. Telaah konseptuai 

menjadi diskusi inti dalam Bab ini yang menjadi acuan saya dalam menganalisis 

data. Dalam bab ini, saya akan membahas beberapa sub topik antara lain tentang 

politik. partisipasi. keterwakiian, kekuasaan1 resp•:ms, dan pomografi agar 

berhubungan antara kerangka konseptual dengan data lapangan yang diperoleh. 

Topik keterwaklian perempuan memang menarik, sehingga sudah banyak 

penelitian senada dilakukan. Hal ini terjadi karena makin banyak perempuan yang 

ikut aktif dalam partai poHtik, yang kemudian menuntut keterwakilan mereka 

dalam parlemen. Joni Lovenduski meneliti keterwakilan di !nggris pada awal 

1900-an. Sementara Lovenduski mencatat penelitian Barbara Nelson dan Najma 

Chudowry tentang keterwakilan di 30 negara menemukan fenomena menarik, 

kaum perempuan lebih mungkin memperoleh kekuasaan ketika partaiwpartai 

politik sedang tidak aktif atau berantakan selama rezim besar tertentu sedang 

bergejolak (Lovenduski 109). Hal ini paling tidak: mempunyai dua arti, pertama 

laki~laki tidak akan reia memberikan hak keterwakila.n manakala mereka sedang 

dalam kondisi damai dan mampu berpikir jernih, kedua~ perempuan memang 
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mampu berperan dalam kondisi bergolak, sehingga mereka diperlukan 

keterwakilannya untuk menyelesaikan persoalan genting yang sedang dibadapi. 

Sementara itu di Indonesia sendiri isu keterwakilan baru muncul sete!ah 

Orde Baru berakhir, ketika sistem politik sudah memungkinkan untuk terbuka. 

Pada masa Orde Baru memang mungkin perempuan anggota Jegislatiflebih tinggi 

persentasenya {sekitar 11%) dibandingkan dengan masa awal Reforma.-;i, yaitu 

sekitar 8 persen. Namun keterwakilan ll persen hanyalab 'hadiah' dari Presiden 

kepada ketabat pengikut setiany~ tanpa melalui proses panjang dari pencalonan. 

kampanye sampai pemilihan. Hal ini dapat diartikan bukanlah keterwakilan 

politik yang sebenamya. 

Dalam kebidupa:n demokrasi yang sebenamya, memasuki arena politik 

bagi perempuan tidaklah mudah. Banyak di antara rnereka yang masuk langsung 

dari rumah tangga ke parlemen, artinya langsung berhadapan dari ranah feminin 

ke maskulin. Dari dunia yang serba tenteram,. kompromi. pengertian, penuh kasih 

sayang sampai pada proses kampanye yang melelahkan dan penuh persaingan, 

tawar~menawar dengan konstitoen dan partai. Belurn lagi keterkejutan budaya 

ketika rnasuk parlernen dan berhadapan langsung dengan proses panjang 

pembuatan kebijakan yang dilalui dengan penyusunan strntegi untuk menang, 

debat berkepanja.ngan., persaingan, mempertahankan pendapat, pengawalan 

proses. yang memerlukan akumulasi sikap yang s.udah adaptif yang 

dikontribusikan dalam penyusunan kebijakan dengan sebuah keyakinan akan 

manfaat bagi konstituen perempuan yang diwak.llinya, 

Dinamika proses pendewasaan menjadi anggota legisJatif dan konlribusi 

mereka dalam penyusunan undang-undang ini dibahas daJam keseluruhan Bah 2 

ini, yang akan membahas melalul tinjauan pustaka dan tel.aab kon.<;eptual. 

2.1. Tiojauan Pustaka 

Dengan bedangsungnya reformasi pc;litik di Indonesia 1998, berlangsung 

pula kehidupan demokrasi yang sesungguhnya, Semenjak itu, kesadaran 

masyarakat untuk berpolitik menjadi bergairah, pemilu dilaksanakan. aturan­

aturan mulai ditata,. hak suara mulai diperhitungkan, pembagian kursi diatur, 

semuanya bennuara pada pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan terbuka. 
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Sejalan dengan maraknya gairah demokrasi, seperti juga terjadi pada beberapa 

negara lain, perempuan mulai menuntut hak keterwakilan. 

Tuntutan keterwakilan merupakan hal yang wajar karena populasi 

perempuan di Indonesia lebih separuh dari jumlah penduduk tetapi selarna ini 

persentasenya di parlemen di bawah 15 persen. Situasi dinamis seperti ini 

mendorong banyak peneliti untuk membuat studi seputar upaya kepesertaan 

perempuan dalam parlemen. Mereka di antaranya adalah Shelly Adelina 

mahasiswa Pascasarjana Program Kajian Wanita Universitas Indonesia yang tahun 

2006 menulis tesis berjudul "Hambatan Caton Legislatif Perempuan dalam Partai 

dan Sistem Politik Menuju Lembaga Legislatif Studi Kasus: Kegagalan Caleg 

Perempuan dalam Pemilu 2004" Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan 

sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. 

Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.3! Tahun 

2002 tentang parpol dan UU No.l2 Tahun 2003 tentang pemilu terhadap 

perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan 

gaga! dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. 

Penelitian berikutnya adalah "Pelaksanaan Sistem Kuota 30 persen Untuk 

Keterwakilan Perempuan di DPR Pada Pemilu Legislatif2004 di Indonesia" juga 

pada tahun 2006, dilak:sanakan oleh Evida Kartini mahasiswa Pascasarjana 

Departemen Ilmu Politik Fak:ultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Indonesia. Evida berupaya untuk melihat pelaksanaan sistem kuota 30 persen 

terhadap perempuan di DPR dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

pelak:sanaan sistem kuota 30 persen tersebut. 

Tahun 2002 Wirdanengsih mahasiswa Pascasarjana Program Studi 

Antropologi Fak:ultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia menulis 

tesis ten tang "Perempuan Parlemen Suatu Kaj ian Kasus Proses Rekrutmen Politisi 

Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Penelitian ini 

menjelaskan tentang keberadaan perempuan di bidang politik yang didukung oleh 

kemampuan individu mulai dari tingkat pendidikan perempuan yang umumnya 

relatif tinggi, pengalaman organisasi yang dimiliki serta Jatar belakang pekerjaan, 
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dan kondisi sosiat ekonomi mereka yang memadai menjadikan mereka dapat 

bertaban menjadi anggota DPR IU. 

Selanjutnya "Peluang Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif : 

(Studi Analisis Putusan Mahkarnab Konstitusi No.22-241PUU-VI/2008 dalam 

Perspektif Hukum Tata Negara Islam)~ ditulis oleh Siska Devi Irawati mahasiswa 

Sl Fakultas Syariab Jurusan Siyasah Jinayab lAIN Sunan Ampel pada tabun 

2009. Penelitian kepustakaan yang dilatarbelakangi oleh adanya putusan 

Mahkarnah Konstitusi No.22-241PUU-VI/2008 tentang pengujian alas UU No.IO 

Tabun 2008 terhadap UUD 1945 dimaksudkan untuk menjawab pernmyaan 

bagaimanakah impHkasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peluang 

keterwakilan perempuan di Iembaga Iegisiatif. dan bagaimana pandangan Huk:um 

Tata Negara Islam terbadapnya. HasH penelitian rnenyimpulkan bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi No.22-241PUU-VI/2008 berimplikasi temadap tiga aspek, 

yakni aspek yuridis, aspek politis, dan aspek sosio-ku!turaL Irnplikasi yuridis dari 

adanya putusan ini adalah terjadinya kernandulan secara substansial pada regulasi 

implementasi kebijakan affirmative action yang terkandung dalam pasal 55 UU 

J 0/2008, walaupun secara hukum pasal tersebut masih tetap berlaku sebelum 

dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan implikasi 

politisnya, hambatan yang harus dihadapi o1eh kaum perempuan ~ra otomatis 

akan semakin besar untuk menuju lembaga fegislatif. Dan kenyataan ini tcntu juga 

berdampak buruk terhadap aspek sosiokultural atas perjuangan kaum perempuan 

untuk melawan budaya patriarkal yang telah mengakar pada masyarakat. 

Keseluruhan implikasi tersebut tentu menunjukkan bahwa peluang keterwakilan 

perempuan di lemhaga legislatif semakin kecil akibat adanya putusan Mallkamab 

Konstitusi. 

Penelitian yang saya lakukan sejalan dengan keempat peneliti pendahulu 

yaitu meiibatkan perempuan dalam ruang poHtik, narnun penelitian saya lebih 

memfokuskan pada cara mereka--perempuan anggota DPR-merespons sebuah 

drafRUU yang akan diundangkan. Perbedaan dengan penelitian sebelUitlllya yang 

banyak menyoal keterwakllan perernpuan di lembaga legislalif terletak dalam 

melihat respons yang dibuat di tengah dinamika institusi partai po~itik dan 

parlemen yang serba maskulin. Mulai dari hambatan yang dihadapi seorang 
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perempuan untuk menjadi anggota legislatif, proses rekrutmen c.a!on anggota 

legislati4 sampai yang terakhir k!ausu! suara terbanyak yang diputuskan oleb 

Mahkamah Konstitusi. Rata~rata menggambarkan tentang perjuangan perernpuan 

sampai pada tahap partisipasi dalam lronteks deskriptif-meminjam istilah 

Lovenduski-yaitu perempuan mewakili k.aum perempuan sebanding dengan 

jumlah penduduk mereka. 

PeneHtian-penelitian sebelumoya jelas membantu saya memahami 

percmpuao menghadapi tantangan struktural maupun kultural ketika memasuki 

lembaga legislarif. Setidaknya, hal itu monjadi pijakan bagi saya agar lebih tajam 

mencermati tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan fungsi legislasi 

yaitu menyusun kebijakan barupa Undang-undang. Meskipun keterwakilan 

perempuan sudah mulai dirasakan di lembaga legislatif, namun lingkungan dan 

kultur politik yang ada beium sepenubnya bersahabat kepada perempuan. Setelah 

masuk ke parlemen. dalam konteks Indonesia kita menyebutny.:1 DPR, perempuan 

mendapati masih banyak kendala untuk berperan secara optimal. Perbedaan 

penting lain dalam penelitian saya adalah karena yang saya sodorkan adalah 

respons perempuan anggota DPR yang dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi salah satu 

tugas pokok dan fungsi atau tupoksi sebagai anggota DPR. D.aiam konteks ini 

saya akan melilmt faktor~faktor yang memengaruhi respons politis perempua.n 

mengingat sistem dan kultur di ruang pariemen sering kali belum beperspektif dan 

bersahab.at kepada perempuan. Dinamika terjadi manakala nilai-niiai maskulinitas 

dalam institusi parlemen dan partai politik ini berhadapan dengan upaya 

feminisasi pada dua institusi ini. Dinamika ini juga sangat mungkin terjadi pada 

diri perempuan itu sendiri karena meiaksanakan fungsi di DPR yang berSifat 

maskulin dan bertabrakan dengan nurani serta faktor eksternat yang sangat 

beragam dari kulturnl sampai institusiona1 yang memengaruhi respons politis 

perempuan. 

2.2. Telaah Konseptual 

Penelitian mengenai respons pada perempuan anggota Jegislatif tidak 

sedcrhana, karena perempuan ltu sendiri harus berhadapan dengan faktor internal 
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dan eksternal daiam mengambil siicap. Pada faktor internal. perempuan 

dihadapkan pada nilai baru yang barus disandangnya. sebelumnya kemungkinan 

dia perempuan biasa yang sehari~hari berbubungan dengan niJai femininitas daiam 

peran domestik, tiba-tiba harus berperan publik yang serba maskulin: kompetisi 

kalah-menang, mengelola rivalitas. menyusun strategi, dan seterusnya. Ketika 

mereka masuk arena politik banyak yang belum menyadari konsek:uensi maupun 

ruang lingkup pekerjapan yang akan digelutinya. Pada faktor eksterna.l mereka 

juga harus berurusan dengan institusi yang serba mask.ulin: partai politik dan 

parlemen, 

Dalam partai politi~ diantarai mereka sudah mulai terHbat dalarn aktivitas 

poHtik karena banyak di antaranya yang ditempatkan pada divisi atau departemen 

pemberdayaan perempuan {Uhat Bab I Pendahuluan) dan merasa nyaman dengan 

Ungkungannya# namun ketika rnulai memasuki institusi parlemen, perempuan 

bahkan dapat bersikap sangat maskulin terhadap sesama perempuan. Belum lagi 

tuntutan bahwa perempuan harus memenuhi harapan partai dan konstituennya 

ketika sudab menjadi anggota DPR RI. Pennintaan konstituen bisa sangat 

bera.gam mulai dari uang, menjadi perantara proyek, sampai titipan keputusan 

poritik. Belum lagi komitmen dan kebijakan partai yang tentu saja sangat politis 

dan perlu diakomodasikan ke dalam semua kcputusan yang akan diambil. 

Dalam kondisi seperti di atas, pcrempuan anggota. DPR-yang sebenarnya 

masuk ke arena politik ka:rena proses feminisasi partai politik dan partemen 

dengan diber1akukannya Undang-undang No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 

2008-barangkali tidak menyadari proses peijuangan keterwakilan. Walaupun 

keberadaan mereka karena peluang kuota 30 persen dari kedua undang-undang 

tersebut yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, barangkali nilai-nilai 

feminis juga tidak diketahuinya, sementata di lain pihak kelompok dan gerakan 

perempuan di luar arena juga menggantungkan sejumlah harapan kepada mereka. 

Diskusi dalam Bab ini dibagi dalam tujuh sub-topik yaitu politik, 

parlemen, partai politik. partisipasi. keterwakilan, respons, dan pomografi yang 

mewadahi dengan iebih rincl dinamika persoalan di atas. 
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2.2. 1. Politik 

Situasi politik di Indonesia rnengalami pasang surut sejak kernerdekaan. 

Pada masa awal pres:iden Sukamo, karena masih diwamai dengan euphoria 

kemerdekaan, politik dijalankan dengan kekentalan nilai demokrasi. Demokrasi 

diterjemahkan dengan djbolehk:annya semua perkumpulan orang untuk 

mendidkan partaL Karenanya, partai poJitik tumbuh menjamur, bahkan sudah 

dengan pembatasan syarat pemilu pun part:ai peserta pemi1u masjh juga banyak, 

Hal tersebut mengingatkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia 

1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Pemilu tahun 1955 ada1ah 

pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu ini sering dikatakan sebagai 

pemilu Indonesia yang pallng demokratis. 

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yattu tahap 

pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan 

pada 29 September 1955, dan diikuti olen 29 partai politik dan individu, dan 

tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini 

diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Pada tahun 1966, rezim pernerintahan 

Orde Lama dengan simbolnya Presiden Soekarno turun darl panggung kekuasaan 

menyusul pemberontokan Gerakan 30 September 1965 (G-30 SIPKI) yang 

digagalkan oleh tentara Republik Indonesia di bawah pimpinan Mayor Jenderal 

Soeharto yang mendapatkan Surat Perintah 11 Maret 19965 dari Presiden 

Soekamo. 

Dengan bergantinya kepemimpinan presiden Suharto yang cenderung 

memberlakukan sistem politik massa mengambang, jumlah partai politik hanya 

dibatasi tiga., yaitu Golkar yang mewadahi massa 1umum' dan pengikut presiden. 

PPJ) untuk mewadahi kelompok Islam dan PDI yang mewadahi nasionalis~ Kristen 

dan Katolik. Massa fain di luar ketiga itu hanya memilih boleh memilih antara 

Hrut atau keluar dati arena politik. Walaupwt persentase peserta pemilu cukup 

tinggi pada masa itu, bukan karena setuju dengan pilihan parpol namun Iebih 

karena tak:ut dlpenjarakan karena 1golpuf dianggap melawan hukum. Golput 

adalah singkaton dari Go Iongan Putih, yaitu kelompok yang tidak ikut dalam salah 

satu partai dan juga tidak ikut memilih dalam Pernilu. Istilah ini muncuJ sekitar 

tahun l980~an ketika masyarakat sudah jenuh dengan situasi politik. Sementara 
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itu, keikutsertaan percmpuan oleh pemerintahan Orde Baru dianggap vote getters 

yang sistematis dengan target mengajak anggota keluarga untuk memilih partai 

yang berkuasa pada masa itu, yaitu Golkar. 

Dalam masa reformasi. masyarakat menuntut tegaknya demokrasi. Pada 

masa awal reformasi masih diwarnai sistem sebelumnya yang menye1enggarakan 

pemilu satu kaU putaran dengan memilih partai. yang artinya kemenangan partai 

akan memperoJeh kursi parlemen sekaligus presiden yang dicalonkan dari partai 

tersehut Kemudian berubab rnenjadi one man one vote yang seiain memilih partai 

pada putaro.n pertama kemudian memiiih presiden iangsung. 

Politik selama ini dipandang sebagai aktivitas maskulin yang maknanya 

sering dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan dengan kekerasan dan 

cara-cara kotor, serta praktik money politics. Oleh karena itu, politik bukanlah 

arena yang cocok untuk perempuan karena karakteristik perempuan yang tidak 

sesuai dengan dunia politik. Selama ini orang memersepsikan bahwa perempuan 

haros mengalah. bersikap lembut dan penurut, serta tidak memiliki keinginan atau 

ambisl. Sifilt~sifat itu tidak cocok dengan dunia politik yang keras dan maskulin. 

Perempuan yang memlliki keberanlan. asertif, dan rnandiri dianggap sebaga.i 

perempuan yang aneh dan akibatnya tidak direrima olen masyarakat 

Setiap negara memlliki karakttristik daJam menyelenggarakan sistem 

demokrasi dan politiknya. Namun. gambaran umum menunjukkan lingkungan 

politik, publik, budaya dan sosial kurang atau tidak bersahabat dengan perempuan 

yang mencoba masuk ke dalamnya. Leo Agustino berusaha menjelaskan bahwa 

kaum laki-Jaki sudah sejak lama memasuki dunia politik dan bahkan 

mendominasi. Mereka merancang tala aturan, sistem, mekanisme. dan standar 

evaluasi di ruang politik sesuai dengan kemauan mereka. Karena itu perempuan 

merasa tidak nyarnan dengan budaya politik bergaya maskulin (232). 

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menganggap politik adalah 

arena laki~lakl meskipun jaminan hak demokratis perempuan untuk memilih dan 

dipilih dijmnin oleh undang~undang. Memang, Lovenduski mengindikasikan 

bahwa lembaga-lembaga politik memberikan keistimewaan dengan prioritas, 

budaya, dan praktik-praklik pada jenis-jenis maskulinitas tertentu (91 ). Bahkan 

dalam politik laki-laki, sering kali cara pandang paralogisme, seperti: 
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pemenanglpecundang, pemain/penonton, subjek/objek, dan sebagainya, sebagai 

dasar logika berpikir yang digunakan. Kata yang pertama, pernenang, sering 

digunakan untuk merepresentasikan Jaki-lald, sementara kata yang kedua, 

pecundang. sering kali dilekatkan kepada perempuan, dan begitu pula dengan 

kata-kata yang lain. 

Annan main maskulin~ budaya atau kultur politik yang dibangun 

mengenyampingkan rasa saling menghormati, kolaborasi, dan konsensus 

(Agustino. 232), Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini nampak pada 

keputusan dan kebijakan yang dibuat. Perbedaan ini terjadi dalam me1ihat Jatar 

belakang, membuat skala prioritas. mengelola konfllk kepentingan, dan 

mernbangun pola kerja. Perempuan cenderung memberikan perbatian dan prioritas 

pada masalah kemasyarnkatan, seperti: pendidikan, kesehatan, jaminan sosia1, isu 

perempuan, perlindungan anak, dan la.yanan umum untuk masyarakat. Sedangkan 

laki-lakl kebanyakan memberikan priorillls pada masalah-masalah yang bersifut 

high-politics (Agustino, 232). 

Politik secara konvensional sering diartikan sebagai kegiatan untuk rneraih 

kekuasaan sehingga aktivitasnya hanya sebatas karnpanye. fobi, dan penggalangan 

massa. Seluruh aktivitas tersebut biasanya dilakukan di luar rumah. Adanya 

pembatasan makna politik seperti itu mengakibatkan banyak ak:tivitas perempuan 

yang dilakukan di dalarn rumah, seperti menjalankan pecan sebagai istri atau ibu~ 

menjalankan fungsi reproduksi, seperti mengandung, melahirkan, dan mengasuh 

anak. hingga menemani anak belajar tidak termasuk kegiatan politik. Padahal 

semua aktivitas tersebut memUiki dimensi politik sebagaimana yang ditegaskan 

oleh Ani Soetjipto bahwa setiap kegiatan yang memiliki hubungan kekuasaan dan 

ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-lakl dimaknai sebagai aktivitas politik 

(Jurnal Pemikiran Islam, 45). 

Pemikiran bahwa politik yang berorientasi pada kekuasaan dan membagi 

ruang privat dan publik mulai diluruskan oleh kafangan feminis agar pembatasan 

forrnal~informal dan privat-publik tidak lagi menjadi hamhatan bagi perempua.n 

berkiprah dalam bidang politik. Para feminis akademisi menengarai bahwa upaya 

pendefinisian poiitil< baik teori maupun praktik merupakan perpanjangan dari 

pendefinisian politik secara konvensionat Oleh karena itu, setiap definisi politik 
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bersifat tendensius dan dapat diperdebatkan karena setiap pemisahan yang tegas 

antara politik dan nonpolitik sendiri merupakan tindak:an politis (G. Parry 82). 

Upaya feminisasi poiitik tidak boleh terhenti sebatas menghilangkan 

polarisasi fonnal dan nonformal, privat dan publik, namun ruang politik harus 

rnulai diintemalisasi dengan pengalaman pribadi perempuan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat MacKinnon yang menyatakan bahwa the persanal is political. 

Ungkapan ini mengandung rnakna bahwa pengalaman pribadi perempuan yang 

selama ini disebut sebagai aktivitas privat yang dilakukan di ruang privat ada!ah 

kegiatan yang berdimensi politis (Mackinnon, Towards, 82). 

The personal is political menekankan basis psikologis penindasan 

patriark1. Frase tersebut menciptakan hubungan langsung antara sosialitas dan 

subjeliivitas sehingga mengetahui situasi politik perempuan berarti mengetahui 

kehidupan pribadi perempuan. Meskipun rnasih berupa fenomena, konsep the 

personal is political rnerupakan !angkah metodologis yang tepat untuk mengkaji 

bagaimana perempuan berpolitik dengan carnnya sendiri. Cara ini bisa dilihat 

sebagai a new way.s of doing politics (Bouvard, 57 ; Taylor, 38). Di dalam 

buktmya Se:xllal Politics, Kate Millet menandaskan bahwa politik dengan 

kekuasaan atau "hubungan-hubungan kekuasaan yang terstruktur" 

mengekspresikan konsepsi baru: bahwa wilayah politik tidak harus !agi dibatasi 

ke dalam institusi-institusi tetapi meliputi seluruh aspek dalam kehidupan individu 

dan sosial (26). 

2.2.2. ParJemen 

Dalam kultur politik seperti rersebut di alas kebijakan publik dirancang, 

disusun dan diputuskan dalam sebuah institusi yang disebut parlemen. Sejak. masa 

kemerdekaan, seiama 17 periode keberadaan DPR, sampai dengan sekarang 

hampir dapat dipastikan yang banyak mengisi kursi di DPR adalah Jaki-laki. 

Wacana pentingnya keterwak:ilan perempuan baru mengemuka datam UU No. 23 

Th.hun 2004 tentang Pemilu Pa.sal 65 ayat 1 tentang affirmative action 

rnenyediakan kuota 30 persen. Itu pun sudah didahului berbagai upaya 

pengarusutamaan gender (PUG) setelah negara rneratifikasi CEDAW ke dalnm 

UU No, 7 Tahun 1984. Meskipun perempuan adalah setengah dad penduduk, 

namun yang masuk ke DPR belum representatif. 
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Unruk pelaksanaan pemilu 2009 lalu, UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu membuka pe!uang lebih baik 

dibandingkan UU No, 23 Tahun 2004 karena rnencantumkan kata "harus" 

memenuhi kuota 30 persen untuk kepengurusan dan pencaJonan anggota 1egislatif. 

Namun, keputusan MK bahwa penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak 

berdampak sangat besar terhadap keterwakilan perempuan. Perjuangan 

perempuan untuk mengejar ketertinggalannya dari laki-laki memang sangat 

panjang dan berat. 

• Maskullnitas DPR 

Hambatan bagi perernpuan, untuk terpilih sebagai anggota DPR 

setidaknya harus melewati tiga hal. Pertama, kaum perempuan barus menyeleksi 

dirinya sendiri untuk pencalonannya sebagai anggota DPR Pada tahap ini. 

hambatan dapat datang dari did sendiri dalam bentuk tidak ada kepercayaan did 

atau rendahnya percaya dirt maupun ramah tidaknya lingkungan politik yang 

akan mendukung pencalonan, dan perldraan akan berbagai sumber yang akan 

menolongnya daiam kampanye. jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri. 

Sampai saat ini, minat dan tingkat kepercayaan diri perempuan untuk terjun di 

wilayab politik masih rendah, Hal ini paling tidak berpengaruh terhadap 

konsolidasi perempuan sendiri menghadapi tantangan di ruang publik, yang 

selama ini merupakan hal tabu bagi struktur masyarakat yang patriarkal. 

Hambatan kedua, kaum perempuan harus diseleksi sebagai kandidat oleh 

partai. Pimpinan parrai poiitik yang kebanyakan lald-laki tentu alum menetapkan 

aturan seleksi sesuai mindset yang mereka milikL Ukuran prestasi dan 

penempatan pada nomor atau urutan berapa menjadi otoritas pimpinan. Hambatan 

k.etiga, kaum perempuan periu diselcksi oleh pernilih. Pultlsan MK yang 

menetapkan calon dengan suara terbanyak menjadi hambatan tersendiri bagi 

perempuan. Ini artinya bahwa perernpuan harus bersaing merebut suara dengan 

kandidat sesama partai dan kandidat dari partai lain daJam situasi politik yang 

rawan dengan money politics. 

Pada saat perempuan masuk ke parlemen. perjuangan mereka belum 

selesai. Di DPR, perempuan berhadapan dengan sistem yang sudah kokoh 
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terbangun berpuluh tahun yang lalu dan bersifat sangat maskulin. Betapa tidak, 

mulai dari aturan main. standar, pola, kepemirnpinan, dan persekongkolan sernua 

dibuat oieb laki·Jaki. Menurut Lovenduski dan Karram, sebagian besar parJemen 

yang sudah mapan merupakan produk proses politik yang didominasi laki~laki 

atau melulu laki-laki (ll8). Alar kelengkapan DPR, mula! dari pimpinan DPR, 

komisi~komisi, Badan Musyawarah (Bamus)) Badan Legislasi (Baleg), Badan 

Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerjasama Antar 

Parlemen (BKSAP), Badan Kehonnatan, Panitia Khusus, sampai Badan 

Akuntabifitas Keuangan Negara), sangat jarang menempatkan perempuan sebagai 

pimpinan. Sudah dapat dihayangkan betapa hesar dominasi laki-laki di DPR. 

Tentu saja ini yang dimaksud oleb Lovenduski sehagai 'inslitusional 

maslmlinila.s' ketika menggamharkan karakter parlemen di berhagai negara (!6!). 

Laki·laki mendominasi arena pofitik, laki~laki memforrnu!asi aturan permainan~ 

dan laki-lakl menentukan standar untuk evaluasi. Seperti itulah kehidupan politik. 

diorganisasi sesuai norma~norma dan nilai-nilai lakl-laki. Perbedaan~perbedaan 

diantarai laki-Jaki dan perempuanjuga muncul berkenaan dengan isi dan prioritas 

pembuatan keputusan, yang ditentukan oleh kepentfngan, Jatar belakang, dan pola 

kerja kedua jenis kelamin tersebut (21 ). Unruk itulah keberadaan perempuan 

bukan sekedar jumlah namun dltuntut juga secara kuaJitas dan substansi. 

2.2.3. Partai Politik 

Dari partai-partai politik yang pemah mengikuti Pemilu sejak tahun 1955 

sampai dengan sekarang sangat sedikit partai politik yang secara jelas dan tegas 

menyatakan visi dan misinya yang menyentuh dan memperjuangkan nasib dan 

kepentingan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalaupun 

ada partai politik yang mencantumkan visi dan misinya bisa dipastikan bukan 

merupakan visi dan misi utamanya, rnelainkan hanya aksesori dan pencitraan 

partai politik saja bahwa partai tersebut memerhatikan kepentingan perempuan. 

Fenomena tersebut, seca:rn jelas tcriihat ketika peraturan perundang~undangan 

menyebut ketern•akifan 30 persen wttuk perempuan sebagai politlk afirmatif 

meskipun kemudian dibatalkan oleh keputusan MK. 
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Kondisi tersebut, diperparah dengan kebijakan partai politik yang tidak 

rnemihak pada kaurn perempuan, meskipun UU Nomor 2 tentang Parpol dan UU 

Nomor 10 tentang Pemilu secara eksplisit menyebut tentang kuota, namun yang 

mempunyai hak untuk merekrut. menempatkan, dan mencalonk:an perempuan 

sebagai anggota legislatif ada!ah Partai Po!itik, Proses seleksi dan nominasi dalam 

partai-partai politikjuga bias remadap perempuan. Bias ini dapat kita lihat sebagai 

bentuk tekanan terhadap perempuan, Mereka harus bersaing secara tidak fair 

dengan laki*laJd hanya k:arena sistem dan mekanisme yang dlgunakan adalah /aki­

laki minded. Akibatnya terjadi penyingkiran secara struktural maupun kultural 

terhadap perempuan yang ingin terUbat dan berkontribus.i dalam ruang politik 

publik (Agustino 232). Untuk menyenangkan hati perempuan, diletakkanlah 

nama-nama mereka di tempat-tempat yang biasa menjadi ternpat perempuan. 

Lovenduski mengingatkan argumen yang biasa digunakan partai untuk 

menghalangi kiprah perempuan di partai politik dan ruang politik publik dengan 

perbedaan peran. Untuk beberapa katangan, argumen ini sangat mengena apaJagi 

jika dikaitkan dengan kewajiban mengurus keluarga. Usaha yang dilakukan partai 

tidak hanya pada wilayah personal namun juga di wilayah struktural partai. 

Mwjinalisasi seksi atau divisi urusan perempuan membuat perempuan harus 

bersaing dan berkompetisi secara ketat jika ingin memperoleh kedudukan atau 

posisi yang penting di partai (Lovenduski 79). 

Sistem demoktasi dan ketatanegaraan Indonesia memberi peluang sebesar~ 

besamya bagi partai da[am rekrutmen anggota DPR, pejabat pemerintahan, dan 

pejabat publik lainnya. Oleh karena itu, jika DPR adalah institusi yang ma.skulin, 

maka partai politik adalah distributor atau suppliemya. Meski negara membuat 

mekanisme pemilihan, termasuk kuota 30 persen. namun dalam pelaksanaannya 

sangat bergantung pada karakter dan perflaku partaf politik. Rakyat memilih calon 

yang sebelumnya dipilih dan diseleksi partai menurut aturan internal partai 

masing-masing. Sekali lagi dapat dipastikan mekanisme yang digunakan partai 

sangat maskulin dan memojokkan perempuan. Apalagi setelah ada putusan MK 

tentang penetapan anggota legis:latif melalui suara terbanyak. Makin tersingkirlah 

perernpuan. 

Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



36 

2.2.4. Rekrutmen dan Kaderisasi 

Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 pengganti UU No. 12 Tahun 2003 

disebutkan bahwa bagi setiap parpol hanya dapat mengikuti atau menjadi peserta 

pemilu1 jika menyertakan sekurang~kurangnya 30 persen (tiga puluh perseratus) 

keterwakilan perempuan. 

Meskipun klausul ini memaksa partai melakukan proses rekrutmen calon 

anggota legis1atif perempuan1 namun bukan berarti bahwa partai politik tersebut 

mempunyai niat untuk merek.rut aktlvis perempuan di kaiangan perguruan tinggi 

atau LSM yang selama ini secara konsisten memperjuangkan hak-hak dan 

kepentingan perempuan baik di tingk:at nasional maupun intemasional. 

Partai politik tampaknya Iebih tertarik merekrut perempuan yang berasal 

darl kalangan arti.-mesklpun secara kapasitas tidak rnernpunyai pen;paktif 

feminis-untuk rnemenuhl ketentuan undang-undang tersebut. Bagi partal politlk 

menjatuhkan piJihan rekrutrnen kepada artis dinilai lebih menguntungkan 

dibanding aktlvis LSM yang mempunyai perspektif feminis dan sudah teruji dan 

terbukti konsisten dalam memperjuangkan kepentiogan perempuan. 

Bagi partai lama mungkin tidak sesu1it partai haru dalam menjaring dan 

merekrut perempuan. Namun. ketika yang menjadi pijakan untuk rekrutmen 

adaiah sekedar memenuhi tuntutan kuota 30 persen mak.a hasilnya banyak 

perempuan yang tidak memiliki kualifikasi. Dalam proses rekrutmennya bukan 

mustahil partai menggunakan cara-cara maskulin, seperti praktik money politics. 

Rekrutmcn model ini selain merugikan kandidat juga merugikan masyarakat 

Agar disebut sebagai partai yang peduli pada perempuan, partai yang 

berpihak pada kesetaraan gender, mereka menempatkan perempuan pada nomor­

nomor yang diprediksi tidak akan jadi. Perempuan hanya dijadikan sebagai 

pemikat bagi para pemilih. Rekrutmen seperti ini juga menunjukkan bahwa partai 

sangat pragmatis datam menentukan calon anggota legislatif perempuan. Bukan 

berdasarkan kemampuan rnelainkan hanya sekedar memenuhi tuntutan 30 persen. 

Upaya parpol menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kuota 30 

persen keterwakiJan perempuan patut diapresiasi. Namun, ada hal penting yang 

juga harus ditakukan oleh parpol setelah me!akukan rekrutmen, yaitu kaderisasi. 

Firmanzah daJam bukunya Mengelola Partai Politik menyehutkan bahwa 
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komunikasi ideologi perlu dilakukan ke dalam internal partai, mengingat 

organisasi ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari setiap manusia dan 

kelompok manusia yang ada di dalamnya. Komunikasi idealogi yang disebut 

Firmanzah dapat dianalogikan sebagai kaderisasi karena lebih Ianjut ia 

menjelaskan bahwa organisasi poHtik bersifat sangat human intensive. Artinya, 

sumber daya uta.ma parpol adalah manusia sehingga tidaklah mengherankan 

apabiia sukses tidaknya sebuah parpol akan sangat tergantung pada kualitas 

manusia yang ada di dalamnya (312). Hal inilah yang sering menjebak parpol 

pada periiaku pragmatis, yaitu cenderung menarik dan merekrut orang-orang 

populer, sepertl artis dan pengusaha untuk bergabung ke dalamnya sekedar untok 

mendongkrak perolehan suara dan kursi parpol di parlemen. Padahal parpol 

berfungsi melahirkan calon-calon pernirnpin yang berkualitas. Hal ini tidak dapat 

berjalan tanpa adanya proses kaderisasJ atau pendidikan lmtuk kader~kader partai. 

Kaderisasi yang disebut oleh Firmanzah sebagai komunikasi internal 

memiliki beberapa tujuan, pertama, berkembangnya pemahaman konseptu.af, 

perilaku, dan pemyataan yang dilontarkan oleh para kader parpol. Hal ini akan 

terlihat dari cara kader mengaplikasikan dan menawartan solusi terhadap 

persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, kader parpo1 diharapkan 

dapat memberikan mu!tijlier effict dengan mengomunikasikannya kembali kepada 

masyarak:at sebagai bentuk sosialisasi ideologi politik. Sulit rasanya me!epaskan 

atau memisahkan kader dengan kinerja partai politiknya. Apapun yang dilakukan 

kader} masyarakat memahaminya sebagai bentuk kebijakan dan implementasi 

ideologi parpol (Firmanzah, 313). 

Oleh karena itu, parpot haros merumuskan model kaderisasi yang tepat 

dan efektif bagi para kademya agar mereka dapat merespons persoalan yang 

tengah dihadapi oleh masyarakat baik di dalam ataupun di luar parlemen. Yang 

berada di ruang parlemen sebagai anggota DPR tentu saja bertugas mengadvokasi 

melalui kebijaka.n. sedangkan yang berada di luar pariemen meiakukan 

penggaiangan opini dan pendidikan politik bagi masyarakat agar agenda 

kepentingan masyarakat berhasil diperjuangkan. 
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2.2.5. Partisipasi 

Bicara tentang partisipasi politik. tidak lepas dari perempuan yang 

merupakan separuh jumlah penduduk Indonesia. Bahkan, 53 persen pemilih pada 

pemilu 2004 adalah mereka. Namun keterwakilan perempuan dalam politik 

formal jauh di bawah am bang ideal. Saat ini jumlah perempuan di MPR-RI l3 

persen, di DPR-RI ll persen, di DPD-RI 21 persen, di DPR Provinsi 9 persen 

bahkan di Banten hanya 6,7 persen atau lima orang dari 75 anggota, dan di DPR 

Kabupaten/Kota sekitar 5 persen. Ban yak Kabupaten!Kota beranggotakan 100 

persen laki-laki. Tindakan khusus sementara (affirmative action) dalam bentuk 

ketentuan anjuran kuota 30 persen bagi caleg perempuan pada periode lalu tidak 

efektif. Sejak awal refonnasi, pembicaraan tentang ketenvakilan politik 

perempuan makin bergeser dari isu akademik dan gerakan sosial menjadi agenda 

kerja politik. Beberapa jumput berita baik pun kita tuai: adanya ketentuan kuota 

perempuan di Iembaga legislatif dan menguatnya desakan terhadap partai untuk 

memberi peluang khusus bagi politisi perempuan. 

Berkenaan dengan partisipasi politik, Miriam Budiardjo (1981) 

mengemukakan: bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu 

dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung 

memengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy). Kegiatan ini mencakup 

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 

umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan 

hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan 

sebagainya. 

Masyarakat tradisional melekatkan partisipasi politik pada kaum laki-laki 

lebih tinggi daripada kaum perempuan. Tidak jarang kaum perempuan 

menempatkan diri sendiri sebagai sekadar penarik atau pelengkap dari kegiatan­

kegiatan politik. 

Menurut Center for Asia-Pasific Women in Politics yang disadur oleh Nur Iman 

Subono (2003), dua faktor utama yang menjadi hambatan dalam partisipasi politik 

perempuan adalah: (1) Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian 

gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau 
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menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan 

kebijakan atau keputusan. (2) Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang 

masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang terdapat di berbagai 

kelembagaan sosial politik. 

Memang banyak kendala yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi 

dalam politik. Menurut Budi Shanti (33) kendala yang dihadapi perempuan datang 

dari dalam partai maupun dari luar partai. Dari dalam partai, kendala yang 

dihadapi antara lain; penempatan perempuan dalam posisi yang kurang strategis, 

bukan pada posisi pengambilan keputusan yang cukup penting sehingga mereka 

tidak punya akses untuk memberi pertimbangan-pertimbangan yang memihak 

perempuan. Selain itu, kultur partai-partai di Indonesia masih didominasi oleh 

laki-laki, baik dari sisi proses, pengambilan keputusan, maupun keputusan yang 

dihasilkan. Kendala lain adalah kultur yang selalu menempatkan perempuan pada 

sektor-sektor domestik yang menyebabkan perempuan lebih lamban memasuki 

kawasan politik dibandingkan dengan laki-laki. 

Perjuangan di parlemen bukan hanya perjuangan bagi para politisi 

perempuan untuk berebut kursi parlemen atau berebut posisi politik. Apa yang 

dihasilkan oleh kalangan politisi perempuan akan berimbas besar pada masyarakat 

umum. Jika mereka membuat keputusan yang tidak memihak pada kepentingan 

perempuan, maka perempuan akan semakin terpuruk karena mereka akan menjadi 

korban dari produk-produk hukum dan pemerintahan yang mungkin akan 

mengekang kehidupan mereka 

Selain itu, partisipasi perempuan kurang atau belum optimal secara 

signifikan akan mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Representasi 

perempuan dalam kehidupan politik yang adil merupakan salah satu indika:tor 

demokrasi partisipatoris. Deklarasi Beijing, misalnya, menyatakan partisipasi 

seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang 

secara akurat merefleksikan komposisi da\am masyarakat diperlukan untuk 

memperkuat demokrasi. 

Partisipasi politik perempuan da\am proses perumusan kebijakan sangatlah 

penting karena semakin banyak perempuan duduk dalam jabatan politik tennasuk 

di parlemen, semakin besar peluang keikutsertaan perempuan dalam perumusan 

Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



40 

kebijakan, terutama pada kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan 

mereka. 

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi dari politlk. Pengertian 

partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa datarn memengaruhi proses 

pembuatan dan peJaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemirnpin 

pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, 

membayar pajak, melaksanakan keputusan. mengajukan kritik dan koreksi aw 

pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan menduk:ung atau menentang calon 

pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat 

dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai poHtik mempunyai fungsl untuk 

memhuka kesempatan. mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota 

masyarakat yang Jain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan 

memengaruhi proses politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dafam sistern politik 

demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik yang 

terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga negara. 

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistern demokrasi, 

bahkan yang mendasari demokrasi adalah nilai-nilai partisipasi karena partisipast 

adalah keikutsertaan warga negara hiasa dalarn memengaruhi proses pembuatan 

dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 141). 

2.2.6. Keterwakilan 

Paling tidak terdapat empat komponen dalam memhicarakan keterwakilan 

perempuan di parlemen. Keempat komponen yang dimaksud adalah proses 

pemilu, rekrutmen partai politik, dan Undang-undang Pernilu serta Undang­

undang Politik. Pembicaraan keterwakilan perempuan juga sejatinya adalah 

rnembicarakan tentang peran dan posisi perempuan dalam dunia politik di 

Indonesia, yang memuat dua agenda yang sangat sensitif yait:u. l) konstruksi 

tentang peran dan posisi perempuan dalarn sejarah polltik dan parlemen di 

Indonesia yang selalu ditempatkan di kelas dua; dan 2) konstruksi tentang partai 

politlk dan instJtusi parlemen di Indonesia yang sangat maskulin. 

Keterwakilan perempuan di wilayeh politik, menurut Budi Shanti (2001) 

lernah. Hal ini dapat dilihat meskipun jumlah perempuan lndonesja besar ternyata 
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tidak mengindikasikan kekuata.n posisi strategis mereka dalam pengambiJan 

keputusan·keputusan pelitik. Hanya 8 person hingga 10 persen saja yang terpilih 

dalam setiap pemiiu dari jumlah perempuan 51 persen dari total penduduk 

Indonesia. 

Saat inijumlah perempuan di MPR·RJ 13 persen, di DPR·Rl II persen, di 

DPD~RT 21 persen, di DPR Provinsi 9 persen {di Banten hanya 6,7% atau lima 

orang dari 75 anggota), dan di DPR Kabupaten!Kota sekitar 5 persen (banyak 

Kab./Kota anggotanya lOll% laid-laid). 1indakan khusus sementara (TKS) dalam 

bentuk ketentuan anjuran kuota 30 persen hagi caleg perampuan pada pemilu 

periodolalu tidak berjalan efektif. 

Sebagai perbandingan representasi perempuan dapat dilihat dalam 

perja1anan Pemilu sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana tabel 

di bawah ini: 

2. 1. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif 

Perwakilan 
yang Berkeadilan dnn Berkesetarean" hal. 24 

Penurunan keterwakiian perempuan dalam arena politik formal~ di mana 

kebijakan nasiona! yang akan memengaruhi kehidupan seluruh bangsa ini 

ditentukan, terjadi secara bertahap dalam tiga pemilu terakhir. Tabei di atas 

memperlihatkan tahapan penurunan tersebut: dari 13 persen pada pemiiu 1987 

menjadi 12,5 pers:en pada pemilu 1992, turon fagi menjadi 10,& persen dalam 

pemi1u 1997, dan akhirnya hanya mern::apai 9 persen pada pemHu 1999. 
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Keterwakilan perempuan juga sangat dipengaruhi oleh sistem Pemilu yang 

dipergunakan oleh negara Indonesia, Secara teoritik terdapat sistem Pemilu 

distri~ propor:sional dan campuran dati distrik dan proporsiona1. 

2.2.7. Respons 

Respons perempuan anggota DPR memang amat beragam. Banyak faktor 

yang memengarohinya. Benjamin S. Bloom mengernukakan bahwa perubahan 

perilaku s.angat dipengaruhi oieh tiga aspek yaitu, kognitif, afCktif: dan 

psikomotorik. Mesklpun teori Bloom ini dikenaJ sebagai teori belajar, namun tiga 

aspeknya dapat digunakan untuk menganalisis respons perempuan di ruang 

penyusunan kebijakan. 

Di atas sudah dijelaskan bahwa politik, parlemen~ dan segala mekanisme 

serta aturan main di dalamnya adalah lingkungan yang dibangun oleh dominasi 

laki-laki dan sangat maskulin. lni berarti bahwa ketika harus ter1ibat dalam 

penyusunan kebijakan publik, perempuan harus menguasai persoalan agar dapat 

terlibat secara substantif dan bukan hanya sekedar hadir sebagai anggota 

kepanitiaan. Perempuan juga dituntut untuk melibatkan perasaannya dalam 

memperjuangkan pasal demi pasal apakah ada klausul yang berpotensi 

diskrirninatif terhadap perempuan. Tidak hanya penguasaan persoalan, kesadaran 

dan keterlibatan perasaan, namun perempuan juga dituntut untuk melakukan 

strategi. memberikan reaksi langsung atau spontan dalam rnpat pembahasan 

tennasuk kemampuan menghadapi kontlik lrepentingan. 

Untuk ltulah1 dalam pcngarnbilan data, saya mewawancarai subjek secara 

mendalam agar dapat mengetahui tiga aspek yang melatarbelakangi respons 

mereka terhadap penyusunnn UU Pornografi. Dalam menga.nalisis data. saya tidak 

mengukur aspek~aspek respons dalam skala tinggi, sedang, atau rendah, namun 

saya hanya melihat secara kualitatif deskriptif aspek manakah yang banyak 

memengaruhi perempuan dalam penyusunan UU Pomografi. Apakah aspek 

kognitifyang memengaruhi atau dua aspek lainnya? 
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2.2.8. Pornografi 

Potnografi berasal dari istilab Yunani kuno porne. yang berarti budak sek.s 

perempuan, dan graphos yang berarti penulisan atau penggambaran rnengenal 

tindak tanduk tersebut. Menengok dari asal kata ini sudah menunjukkan hahwa 

inti utama pomografi adalah perampasan hak serta penyalahgunaan terhadap 

perempuan. (Hatimj 9) 

Menurut kamus Webster Pomografi adalah tulisan atau gambar yang 

dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat atau 

membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia I) pornografi ada lab 

penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk 

membangkitkan nafsu berahi. 2} bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata­

mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi. (1094) 

Draf ketiga RUU pomografi dalam Bah Ketentuan Umum Pasal I 

mendefinisikan pomografi sebagai berikut: 

Pomografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tu1isan, suara, bunyi, 
gambar bergerak. animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan Iainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukao di muka umum, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Pada dasamya semua feminis sepakat bahw.a pornografi adalah puncak 

objektivikasi dari perempuan, namun ada dua argumentasi yang berbeda 

mengenai pomografi di dalam feminisme moralis dan konservatif sama~sarna 

mendefinisikan pomografi sebagai penggambaran material sek.suaf yang 

mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan. Dan menurut 

feminis radikal kulturai. pomografi buk.an hanya sekeda.r masalah moral namun 

lehih dari itu merupakan fenomena poJitik. Feminis radikal kultural memandang 

bahwa pemografi mempunyai dua karakteristik utama yaitu penggamharan 

pelecehan perernpuan rnelalui kekerasan atau pemaksaan seksual <1M 

institusionalisasi seksualitas patria.rki. Robin Morgan mengatakan bahwa 

pornografi adalah teori dan perkosaan adalah praktik. 

Feminis radikal-kultural mengklaim pomografi membahayakan 

perempmm dengan tiga cara { 1) dengan mendorong Iaki-laki untuk berperiiaku 
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yang seoara seksual berbabaya bagi perempuan (misalnya peleceban seksual, 

perkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan), (2) dengan menistakan 

perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai penghargaan terhadap diri 

sendirt karena mereka baik secara aktif mencari, ataupun secara pasif menerima 

penganiayaan seksual, (3) dengan meng..-.bkan laki-lald untuk tidak saja berpikir 

bahwa perempuan adalah manusia yang kurang. tetapi juga dengan 

memperlakukannya sebagai warga negara kelas kedua, yang tidak layak mendapet 

proses serta perlakuan yang setara dengan ape yang biasa didapat olen laki-laki. 

(Tong, 99). 

Andrea Dworkin dan Catharine MacKinnon sebagaimana yang dikutip 

Tong (99) mendefinisikan pomografi sebagai: 

Subordinasi pe:rempuan yang ekspiisit secara seksual, dan gratis mela.lui 
gambar alau kala-kala yang juga melingkupi perempuan, yang 
dldehumanisasi sebagai objek seksual benda atau komoditi yang 
menikmat! rasa saki~ rasa malu. atau perkosaan diikat, dipotong, 
djmutilasi, dipukuli hingga memar, atau disakiti secara fisik dalam sikap 
penyerahan, perbudaka:n atau pertunjuk:an seksua1 direduksi menjadi 
hagian tubuh, dipenetrnsi oleh objek atau binatang, atau ditampilkan 
daiam skenario yang merendahkan, melukai dan mcnyiksa 
dipertunjukkan scbagai kotor dan inferior , berdarah, memar atau terluka 
di dalam konteks yang membuat itu seksual. 

Andrea Dworkinn dan Catharine MacKinnon juga menambahkan bahwa 

pomografi telah mendorong !aki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai 

warga negara kelas kedua, bukan saja di dalam dunia pribadi, dalam kamar tidur, 

melainkan juga di dalam dunia publik, di tempat kelja. Hal itu terjadi karena 

pomografi menciptakan bingkai acuan yang memandang perempuan sebagai tidak 

sepenuhnya manusia. 

2.3. Kerangka Pikir 

Dalam Diagram tentang Kerangka Pemikiran di bawah ini menjelaskan 

dinamika proses dari situasi yang dihadapi oleh Subjek baik aturan UU yang perlu 

diikuti, komitmen yang dibuat Parpol, konflik kepentingan yang dihadapi 

perempuan sebagai anggota DPR RI rnaupun sebagai pemegang peran domestik 

sampai kepada momen dalam menentukan respons ketik.a UU Pomografi disusun. 
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UU No. 2 Tahun 200& tentang Par!ai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 

tentang Pemilu setidaknya telah memberikan peluang terhadap keterwakilan 

perempuan sebesar 30 persen baik pada kepengurusan partai maupun pada sa.at 

penealonan anggota legislatif. Hal ini sudah lebih baik dibandingkan dengan UU 

No. 12 Tahun 2003 tentang Pemi1u yang menginisiasi kuota 30 persen dengan 

menyebutkan sedapatnya partai politik memenuhi kuota 30 persen baik di 

kepengurusan partai maupun pada daftar cal on anggota legis1atif. UU yang terbaru 

disahkan oJeh anggota DPR terkait partai politik dan pemilu ini. telah mernaksa 

parpoi untuk menunjukkan k:omitmennya melalui pengisian kepengurusan dan 

daftar pencalonan aoggota legislatif dengan mengganti kata sedapatnya dengan 

kataharus. 

Dari kebijakan inilah lahir partisipasi politik perempuan yang sudah 

seharusnya ada mengingat jumlah perempuan menempati setengah dari jumlah 

penduduk. Menjadi hal yang wajar jika perernpuan memilikf wakil yang 

jurnlahnya memadai di ruang penyusunan kebijakan agar kebijakan ini tidak 

merugikan dan mendiskriminasi perempuan dan bahkan sebaliknya dapat 

rneningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. 

Setelah melalui perjuangan yang berat baik pada tahapan seleksi sampai 

pada tahapan pemilihan oleh masyarakat. perempuan mulai masuk ke pariemen 

yang kita kenal sebagai DPR. DPR sebagai ruang yang sudah lama dihuni dan 

didominasi olah knkuatan sekais tertentu yaitu, laki-laki, tidak lantas menjadi 

ruang yang ramah bagi perempuan berada di da1amnya. Salah satu yang dinanti 

dari kehadiran perempuan di ruang parlemen adalah kemampuannya merespons 

pembabesan kebijakan publik melalui fungsi legislasinya. Merespons bukanlah 

hal yang mudah karena perempuan bernda pada posisi yang sulit antara sistem 

yang maskuHn, peran tradisional yang harus diemban, persaingan politik. dan 

tekanan heffingni kelompok. 

Namun, sekali 1agi perempuan berhadapan dengan berbagai faktor yang 

memengaruhi responsnya antara lain fak.tor nilai yang dianut oleh partai politik, 

tekanan dan tuntutan baik konstituen asal daerah pemilihan atau ma.syarakat 

umum, dan tekanan kelompok perempuan yang selama ini dengan gigih 

mempertimbangkan kuota keterwakilan 30 persen. Di sisi Jain, perempuan 

Universitas !ndonesta 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



46 

anggota DPR barns berhadapan dengan sistem, jadwal kegiatan dan agenda, tugas 

pokok dan fungsi, mekanisme, serta aturan, 

Dalam menganalisis Respons Anggota DPR ini saya menggunakan Bloom 

dalam buku Psikulogi Pendidikan yang ditulis oleh Iskandar. Bloom sudah sangat 

dikenal da1am dunia pendidikan dengan 'Taksonomi Bloom' membagi proses 

pernahaman seseorang menjadi kognitif, afektif dan psikomotorik. Teori yang 

sama digunakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono (1999) dalam bukunya "Psikologi 

Sosial", dan dengan sedikit modiflkasi digunakan oleh Mar' at (1982) dalam buku 

"SUmp Manusia, Perubahan serta Pengukurannya". Ketiga penulis ini pada 

prinsipnya meneiaah proses perkernbangan pemikiran darl pengetahuan, 

kesadaran dan pengambilan sikap. Dalam tesis ini, ketiga hal tersebut ditanyakan 

kepada subjek. dan dalam bab V saya menganaiisis temuan ketiga hal ini dalam 

menentukan respons. 

Semua ltJJ membentuk respons perempuan baik yang terlibat pada aspelc 

kognitif, afekti~ dan psikomotoriknya. Ketiga aspek itulah yang kemudian terlihat 

dalam respons yang ditunjukkan dalam pembahasan RUU yang menjadi fungsi 

legislasinya. Tennasuk ketika mereka harus mengawal pembahasan RUU 

Pomografi. Respons inl berbeda-beda sesuai dengan faktor yang mendorong 

sehingga pada akhir pembahasan RUU tersebut, terHhat respons yang berbeda dari 

tiap subjek, Ada yang sejak awal mengawaJ, memperjuangkan, dan ikut 

mengesahkan, ada yang di awat pembahasan harus beradaptasi sampai kemudian 

meiihat celah yang dapat diperjuangkan, dan ada pula yang secara tegas menolak, 

Sub aspek kognitif kesadaran, pengetahuan. perspektlf, dan upaya 

kesungguhan~ ditambah keputusan partai, pilihan personal. dan refleksi diri 

sebagai sub aspek afektif, dan keterUbatan, strategi, reakai langsung, dan konflik 

kepentingan sebagai sub aspek psikomotorik inUah yang rnembentuk respons 

subjek dalam pembahasan RUU Pomografi. Rapat pembahasan demi rapat 

pembahasan, ak:himya sampai pada akhir rangkaian penyusunan RUU Pornografi. 

Tentu saja pengesahan RUU menjadi UU Pomografi tidak akan dapat dilakukan 

tanpa kehadiran, keterlibatan, masukan, dan keikutsertaan suhjek. Inilah alur atau 

kerangka pemikiran yang dlgunakan da1am penelitian dan penulisan tesis Respons 

Politik Perempuan Dalam Penyusunan UU Yang Berkaitan dengan Kepentingan 

Perempuan. 
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PROSES DAN DINAMIKAPENYUSUNAN 
UNDANG-UNDANG NOM OR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 

Pornografi ini, persoa/an positioning seni budaya. Jremudian ya itu menjadi isu 
krush:tl ya, Ients kemudian mengenai definisi, ilu tarik ulur yang sangatluar 
biasa, kalau pornografi anak hampir nggak ada masalah, kemudian peran 

masyarakat banyak yang apriori. takut melahirkan polisi-polisi moral, takut FPI 
sweeping kemana-mana, kcmudian bat as mana neg ora boleh masuk mana yang 

tidak boleh masuk, nah koridor-koridor itu. 
(BF. Parlai Kebangkilan Bangsa, wawancara 30 Oktaber 2009) 

Bab 3 ini secara spesifik mendiskusikan proses dan dinamika dalam 

pembuatan undang-undang, khususnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pomografi, Hal ini perlu d!diskusika.n karena memahami proses dan dinamika 

penyusunan akan mernbantu memahami bagaimana respon anggota DPR RI 

dalam proses penyusunan misalnya alasan daiam membuat inisiati~ alasan 

mengajukan usulan. pertimbangan berdebat dengan sesama anggota untuk 

rnencari titik te:mu, argumen dalam menolak hal-hal yang dianggap tidak re!evan, 

dan sebagainya, Memahami perempuan di satu sisi dan sebagai anggota DPR RI 

di sisi Jain yang sedang terHbat dalam keseluruhan proses pembuatan kebljakan, 

bisa sangat menarik terutama karena kadang kala terjadi konflik kepenringan di 

antara keduanya dan dituntut untuk membuat keputusan segera dalam sidang. 

Dar! pengalamannya dalam meneliti kehidupan ruang legislatif di Inggris, 

Lovenduski (I 00) sudah mengingatkan bahwa proses pembuatan kebija.kan bisa 

sangat bias gender karena memang dfdomlnasi oleh iakHaki yang memengaruhi 

keseluruhan praktik-pralctik di dalamnya. Walaupun hampir semua subjek 

penelitian ini sudah terbiasa dengan dunja yang maskulin {lihat Bab 4). karena 

mereka sudah mcnjadi aktivis sejak mahasiswa, namun tetap saja menurut 

Shvedova (20) proses pembuatan kebijakan itu berhubungan dengan nilai 

maskulinitas yang cenderung menang dan kalah. 

Dalam institusl yang maskulin dan proses kerja yang bias gender, undang­

undang tentang Pomografi sengaja dijadikan sampei. Karena isu ini melibatkan 

kepentingan dasar perempuan untuk mengetahui besarnya dorongan respons 

terhadap isu yang akan melibatkan langsung, tidak hanya masyarakat banyak 
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tetapi juga dirinya sendiri. Mengingat proses penyusunan undang-undang satu 

dengan lainnya sama. mak.a dalam bab ini juga dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan kepada pembaca tentang akidah, prinsip dan dinamika proses 

pembuatan undang·undang secara keseluruhan. 

Dan alasan terakhir didiskusikannya proses dan dinamika pembuatan 

undang~undang ini adalah untuk memudahkan diskusi selanjutnya dalam 

mengungkap temuan dan memproses analisis data. 

3.1. Pengertian Prodnk Hukum dan Bierarki Kekuatan Hukumnya 

Di Indonesia produk hukum ada bermacam-macam. Mulai dari konstitusi 

(di negara kita disebut Undang-Undang Dasar 1945), Ketetapan MPR (Tap MPR), 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), 

Peraturan Pernerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturnn Daerah 

(Perda}. Kesemua produk hukum ini mempunyai kekuatan hukwn tersendirl, 

implikasi dan area implementasi yang berbeda. 

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah induk dari segala 

produk hukum yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga 

negara, peiaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 

negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, 

serta keuangan negara. Sebagai induk dari segala produk hokum) produk hukum 

lain tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita ini. Pertanyaannya adalah: di 

manakah posisi produk hukum lain dan hierru;ki kekuatan hukurnnya. Sejak 

lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia masalah hierarki peraturan 

perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari 

perubahan Tap MPR No.X:XIMPRS/1966, TAP MPR No.llliMPRi2000 sampai 

dengan yang terbaru, yaitu Undang-undang No. I 0 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Pemturan Perundang-undangan. Sebenamya sudah dikeluarkan 

RUU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPO dan DPRD yang mongatur 

tiga inisiatif Rancangan Undang-undang (RUU) yang berasal dar] Presiden, DPR 

dan DPD. Tetapi pada masa penelitian ini dise!enggarakan UU ini belum 

diundangkan sehlngga tidak dijadikan landasan dalam menganalisis. 

Kalau dilihat lebih rinci, pada dasamya antara undang-undang satu dengan 

1ainnya tidak jauh berbeda. Hanya saja masing~masing keputusan dibuat 
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mengikuti situasi dan kondisi sistem pemerintahan pada masa ketetapan itu 

dibuat. Misalnya pada masa pemerintahan presidensial dan parlementer 

mempunyai perbedaan sistem ketatanegaraan dengan masa diberlakukannya 

desentralisasi dengan demikian menimbu!kan implikasi berbeda terhadap produk 

hukumnya. Pada tabel di bawah ini terlihat masa pemerintahan Presiden Suharto 

mempunyai peraturan pelaksanaan yang lebih variatif darl pada masa 

pemerinlahan sesudahnya. Namun yang mengherankan Instruksi Presiden (Inpres) 

yang pada masa itu dianggap sakti dan mempunyai kewenangan inter­

departemental tidak dicantumkan dalaru Tap MPRS. Prof. DR. limly Ashiddiqie 

dalam 1'Tata Urut perundang~undangan dan Problema Peraturan Daerah" 

mengatakan: 

No 

I -
-
-

-
-. 

Tidak begitu jelas alasan Instruksi Presjden tidak dimasukkan da]am Tap 
MPRS No. XX/1966, padahal pada masa itu proyek-proyek pembangunan 
lnpres seperti Sekolah Dasar. pembangunan pasar. RSB amat populer. Ada 
dua kemungkinan alasan. Pertama. pada masa itu pembangunan SD dan 
pasar dianggap darurat yang tidak tennasuk dalam tala urutan prodek 
hukem. Kedua, kelihatannya produk hukum yang cenderung instruktif dan 
top-down tidak lagi diberlakukan (www.unissula.ac.id). 

3.1. Tata Urutan Kekuatan Hukum Produk Hukum 

TAPMPRNO. TAPMPRNO. UU NO. 10 TAHUN 
XXIMPRS/1966 IIIIMPR/2000 2001 

UUD 1945 . UUD 1945 . UUD 1945 
TapMPRS - TapMPR - Undang-
Undang- - Undang-Undang Undang/Perpu 
Undang/Perpu . Perpu . Peraturan 
Peraturan Pemerintah . Peraturan Pemerintah 
Keputusan Presiden Pemerintah - Peraturan Presiden 
Peraturan pelaksanaan . Keputusan Presiden . Peraturan Daerah 
lainnya yang meliputi: - Peraturan Daerab Peraturan Daerah 
• Pcratunm Menteri . Provinst 

• lnstruksl Menteri - Peraturan Daerah 

• Dan Jain-lain. - Kabupaten!Kota 
- Peraturan Desa 

Sumbcr: www.parlemcn.org 

Tabel di atas menggambarkan secara bierarkis urutan produk hukum dan 

kekuatan hukumnya. Artinya peraturan yang berada dalam hierarki di bawah tidak 

bateh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Di dalam UU No. 10 Tahun 2004 
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rerlihat bahwa UUD 1945 merupakan hierarki tertinggi, dan UU No. 44 Tahun 

2008 merupakan hierarki kedua. Undang-undang merupakan bentuk peratull!ll­

perundangan yang paling luas jangkauan materi muatannya. Bidang yang tidak 

dapat diatur oleh Undang-undang adalah hal yang telah diatur oleh UUD dan TAP 

MP~ atau sesuaru yang oleh undang~undang itu sendiri telah didelegasikan pada 

bentuk peraturan lain (Manan dan Magnar 148). 

Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar (248) materi muatan UUD 

Tahun 1945 meliputi hak~hak asasi manusja; hak dan kewajiban warga negara; 

peiaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 

wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; dan 

keuangan negara. Scdangkan yang belum diatur oleh Undang-Undang yang sudah 

ada, diatur oJeh undang-undang yang k:ewenangan pembuatannya telah berubah 

dari eksekutif ke legislatif. Perubahan peran tersebut berarti memperkuat peran 

DPR daJam pembuatan undang-undangllegislator. Menumt UUD 1945 Pasal 5 

ayat (1) Presiden bcrhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. Berdasark:an ketentuan Amandemen truD 45 (yang telah 

empat kali dilakukan) dalam Pasal 20 Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal 20 Ayat (2) 

mengatakan: Setiap rancanga.n unda.ng-undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini dimaksudkan agar 

DPR sebagai perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertinggi 

untuk mewujudkan kehendak rakyat dan mengatur kehidupan rnasyarakat. 

Pada prinsipnya proses pembuatan kebijakan adalah dengan alur sebagai 

berikut. 

Penclillan 
Hukum 

'------' 
::?:::> ~> 

~ .--.-,-ng_IG;_j_ia_n---, 

Hukum 

3.1. Siklus Legislasi 

Naskah 
Akadcmik 

<:;:::::::s::< 

=> ~> RUU,RPP, 
Raperda 

.--uu-. J>e-, p,'""---.1 u7 
Sumber; Shelly Ade:llna, "Fungsi Legislasi: Prosedur dan Stmtegi Penymmnan kebijnkan" dalam 
Kcrja rmtuk Rakyat. hal. 60 
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3.2. Proses Pembuatau Uudaug·Undaug InisiatifPresiden 

Proses pembuatan undang-undang diatur oleh Undang~undang Nom or l 0 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang~undangan dan diatur 

dengan Pemtunm Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang~unda.ng, Rancangan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang., Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 

Peraturan Presiden (Perpres No. 68 Tahun 2005). Perpres_ ini dibentuk untuk 

melaksanakan ketentuan Pasall8 ayat (3) dan Pasal24 UU No.JO Tahun 2004. 

Secara umum proses pembuatan UU dimulai dengan perencanaan. 

persiapan~ teknik penyusunan, perumusan. pembahasan, pengesahan, 

pengundangan dan diakhiri dengan penyebarluasan. Perencanaan adalah proses di 

mana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan 

dibuat oleh DPR dalam suatu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu 

program yang bemama Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yaitu bagian dari 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dituangkan dalam bentuk UU. 

Penyusunan 
Prolegna.s 

3 2. Alur Pembuatan Undang-Undang 

Persi.upan Pembahasan 
Tekn1k penyusunan tingkat I dan IT 
Perumusan Komisi/pansun 

pengesahan 

Thnda tangan 
Presiden 
Penynntuman 
dalarn Lembar 
Negara d~m 
Tambahan 
Lembar Negara 

Sumber; Shelly Adelina, "Fungsi Leglslesi: Prosedur dan Strategi Penyusunan Kehijaknn" dalam 
Ketja :mtuk Rakyat , haL 61 

Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga 

pemerlntah non departemen, disebut sebagai inisiator atau pemrakarsa, yang 

mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan oleh pemrakarsa 

berdasarkan Prolegnas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat 

menyusun RUU di luar Prolegnas seteJah terfebih dalmlu mengajukan 
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permohonan izin prakarsa kepada presiden. Pengajuan permohonan lzin prakarsa 

ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi 

(i). urgensi dan tujuan penyusunan, (ii). sasaran yang ingin diwujudkan, (iii). 

pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan (iv). jangkauan serta arah 

pengaturan. 

Sementara itu, Perpres No. 68 Tahun 2005 menetapkan keadaan tertentu 

yang mernungkink.an pemraka.rsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas ya:itu 

(a). menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang menjadi 

Undang~Undang; {b). meratifikasi konvensi atau perjanjian intemasional; (c). 

melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d). mengatasi keadaan luar biasa, 

keadaan konmk atau bencana alam; atau (e). keadaan tertentu lainnya yang 

memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui 

bersama o1eh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan 

tanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan. 

Dafam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maka 

penyusunannya ttdak memerlukan persetujuan izin prakarsa darl presiden. 

Pemrakarsa dalam rnenyusun RUU dapat terJebih dahulu menyusun naskah 

akademik mengenai materi yang akan diatur, Penyusunan nllSbh akademik 

dilakukan oleh pemrakarsa bersama -sama dengan departemen yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini departemen 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang~ 

undangan adalah Dcpartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). 

Selanjutnya,. pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahk:an k.epada 

perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang rnempunyai keahUan, 

Dalam keseluruhan proses di atas, memang sangat kaku dan kalau tidak 

hati-hati dapat melupakan pendapat rak.Jat. apalagi rakyat perempuan yang selama 

ini memang menjadi silence majority, Maggie Humm (440-441) menggambarkan 

pendapat Moi bahwa diamnya perempuan berarti penolakan terhadap sistem 

patriarki dan juga penolakan pasif. Humm selanjutnya juga merujuk Tillie Olsen 

bahwa diam adalah posisi sentral perempuan karena terbungkus oleh realitas dan 

kepentingan laki·laki. O!eh karena itu, dalam proses penyusunan naskah akademis 
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sebenamya tersedia peiuang untuk memasukkan perspektif kesetaraan gender 

(Adelina. 54·55). 

3.2.1. Penyusunan RUU Berdasarkan Prolegnas 

Proses ini diawali dengan pembentukan panitia antar departemen oleh 

pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri ata.s unsur departernen dan lernbaga 

pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi RUU. DaJam setiap 

panitia antar departemen diikutsertakan wakll dari Depkumbam untuk meiakukan 

pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan perundang-undangan. Hasil 

peraneangan se1anjutnya disampaikan kepada panitia antar departernen untuk 

diteliti kesesuaiannya dengan prinsip~prinsip yang telah disepakatL Selama 

penyusunan. ketua pa.nitia antar departemen melapork.an perkembangan 

penyusunan dan/atau permasalahan kepada pemrakarsa untuk memperoleh 

keputusan atau arahan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa 

dapat menyebarluaskan RUU kepada l111lSyarakat. 

ApabiJa pemrakarsa meliliat ada perbedaan dalam pertimbangan yang 

telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menkumham menyelesa.ikan 

perbedaan tersebut dengan menterilpimpinan lembaga terkait. Apabila upaya 

penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menkumham melaporkan hal tersebut 

secara tertulis kepada presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, 

perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan 

Menkumham. Dalam bal RUU tidllk memiliki permasalahan lagi baik dari segi 

substansi rnaupun segi teknik pe.rancangan perundang-undangan, pemrakarsa 

mengajukan RUU terse but kepada presiden untuk disampaikan kepada DPR. 

RUU yang berasal dari presiden disampaikan kepada pirnpinan DPR 

dengan mengirimkan sural presiden yang disiapkan oleh Menter£ Sekrctaris 

Negara kepada pimpinan DPR disertai dengan keterangan pemerintah mengenai 

RUU yang dimaksud. Libat diagram di bawail ini: 
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3.3. Penyusunan Prolegnas di DPR dan Pemerintah 

Pen~ u~UIIll!l l'1 vlt'J.!JH\s 

Di Llngkungan Pemerintalt Di Lingkungan DPR 

• Dikoordirm.siknn. olch Mcnkumham c.q, • OJ:!akukan dan dikoonlinasi oleb 
Badan Pembinaan Hukum Nasionnl Bale& 

• Dirnulai dengan inves(IISi reru:nna • DJ.mulai dengun inveswilasi rcncuna 
departemen r LPND legislasi 

• DilllkukWl Rapat Pembahasan T ahunan • Baleg d&pat meminta rnasukan dari 
f>rolegMS yang menglta~ilknn ket<:lapan komisi, fr:.tksi, DPD, dan organ.isa!ii 
tentang mulan pernerintalt yang luyak !'I'Wyaralurt sipil. 
diajul«m ke DPR. • Baleg m1.mngaskan tim asire.nsi untuk 

• Hasilnya dilapottan Menkumham kc menyu.sun RUU }'lUlg menjadi 
Presiden. prioritas DPR.. 

• Setelah Prcsiden setuju, sclanjutnya • Selanjutnya floteg menyampaikan 
dibawa ke forum koordioasi dengan kepada pirnpitw.n DPR ~mtuk 
DPR_ dile!apknn. Selanjutnya dibawake 

forum koordinnsi den gun pemerinl.!!fl 

t 
~ koonlinasi at~lara OPR (diwukili Baleg) dart Ptanerintuh 
(divr.Utili ntenkumhrun), Rapatkoordinnsi terdiri dari rapat 
paripumn, rap;~t pnnitia koja. rapat panltta teknis. Hasilrapat 
koordinari diJaporkan ke masing·m.:~Sing pimpinnn (pimpinan DPR 
dm Prc$iden 

.j. 

Prolegna.s yang lfuast!l DPR dll!l pemerintah dan !chili mernp~:roleh 
kesepalmlan bcrsama, dilapnrkrul padn rapat: paripuma DPR unluk 
men~ jl(!Mlllpm, 

Sumber; Shelly Adelina., "Fungsl Legislasi: Prosedur dan Strat.egi PenyuStJnan Kebijakan" dalam 

Ketja :mtuk Rakyat, haL71 

3.2.2. Penyusunan RUU di Luar Prolegnas 

Pada dasamya proses pen;usunan RUU di luar Prolegnas sama dengan 

penyusunan RUU beroasarl<an Prolegnas. Hanya saja, dalam menyusun RUU di luar 

Prolegnas ada tabapan awal yang wajib dijalan!Gm sebelum masuk dalam tahapan 

penyusunan undang~undang sebagaimana diuraikan sebelumnya. 

Selanjtrtnya, untuk kclancaran pcngharmonisasian, pembulatan. dan pemantapan 

konsepsi RUU, Menkumham mengoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan 

pejabat yang be!Wenang mengambil keputusan, ahli hukum danlalllll pernncang peraturnn 

perundang-undangan dari lembaga pemrokar.ia dan lembaga terl<ait lainnya. Proses ini 
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juga dapat metibalkan pe!gllruall tinggi dan/a!l!u mganisasi. Namun, apabila koordinasi 

yang bel1ujuan melakukan pengbannonisasian, pembulatm, dan pemantapan konsepsi 

RUU tersebut berhasil, maka pemrnkarsa menyampaikan konsepsi RUU torsebut kepado 

presiden untuk rnendapat persetujuan. Selanjutnya, apabila presiden menyetujui maka 

pemrnkarsa membentuk panitia antar departfmen. Tata cam pembentukan panitia antar 

departemen dan panyusunan RUU dilakakan sesuai dengan tabapan panyusunan RUU 

benlasarkan Prolegnas yang Ielah diuraikan sebelumnya. 

RUU yang relah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR untuk 

dilakukan pembahasan melalui surat resmi. Sumt presiden tersebut setidaknya memuat 

(1) menteri yang ditugasi untuk mewakili presiden dalam pembakasan RUU di DPR, (2) 

simt penyelesaian RUU yang dikebendaki dan (3) cam penanganan atau pembakasan. 

Sementara itu, kotemngan pemerin!ah yang menyertai surnt presiden disiapkan oleh 

pemrnkarsa paling sedikit memuat: (!) urgensi dan tujuan penyusunan, (2) sasaran yang 

ingin diwujudkan, (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, den (4) 

jangkauan serta arah pcngaturan. Keempat unsur lni menggambarkan keseluruhan 

substansi RUU. 

3.3. RUU Inisiatif dariDPR 

3.4. Proses Penyusunan RUU Inisia.tifDPR 

bisa Pcngujian liSll! ini.sintifDPR oleb ~mlah anggota Usul drnfi RUU 
betasal Uo.ri mas 
slpjl 

yai.lkar 
__ , 

DPR mdalui (rnksi, komisi, gabungnn lromisi dun buleg 

Disnmpaikan ke rnpal paripuma DPR untuk 
pengambilan keputusnn terflud(lp usul RUU te.rsebul 

I Seluju I I Se1uju dengan perubah;m I 
Disampui.kiin Ire haleg atau knmisi untuk dibuat 
peuelitilm dlill aaskah RUU 

Setelah siap RUU diserahknn kepada Presiden. Presiden 
hdu rncnuqiuk menteri untuk rnewvkili dalwn 
pcmbahasun bersarna-sama DPR 

~ 
Ptoses p;;mbubasan dalam dua Hngk:n I 

Dltolak 

Somber: Shelly Adelina, "Fungsi Legislasi: Prosedur dan Strategi Penyusunnn Kebijakan" dalarn 
Kwja xmtuk Rakyal, hel. 69 
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Pengusulan oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu) yaitu: 

a. Badan Legislasi (Baleg) 
b. Komisi 
c. Gabungan komisi 
d. Tujuh be las orang anggota 

Usul RUU yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi ataupun 

anggota diserahkan kepada phnpinan DPR beserta dengan keterangan pengusul 

atau naskah akademis. Dalam rapat paripurna selanjutnya, pirnpinan sidang akan 

mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian 

RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripuma akan 

rnemutuskan apakah RUU tersebut secara prjnsip dapat diterima sebagai RUU 

dari DPR. Sebelum keputusan diterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan 

kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat. Keputusan rapat paripurna 

terhadap suatu usul RUU dapat berupa: 

a. Persetujuan tanpa perubahan 

b. Persetujuan dengan perubahan 

c. Penolakan 

Apabila usul RUU disetujul dengan perubahan, maka DPR akan 

menugaskan kepada Komisi) Baleg ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk. 

menyempumakan RUU tersebut. Namun. apabila RUU disetujui tanpa perubahan 

atau RUU telah selesai disempumakan oteh Komisi, Baleg ataupun Pansus rnaka 

RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUU 

yang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk 

seorang rnenteri yang akan mewakilinya dalarn pembahasan. paling lambat 60 hari 

setelah diterimanya surat dari DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat 

kelengkepan yang akan mewakili dalam proses pembahasan. 

3.4. RUU Inisiatif dari DPD 

Sebagai lembaga legislatif baru, DPD sedang dalam masa untuk 

membangun sistem petancangan dan pembahasan RUU yang baik dan efektif. Di 

awal masa jabatan ini, DPD banyak mengadopsi sistem yang dipakai oleh DPR. 

Untuk merancang sebuab RUU mereka menyerahkan kepada individu atau panitia 

yang akan mengusulkannya. Hanya saja seringnya ada pada Rapat Paripurna DPD 
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yang akan mengesahkan apakah sebuah RUU bisa atau tidak diajukan menjadi 

usul DPD kepada DPR. 

Usul RUU boleh diusulkan oleh Panitia Perancang Undang·nndang (PPU) 

atau Panitia Ad Hoc. Sedangkan Usul Pembentukan RUU dapat diajukan oleh 

sekurangkkurangnya seperempatjumlah anggota DPD. Selanjutnya pimpinan PPU 

akan menyampaikan Usul RUU atau Usui Pembentukan RUU kepada pimpinan 

DPD. Pada sidang parlpurna DPD berikutnya pimpinan sidang harus 

memberitahukan kepada anggota tentang masuknya RUU atau Usul Pembentukan 

RUU, yang selanjutnya harus dibagikan kepada seluruh anggota. Sidang 

Paripuma memutuskan apakah Usul RUU atau Usuf Pembentukan RUU tersebut 

diterim~ ditotak. atau diterima dengan perubahan. Apabi!a Usut RUU atau Usul 

Pembentukan RUU diterima dengan perbaikan maka, DPD menugaskan PPU 

untuk membahas dan menyempumakan Usul RUU atau Usul Pembentuk:an RUU 

tersebut. Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU yang telah disetujui menjadi 

usul DPD selanjutnya di ajukan kepada pirnpinan DPR. 

3.5 Pemb:ahasan RUU 

Pembahasan RUU terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama 

dalam rapat lwmisi, rapat Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembahasan tingkat 

dua adalah dalam rapa! paripuma DPR. Lihat dalam Diagram di bawah ini. 

3.5. Dua Tingkat Pembahasan RUU 

Tmgl,nt Pcr!ama lingkm KNlun 

Rapat Paripuma, berisi: 
Pengantar u. Penynmpalan laporoo. 
miJS}'llWafl'lb b.Pemyataan pcrsetujuan atau 

penolaklln fraksi atas RUU 
yang sedang dibahas. 

Pcngantar DIM 
RUU 

c. Pendnpat akhlr Presiden yang 
disamptJ:ikan oleh menled yang 
mewakili 

Pcndapat ukhir 
fraksi 

Rapat poripttrna mengambil 
keputuslln berupa menyetujui auu 
menolakRUU 

Sumber; Shelly Adelinu, "Fungsi Leg!s!asi: Proscdur dan Strategi Penyusunan Kebijakan" dulam 
Kerja rmluk Rakyat, hal.63 
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Dalam diagram di alas dapat dilihat bahwa dalam pembicaraan tingkat satu 

dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 

1. Pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan DPD apabila 

RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal in! bila RUU barasal 

dari presiden. Sedangkan bila RUU barasal deri DPR, pembicaraan 

tingkat satu didahufui dengan pandangan dan pendapat presiden, atau 

pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU berhubungan dengan 

kewenangan DPD. 

2. Tanggapan presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan 

alat kelengkapan DPR atas pandangan presiden. 

3. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar 

lnventarisasi Masalah (DIM). 

Dalarn pembicaraan tingkat satu dapatjuga dilakukan: 

a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 

b. mengundang pirnpinan lembaga negara atau lembaga lain apabHa 

rnateri RUU berhubungan dengan lembaga negara lain, 

c. diadakan rapat intern. 

Pembicaraan tingkat dua adalah pengambihm keputusan dalam ra.pat 

paripuma yang d1dahului oleh: 

a. laporan basil pembicaraan tingkat satu, 

b. pendapat akhir fraksi, 

c. pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang 

mewakilinya. Perpres No. 68 Thhun 2005 mengatur bahwa Pendapat 

akhir pemerintah dalam pembabasan RUU di DPR disampaikan oleh 

menteri yang mewakili preslden seteiah tertebih dahulu melaporkannya 

kepada presiden. 

Menteri yang ditugasi membahas RUU di DPR segera melaporkan bahwa 

RUU telah disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Selanjutnya apabila RUU 

tersebut tidak mendapat persetujuan bersarna presiden dan DPR, maka RUU 

tersehut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama, 
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3.6. Mekanism.e Penyusunan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Thntang 
Pornografi 

DPR periode 2004~2009 memasukkan RUU itu ke dalam Prioritas Prolegnas. 

RUU ini menurut YY dari PKS dan CN dari Golkar sebenamya diajukan oleh 

Pemerintah (Kementrian Pemberdayaan Perempuan) pada rnasa kepemimpinan 

Presiden Ibu MegawatL Namun, karena alasan kebhinnekaan dan menjaga 

keutuhan NKRL draf pertama yang berjudul RUU Anti Pornograti dan Pomoaksi 

(APP) tidak sempat dibehas oleh anggota DPR Rl periode 1999-2004. Ketika 

terbcntuk DPR basil pemilu tahun 2004, sebanyak 45 orang anggota Komisi Vffi 

DPR RI meJayangk:an surat kepada pimpinan DPR Rl dan mengajukan 

permohonan usul inisiatifRUU APP.Tiga orang perempuan yangmenjadi subjek 

pene!itian saya termasuk yang ikut menandatangani surat pengajuan usul inisiatif 

tersebut. Mereka adaiah BF dari PKB. YY dari PKS. dan LI dari PAN. Sementara 

dua Jainnya. ES dari PDIP tidak ikut menjadi inisiator karena pada masa 

pengajua.n pennohonan belum masuk ke DPR karena ia menjadi anggota DPR 

karena PAW (Pergantian Antar Waktu) setelah setengah periode keanggotaan, 

yaitu pertengahan 200 l, Demikian pula CN dari Golkar tidak termasuk yang 

menandatangani permohonan usul inisiatif karena saat itu CN masih menjadi 

anggota komisi X. sedangkan yang mengajukan usul inisiatlf adalah anggota 

komisiVTII. 

Selanjutnya menurut YY dan CN, proses pengajuan usul inisiatif ini 

didahului dengan rapat di Komisi VIIl pada awal masa persidangan. Dalam rapat 

tersebut diperiksa apakah ada drafRUU periode lalu yang belum sempat dibahas. 

Akhimya muncullah saiah satunya, yaitu RUU APP. Setelah anggota Komisi Vlll 

sepakat, barulah rnengajukan surat kepada pimpinao DPR. Proses berikutnya 

adalah pengesahan draf RUU APP olen Daleg untuk dibahas pada masa 

persidangan tahun tersebut. Baleg juga menetapkan bahwa RUU APP ini perlu 

melibatkan sernua komisi sehingga dibentuklalt pansus besar. Setiap komisl 

rnengirimkan utusannya sehingga anggota pansus berjurnlah 50 orang. Pada 

tanggal 27 September 2005 terbentuk Panitia Khusus RUU Anti Pornograti dan 

Pornoaksi. 
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Draf RUU APP adalah warisan dari Komisi VI DPR Periode 1999-2004. 

Pada periode 2004-2009, RUU APP ini pada mulanya tidak tercantum dalam 

Prolegnas, tapi kemudian ia masuk lewat Komisi Vlil DPR. lalu dibahas di Badan 

Musyawarah DPR (Bamus). Selanjutnya, seperti daJam proses pengajuan undang­

undang yang didiskusikan pada paragraf sebelumnya. Ramus kemudian 

menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke Sidang paripuma DPR. Paripuma 

kemudian menerlma usulan tersebut dan menugaskan panitia khusus (Pansus) 

untuk membahas. RUU APP ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR periode 1999-

2004 sebagai RUU usul inisiatif DPR tanggal 23 Septembar 2003. Polemik keras 

dan aksi-akst di masyarakat yang menyulut kekerasan antara pihak yang menolak 

dan menerjma membuat DPR memutuskan untuk menarik dan menyusun kembali 

drafRUU APP. 

Panitia khwms (Pansus) DPR uotuk RUU Antipomografi dan Pornoaksi ini 

diketuai oleh Balkan Kaplale dari Partai Demokrat dan salah satu subjek saya, YY 

dari PKS, menjadi wak:lt ketua Pansus, dan Ali Mochtar Ngabaiin dari Partai 

Bulan Bintang sebagaijurubicara Pansus. Pada Maret 2006, 10 anggota Pansus 

RUU Antipomografi menandatangani pemyataan penolakan terhadap Ketua 

Pansus RUU, Balkan Kaplalc karena Ielah melakukan kebohongan publik, atas 

pemyataannya di media massa yang membuat rnasyarakat bingung. Pada & Juni 

2006, subjek penelltian saya. LI dari PAN, termasuk anggota pansus, mengatakan 

bahwa DPR saat ini belum pemah merevisi draf RUU APP yang lama. RUU 

tersebut saat ini baru ditangani oleh tim perumus yang tugasnya antara lain 

memberl perhatlan dan melakukan koreksi atas redaksional RUU ini. Setelah Ttm 

Perumus selesai melakukan tugasnya, baru kemudian RUU itu bisa dibahas 

substansinya kembali oleh Pansus. Jadi Pansuslah yang berhak memotong, 

menambah, atau menggantl pasal-pa.sal yang ada dalam RUU itu. Tim Perumus 

merampungkan NaskahAkademik dan RUU Pomografi pada 13 Desember 2007. 

Panja (Panitia Kerja) RUU tentang Pomografi dibentuk pada akhir Masa 

Persidangan IV Tahun Persidanglln 2007-2008, tepatnya pada tanggal 29 Mei 

200&, demikian menurut CN dan YY yang menjadi anggota Dewan sejak pada 

masa periode sebelumnya, Panja RUU tentang Pornografi bersarna Pemerintah 

secara efektif batu melaksanakan tugasnya pada Awal Masa Persidangan 1 Tahun 
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Persidangan 2008-2009. Panja telah melaksanakan R.apat pada tanggal 4 

September 2008, 18 September 2008, 23 September 2008, 24 September 2008, 8 

Oktober 2008, 16 Oktober 2008, 17 Oktober 2008, 22 Oktober 2008, 23 Oktober 

2008, 27 Oktober 2008, dan 28 Oktober 2008. 

Ketentuan tentang pomoaksi kemudian dihilangkan dan RUU diganti 

menjadi RUU Pomografi. Panitia Khusus rnengesahkannya pada taoggal 4 Juli 

2007. Masa kerja Panitia Khusus berlaku hingga pertengahan (15-24) Oktober. 

Stuat Presiden diajukan ke DPR pada tanggal 20 September 2007 dan rapat 

dengar pendapal pertama dengan pemerintah dilakukan pada 8 November 2007. 

Tanggal23 September merupakan laporan tim teknis DPR dan pemerintah kepada 

Panitia Kelja (Panja). 

Daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan Pemerintah dan DPR tak 

dibahas dalam Pansus, terutama untuk pasal- pasal berbeda. Pembahasannya 

dilimpahkan ke Panitia Kerja (Panja) yang sifatnya tertutup dan ber!angsung 

selama kurang lebih s-atu bulan (Juni 2008). Banyak rapat tidak mcmcnuhi 

kuorum, artinya hanya diikuti kurang dari 50 persen anggota Pansus maupun 

Panja. Tanggal 24 September hingga 8 Oktober 2008 adalah masa di mana Panja 

melaporkan hasil kerja kepada Pansus, serta penandatanganan draf RUU 

Pomografi antara DPR dan Pemerintah. 

Kemudian CN dan YY menjelaskan bahwa Laporan Pansus kepada Badan 

Musyawamh (Bamus) DPR Tanggal dijadwalkllJl pada 9 Oktober 2008. Dalam 

Bamus ini kemudian akan ditetapkan tanggal Rapat Paripuma untuk mengesahkan 

UU Pomograti. Pada 28 Oktober 2008 RUU Pomografi disepakati 8 fi:aksi di 

DPR, Sekitar pukul 23.00 WIB, mereka menandatangani nasknh draf yang 

tinggal menunggu pengesahannya di rapat paripuma. Tujuh fraksi tersebut adaJah 

FPKS, FPAN, FPD, FPG, FPBR, FPPP, dan FKB. Sedangkan dua fi:aksi yakni 

FPDIP dan FPDS mclakukan aksi walk out Sebelumnya, masing-masing fraksi 

menyampaJkan pandangan akhimya. Hingga kemudian, mayoritas fraksi 

mencapai kesepakatan. 

Setetah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, 

pada 30 Oktober 2008 siang dalam R.apat Paripurna DPR, RUU Pornografi 

akhimya disahkan. Pengesahan UU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang 
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sebelumnya rnenyatakan walk out, yaknl Fraksl PDS dan Fraksl PDI-P. Menteri 

Agama Maftuh Basyuni mewak1U pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan 

RUU 1'omografi ini (www.wikipedia.com). Pengesahan UU Pomografi ini juga 

diwamai aksi walk out dua orang darl Fraksi Partai Golkar (FPG) yang 

menyatakan walk out secara perseorangan. Keduanya rnerupakan anggota DPR 

dari FPG yang berasal dari Bali1 yakni Nyoman Tisnawati Kama dan Gde 

Sumanjaya Linggih. 

Sementara itu~ dengan disahkannya UU Pornografi! terdapat tanggapan 

dari berbagai elemen masyarakat, bahwa pembahasan RUU Ini sangat tidak 

mengikuti mekunisme yang sudah diatur dalam UU No. !0 Tahun 2004 tentang 

Tatacara Pembuatan Undang-Undang. Dar! beberapa sumber didapatkan adanya 

pelanggaran terhadap lata tertib pembuatan Undang-Undang, mlsalnya banyak 

voting yang dipaksakan dalam situasi yang tidak kuorum. Salah satu anggota 

Panja dari Fraksi PDIP (pemyataan diambil dari ha'iil audiensi dengan fraksi PDIP 

pada tanggal 30 Juni 2008 di Gedung DPR R1 Lt. 5 Ruang 525, Pk 10.00 WIB) 

menyatakan ada tanda tangan anggota Panja yang dipalsukan untuk memenubi 

voting yang setuju pembahasan RUU ini diteruskan. Dan anggota Panja yang 

tidak hadir dalam rap.at dinyatakan sebagai suara yang setuju. 

Oalam UU No. l 0 tahun 2004 juga rnenyatakan bahwa prinsip pembuatan 

Undang~undang harus memuat unsur kenusantaraan. di mana ini bisa diarahkan 

kepada propinsi-propinsi yang langsung menyatakan keberatan akan keberadaan 

UU ini~ misalnya saja Bali, Papua, dan suk-u-suku di Indonesia timur. Jelas sekali 

UU ini sudah mengabaikan unsur·unsur keberagaman yang secara konten ditolak 

dalam beberapa pasai-jlasal yang ada di RUU Pomografi. 

Proses pembahasan di Panja, menurut ES yang kemudian mulal aktif 

dalam penyusunan, dilakukan secara tertutup dan tidak ada informasi 

perkembangan pemhahasan tersebut di media internal DPR ataupun media massa. 

Tiadanya sosialisasi kepeda publik dan pibak-pihak yang terl<ait atas RUU 

Pomografi (yang notabene RUU yang berbeda dengan RUU APP) serta 

pembahasan di DPR yang tertutu~ mengabaik:an konteks situasi kepentingan 

masyarakat terhadap keberadaan RUU tentang Pomografi tersebut. Panja yang 

tertutup Jni memperlihatkan tidak adanya political will anggota Panja untuk 
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membuat rapat Panja ini menjadi terbuka bagi publik sebagaimana praktik-praktik 

pembahasan yang p<rnah ada (seperti RUU Kewarganegaraan, RUU PTPPO dan 

RUU Pelayanan Publik). karena hal ini dimungkinkan dalam Tatib DPR. 

3.7. Dinamika Proses Penyusunan Undang~Undang No.44 Tahtm 2008 
Tentang Pornografi 

Kelahiran setiap 1mdang-undang, secara substansial tidak terlepas dari Jatar 

belakang kondisi sosio-politik yang sedang berkembang. Sebenarnya tenninologi 

pomografi ini sudah mulai muncul sejak tahun 1997 di DPR. Misalnya dalam UU 

Pers No. 40 Tahun 99, UU No.32 Tahun 2002 ten!ang Penyiaran. Tetapi RUU APP 

barn terwujud tahun 2001 (Kumpulan surat-surat dan laporan dalam Rangka 

Pembahasan RUU Pomografi). Setelah te!jadi perdebatan yang kontroversial, 

maka RUU ini dihentikan. Selanjutnya masa persidangan RUU APP kembali 

diselengga.rakan mulai 14 Februari 2006 ketika pemerintahan presiden Ibu 

Megawati berlangsung. 

Konsep awal dari drafRUU yang dikenaJ dengan RUU Anti Pomografi dan 

Pomoaksi banyak menimbulkan kontrovesi di tengab masyarakat. Kemudian DPR 

membuka Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) sejak Nopember 2005 sarnpai 

akhir 2006 untuk menyempurkannya dengan mendengar berbagai rnasukan darl 

masyarakat hingga ak:hirnya menjadi draf RUU tentang Pomografi. Pernbahasan 

RUU Pomogrnfi dllakukan DPR bersama perwakilan pemerintah yaitu 

Departemen Agama~ Departemen Hukum dan HAM~ Departemen Komunikasi 

dan lnfonnatika dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Dalam 

pembahasan RUU pornografi banyak terjadi dialog tarik ulur menyangkut 

beberapa pasal yang menimbulkan multi tafsir salah satunya adalah pasal 1 

tentang definisi pomografi. Definisi pornografi telah beberapa kaU diganti 

rumusannya setelah mendapat masukan dari berbagai refensi yang didapat. 

Pada pengbujung pembahasan partai PDJP mengundurkan diri karena 

merasa tidak sepaham lagi dengan Pa:nsus yang membabas RUU Pomografi1 

namun demikian pembahasan terus berjalan. Menjelang pengesahan pada media 

September -Qktober 2008, DPR melakukan untuk mcnguji darf akhir RUU 

Pomografi di 7 Provinsi untuk dapat mengerahui reaksi rnasyarakat. Akhirnya 
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dalam sidang paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2008 mengesahkan Undang­

Undang tentang Pomografi yang terdiri dari 7 bab dan 45 pasal dan penjelasan 

undang-undang pomografi. 

Undang-undang tentang pomografi seoara berurutan dapat dijelaskan,. bab I 

Ketentuan Umum yang terdiri dari 3 pasal, bab H Larang dan Pentbatasan yang 

terdiri dari IJ pasal, bab HI Perlindungan Anak terdiri dari 2 pasal, bab IV 

Pencegahan terdiri dari dua bagian dan 6 pasal1 bab V Penyidikan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan daJam bab ini terditi dari 5 pasai, bab VI 

Pemusnahan d!atur dalam satu pasal1 bab VII ketentuan ptdana yang mengatur 

sanksi bagi peianggar undang-undang ini yang terdiri dari 13 pasal, bab vm 
Ketentuan Penutup terdiri dari empat pasal dan dilampirkan dengan pejeiasan atas 

undang-undang tenang pomografi. 

C. Batang Tubuh Undang-Undang Pomografi 

Undang-Undang Tentang Pomografi yang disahkan oleh DPR terdiri dari 7 

bah dan 45 pasal dengan rincian yaitu: 

1. Bab 1 Ketentuan Umum yang menjeiaskan ten tang definisi pomogrnfl, jasa 

pomografi, sebutan orang atau perseonmgan, anak, pernerintab dan 

pemerintah daerah, dasar pembuatan aturan dan tujuan dibuatnya undang­

undang, terdiri dari pasal 1 sampai dengan 3. 

2. Bab II Lamngan dan Pemba:tasa.n, mengatur tentang memproduksi, 

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, rnenyiarkan, 

mengimpor~ mengekspor, menawa.rkan, memperjualbetikan, menyewakan 

atau menyediakan pomografi dan penyediaan jasa pomografi yang diatur 

pasal4 sampai dengan pasal 14. 

3. Bah ffi Perlindungan Anak, mengatur perlindungan anak dari pengaruh 

pomografi dan memberikan pembinaan1 pendampingan, serta pemullihan 

sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban 

yang diatur dalam pa.sal 15 dan 16. 

4. Bab IV Pencegahan. dalam bab ini terbagi dalam dua bagian yaitu 

Bagian satu pencegahan dilakukan oleh pemerintah dengan tugas adalah: 

a, melakuk:an pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarJuasan produk 

pomografi atau jasa pomografi termasuk pemblokiran lnterneL 
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b. Melakukan pengawasan terbadap pembuatan, penyebarluasan dan 

penggunaan pomografi dan 

c. Melakukan kerjasarna dan koordinasi di dalam dan luar negeri dalam 

pencegahan pembuatan. penyebar!uasan dan penggunaan pomografi. 

Pemerintah daerah mempunyai tugas yang sama dengan pemerintah pusat 

da1am lingkup di wilayahnya dengan diJengkapi pengembangan sistem 

komunikasi, informasi dan edukasi. 

Bagian dua adalah peran masyarakat dalam pencegahan pembuatan, 

penyebarluasan dan penggunaan pomografi dengan melakukan 

melaporkan, rnelakukan gugatan ke pengadilan~ meJakukan sosiaiisasi 

peraturan perundang-undangan ini, meiakukan pembinaan kepada 

msyarakat terbadap bahaya dan dampak pomografi, dan rnasyarakat yang 

melapor berhak mendapatkan perlindungan. 

5. Bab V Penyidikan, Penuntutan; dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan~ 

daJam bab ini terdiri dari 5 pasal mutai dari pasa1 23 sampai dengan pasai 

27. Bab ini memuat tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksanaan di 

sidang pengadilan, barang bukti. kewenangan penyidik untuk membuka 

akses, merneriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan 

dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, sertabentuk 

penyimpanan data elek:tronik lainnya, dan untuk kepentingan penyelidikan 

pemilik data. penylmpan data a.tau penyedla jasa layanan elektronik 

berkewajiban menyerahkan dan atau membuka data elektronik yang 

diminta dan berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acarn 

pembukaan data elektronik dari penyidik. Alat bukti yang didapat barus 

dilampirkan dalam berkas perkara, data elektronik yang ada hubungan 

dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus 

dan merahasiakan balk isi maupun infonnasi data elektronik yang 

dimusnahkan atau dihapus. 

6. Bab VI Pemusnahan pasal 28, pemusnahan dilakukan terhadap produk 

pomografi basil rampasan dengan membuatkan berita acara pemusnahan 

yang dilakukan oleh penuntut umum. 
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7. Bab VII tentang ketentuan pidana mulai pasal29 sampai dengan pasal41, 

clalam bab ini mengatur ketentuan pidana bagi pelaku, penyedia jasa 

pomografi, orang yang mengunduh pronografl, orang yang 

memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan. memiliki atau 

meyJmpan produk pornografl, orang yang mendanai atau memfasiiitasiJ 

model pornografi, orang yang menjadikan orang lain sebagai model 

pornografi, orang yang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam 

pertunjukan atau di muka umum yang bermuatan pronografi, orang yang 

meHbatkan anak dalam muatan pomografi, orang yang mengajak, 

rnemanfaatkan, membiarkan, menyaiahgunakan kekuasaan atau memaksa 

anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dan pidana bagi 

korporasi yang melakukan pelanggaran undang-undang ini dengan pidana 

3 kali dari pidana maksimum dalam setiap pasat dalam bah ini, selain itu 

dilalruakan pembek:uan izin usah~ pencabutan izin usaha, perampasan 

kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. 

8. Bah VIII Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal mulai pasal 42 sampai 

dengan pasal 45. mengatur ha.rus dibentuknya gugus tugas antar 

departemen. kementerian dan lembaga terkait untuk rneniogkatkan 

efektifitas pelaksanaan undang-undang ini, dalam waktu 1 bulan paling 

lama setelah undang-undang ini diberlakukan setiap orang yang memiliki 

atau menyimpan prduk pomografl harus memusnahkan atau menyerahkan 

kepada pihak yang berwajib. 

Pamografi da1am rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi 

dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan~ 

gagasan yang mengeksptoitasi seksual) kecabulan, danlatau erotika", sernentara 

parnoaksi adalah "perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabuJan, dan/atau erotika 

di muka umum". Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dibepus 

sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bah. Di antara pasaJ yang dihapus pada rancangan 

kedua adaiah pembentukan badan antipomografi dan pomoaksi nasional. Selain 

itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pomografi dan pomoaksi. Karena 

deftnisi lni dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi 
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pornografi yang berasal dari bahasa Yunani. yaitu porne (pelacur) dan graphos 

(gambar atau tulisan) yang secara harfiah berarti !'tulisan atau gambar tentang 

pelacur". Definisi pornoaksi pada drafini adalah "upaya mengambiJ keuntungan, 

balk denga:n memperdagangkan atau mempertontonkan pomografi". 

Dalam draf yang dik:irlmkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 

2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal, dan mengubab judul RUU 

API) menjadi RUU Pornografi Definisi dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 

2008 disebutkan dalam Pasal I: 

Pornografi adalah rnateri seksualitas yang dibuat oJeh manusia dalam 
bentuk gambar. ske~ ilustrasi, foto, tuHsan, suara, bunyi; gambar 
bergerak. animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh. atau bentuk 
pesan komunika.'ii lain melalui berbagai bentuk media komunikasi danlatau 
pertunjukan di muka umum, yang dapat rnembangkitkan hasrat seksual 
danlatau melanggar nilai-nilai kesusi!aan dalam masyarakat. 

Justeru persoalan dikhawatirkan muncul pada kalimat yang digaris bawahi 

di atas. karena melanggar nilai~ni1ai dapat menjadi sangat subjektif. Jika nilai 

yang dipercayai dipengaruhi oleh nilai patriarkis, produk porno dapat 

diterjemahkan menjadi bukan porno, Atau bisa terjadi sebaliknya. yang bukan 

porno bisa menjadi porno. Pada masyarakat patriarkis yang menganggap 1aki-1ak.i 

mempunyai hak atas kekuasaan seksual perempuan (Andrea Dworkinn dalam 

Humm, 355)~ area abu~abu seperti ini dapat menimbulkan implikasi yang sangat 

luas. 

Berikut di bawah ini adalah perbandingan definisi pomografi sebelum UU 

Pornografi disahkan. 

3 .2. Perbandingan Definisi Pornografi 

RUUAPP RUU Pomografi KBBI 

Pornogmfi adalah subslansi Pomognlli aO!lluh materi P{lmogrnfi adalah penggambanm 
dal<>m medh1 a tau a! at seksualiltiS yang dibuat oleh tingkah laku sccara erotis deng:m 
komuuikasi yang dibuat unt.uk manusla d~om bentuk lukisan "'" tu!isan untuk 
menyampaikan gagasan~ gambar, sketsa. llusr.rasi, membangkitkllfl nafsu berahi; bahan 
gagasan yung mengeksploitasi fnto, tuli:san, suaru, bunyi, bacaan yang <lengan sengaja dan 
sek.roal, kecabulun, ,Oanla!.au g<m1b<1r bergerok, animasi, semata-m;U.a diranC!ing untuk 
erotika kartun, syair, percakapan, membangkitkan nafsu bcra.hi dalam 

gerak tubub, <rtau bentuk seks, 
pesan komunikasl lai:n 
melalui berbagai bentuk 
media komunlkasi dan/atau 
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pertunjubn di muka 
umum, yang dspat 
membangkitklln hasrnt 
seksual danlatau melanggN 
nilai-nilai kesusilaan dalam 
rnasyaraktu. 

Porooaksi adalah pcrbuatan 
mengeksploitasi seksual, (definisi pomoaksi (tidak. ada kala pornMksi dalam 
kooabulan, danfatau erotika di dihilangl«m) KBBI) 
mukaumum 

Pengaturan Pasal 2 UU Pornografi berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa, 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kebhlnnekaan, kepastian 

hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga. Tujuan dari UU No.44 

Tahun 2008 ini terHhat dalam Pasal :3, yaitu menghormati, melindungi, dan 

melestarikan niJai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritua[ keagarnaan masyarakat 

Indonesia yang majerltuk. 

Secara norma. uu Anti Pornografi benar-benar ini 

menumbuhkembangkan jati diri bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya. 

Namun dari segi aturan hukumnya (rechts regef), UU ini justeru menimbulkan 

persoalanwpersoalan yang tidak sederhana. Misalnya adalah PasaJ 4 sampai Pasal 

10 UU ~ti Pomografi yang hampir selurubnya memuat konsep 'pomografi'. Dan 

pengertian pornografi menurut pembcntuk UU Anti Pornografi (sebagaimana 

dalam Pasal 1 angka I) adalah materi seksualitas dalam bentuk gombar dan 

seterusnya atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunika'ii atau 

pertunjukan di depan umum yang dapat membangkitkan hasrat seksua1 atau 

melanggar nilai~nilai kesusilaan da!am masyarakat. Intinya, pomografi adalah 

materi seksualitas, yang tolok ukwnya adalah dapat membangkitkan hasrat 

seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pcrsoalannya, 

membangkitkan hasrat seksual bisa subjektif dari orang per orang. Berpakaian 

renang tidak menimbuikan hasrat seksual pada orang tertentu tetapi menimbulkan 

hasrat seksual pada orang lain. Dalam masyarakat patriarkal di mana laki~laki 

mengklaim seksualitas perempuan, pakaian yang dianggap membangkitkan 

seksualitas perempuan dapat menimbulkan pelecehan terhadap perempuan. Dan 

pada akhimya perempuan yang disalahkan karena berpakaia.n renang, sebuah 

simbol seksualitas perempuan yang dikendalikan oleh laki-lakl (Tong 97), Juga, 
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pasal ini cenderung mengklaim seksualitas sebagai lokus kekuasaan laki·laki yang 

rnerupakan tempat gender dan hubungan gender dikonstruksikan (Tong 99). 

Selanjutnya adalah Pasal 20 tentang peran serta masyarakat. Pasal ini 

mernberi peluang bagi badiroya polisi~polisi swasta yang mengatasnamakan 

penegakan moral. Kebudayaan yang fobia terhadap seks membombardlr 

perempuan dengan citra lakl-lald, predator seksual dan binatang yang tengah 

memangsa buruan perempuannya (Tong 97). Karenanya pendekatan security atau 

keamanan ditempuh sebagai jalan ke1uar. Di kabupaten tertentu terjadi 

penghakiman massa yang mengatasnamakan penegakan moral bagi kelompok 

tertentu. Dan penegakan moral yang sifatnya subjek:tif dan berhubungan dengan 

nilai kepercayaan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan semacam 

polisi, tetapi lebih pada pendekallln psikologis dan kultural. Pasal ini-alih-alih 

melindungi masyarakat dari pomografi-justeru akan menimbulkan pemaksaan 

tafsir tunggal oleh kelompok yang anti dengan paham~paham atau aliran agama 

yang sesat Tanpa mau memandang apakah dirinya sudah benar. mereka yang 

s:udah merasa menjadi maiaikat penjaga kesucian. 

3.8. Kuntroversi UU Pornografi 

Naskah RUU tenta.ng Pomografl yang merupakan usul Inisiatif DPR 

selesai dirumuskan Pansus DPR Rl pada tanggal 24 JuU 2007, dan diserahkan 

oleh Pimpinan Pansus kepada Ketua DPR RL Kernudian ditindaklanjuti oleh 

Pimpinan DPR dengan menyurati Presiden agar pemerintah segera membuat 

surpres menunjuk departemen/ kementerian yang akan membuat DIM dari RUU 

Pornografi bernama DPR psda 3 Oktober 2007, Presiden rnengeluarkan 

surpreslampres tentang RUU Pomografi melalui amanat Presiden Nomor B~ 

552/M. Sesneg/D-4/10/2007 lllnggal 3 Oktober 2007 telah menunjuk 4 instansi 

(Depag, KPP, Depkominfo, dan Dephukham) untuk membahas RUU ini bersama 

DPR RI November 2007 - April 2008. Pemerintah menyikapi draft usuian DPR 

Rl dengan memberikan pendapat urnumnya terhadap draf RUU ten1ang 

Pornografl sebagai berikut: 

l. Materi R UU ini harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lain, seperti Undang-undang Hukum Pidana. UU Perfilman, UU Pers 

dan UU Penyiaran; 
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2. RUU ini harus bersifat aspiratif terhadap keanekaragaman adat istiadat, 

budaya dan kepercayaan rnasyarakat yang Ielah terpelihara dengan baik 

selama ini. Norma-norma yang akan diatur dalam RUU ini harus 

dise!araskan dengan nilai~nlJai budaya dan agama yang dianut Bangsa 

Indonesia; 

3. Pengertian pornografi dalam RUU ini hendaknya didefinisikan secam tepat 

dan komprehensif sehingga kehadiran RUU ini dapat mencegah berbagai 

bentuk perilaku seksualitas dan jangan sampai kehadiran RUU ini justru 

akan berakibat melegalkan meluasnya perilaku seksualitas di masyarakat; 

4. RUU ini hendaknya memuat pengaturan tentang pengawasan terhadap 

materi seksualitas yang tidak didefinisikan sebagai pomografi seperti untuk 

kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan 

dan pendidikan. 

5. Materi RUU ini sebarusnya juga memuat aturan tentang Iarangan 

kepemmkan dan penyimpanan materi pomografi anak; 

6. RUU ini sebaiknya secara jelas menetapkan siapa yang bertanggung jawab 

dalam melaksanakan ketentuan yang diatur di dalamnya; 

Selanjutnya Pernerintah menyusun Daftar Inventar!sasi Masalah (DIM) 

RUU tentang Pomografi. Disusun melalui proses hearing untuk menghimpun 

masukan dati berbagai plhak al; tokoh agarna~ budayawan, onnas keagamaan, 

LSM pemerhati masalah anak dan perempuan, insan media, LSF, pakar hukum, 

dan pakar lainnya yang kompeten. Kementerian Pemberdayaan Perempuan antara 

lain mengundang PP Aisyiyah, Muslimat NU~ Perhimpunan MTP. ASA 

Indonesia, JBDK, LBH APIK, lbu Ratna Sarumpaet, Bapak Putu Wijaya, dalam 

proses hearing tersebut. Hasil dari proses hearing ini kemudian dltindaklanjuti 

olch tim panja dan tim teknis pemerinfllh dalam bantuk DIM. Pada 28 Maret 2008 

Draft DIM usulan pemerintah disampaikan secara resmi oleh pemerintah kepada 

DPR Rl29 Mei 2008 Pembahasan draft RUU tentang Pornografi antara DPR dan 

Pemerintah dimulai Pembahasan sempat atot FPDIP walk out dari pembahasan 

ka.rena beda persepsi tentang mekanisme I prosedur pembahasan RUU Pomografi. 

namun pernbahasan RUU tetap dllanjutkan untuk mendengar DIM Pemerintah 

dan membahasnya I mcnyandingkannya dengan naskah DPR. 16 Juli 2008 RUU 
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Pornografi sudah jadi satu draft; dengan membagi pomogmfi menjadi terlarang 

dan dibatasi, sanksi pada korporasi diperberat, dan ada perlindungan anak .3 

September 2008 Pembahasan RUU Pomografi kembali dilakukan antara 

pemerintah dengan DPR, Berdasarkan jadwal , pembahasan RUU Pomografi 

di lanjutkan dengan masuknya kern bali FPDIP, hingga pada penghujung 

pembahasan FPDIP mengl\iukan keberatan terhadap beberapa pasal yang 

dianggap tidak sesuai dengan tujuan disusonnya undang-undang terse but. 

Selama perjalanan pembahasan RUU pornografi tirnbul pro dan kontra 

terhadap RUU ini salah satunya yang kontra dari LBH Apik yang 

mempertanyakan pesal I ayat 1 tentang definisi pornografi, lalu pesal4 ayat I dan 

pasaJ 8 yaitu Setiap orang dilarang dengcm sengqja alau atas perseiujuan dirinya 

menjadi objek atau model yang mengandung mualan pornagrafi, dalam perjalanan 

pembahasan pasal ini mengalami perkembangan yang positif dengan 

dimasukannya usulan dari masyarakat dikaitkan dengan tindak pidana 

perdagangan orang. ditambah kalirnat bahwajika pelaku dipaksa dengan ancaman 

atau diancam atau dibawah kekuasaan atau lekanan orang lain, dibujuk atau 

ditipu daya, a/au dibohongi oleh orang lain, pe/aku tidak dipidana. 

Berbagai perdebatan dan polemik yang panjang, diskusi pakar dan ahli. 

kalangan seniman dan budayawan, tela.h mcmengaruhi proses penyusunan dan hal 

itu nampak dalam pasal~pasai yang menyusun UU Pomografi. Di bawah ini 

tabulasi perubahan RUU Pomografi hingga menjadi Undang-undang dan terlihat 

perubahannya mulai dari draf pertama sampai dengan draf RUU yang disahkan 

menjadi UU Pomografi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses 

penyusunan berupaya mengakomodasi dan rnencari jalan tengab dalarn 

memfonnuJasikan daiam pasal-pasal UU Pornografi. 

3.3. Tabulasi Perubahan UU Pomografi 

RUlf Pornognfi J7 RUU Pcrnografi 24 RUU Pomografi 4 RL1J Pomngr.afi Final h::·· Juli 2008 ... Ae"-S!us 2008 Swt2008 
Pasall angk& 1 Pa:Yil angka I Pas&l I Pasal f angka 1 
P~&dafah Pomografi adnlah basil P~fiadafnh Pomogrnfi w:lalnh 
materi seksualitas yang kil.ryu mMusia yang mntcri seksua:litas yang gnm.bar, sktH.sa, llustrasi, 
dibual Pieh manusia tw'.JUU.!t mnteri seksual.i~m~ dibuat o!eh nta!lusia futo, tulis;m, suara, 
dulnrn b;:.n!Uk gambar, dalam beJtWk gambur, dnlam bc:ntuk gambur, bunyi, gnmbar bergerak, 
sketsn, i!uslnlSi. fGt.o, sketsn, i!ustrnsi, foto, skelsa, ilustrosi, foto, animtl5i, kartun, 
Llllisnn..~~ara. bunvi, Lulisnn, ~~urn, bun i, tuli bunvL I ~ lwnW'l. ~tcrak 
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gambar be~emk, gambnr beJgm.k. alau gambar bergernk.. tubuh, atau bentuk 
anirnalii, ktlrtl.lll, syalr, benruk-bentuk pesan anirnasi, li.tu'tun. syair, pesan lainnya melalui 

"""""""'"rnk komuoik.ast lain dllllfatau percakapan, g«ak betbagai bentukf!lfdi11 
tubuh, atftu benU!k mel&lui media yang !ubub, atnu bentuk loomunikasi danlatau 
pesan komunikasi lain dipcrtunjukkan di depM pesan komtmik.asi lain pertUnjuk.an di muka 
dania tau pertujukan di umum dan/a!.'ru dapat mela!W beth!gai bentuk umum, yang memmu 
depan umwn yang dupat rrn!mbangkilkllllltasrat media kwnunidasi k«abulan utau 
membanglcitkan hasrat sal:smll se.rt:t melanggar danlatnu per1Ul]jukan di eksploitnsi scla:ual yang 
sekstml dan/atau nilai·ni!ai kesusiklan muka umum, yang dapot melanggar nonna 
melanggar ollaiwflilai dalam mnsyarokat mcmbllngkilkau hasrat k.:si!Sllaan dalam 
kesusi!aan dalam danlatau menimbulkan sclmm! danfatuu ID!15Yarokal. 
masyurnkat btri;embMgnya pomtrnksi metanggar nllal-nillli 

dalam masyarakat kesusitann dalam 

Pa5lll4 (1) Bagian pcrtama Pwl4(1) Pa!l414(1) 
Setiup ootrtg diturang Jtnis2 Pornognli Setiap or.mg dilanmg Setiaporlll!g dilatMg 
meproduksl, memOOat. Passl5 memproduksi, meproduksi, membuat. 
memperbanyak, (I} lenU-jenis JlQmOgrafi membuat, rru:mperbanyak. 
men~ !erditi dati; "''"'"'"""'""" llli:flggamtv.kan. 
menycbartuas.kan, .. I>~ ringllll; ""- menycbarlll(l$1mn, 
nm:~ylarkttn, b. Pomogmfi bcr.1t; menyebadunskan, m"""""" metlgt.lflduk, danlatnu menylarkrut. mengunduk, 
mtrtftimpor. ~ Pornograli anak:. rnengimpor, mct1glmpor, 
mengd:spor. (2) Pornografi ringun mcngekspor, meng.ekspor, 
menawarkan, sebagaimana menmvartan, """'"""""" mcmperjualbeliknn. dimaksud pada ayal mempeljualbtlikan, mempeljualbelikan, 
menye<A'Ukan, (I) hurofa. meliputi menyewukun, menyeWakaft. 
mcminjarnkan, atau segaln bentuk meminjamkan. :atau meminjamkan, tltlu 
menyediaiwt pomogmfi pomogr:afi yang menyediakan pomogntfi rnenyediakan pomogmfl 
yang memum.: menggambarltnn yang memuat; yang rnemunt 
•• persenggamaan. secnra implisil 

·~"' a. p¢rncnggamaan, 
termasuk kcgialan seksuul termasuk """"'"" pen;enggamaan termasuk baban·bahan persenggam.aan Yllllg perse~yang 

yang menyimpang; yg rnenampilkan menyimpang; meoyimpang, 

•• kekermnn seksual; ket~lanjangan, adegan· b. kekernsan seksual; b. keketllSllll scksual; 

'· mnsltlfOOsi <~tau adegno yq secara <;. m.estutixlsi atau <;. masturbnsi atau 
onaui; sugestif yang b«sifal ooani; omllli; 

~ ketelanjangan utau seksuaJ atau meniru d. ktlelllllj!U!gan lrtau d. kctelanjaf!gan atau 
tumpilan yg ade@liUl seks. wnpllanyg tampihm yg 
mengesanlrnn (.3) Pornografi berot """""""""' mengesankan 
ketelanja.ngan; atau seb3gaimuna ketclanjnngun; atau; ketelunja.ngan; a!ll.\l 

'· alai kclamin. dimaksud pada ayat e. o.latkelamin. c. ai(l.t kclamin; ateu 
{l) lwrufb mcllputi r. pomogmfi anllk. 

PenjeiAUin Pasal segal bcntuk Penjcl.asao Fasal 
Ayo.t(l) pomografi yang Ayat(l) PeojelllSBn Pasal 
Yang clirrniksud deogun mcoggamb&kan Ya.ngdimakrud dengun Ayat {1} 
'rMngunduk' adulub tindknn seb:ual. s~ ''persenggemun yang Yangdimaksud dengan 
yang dikeno.l denga:n ekspHsit sepeni alat menylmpang" antam "membuat" adulah tidak 
istilah 'OOwnload'. kelamiu,. penctmsi dan lain persenggamatm atau termnsuk untuk dirinya 
Hurufa IUJbungttn seks yg ukUvitas seksual d~mgan scndiri a.Lau kepentingan 
Yang dimttksud dengan menyimpang dengan mayat t.lrm bina!ang. ornl sendiri. 
"pmllnggemaan ya.ng pnsangun ~enis, semtlltis, anal seks., Hum h. 
mcayimpung" anlara l!rulk·a.nak, orang yg ksbia.n, bomoseksusl Ytulg dimaksud dengW1 
lain pernenggumnan o.tnu tdnll meninggal Hurufh "pen:;engg;;maan yang: 
aktivir.as sek.sunl d:.mgan dl!ll!a.tau bewnn. Yung dimaksud dcngan menyimpang" antarn 
mayat dan binntang, oral (4) f'ornugrafi nnak "kekt:resun seksuaJ" lain persenggamaan ,atau 
sekretaris, Mnl seks, sebagffimnna a.nlara lain aktivit.as seksual. dengan 
lesbiM, homoseksuaL dimaksud pada ayat pMt:!lggam.aan yg rnay&t dwt biuntang, oral 
Hurufb (I} hurof c melipuli didalu.llui tindak sekretaru;, aoal seks, 
Cukupjelas segaln benluk "'"""""' lesi;Kan, homoseksual. 
Hm·ufc pOtTII.lgl1ill y.mg {pe:ngaf!iay,aan} atnu Hurufb 
Yang dimaksud dmgan melibalkan IU!ak ar..au mencabuli deng:m Yang dimllksud dengan 
"keknasM seksunr• eiLra Mak atuu lim paksoan, atau "kc:kerman seksual'' 
antma luio lwni! seb~<>ai s·;;.,k I ~merkOSWl. ant.ara lain 
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--yg a!aupUn obyek yang Hurufc persenggtullWI yg 
did:lbului tindak diproduksi secara Cllkupjelas didahului tindak 
kekernsan mtlw!ikawu Burufd kek""'"' (pel'lganlayaan) atru eleklronik atau beni\Jk Ym~gdimWuddengan (penganiayaan) atllu 
mencabuli dengan soraoo.lainya. "mcngesankllll rnencabuli dcngan 
p;lksaan, atau ketehmjongan" pnk.sru!n. atau 
pemerkosan. Penjelasan puml: mtnampakkan tubtih pemerkcsan. 
IJurufdan Cukup jelns dengan memmjukkan Hurufe 
Cul.."llp jelas keielunjangan yaog Cukupjelas 
Hurufe meugunalum penutup Hurufd 
Yang dima.ksud dengan tubuh yang tcmbus Yang dimaksud dengan 
"mMgesll.llk.M pandi!Jlg "mengesankan 
ketelanja.ngo.n" lettltliSUk Hurufe kettlanjungan" suatu 
menampakkan Cukupjelas kondlsi seseornng ytu~g 
payudara, puting, rnenggunakan penutup 
danfalllu pan!IIt tubtih, tetnpl mllllih 
{bokong). menarnpalr.kM alat 
lllrfurr kclamin seoor eksplisit 
Cukupjelas Hurufe 

Cukupjelas 
Buru£f 
Pom.ografi anakadaWI 
5e<5ala bilntuk 
pomografi yang 
metibalken a.nak atau 
}'Mg mellbatl:an orang 
dewu.sa yq berperon 
alaU bersikap scpcrti 

"'""" Pasal8 P.nsat8 PMaiS PaulS 
Seti(tp orang di!arang Setiap Ol'll1>& di!arang Setiap Ol1lllg dilartmg Setiap orang dilarang 
dengan sengaju atu dllngan soogaja atu dell8an ~«mgoja alu dengan sengaja atu 
persetujuan ditinytt pcn;etujuan dirinyn persetujuoo dirinya pen;ctujuao dirinya 
roenjru:Ji obyek alllu menjadi obyck auru model menjadl obyckatau mcnjadi (lby;:k atau 
modcl~ ynng rncngandung mualan modelyWlg model yllllg 
mcngi!lldang mUlltan pomograft. trn:ng!l!ldung mualan meng;mdung mU!ltm 
pomografi. pcrnogn!ll pornogrnfi. 

Penjelasan paul 
Ptlljehl.san pa.sal Cukupjefas Pcnjelasan p.asat P.cnjelasan pasal 
Cukup jc:!as Cukupjcles Ketentuan illi 

dlmaksudkau bahwa 
jika pelaku dipuks;l 
rlengao ll!lcuman Al1!tl 

diancwn atau di bawab 
h::kuasaan atuu tckanan 
orang lain. dibujuk utau 
ditipu daya. atau 
dibohongi ofeh Qillng 
hUrt, pelaku tiM 
dit~1dana. 

Paul{i l'asa16 Passl6 J>asal6 
&ltiap orungdilareng Setiap orang dilamng Sctiup orang di!aro.ng Setiap ON!g dilarnng 
memperdengarkan, dcngan sengaja dengJm scngaja dengan sengaja 
mempertoDtonkan, nwlakuk!l!l su!u.h saw a!Au mcmperdoogarkan, mempenfengmkan, 
mcmanfatkan, mcmlliki, lebih dwi kcgiutan yang rm:mpcrtontcnkan. mcmpertontookan, 
.-;l.tl.u mcnyimpan barang rnenyangknt jen[s.jcnis lll¢lllartfatkan, memiliki, memanfatkan, memiliki, 
pomcgrafi seba pomtlgl'ati sd!ugaimana awu menyimpan barru;g atau menyimpllll baron& 
dirnaksnddalum pasal4 yang dimaksud dalam pomograii seba ~nseba 
ayat (I), lwcuali yang pnsa!S dalnm lxn!uk dimaksud dala.m pasaJ 4 dlmuksad dnlam pa:;;al4 
diberi kev.oenangllll old! membun~ mcnggandakan, ayut (1), kecuali yang ayilt (I}, k«llllli yaog 
pcrnudnl:!g-undangan.. mcnyebar·luas.lc.an. di.beri ~W.:n!lllgmt okh diber:i k.ewrnanganokh 

~unakan,dun pel'llJJ.dang-undangan. pcrundang-um.lrmgan. 
Penjcfas!ln pasai: menycdillklln produk 

Penielasan OllSI)I Cuk-lm "elas. media komunilwsi vane Ptn'dasan np:m[ 
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men.gandung mu:uan Yangdimaksud dengen Lru$ngan "memiliki 
pomografi. "yang diberi atau mcnyimpan" tldak 

k~cteh tennausk untuk dirinya 
PenjtlaSIIn pusal: pcrundang-tntd1111gan" sendiri dan kepentingan 
CW:upjt:las, misulnyu: lembaga yang sendiri. Yang dimaksud 

diberi kewenangan dengM "Y1lllg diberi 
menyensor film, kewcno:ngan oleh 
lembaga yang penmdq·lll.ld:mgan"' 
meognwasl pt:nyilltlUi, mlsalnya lcmbllgayang 
fcmbaga pclayanan diberi kewenangan 
keschatan atllu lerapi menyensor lilm, 
kesehatan uksual, dan !embilg.e: yang 
lembaga pendidikan. mengawasi penyifllllll, 
Lembaga pendldikan lembagn pelayumn 
tetsebut termaS:tJk pt~la kesehallln 11tau terapi 

""""'"""""' 
kesehatan scksut!l, dan 

laboretoriWll, dan thll'!Ul lembaga pendidikm. 
pendidikmt hl:innya. Lembaga pendldikan 
Kegilltm ~.etsebut l.ermll!luk pula 
mempetdengarkan,. perpus:tab.wl, 
mempertenWokan. lnbaratoriwn,. dan S6ftm 

m:manfaulkan. pendidikan lainnya, 
memiliki, auru Kegiatan 
meoyimpan barlU!g memperdengrukan. 
ponrografi dulwn mempertontonkan, 
lclltentuan ini hanya memanfaatkan, 
dapatdigunak.an di rm:miliki, Altm 
tcmpal atau lokasi yang mmyimpan barang 
disedlakan untuk tujuB!I pnmogrnfi dalam 
lembaga dimaksud. ketentuan ini banya 

daJJ<Il. digun.a!:M di 
lempar aUtu !ok&i yang 
discdi<lkan untuk tujuan 
lembaaa dimaksud, 

PMllll3 Pasa113 Pasa!l3 Dibapus 
(I) Ketentuan { l) laraogrut sebagaimana Pembuatan, pcnyebar- . 

sebagaimanu dimabmd dalam Pasa! luasu.n dan peogguna:m 
dimaksud dulam 6 sampai dengan Pasal materi sek:sualims dapt 
fasal 12 berlaku ll lid!l.k meliputi: dilakukan unluk 
juga untuk a.P1:mbuutan, kcpenting1111 d11n 
pembU3Uin, pcnyebarluasan, dill! memiUid nil ill: 
penyebar-lua.san, ,.,.,....,.., a. rem dan budaya; 
dDil pcngguna.an pomografi untuk b. ada! is:liu.dat; dan 
mllleri seksu.a.litas lUjUDil: c. ritual tradisional 
dengDillUjUM dan I. Pendldikan 
kepen.tiogM; dlll'llutau 
11. Pendidikwl pengembRI'!gan 

dun/IWiu ilmu pengelllhuan; 
peugembangan ""' ilmu penge!Bhuan 2. Pengobatan 
dan pengobntan gangguan seksual. 
ga.ngguan seksual; b. Pertunjukan $¢tli 

b.Pett110jukM seni dan btxfaya 
dtm budaya; dan c. Adat isl.iadatdan 

·~· 
lrlldisi ynng bcrsifat 

c..Adal istiadat dan riLUa]; dun/EIIilu 
trndisi yang <l Pembuatan, 
bersifat ritunl. pemiliknndan 

(2) KelentUM -sebagairnann ~fiuntuk 
dimaJ.:.sud pad!\ A )'at kepea!iltgllfl yg 
(1) berlakujuga dilindWJgi 
untukpembuutan, perundang-
nemilikan. diUl undll!le:an. ' 
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pcnggunftan moteri (2) Pt:ndidikan dan!otau 
seksualilll:s yang pengembangW'I ilmu 
dilindungi oleh pengctahuan 
peratura.n sebagai!ru'l.na 
perundang· dimaksud pOOa ayat 
undangnn. (l) twrufll W1gka I 

tematas pada ~~~ 
penelifum dan!atau 
1""""11' ..,..Ji<IU:M 
yang mernperoleh i2in 
sesuai da!gan 
peraturnn perundnng~ 
undanlrlln.' 

Peran Ptmerin!ab Pcran Pemerinlah Peron Ptmetintah Pcran Pemerinl.ab 
Pasall9 Pasa120 PanllO Pasal l? 
Untuk mclakukan upaya Untuk melalruk:an upaya Untuk melakukan upaya Unruk mclakukan upaya 
peru:egahim pencega.han sebagu.imann pe.ncegahan pencegahan 
sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pi!Sall8, seb11!Wimana dimaksud sel>agaimtll'la dimak:sud 
dalam Pasill17, Pemerintali Oatlalt dalam Pasal 18, diilnm Pasal US, 
Pcmcrirrtah Dacra.~ """""~~< Pc~ntlllt DBmlh Pemerinteh Oamth 
~nwnang; a.mefaknkan pemutusan ,_,_ bei"WCtUUlg: 
a mllilruknn pemutusan jaringan pcmbui«an dan a.melakukan pemmusan a, melal..-ukan pemu!llSan 

jaringan pe.rnbuatan penyebarluasan pmduk jaringan pembuatan jlll'inglin pembllilt&n 
d&n peuyebarluasan pomogntf!, tetmasuk dan penyebarluasan dan penyebarfuasan 
~ pornogrnfi pemblolrir:m.~ produkpomogrefi, produk pornogrnli, 

' me!tdui internet dl mclalui intemel di tel'l!J3Su.k pemblokiran lermastlk pemblok:irnn ' 
' wilayahnya; wilayahnya; potnQgrafi meialui pomografi rnelalui 

b.me!nkt.tkan b.me!a.\ukul pengawasM inl¢meldi wilayahnya; internet di wilayahnya; 
peng11wusan tcrfladap terhadnp pembuattm, b.mclakukw b.melakukun 
pembualan, ~nyebarlua.san, pengawasan terhadap pengawasaa terhadap 
penyebarluasan, danlaluu pcnggunD!U\ pembualan, pembuatan, 
danfalau penggtmaan pomografi di pc:nyebarlua..san, penyeharlUI.!Sll.n,. 
pomografi di wllayahnya. d!l.ll."ru.au pcnggunaan dan/alllu pcnggunaan 
wi!ayahnya. c..meluh.-ukan kerja sama pnmag,rnfi di pnmografi dl 

c.Me!ukukttn kaja sama dan koordi.nasi dengM~ wifayalm)<l. wi!ayahnya. 
dan ko.:.miinasl dengan berimgai pihak dalam c.mclakukan kcja sama c.melakuknn ketja sama 
bt:rlmgal pihak dalarn peneegaban perubuatan, dan lroordillllSi dcngan dan klX:Itdiaasi dwgan 

""""""" penyebarluasan; dAn bcrbagai plll.ilk dalam herbagni pjhak dalnm ...-. mcngembangkan sistem -~ pencegahan 
pcnytbllfiWISafl; dan lwmunikasi, inforntt!SJ, perubuatan, pembuutan, 
mtrtgembaog,(;;an dan edukasi da!artt peny,ebarlu8$1111; dan penyebarluasan; dMJ. 
sistt:m komunikasi. rangka pent.egMM mcngembangk:an mengemhMgkun 
infurrnasi, dllfl edukasi pomografi di sistcm komunikasl, s!Stum komuniknsi, 
tlrffitrn ranglro wilayahnya. inrormasi, dan cdukasi informasl, dan edukasi 
penccgahan d.mengembanglurn sistem dalnm mngka dalam rangkn 
pomogrofi di komunikasi, lnform~~Si, penccgahun pornografi pem:cgnhtm pomogmfi 
wilayahnya. dl!fl edukasi dalam di wilayahnya. di wll&yahn;ya. 

rangka pencegahat! meugembJ.ngkan sistem mengembangkan sisl:em 
pornografi di komunikasi, infonrulsi, komwlikasi, inforn:wsi, 
v.ilayuhnya. dan edukasi dnfam dart edukasi dafam 

rungkn pencegahan ~ pencegalrm 
pnmografi di pomogrufi w 

wii~··;a, 
t>~rnn M.asyarnkat Per11o M1lsyarakat P~ra11 Mm."}llr:~~kat Peran :Masyanlkat 
Passl2Q Pasa122 Pasal21 ruai2G 
Seliap orang dapat Setiap orang dapaf Setinp Olllilg dap11t Setiap orang dnpat 
berp(rtut serta d.llum berperan sat.a dalam berperan serta dalam berpcran serta dalam 
meiW·;ukan pe!l.C()g.almn melakukan penWgahon mclukukan pcnceguhnn melakukan penoegtlhllll 
terhadap pembualan, tersebul pcmbualiln, terhndap pembuatan, terbndap pembua1Wl, 
penyebtll'luasan dnn penyebarluasan dan pcnyt:bar-[u~~>un dan pcnyeb!U'-luasan dan 
penggunaan pomograti. pcnggunnwt pomografi penggunaan pornografi. penggunaon purnogmfl. 

yang tidak sesuai dn.n!Mnu 
I ;asa!2l bertentat~gan dengoo Fasal2l Pasal21 

l} Peran secta und~:~!l4~i -~-tti-. --~~-~~~ seba.I'Jrimllfla Peta~t serta sebn<>Jiimana 
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seba&OJmano d:Unllksud dnlam Pasnl rli!!U!ksud dalam PasaJ 
dimaksud dalam P~WIZ3 22 dapat dilakubn 22 depflt di!a.kuk:im 
Pasaf 20 dapat Penm.ser~a ~imana dtngan~ deDgnn earo: 
dilalrukAn dengan dimlliud dulam f'asal 22 '· -·- ~m-
''"" dapat dil<\k:ukan de!igllli ,.,_ pelangg.aran Undang· 
ttmcloporiwt ''"" Undang-undang ini; undflflg ini; 

"''- •• melaporkan b. melakukan gut.Biiln b. melakukan gugatWl 
Undaog·undang pclanggaran Undnng;. perwak.ilan ke perwakihm ke 
ini; undsng ini; pengadilan; pengudilan; 

b.melakuk.m b. melllkukan gugalan '· mela.b.l.lkan c. melukukan 
gugutru; perwakilfln ke sosialisa;i Peraturan sosialisasi Peraruran 
perwakilankc pengadilan; Perundang· Pen.mdaog-
pengadilan; '· melakukan sosialisnsi Und:rngan tenlaog Undangan tertang 

C.tne!altt!kiJ.n Perntumn Perundang- porrn>groli;. dan pomogr.W; dan 
sosialisasi Undangan lenfung d. ""'"'"""' d. melak:ukan 
Pm>lurnn pomografi; dan pemhinaankepada pembinnan ktpada P-· d. mclakukan pernbirulan 

~·- ~-Undanpn ~Wig """"' ""'"""""" IW!aya dan datnp<1k: bahaya dt111 dampak 
poowgmfi; .., lahadap bahayn dan mgatiTpomagrafl. negui.if pomografi. 

d.mclakukan dampak rn:ga!.lf 
pernbitlllllO kepada pomogrufi, P:H:Ilil13 P•sal22 
masyarakat Setiap Qtallg yang Setiap orong yang 
tctbadap bahaya Pasa124 melap-orkan pelangga.ran melaporkan pelanggaran 
dnndampak Setiap omng yang undiUlg·undang ini und!Ulg~UtJdang ifli 
pomografi. melaporkml pelanggaron sebagimana dimaksud sebagimarm dimllksud 

(2) Kelentuan undang·undang. ini dalm Posal n lturufa dalrn Pasal22 hurufa 
sebagaimana sehagimana dimaksud bcrka mendapatknn berka mendapa!kan 
dimaksud pada ayal d.ilm Pasal Z3 huruf a perl.irufungaa lrulrurn perlindungun ltulrum 
( l) hu.ruf a dan berka mendapalkan benfusukan pcrnturan -""""""'-hurufb perlindungan hukum penltldang-t~ndangan. """""""'"-· dilaksannl::An see:.uu """""""' p<rnlmM 
bertanggungjawnb penmdang-undangatt,_ Penjelasan Pasal: Penjelasan Pass! 
dan serua'i dengan 

"'""""" Penjelasan Pasal: Pasalll P.asalll 
perundang~ Culwp jei!IS ""''(I) 
undangan. Pasall2 

Peran serta masyarakat Pasal22 Yoog dimaksud dengan 
Pasali:l dapat dile1:ukan oleh Cukupjelas "peran serto masynmkal 
S.etiap orang yMg masyarakat sebagai dilaksanukan sesuai 
mclaporkan pelanggaran individu atu orang dengan penl.tural1 
sebagalmana dimaksud pc=mngunatau 

-·~" dalam PasullJ ayal(l) lembaga swadaya adalah agar masyarakat 
hurufa berhak masyarnkat yang pcdu!i tidak melakulmn 
mendapat pcrlindungan ~upaya tindakan main ltakim 
berdasru:kan pertunuJ penregnhart tetsebut -lind-perundnng-undangaa. pemhuatan, pert~, lrekerasan, razia 

dan penyedian dnna, (sweeping), at.nl 
Penjehlsan pl!Bl prasarl1llll. dan 5lll'llll8 tindnla:m melawan 
f'!UHl Z0 pomografi yang tldak hukum lainnya. 
C\11.1Jp jelns sesuai dant.uau 
P:ISa121 berteJJtangtiJl dengan Ayat (2) 
Cukupjelas Undang·Undang inl. Cukupjelas 
Paul22 
Cllkup jclas Pasal23 Pasal22 

Cukupjelas Cukup jela<~ 
P!l.llol24 l"l'lu:lll 
Ct!kup jelas Culrup jelas 

UU Nomor 44 Tahun 2008 sudah banyak diketahui menimbulkan 

kontroversi dalam masyarakat. Salah satu pasal kontroversial ini adalah Pasa[ 21 
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yang mengatakan, ~<Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan 

pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pomografi." 

Argumentasi yang diuraikan di atas ditentang oleh yang pro Undang-undang 

Pomografi, dengan uraian sebagai berikut: 

• RUU Pornografi bertentangan dengan hak asasi manusia karena 

masuk Ire ranah moral pribadi yang sebarusnya tidak diinterven.si 

oleh negara. 

Meinang. sebagian masyarakat menganggap pornografi adalah persoalan 

yang tidak perlu diatur oleh nega.ra. Namun persoalannya pomografi tidak 

sekedar isu moral. Implikasinya sudah menyangkut persoalan susial 

masyarakat seperti kekerasan seksuat yang tidak banya menimpa 

perempuan dewasa juga anak-anak. Pendapat ini sejalan dengan pendapat 

kelompok Feminis radikal kultural yang menganggap produk-produk 

pomografi sebagai agen diskriminasi seksual dan merupakan penistaan 

terhadap hak sipil perempuan (Tong 99). 

Sampai sekarang indu:>1ri pomografi tumbuh pesat dan dipercaya 

mendorong perilaku seks yang tidak terkontrol. Menurut World Population 

Foundation (WPF), lebih 80 persen anak didik di lembaga pemasyarakatan 

di Indonesia terkcna hukuman berhubungan dengan kekerasan sck.sual: 

perkosaan, peiecehan, bahkan pemhunuhan karena ketakutan setelah 

memerkosa. lmplikasi sosial yang lain dari pomografi adalah; kehamiian 

yang tidak diinginkan, penyebaran penyakit menular seksual, dan lain-lain 

sehingga masalah-masalah tersebut jelas memerlukan negara untuk 

mengatumya. Sebagian feminis bahkan menyebut pomografi sebagai 

"kejahatan terhadap perempuan" (fong 99). 

• RUU ini memiliki agenda penegakan syariah. 

Ada sehagian kulompok masyarakat yang melihat pasal-pasal dalam RUU 

mengandung isi penataan moral. dan mengira memiliki agenda pencgakan 

syariah. Kelompok ini tidak melihat isi pasal~pasal RUU secara 

terintcgrasi, karena jelas terdapat pasal-pasal lain yang jus:teru memberi 

pengakuan hukum terhadap bentuk -bentllk pomografi yang cenderung 

melecehkan. RUU ini menyatakan bahwa yang dilarang sama seka!i, 
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hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan. masturbasi, alat vital dan 

kekerasan seksual, dan ini mewadahi pendapat umum tentangjaminan area 

privat seseorang. Memang area pomografi yang tidak termasuk dalam 

lima kategori itu akan diatur oJeh peraturan, ka1au tidak dikawal dengan 

hatiMhati aturan operasional bisa saja memberikitn implikasi penegakan 

syariah. 

Mungkin syariah dihubungkan dengan Islam, tetapi arti syariah di sinj 

lebih berhubungan dengan batasan hukum yang bagi sebagian feminis 

berarti penegakan moral yang dipengaruhi oleh perspektif pafriarld. lni 

adalah bcntuk lain dari pengekangan terhadap nafsu seksual perempuan 

yang selama ini digambarka.n sebagaj sesuatu yang "buruk, abnormal, 

haram dan tidak sehat" (Tong 95). Karena itu, nafsu seksual perempuan itu 

harus dikenda1ikan. Kalau tidak, maka ia akan mengancam struktur 

peradaban manusia (Tong 95). Namun para ferninis menolak nafsu seksual 

itu dijinakkan oleh lakHaki (Tong 92). Karena itu, sekelompok 

masyarakat yang sejalan dengan pendapat Rubin dan Daly khawatlr 

penegakan moral memberikan implikasi negatif kepada perempuan. 

Menurut Mary dan Daly, perempuan seharusnya menoiak pemahaman ini 

karena niiai patriarki cenderung meredefinisi atau menafsirkan ulang. 

Karenanya perempuan perlu merebut kembali makna sesungguhnya (Tong 

92). Karena itu, ada sekelorupok rnasyarakat yang khawatir penegakan 

Syariah sejalan dengan kek.hawatiran ini. 

Sejalan dengan penolakan pemahaman ®lam RUU ini, rnajalah pria 

dewasa yang cenderung menganggap perempuan sebagai alat pemuas laki­

laki seperti Popular, FHM, ME, Playboy (Indonesia) memperoleh 

kepastian hukum, diizinkan tapi dibatasi pendistribusiannya melalui 

peraturan lebih lanjut. 

• RUU ini merupakao bentuk kriminalisasi perempuan. 

Dengan asumsi babwa produk·produk pornografi memberikan pengaruh 

buruk terhadap perempuan misainya pe!eceba.n dan perkosaan. ma.ka RUU 

secara tidak langsung merupakan bentuk krirninallsasi terhadap 

perempuan. Pendapat ini sejatan dengan Tong (354) yang mengatakan 
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penggambaran materi seksua! mendorong pelecehan seksual dengan 

kekerasan dan pemaksaa:n. Tetapi sebenamya RUU ini justeru membatasi 

atau memberikan kekuatan hukum bagi bentuk-bentuk dan upaya~upaya 

.yang mengarab kepada kriminalisasi perempuan. Misalnya RUU ini 

mengancam dengan keras mereka yang mendanai, membuat. menawarkan, 

menjual, menyebarkan dan memi!iki pornografi. Mengingat industri 

pomografi adalan industri yang dibuat dan ditujukan kepada (terutama) 

Iaki-laki, yang paling terancam dalam RUU ini tentu saja ada[ah lak.i-lakL 

• Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas. 

Sementara itu ada kelompok lain yang- menganggap definisi RUU 

memberikan arti abu-abu atau membuka penafsiran lain. Secara ringkas. 

deflnisi pornogra.fi di dalam RUU ini adalah: "materi seksualitas melalui 

media komunikasi danlatau pertunjukan dj muka umum, yang dapat 

membangldtkan hasrat seksual dan/atau melanggar niiai-nilai kesusilaa.n 

dalam masyarakat'1
• 

Para pengkritik RUU menganggap definisi ini kabur karena penerapannya 

melibatkan tafsiran subjektif mengenai apa yang dimaksudkan dengan 

"membangkitkan hasrat seksual" dan "meianggar nilai~nilai kesusilaan 

dalam masyarakat". Memang. kedua kalimat ini membuka peluang 

subjektif. Dalam kalimat 'membangkitkan nasrat sekaual' dapat diartikan 

mendukung nilai patdarki yang percaya iaki-lald adalah penguasa terhadap 

tubuh perempuan dan seksual perempuan (Humm 354-355 dan Tong 92-

93). Juga, kalimat 'melanggar nilai kesusilaan' mampu mengundang 

interpretasi subjektif karena nilai dalam masyarakat dapat berbeda dari 

tempat~ke-tempat dan waktu-ke~waktu karena berhubungan dengan 

konstruksi sosial dan budaya. Dan nilai susila bisa sangat dipengaruhi nilai 

untversalitas laki-laki yang cenderung melecehkan perempuan dan 

menganggap perempuan adalan obyek seksuallaki-laki (liumm 355). 

Namun demik:ian memahami undang-undang memerlukan pemikiran 

terintegrasi dan hukurn positif yang menghubungkan antara pasal satu 

denga.n lainnya. Karena dalam pasal yang lain. seperti disebutkan di atas, 

memberikan kekuatan hukum bagi produser atau pelaktl pomografi. 
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Karena aturan operasional dalam PP. Peraturan Menteri atau Perda 

menjadt sangat penting untuk dikawal jangan sampai rnemberikan 

pena:fsiran keliru terhadap penjelasan yang abu-abu seperti di atas. 

• RUU ioi mengancam kebhinoekaan. 

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang rnasing­

masing mempunyai pakaian, upacara ritual dan tata cara berbeda. Ada 

ke!ompok masyarakat yang k:hawatir terhadap isi RUU yang tidak 

mengakomodasikan keberagaman pakaian adat, pralctik budaya dan ritual 

keagamaan1 juga paka.ian sehari-hari yang dianggap membuka aurat. 

Mereka menganggap RUU ini mengancam kebhinnekaan atau pe.rsatuan, 

Memang dalam draft RUU yang dikeluarkan pada 2006 terdapat pasal­

pasal yang dapat menimbulkan penafsiran tidak menghargai keberagaman 

budaya. Misalnya, aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak 

rnengenakan pakaian yang memparlihatkan bagian tubuh yang sensual 

seperti payudara, paha, pusar, bail< secara keseluruhan ataupun sebagian. 

Padahal ada suku etnis yang secara jelas mengenakan pakaian seperr:j 

disebui daiam pasal} tetapi apakah mereka ini berarti melanggar pasal 

tersebut. 

Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak 

tubuh yang dianggap sensual seperti Jalpongan. Dengan 

mengakomodasikan pendapat ini, dalarn RUU yang baru tak ada satu pun 

pasal yang menyebutkan kesenian atau praktilc budaya semacam itu ak.an 

dilarang. RUU in! bahkan menambahkan klausui yang menyatakan bahwa 

pelarangan terhadap pornografi kelas berat (misaJnya mengandung 

ketelanjangan) akan dianulir kafau itu memiliki nilai seni~budaya. 

• RUU ini akan mengatur cara berpakaian. 

Dengan mengira isi dari pasai·pasai da1am RUU melarang berpakaian 

yang membuka aurat, sebagia:n masyarakat resah jika RUU ini disahkan 

akan ffiembatasi cara berpakaian perempuan. Artinya tidak f>Qleh lagi 

mengenakan rok mini atau celana pendek di luar rumah. Memang, 

terutama feminis sealiran dengan Firestone menganggap bahwa 

perempuan perlu melakukan 1revolusi biologis' dengan menolak batasan 
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laki-laki perempuan, di antaranya dalam berpakaian (Tong, !08) baik di 

dalam maupuo di luar rumah. Padabal, sebenamya tidak satu pun pasal 

dalam RUU ini yang berbicara soal cara berpakaian dalam kehidupan 

sehari-hari. 

• RUU ini berpotensi mendorong aksi-aksi anarlds masyarakat. 

DaJam RUU ini terdapat pasal 2l yang berbunyi: "Masyarakat dapat 

berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan pomografi ... Sementara itu, masyarakat 

terbagj antara yang pro dan kontra, sehingga dikhawatirkan akan 

rnendorong aksi~aksi anarkis di antara kelompok~kelompok masyarakat 

yang bertentangan. Tetapijika dite!aah dengan seksama, masyarakat dapat 

berperan serta dengan melaporkan pelanggaran, menggugat ke pengadilan} 

melak:ukan sosialisa.si peraturan, dan me1akukan pembinaan terhadap 

masyarakat, bukan menjadi 'pOiisi' bagi pelanggar UU. Dengan kata lain, 

RUU ini memberi batasan yang tegas terbadap kelompok~kelompok yang 

senang main hakim sendiri untuk lebih berhati-hati karena dalam sistern 

demokrasi peran serta tak balch ditafsirkan semena-mena. 

• RUU ini mengancam para seniman. 

Karena pasal~pasal dalarn RUU memberikan batasan terhadap produk­

produk seni, banyak seniman yang merasa terancam akan terga.njal dengan 

RUU ini. Tuduhan pengekangan kebebasan seniman menunjukkan bahwa 

sering kali kekhawatiran terjadi karena belum membaca RUU secara 

keseluruban. Karena RUU inijusteru memberi penghonnatan khusus pada 

wilayab kesenian dan kebudayaa~ dengan mernasukkan pasal yang 

menyatakan bahwa pelarangan pornografi akan dikecuaHkan pada karya­

karya yang dianggap memiliki nilai seni dan budaya. 

3.9. Kesimpulan 

Seperti yang biasa terjadi, sctiap ka:H RUU dibuka untuk mengundang 

masukan bagi masyarakat, maka terjadifah pro~kontra. Demikian juga. pro-kontra 

itu terjadi pada proses penyusunan UU Pornografi. Menurut BF, salah seorang 

anggota Panitia Kerja DPR RI dari FKB (Majalah Tantr12009), pro dun kontra ini 
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dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Pertama, merek:a yang menolak 

secara total. Aiasannya antara Jain karena RUU itu terindikasi bemuan.o;a politis­

ideologis. yakni dijadikan sebagai "pintu rnasuk" menuju formalisasi ajaran atau 

penyeragaman moralitas bangsa didasarkan pada persepsi ajaran dan moralitas 

golongan tertentu. Hal ini dikhawatirknn mengaficam kebhinnek:aan bangsa dan 

integrasi nasionat Pembatasan pomografi juga dianggap melanggar hak asasi 

manus~ memasung kreativitas seni dan budaya, serta dikhawatirkan berdampak 

langsung pada diskriminasi terhadap perempuan, karena kemungkinan besar 

merekalah. yang ak:an menjadi korban '"krimina1isasi11 utamanya, terutama ketika 

RUU tersebut akan mengatllr juga masalah cara berpakaian dan berekspresi kaum 

perempuan. Selama proses penyusunan ini, kelompok penentang RUU Pomografi 

antara Iain kubu Jaringan Islam Liberal, seperti Musdah Mulia, Shinta Nuriyah 

Wahid, Goenawan Muhamad, kubu pekerja seni Iibera~ seperti Rieke Dyah 

Pitaloka, !nul Darntista, Olga Lydia, Moamar Emka, kubu politisi Liberal seperti 

para politisi dari PDIP dan PDS. LBH APlK, dan Komnas Perempuan, Kedua, 

mereka yang mendukung penuh upaya regulasi, apapun bentuknya. Alasannya 

antara lain karena RUU Pornografi harus ada untuk mengendalikan Iaju 

pertumbuhan pomografi di tanah air yang sudah sedemikian menggila dan 

berbahaya bagi masa depan genernsi bangsa. Dan utamanya. untuk memberikan 

perlindungan sejak dini terhadap kaum perempuan dan anak:, yang sering kali 

terbukti menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual, akibat 

"ketarnakan" industri pornografi dan dampak s.osial yang ditimbulkannya. Juga 

untuk menghindarkan generasi bangsa dari desakralisasi scks dan berbagai 

penyimpangan selcsual yang akan berujung pada hancumya lembaga perkawinan 

dan moralita.:; keagamaan. 

Organisasi yang mendukung UU Pomografi antara lain Forum Kartini, 

Komite Aksi Kasih Sayang> Komunitas Pemerhati Anak, Kesatuan Aksi Peiajar 

Muslim Indonesia. Komunitas Mualaf Indonesia, dan Komunitas Orang Tua 

Peduli Generasi, AHansi Pemuda dan Masyarakat Selamatkan Bangsa (APMSB) 

yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi antara lain Pemuda PPP, 

KAMMI, FPI, KAHMI. PII. dan HMI MPO, tennasuk jajaran Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan sehagai institusi pemerintah. Masyarakat luas lainnya, 
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sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang~ 

Undang (RUU) Pomografi, Balkan Kaplale, mengaku telah menerima 6.000 pesan 

singkat dari masyarakat mengenai rancangan undang-undang yang sedang 

dihahas. "Dari 6.000 SMS hanya 20 yang menolak," aku Balkan di gedung DPR, 

Jakatm, Kamis (23/10/2008). Sisanya, lanjut Balkan, mendukung rancangan 

Undang-undang Pomografi segera disahkan menjadi undang-undang. 

Ketiga, mereka yang memandang perlu dilakuk:an regutasi, dengan catatan 

harus mempertimbangkan tiga hal mendasar, yakni: I) tidak terjebak pada 

fonnalisasi atau penyeragaman moralitas dan nilai berdasarkan persepsi moralitas 

dan nilai dari golongan tertentu, namun sebaliknya mesti dibangun di atas nilai~ 

nilai kebenaran dan kebaikan universal, 2) harus didasarkan pada semangat 

kebhinnekaan bangsa yang menghargai keanekaragaman budaya, dan 3) 

difokuskan untuk tujuan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak, serta 

untuk meminimalisir dampak huruk yang ditimbulkan oleh industri pomografi. 

Ketiga pertimbangan ini didasarkan untuk menjawab keresahan kalangan 

masyarakat, karenanya mernerlukan jawaban yang jelas dari aspek hukum. Jika 

mengacu kepada negara-negara lain, bahkan yang berpaham liberal sekalipun, 

masalah pomografi mendapatkan perbatian yang cukup serius dari pernerintah. lni 

terbukti dari regulasi-regulasi yang dibJJ.at secara rinci mengenai hal tersebut. 
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PROFIL SUBJEK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEI'I'DORONG 
UNTUK MERESPON 

Termasuk yang lwrupsi waktu di DP RD itu kan bantu masukin sekolah itu. 
Ada duit. "Kamu antar ke orangnya, "Jad! aku yang disuruh 

nganter. "lni apa toh, bu?""Duit"Dia gak ngomong 
jangan korupsi. Ndak. Dicontohin. Wah aku dulu 

disuruh ngembaliin duit gitu. Mesklpun setelah 
itu duit gak diterima. Jemyata ngajar itu 
jangan omongan tapi conloh gitu, ;i/bak. 

(ES, PDIP. wawancara 10 November 2009} 

Untuk mengetahui respons anggota DPR RI dalam pembuatan unde.ng­

undang penting untuk. mengetahui latar belakang atau profil subjel< yang diteliti. 

Dalam Bab 3 telah didiskusikan proses dan dinamika penyusunan undang~undang. 

yang ak:an menjadi latar belakang diskusi di Bab 4 ini. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat dihubungkan antara proses dengan respons perempuan daiam setiap tahapan 

penyusunan mulai dari pengajuan pembaha.o:;an RUU Pomografi ke Badan 

legisiatif (Baleg). pembentukan pansus (panitia khusus), panitia kerja (panja)) tim 

musyawarah (timmus) sampai tim sinkronisasi (timsin}. Jalannya pembahasan 

mela[ui rapat kerja, rapat pimpinan, dan konsinyeringjuga menjadi bahan penting 

analisis tesis ini. Bab 3 menggambarkan betapa melelahkan dan panjang proses 

penyusunan undang-undang. ditambahkan dengan situasi dan kondlsi yang 

maskutin yang didiskusikan dalam bab 2 menjadi jelas profil anggota legislatif 

yang diperlukan yang mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan antara 

sebagai perempuan dan sebagai anggota dewan. 

Dari profil subjek yang akan didiskusikan di bawah Ini terlihat varias! latar 

belakang dan aspirasi politiknya, nnmun ada yang menyatukan yaitu pengalaman 

panjang menjadi aktivis dan Jatar belakang pendidikan yang minimum iulusan Sl. 

Dari penelitian saya mendapatkan gambaran profil subjek yang cukup lengkap. 

Profil ini penting untuk dipapatkan agar dapat dilihat kaitan atau korelasinya 

dengan respons perernpuan dalam pernbahasan RUU Pornografi di DPR RL 

Respons dalam pengambilan keputusan menurut James Anderson (13~15) 

yang dikutip oleb Leo Agustino (162~163) dipengaruhi oleh pertama nllai-nilai 
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politik yang dianut oleh partai politik yang diikutinya, untung dan rugi jika 

keputusan diambil, kedua nilai-nilai atau visi politik organisasi atau partai yang 

diikutinya. Misalnya apakah visi itu konservatif, liberal, keagamaan, humanis, dan 

sebagainya. Visi organisasi ini jelas akan memengaruhi respons dan sikap 

terhadap usulan dan argumen yang dikemukakan dalam sidang-sidang sepanjang 

penyusunan undang-undang. Ketiga, adalah nilai-nilai personal yang dipercayai, 

dan ini dipengaruhi oleh Jatar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman 

berorganisasi, perspektif, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah apabila 

seseorang menerima suap akan mempunyai pendapat yang berbeda. Memang 

nilai-nilai di atas dapat memengaruhi, namun nilai masih dapat diukur lagi 

kedalamannya sehingga mampu memengaruhi respons seseorang. Pada seseorang 

yang masih barn menjadi anggota partai dan kebetulan beruntung mempunyai 

pemilih banyak tentu mempunyai nilai yang masih dangkal dengan politisi 

kawakan. Karena itu ketiga nilai yang memengaruhi kecenderungan ini dalam 

tesis ini akan diukur dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang 

didiskusikan lebih mendalam dalam Bab ini. 

Secara ringkas bab 4 ini akan mengungkap hasil penelitian saya yang akan 

dirangkum dalam dua sub-bab besar yaitu Profil Anggota DPR yang menjadi 

subjek dan faktor-faktor kognitif, afektif dan psikomotorik mereka dalam 

menentukan respons dalam keseluruhan proses penyusunan UU No. 44 Tahun 

2008 tentang Pornograf1. 

4.1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Respons Perempuan 

Konstituen 

Kelompok 
erem uan 

Pcrempuan 
Anggota 
Legislatif 
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4.1. Prom Subjek 

Latar belakang seseorang yang membawa mereka menjadi anggota Dewan 

(DPR Rl) dapat memenuhi keseluruhan tesis in~ namun saya akan memfokuskan 

pada hal-hal yang paling pentiog saja yang kemungkinan besar memengaruhi 

mereka dalam membuat keputusan atau merespon..;; dalam penyusooan undang­

undang. Sebagai anggota Dewan perempuan mernang tidak mudah, terutama 

karena dunia politik menurut Lovenduski adalah dunia patriarkal. 01eh karena itu 

menarik untuk mengetahui bagajmana mereka bisa memasuki arena maskuiin ini. 

Karena itu profi1 mereka dibatasi meliputi, Jatar be~akang poHtik: keluarga, latar 

beiakang atau pengalaman organisasi, pendidikan. pengataman poli~ rnotivasi. 

dukungan, dan risiko politik yang dihadapi perempuan manakala menjadi anggota 

DPR Rl. Dalam pemaparan profit subjek, saya tidak menggambarkan secara 

individual namun saya akan menampilkannya berdasarkan lingkup di atas. 
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4.1.1. La tar Belakang Politik Keluarga 

Dari kelima subjek penelitlan saya. temyata orang tua dan keJuarga 

besamya merniliki keterikatan atau afiliasi pada kekuatan poJitik tertentu pada 

rnasa Jalu. Ini misalnya terjadi pada BF dari PKB: 

Latar be1akang politik di keiuarga. kalau ibu bapak saya itu mernang 
aktivis NU ya. Bapak pernah menjadi Rois NU cabang Pati, ibu Ketua 
MusJimat NV cabang Pati. Jadi, kebetulan bapak itu Hakim Agama, jadi 
dia tidak terlibat dalam politik prnktis. Tapi pada waktu itu kan sempat 
keluar dari pegawai negeri> karena kan afiliasi politiknya dulu PPP, tapi 
akhirnya nggak jadi keluar dari PNS gitu. Akbimya fokusnya tetap ke NU 
mengurus kejamiahannya (Wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

11dak jauh berbeda dengan CN dar I Golkar. Ayah dan ibunya aktif di PPP. 

Tetapi ibunya Jebih menonjol karena menjadi pengurus Wanita Islam. Termasuk 

YY politisi asal PKS yang mengaku ayahnya adalah pengurus PPP dan sernpat 

dicalonkan menjadi anggota legislatif. Bahkan YY sempat menjadi jurkam cilik 

untuk ayallnya pada waktu itu. 

Ayah saya dulu aktivis NU. dulu ketika NU fusi dengan partai lain, dulu 
dengan PPP. maka saya juga aktivis PPP. jurkam. Dulu saya termasuk 
jurkam cilik. dulu tidak ada aturannya. Ketilca ayah saya manggung. saya 
ikut menjadijurkamnya (wawancara YY, 23 Oktober 2009). 

Meski tidak secara jelas menyebutkan afiliasi politik orang tuanya, LI 

yang berasal dari PAN, mengaku bahwa kedua orang tuanya bahkan keluarga 

besamya adafah aktivis sekaligus pengurus Muhammadiyah. Berikut pemyataan 

subjek yang menarik untuk disimak terkait Jatar belakang pOlitik orang tua atau 

keluarga besamya. 

Oh ya, jadi memang lingkungan bapak dan ibu saya aktif di 
Muhammadiyah dan Aisyiah, aktif sosial keagamaan sehingga kami 8 
bersaudara semua aktivis sosial karena Jatar belakang orang tua. Sejak 
kecil tahunya rumah jadi apa ya pusat kegiatan sosial kea.gamaan, begitu 
ceritanya (wawancarn L~ 2 September 2009). 

Yang agak berbeda dengan keempat subjek di atas adalah ES poHtisi asal 

PDIP. Latar belakang poiitik keluarganya waktu itu adalah Golkar bahkan ibunya 

sempat menjadi anggo1a DPRD Kota Malang. ES banyak beJajar dari ibunya 

secara tidak iangsung. 
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Ibu saya yang aktif ya. Dulu politisi Golkar di zamannya Orde Barn. Tapi 
saya tidak pemah tertarik Golkar. Sempat malu juga begitu masuk PDIP, 
waduh aku matu dengan orang Golkar. Ya gimana? Aku diinterogasi sama 
Golkar. ''Masak aim masuk Golkar, Bu?" aku bilang begitu. Tapi ibu PNI 
dulu. PNI cuma pegawai negeri kan harus rnasuk itu ya, zamannya 
Gotkar.Meski tidak secara langsung dan tegas orang tua atau keluarga 
meminta subjek untuk mengikuti jejak politik yang sudah terbangun, 
namun subjek mengintemalisasl apa yang sudah dilakukan oleh orangtua 
mereka, Sebagai contoh, semasa remaja ES pemah diminta oleh ibunya 
untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pelaku korupsi di DPRD 
tempat ibunya bertugas. Ia menangkap nilai dan pesan yang disampaikan 
sang ibu lewat tindakan politisnya mengernbalikan uang snap (Wawancara 
ES, 6 November 2009). 

Ya itu yang sampai ke aku., .temyata nilai-nilai dia yang aku intemalisasi 
itu~ melihat masalah gak usah emosil bagaimana menyele.saikan, ya itu dia 
itu. Komplek gitu, Termasuk yang korupsi waktu di DPRD itu kan bantu 
masukin sekolah itu. Ada duit. 11Kamu antar ke orangnya." Jadi aku yang 
disuruh nganter. "Ini apa toh~ bu?'mDuif'Dia gak ngomongjanga.n korupsi. 
Ndak. Dicontohin. Wah aku dulu disuruh ngembaliin duit gitu. Meskipun 
setelah itu duit gak diterima. Trus) makanan toh Mbak biasanya sebagai 
tanda terima kasih. " Kalau makanan ndak usah (dikembalikan), kita 
makanlah"O .. gltu ya. Temyata ngajar itujangan omongan ta.pi contoh gitu, 
Mbak (Wawancara ES, 10 November 2009). 

Kejadian yang pernah dialami ES ini sebenamya sebuah fenomena yang 

dirumuskan oleh Lovenduski tentang maskulinitas dalam pOiitik. Lebih lanjut 

Lovenduski menyatakan bahwa lembaga poJitik telah memberikan keistimewaan 

dengan prioritas; budaya, dan praktik-praktik padajenis maskulinitas tertentu. Apa 

yang terjadi pacta ibunda ES adalah praktik yang dilakukan oleh politik uang yang 

maskulin, Pelaku korupsi dalam kasus tersebut menganggap dapat membungkam 

orang lain dengan sejumlah uang, yang ditolak oleh ibunda ES yang masib 

mempunyai nurani yang pada umumnya dimiliki oleh perempuan, Peristiwa 

tersebut melckat kuat pada benak ES hingga hari ini sebagai anggota Dewan. 

Sikap ES di atas sejalan dengan upaya yang diiakukan oJeh gerakan 

perempuan untuk menginisiasi affirmative action yang rnenghadirkan perubahan 

di parJemen karena keterwakilan perempuan yang belum maksimal di DPR Rl. 

Saya juga meyakinl meski tidak ada kromosom politis dari orang tua kepada 

anaknya, dengan melihat dan belajar dari orang tuanya memberikan pengalaman 

dan pelajaran untuk mereplikasi pada saat mereka dewasa, seperti teijadi pada 

em pat subjek yang lain, 
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4.1.2. PengaJaman Organisasi 

Seperti terlihat dalam tabel di atas, kelima subjek penelitian saya pada 

masa seko1ah atau kuliahnya memang sudah aktif mengikuti organisasi 

kemahasiswaan baik yang bersifat keagamaan ataupun organisasi umum. BF/PKB 

sudah aktif di PMII saat berkuliah di lAIN Syafif Hidayatullah Jakarta, CN 

terlibat aktif di organisasi kemahasiswaan. LI ntenjadi pengurus NA sejak remaja. 

ES aktif di GMNI sejak kuliah, dan YY yang sejak kecil sudah menjadi juru 

kampanye di partai politik yang diikati oleh ayahnya. 

Ayah saya dulu aktivis NU! dulu ketika NU fusl dengan partai Jain. dulu 
dengan PPP. maka saya juga aktivis PPP, jurkam. Dulu saya termasuk 
jurkam cili~ dulu tidak ada aturannya. Ketika ayah saya manggung, saya 
ikut menjadi jurkamnya (Wawancara Ll, 2 September 2009). 

Apa yang dHakukan YY menunjukkan bahwa dalam usianya yang masih 

keen. sang ayah sudah menjadikannya vote getter, Dengan harapan, ketika YY 

kecil menjadi juru kampanye orang akan bersimpati dan menjatuhkan pilihannya 

kepada partai sang ayah. Tentu saja ini bukan pendidikan politik yang baik bagi 

anak-anak. Dari usia saja, YY belum berhak mernilih a.tau dipilih. Merujuk pada 

pemyataan Lovenduski bahwa lembaga politik memberi keistimewaan pada jenis 

maskulinitas tertentu ada pembenarannya pada diri YY. YY, sebagai perempuan 

dimanfaatkan untuk membantu ayahnya, yang laki-laki untuk meraih 

kemenangan. 

Saya meyakini YY pasti melakukannya dengan penuh keikhlasan bahkan 

kebanggaan telah dapat membantu ayahnya, Namun, dalam konteks perspektif 

femints, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Hal ini mendapatkan pembenarannya 

pada masa kini melalui peraturan yang dikeluarkan oleh KPU bahwa partai politik 

dilarang untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye politik. 

4.1.3. Pendidikan 

Kelima subjek rata-rata berpendidikan minimal sarjana SL Hal ini tentu 

saja menggembirakan mengingat tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR 

bukan persoalan ringan dan mudah. Perubahan di parlemen tidak hanya menuntut 

keterwakilan perempuan. Perempuan pedu menunjukkan kemampuannya dalam 

menjalankan tupoksi aoggota De\van. Latar belakang pendidikan mereka pun 
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beragarn. Mulai dari Sl Kependidikan, Sl Syariah, S2 Tafsir Hadits, dan S2 

Politik serta Ekonomi. ES memiliki dua gelar S2 pada bidang Ekonomi dan 

Politik. Beragamnya dlsiplin ilmu yang dimiliki subjek memunculkan harapan 

bahwa sinergi perempuan anggota DPR akan lengkap. Ada yang dapat menjadi 

fasiJitator di kalangan kiai dan ulama dengan Jatar belakang Syariah dan Tafsir 

Hadits} ada pu1a yang menguasai persoaJan ekonomi dan pendidikan. 

Yang menarik untuk dicermati adalah CN dari Golkar. Di tengah 

kesibukannya yang demikian padat di DPR, ia masih menyempatkan dirJ 

melanjutkan pendidlkaunya untuk meraih geiar Doktor. Tanpa kesibukan kuliah, 

sebenamya sehari·harl subjek sudah sibuk dengan berbagal agenda di DPR baik 

sebagai pimpinan komisi5 jadwal rapat dan sidang. bertemu konstituen, dan 

kegiatan internal partai. Dapat dibayangkan betapa sibuknya CN yang terus 

membangun kapasitas intetek.tualnya sebagaimana yang ia sampaika.n: 

Kalau saya latar belakangnya lAIN, fakultas tarbiyah. kernudian S2 nya 
saya mengambil pendidikan juga, pendidikan agama, 83 nya saya 
rnengambil manajemen pendidikan, yang 83 nya di UNJ, tapi belum 
selesai sedang menyusun, sama kita sedang menyusun he.. be .. 
(Wawancara CN, 2 September 2009). 

Lovenduski (88) dan Karram (17) mengatakan bahwa sistern yang 

dihadapi oleh perempuan adalah slstem patriarkal yang sudah terbangun berpuluh 

tahun sehingga ada beberapa kendala yang mengbadang lahimya perubaben yang 

ingin dihadirkan oleh perempuan di parlemen, antara lain kendala psikoJngis, 

sosioiogis, dan ekonorni. Kenda1a ini tentu hams dihadapi dengan kemampuan 

atau kapasitas intelektual yang memadai agar tidak ada cemoohan bahwa 

perempuan hanya melengkapl jurnlah dan tidak berkualitas. 

Realita lain yang dapa.l ditangkap dari temuan ini adalah bahwa 

perempuan memiliki kemampuan multi tasking da!am kehidupan sehari~hari 

karena terbiasa menangani beberapa tugas sekaligus. Dari wawancara, hampir 

semua subjek mengatakao bahwa mereka tidak terbebani oleh tugas~tugas 

domestik. Dari penjelasan dukungan keluarga pada sub bagian berikutnya akan 

nampak bahwa merek:a rata~rata adalnh perempuan mandiri dengan sistem 

dukungan yang mapan. Fakta ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang 
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memperkuat posisi tawar perempuan balk di rumah maupun di dalam organisasi 

adalah tingkat pendidikannya. 

Salah satu contoh yang terekam dalam penelitian adalah pemyataan ES 

yang mengatakan bahwa suarninya tidak pemah dan tidak akan melakukan 

exercise power terhada.p d!rinya karena sejak perkenalannya semasa kuliah telah 

membangun kesepakatan untuk tidak saling mengganggu wilayah masing~masing. 

Manfaat lain dari Jatar belakang pendidikan yang memadai adalah bahwa setiap 

perempuan akan mampu mengisi komisi di DPR sesuai dengan disiplin ilmu yang 

mereka rniliki. Hal ini berarti, perempuan akan dapat saling berbagi wawasan, 

pengalaman, dan penghayatan yang dijumpai dalam komisi yang berbeda. 

Suamiku aktivis, Mbak. Jadi gak ada problem sebetulnya. Kenalnya 
aktivis di Belanda, ya waktu itu. Jadi sudah ada komitmen, ini teritorialku, 
in! teritorialmu, Kamu jangan sating mengganggu gitu lab. Secara 
ekonorni aku independen, dia gak berani juga untuk exercise power 
(Wawancara ES, 10 November 2009) 

Ya, pendidikan saya tafslr-hadits, apa gitu temyata kepakai sekali kok 
ketika membahas UU Pomografi mungkin darl yang background statistic 
atau kedokteran itu juga kepakai sekati dalam pernbahasan pendidikan, 
kepakai sekali. Jadi memang saya pikir kalau perempuan dari multi fungsi, 
ketik:a membahas suatu persoalan itu akan memperkaya pendapat kita 
(Wawancara BF, 30 Oktober 2009) 

MenjadJ tantangan di masa yang akan datang bagi partai untuk memetakan 

perempuan bukan hanya pada kornisi yang dianggap sebagai komisi yang cocok 

bagi perempuan, misalnya komisi VIfl atau IX saja namun akan lebih baik jika 

perempuan juga diberi kesempatan untuk terHbat di komisi yang lain~ seperti 

kornisi ill yang membidangi KepoJisian. ~ dan penegak hukum atau komisi l 

yang meliputi pertaharum dan luar negeri. 

4.1.4. Pengalaman Politik 

Dari kelirna subjek penelitian ini semuanya buk.anlah rnerupakan aktor 

barn dafam dunia pulitik. ·Bahkan dapat dikatakan sangat akrab dengan dunia 

politik mengingat mereka tebili mengenai politik dari usia dini. Dengan kata lain, 

keberhasilan rncreka untuk mencapai kursi DPR RJ bukanlah didapat dengan 

mudah, atau menggunakan jurus 'aji mumpung' layaknya sekelompok orang yang 
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kini duduk manis di DPR Rl karena mengedepankan popularitasnya sebagai artis, 

public figure, dan kedekatan dengan ketua partai. Keberhasilan mereka dalam 

menduduki kursi parlemen telah melalui tiga rintangan yang digambarkan 

Matland, yaitu seleksi diri sendiri, seteksi oleh partai dan seleksi oleh pernilih 

(Matland, 62). 

Dua dari tima subjek yang saya wawancarai yaitu CN dan YY mengaku 

telah tiga perlode secara berturut~turut duduk di DPR Rl, ES dua pedode, dan dua 

subjek Jainnya yaitu BF dan Ll baru menjabat satu periode. Keterpilihan mereka 

menjadi anggota DPR RI diawali dengan membangun k.arir politik di parpol 

rnereka masing-masing. Misalnya saja ES, ia rela melepas karimya sebagai dosen 

di UNAIR pada tahun 2003 demi berkiprah secara aktif di PD!-P. Karena 

kapasitasnya yang tidak diragukan lagi ia pun langsung menduduki struktur 

kepengnrusan DPP sebagai anggnta Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) 

Pusat dan Departemen Perempuan. Sebelum melepas statusnya sebagai PNS, ES 

juga telah terlibat secata informal di PDI-P, ia sering dimintai bantuan membuat 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubemur Jawa Timur yang waktu itu 

berafiiiasi kepada PDIP. 

Sementara CN dari Golkar, mengawali karimya di parlemen dengan 

menjadi anggota DPRD Kalimantan Tengah, Di strokur DPP ja menjabat sebagai 

ketua Bidang Pariwisata dan Budaya. YY dati PKS menduduld jabatan yang 

cukup prestisius di partainya. la merupakan satu darl dua perempuan yang 

dipercayakan menjadi anggota Majetis Pertimbangan Partai yang memiliki 

kewenangan dalam merumuskan plat form, AD/ ART~ dan kehijakan partai 

lainnya. Kedudukan yang diraihnya ini menunjukkan bahwa kiprahnya di partai 

cukup dipertimbangkan. Sementara LI meski tidak secara spesifik menyebutkan 

pos1smya namun ia memang termasuk aktif di partainya mengingat pada masa 

reformasi ia selalu menempel kemanapun Amin Rais pergi dan mengikuti 

p~mikirannya. 

Justru yang berbeda dengan keempat subjek lalnnya adalah BF. Saat ini BF 

tidak aktif lagi dalam kepengurusan dl partai karena adanya konflik internal yang 

berdarnpak pada perpecahan. PKB saat ini terpecah dua antara kubu Ketua dengan 

kubu Dewan Syura. 
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Pengalarnan kelima subjek selama 'malang melintang' di dunia politik 

menjadi modal yang penting terhadap kiprah mercka di DPR Rl, Misalnya saja 

CN, selama berkiprah sebelum menduduki kursi DPR RI ia telah terlebih dahulu 

sudah menjadi anggola DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu saja 

pengalaman ini mampu memberikan gambaran kepadanya tentang situasi, tata 

aturan. mekanisme~ budaya, prioritas yang dijalankan di lembaga legislatif dan 

berguna saat CN menjadj anggota DPR RI untuk periode yang ketiga kaUnya. 

Pengalaman ini pula yang membuat CN cukup tenang dan dewasa menghadapi 

tekanan dan ancaman dari kelompok masyarakat. 

Ada orang datang ke sini marah-marah juga sudah biasa. Klta 
menanggapinya biasa saja. Kalau ada orang datang namanya tamu. 
Kemarin ada yang datang 70 orang datang ke fraks:i saya, waktu UU 
pomografi1 sudah marah~marah semua. Kita tenang saja. (Wawancana CN, 
1 November 2009). 

Kalau pun ditolak ya kita santai aja. Sudah pemah mengalami lah, yang 
kita dipuji, kita senang sekali, pemah masyarakat rnenolak ya pemah. 
mengancam ya pemah, jadi dinamika lah (Wawancana CN~ 1 November 
2009). 

Termasuk ketika mendiskusikan kendala yang dijumpai di DPR. CN 

menjawab dengan sant.ai ia tidak menganggapnya kendala tetapi sebuah dinamika 

poJitik dan menarik bagi dirlnya. Sebagai pimpinan pansus, ia barns dapat 

menjaga emosi mengingat perbedaan menjadi sesuatu yang biasa dalam setiap 

pembahasan. Tidak hanya di rapat pansus atau panja, bahkan di dalam internal 

partai sendiri ia juga tidak membantah ada perbedaan pendapat yang harus 

disikapi secara benar dan dewasa. 

Kendala yang sangat berarti itu tidak. kadang kaiau sudah diskusi antar 
fi:aksi1 kadang intern fraksi berbeda pendapat menyatukan pendapat itu 
yang kadang, tapi bagi saya itu bukan kendala yang berarti karena itu 
bagian dlnamika politi~ sudah seperti itu danjustru itu menarik bagi saya, 
tapi kadang-kadang yang namanya manusia juga kan. pada saat titik yang 
jenuh) bisa maogkei juga. Misaik:an sudah diputer, semua fraksi tidak 
ketemu juga, puter sckali Jagi, tidak ketemu juga., jadi kesel, kadang­
kadang sampai kita itu istirahat dulu gantian sama pimpinan yang lain. 
Tapi kahm kita jadi anggota tidak begitu berat! (Wawancana CN, I 
November 2009). 
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Pendapat Agustino bahwa perempuan tidak. nyaman di ruang yang 

maskulin temyata tidak sepenuhnya mendapat pembenarnn dari sikap CN di DPR 

RJ. Artinya5 subjek memitiki kemampuan beradaptasi cukup baik ketika harus 

berintenlksi dengan ruang legislatif. 

4.1.5. Motivasi 

Ke!ima subjek memiliki motivasi yang berbeda ketika memasuki dunia 

politik. Motivasi subjek dalam berpolltlk sangat beragam mulai dad motivasi 

agama atau spiritualitas, didikan keluarga. dorongan personal, sampai motivasi 

idealisme. CN mendasarkan motivasi politik.nya karena alasan spiritual. Ia 

memllih Golkar karena ia merasa perlu mewamai partai tersebut dengan nilai-nilai 

agama yang diyakininya. 

Saya pada waktu mahasiswa tidak berpartai. tapi organisasi mahasiswa. 
lalu pada saat saya sudah rnenikah laiu diajak ke Kalimantan Tengah saya 
melihat saya harus mewarnai di partai Golkar. Waktu itu hanya ada 3 
partai Golkar, PPP, dan PDI. PDl adalah memang mayoritas Kristen di 
san~I; PPP itu semuanya muslim. kemudian kalau GoJkar itu majemuk. 
plura~ saya masuk ke Golkar saja. Kenapa pada saat itu saya barus masuk 
ke Golkar? Saya pikir waktu itu, sudah1ah orang Islam mengurus PPP , 
orang Kristen mengurus PDI, tapi k:alau ini niat saya. adalah orang Islam 
harus bisa mewarnai di partai ltu, jangan sampai partai kita Golkar itu kan 
pluralisme semua majemuk, semua Jatar belakang agama apa pun, latar 
be1akang pendidikan semua bisa masuk di situ, kenapa kita tidak wamai? 
Pertarna seperti itu sebenarnya (Wawancara CN, 1 November 2009) 

Berbeda dengan CN, Ll mengaku bahwa pilihannya jatuh pada tokoh 

reformasi karena ia me:rasa cocok dengan pemikiran tokoh yang akhimya menjadi 

ketua partainya. Pada awal refonnasi, LI selalu mendampingi tokoh tersebut 

sehingga ia terdorong untuk membesarkan partai. Seiain itu, U melihat saat itu 

partai memerlukan perempuan untuk memenubi kuota baik di kepengurusan dan 

atau proses rekrutmen calon anggota legislatif. 

Waktu pertama kebetulan suami saya yang menjadi deklarator PAN di DlY 
karena yang namanya suami istri daJam struktur masyarakat kita dan klta 
orang aktivis semua orang Muhammadiyah semua, suami istri yang sudah 
satunyajadi deklarator kaEau k!ta selalu mengatakan saya deklarator nggak 
tertulis karena perempuan (Wawancara Ll, I Oktober 2009). 
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Saya pada proses reformasi sampai Iahir partai mengikuti anu dengan 
langsung~ mengikuti dialog, mengikuti diskusinya, mengikuti pemikiran 
Amin Rais soa! reformasi dan sebagainya akhimya sampai terlibat untuk 
membesarkan partai (Wawancara LJ, I Oktober 2009). 

Berbeda dengan dua subjek sebelumnya. ES merniliki kedekatan dengan 

PDIP ketika masih menjadi dosen di Unair. Waktu itu, ia sering membantu 

pen:yusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) gubemur dan menjadi 

narasumber dalam kegiatan partai. Fakror kedekatan inilah yang membuat ia 

terdotong untuk masuk ke dalam partai. Secam prlbadi, ia juga menjelaskan 

mengapa ia tertarik pada politik. Sejak: dulu ES selalu me!ihat segala sesuatu itu 

bernilai politis. Ketika merasa Ielah berkiprah di LSM atau berpolitik secara 

informa~ ia memutuskan untuk masuk ke dalam sistem. 

Saya melihat segala aspek itu politik. Aku melihat ternan konlrakanku lah 
waktu kuiiah. Begitu pacaran sudah mulai gak boleh Hcut tae kwon do, gak 
boleh ikm diskusi filsafat. Wak:tu itu saya di Ekonomi, cuma kita bikin 
disk:usi filsafat. Yang perempuan setelah dipacari kok jadi bodo. Ya itu 
yang aku mulai melihatnya ... mulai nih ... ini politik personal ya, Saya jadl 
melihatnya sangat kritis waktu itu. Dan saya bergerak di LSM, mungkin 
cara saya melihat memang lain, bahwa ini masalah power relation. 
Nah ..• begitu masuk ke politik formal, karena saya melihat ini pilihan dan 
harus masuk ke dalam system. Karena sebelumnya kan hams negoslasi 
dulu, lobi dulu ... capek lah. Kita sudah ngomong: gini harusnya ... gini 
bagusnya ... gak taunya hasU lobi gak nongol disana. Itu lean capek. Jadi 
saatnya. untuk bermaio pol!tik formal di daiam sistern. Pilihan 
aja ... (Wawancara ES, l 0 November 2009). 

Artinya ia sudah memmki kesadaran sebeium masuk ke dalam politik 

secara formal. Hal ini nampaknya senada dengan YY yang ingin melanggengkan 

atau melanjutkan apa yang sudah ia lakukan sejak kuliah dulu. Parlemen bagi YY 

adaiah wadah pembelajaran sekaligus berbuat sesuatu untuk negara. 

saya di lAIN terus suami aktivis di Ul ya ... dan banyak ternan yang 
sepakat, jangan hanya bersuara di luar ya ... menjadl demonstran atau 
apa ... bagaimana kita bisa bersuara di pusat (Wawancara YY, 23 Oktober 
2009) 

Kalau umi keluar rumah. umi tidak jalam-jalan, tidak membuang­
membuang waktu, tapi betul~betul bekerja untuk kepentingan Negara 
(Wawancara YY, 23 Olctober 2009) 
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Yang menarik dari lima subjek ini adalah BF yang secara tegas 

rnengatakan bahwa keterlibatannya di partai adalah untuk memperjuangkan 

idealisme pada jalur struktural. Pengalamannya sejak kecil di lingkungan 

pesantren, memasuki bangku sekolah, serta kesulitan ketika masuk ke perguruan 

tinggi dengan ijazah pesantren, termasuk perhatiannya pada permasalahan 

masyarakat terutama perempuan telah mendorongnya untuk masuk ke dalam 

parlemen. 

Ya, saya melihat bahwa lq'edonya kita itu lahir untuk berjuang, 
memperjuangkan sesuatu yang kita yakini dan memang harus 
diperjuangkan. Jalur perjuangan itu kan bisa melalui jalur kultural, jalur 
struktural begitu ya. Dan bagi saya. struktural dan kultural itu sama 
pentingnya. Ya itulah kenapa saya terdorong di dunia politik, motivasi 
besar untuk konsen terhadap pennasalahan perempuan. Kemudian 
pennasalahan yang harus diperjuangkan supaya berhenti, ketidakadilan 
(Wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Lovenduski menggambarkan situasi parlemen sebagai institusi yang seksis 

baik dari standar dan sistem yang dibangun, kultur dan bahasa yang digunakan, 

serta pola kepemimpinan dan aturan main yang dikukuhkan. Situasi ini 

diasumsikan membuat tidak semua perempuan memiliki kemauan dan merasa 

nyaman duduk di dalamnya. Dengan motivasi tinggi, perempuan akan mampu 

bertahan dalam situasi yang seksis dan maskulin di parlemen sebagaimana subjek 

BF yang sempat diterpa fitnah dan berbagai intrik lain di DPR. Namun, ia 

berkeyakinan selama apa yang dilakukannya benar, pada akhimya persoalan akan 

menemui ujung penyelesaian. 

Dari kelima subjek penelitian ini, saya melihat semua subjek memiliki 

motivasi yang tinggi meski berbeda faktor yang melatarbelakanginya. Secara 

personal, mereka tidak hanya memiliki alasan yang berbeda memasuki DPR 

temyata strategi yang mereka lakukan pun berbeda. Apapun motivasinya, kita 

tentu cukup !ega melihat bahwa kelima subjek penelitian ini bukanlah figur yang 

direkrut oleh partai hanya untuk mendulang suara atau vote getter. Mereka 

dipandang sebagai orang yang memiliki kapasitas oleh partainya sehingga 

dipertahankan sampai dua atau tiga periode kecuali dua subjek karena konflik 

internal partainya. 
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4.1.6. Dukungan Keluarga 

Kelima subjek penelitian mendapat dukungan keluarga, baik dari suami. 

anak, mertua, dan keJuarga besamya. Sebutfah CN, yang harus menitipkan anak 

kepada ibu mertua. Sementara suamJnya) ik:ut berhijrah ke Jakarta dan 

mendampingi CN. Tentu situasi seperti ini agak jarang kita temukan bahwa ada 

suami yang justru mutasi karena alasan mengikuti istrL Sementara tiga subjck 

lainnya, BF, YY, dan ES relatif tidak terlalu sulit karena memang berdomisili di 

Jakarta. BF menyebutkan bahwa suarninya adalah tipe lald-laki yang 

menginginkan istrinya maju. Justru suami sangat mendukung. Latar belakang 

keduanya yang aktivis semasa kuliah memang mendukung. LI juga tidak: jauh 

berbeda mengingat keluarga besamya sudah mengenaJ dan terlibat dalam 

pergerakan sejak lama. Ketika U mulai terlibat dalam aktivi!l!s kepartaian, 

keiuarga inti maupun kelua.rga besar tidak mempennasalahkan. 

Jika LI dan BF didukung keluarga besamya, maka ES pun demikian. 

Keluarga besamya sangat menerima dan mendukung aktivitas ES. Suaminya juga 

tidak mempermasalahkan keterlibatan ES dalam dunia politik meski berdampak 

pada waktu dan kuantltas pertemuan keluarga. Fenomena yang menarik dari hal 

ini adalah dua dari lima subjek memiliki anak yang usianya relatif masih kecil 

antara enam bulan sampai lima ta.hun. Itulah kemampuan dan kelebihan subjek 

sebagai ibu yang multi tasking. Pernyataan Lovendusk.i yang mengingatkan bahwa 

partai biasanya menggunakan argumen tentang perhedaan peran untuk 

mengha1angi kiptah perempuan di partai politik dan ruang poUtik publik menarik 

untuk dicermati. Jika memang benar kelima subjek khususnya ES dan BF 

memiliki anak berusia balita, ada sebuah pertanyaan yang perlu dilancarkan 

kepada partai politik. Apakah partai memilih mereka hanya sebagai strategi untuk 

meningkatkan citra bahwa partainya memiliki keberpihakan terhadap perempuan 

at:au apakah memang secara personal subjek memHiki sejumlah kompetensl dan 

mampu bersaing dalam memperebutkan posisi atau jabatan tertentu di partai. 

Saya sepakat dengan pendapat Lovenduski bahwa perempuan harus 

bersaing ketat untuk mendapatkan jabatan atau posisi tertentu di partal Bukan 

hanya !<arena faktor kasihan atau iba bmtas perempuan mendapat keistirnewaan. 
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4. 1.7. Risiko Poli~k 

Dalam setiap pilihan yang kita lakukan tentu ada konsekuensi atau risiko 

yang harus diterima. Demikian pula yang dirasakan atau dialami oleh suhjek 

penelitian saya. ES, YY1 dan BF termasuk yang beruntung karena rnereka 

berstatus tinggal di Jakarta sehingga mereka tidak sampai berpisah jarak dengan 

keluarga masing·masing. Risiko yang harus mereka terima adalah mereka sering 

meninggatkan keluarga saat mereka harus melakukan kunjungan, peninjauan, atau 

menjalankan tupoksi rnereka sebagai anggota legislatif. 

Anak-anak paham tapi sering nggerundel. Jadi gini. Aku sering diajak 
ngobrol tentang film. misalnya. Waktu anakku di kampung .... dulu kan 
ikut ibu. Pernah dia .... dia tanya," Ma, itu bintang film ini siapa, Ma? 
Pacaran sama siapa. Ma?u Aku ngga ada yang tahu semuanya, 
Mbak."Aduh dek, aku ngga tahu dek" "Aduh, mama gimana? lbu-ibu, 
mamanya temen-ternenku tahu semua gosip-gosip kayak gitu". Itu yang 
dia sesaJL"Mama sih mikir dirinya sendiri. Gak mikir aim" (Wawancara 
ES, 6 November 2009). 

Anak-anak ... saya selalu sosialisasikan apa yang saya kerjakan di luar 
sehingga mereka menduk:ung dengan bahasa yang sederhana yang 
difahami oleh mereka. Misalnya, "kalau umi keluar rumah, umi tidak: 
jalam-jalan, tidak membuang-membuang walctu, tapi betul-betul bekelja 
untuk kepentingan Negara (Wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

Masih kecil-keci~ masih tiga tahun dan lima bulan (Wawancara BF, 30 
Oktober 2009). 

Dari petik:an wawancara di atas, nampak anak ES melancarkan protes 

kepada ibunya. Berbeda dengan YY, ia sering berdialog dan memberi pemahaman 

kepada anak-anakoya. Se<langkan BF ~dak terlalu risau mengingat anak·anak 

masih kecil sehingga tidak ada protes langsung namun ia tetap rnemenuhi 

kebutuhan anak-anak dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. 

Yang perlu dicerrnati temyata suami CN, dengan penuh kerelaan bersedia 

mengikuti CN dan mutasi ke Jakarta dari Kalimantan Tengah. Ini sebuah 

pemandangan yang jarang terjadi. Sedangkan anak: semata wayang mereka masih 

menyelesaikan togas akhir sebagai mahasiswa kedokteran dan rela tinggal 

bersama neneknya di Kalimantan Tengah. Nampak supporting system ya.ng 

diberikan oleh suami CN sehingga CN tidak memiliki kebimbangan dalam 
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menjalankan tugas. Selain suami CN~ dukungan secara penuh juga diberikan oleh 

suami LI. Ia rela dipisahkan oleh jarak dengan istrinya, Ll. Sefiap akhir pekan. LI 

pulang ke kampung halamannya. Setiap Jumat sore pulang dan kembali hari 

Minggu sore atau Senin pagi. Saya melihat ini fenomena yang sangat mena.rik. 

Jarang sekali ada suami yang dengan penuh kerelaan dan keik.hiasan meiepa.s 

istrinya, Pasti keadaan suami LI lebih berat dibandingkan suami CN yang 

berkumpul bersama istri. "Nggak saya sendiri di Jakarta, setiap Minggu 

puJang.tiap Minggu bolak-balik:. Selalu pulang di sana ada anak cucu, ada usaha 

semangatnya [ebih semangat pulang toh ada konstituen/' ujarnya. 

4.2. Faktor~faktor yang Mendorong Untuk Merespoos 

Meski di bagian atas telah dijelaskan profil subjek dengan 

menggambarkan latar belakang poiitik keluarga, pengalaman, pendidikan, 

motivasi, dukungan keluarga, dan risiko yang dihadapi setelah menjadi anggota 

DPR, nampaknya perlu juga dibongkar faktor-faktor yang memengaruhi subjek 

dalam merespons pembahasan RUU Pomografi. Ini menjadi penting mengingat 

subjek bukanlah personal yang berdiri independen namun rnereka sesungguhnya 

adalah utusan atau perpanjangan tangan dari partaL Mereka tentu harus 

memperhatikan kebijakan partai. Secara jujur, kebanyakan suhjek merasa tidak 

dapat betseberangan atau keiuar dari partai ~na partailah yang mengirim subjek 

masuk ke dalam parlemen. Selain partai> aturan dan mekanisme di parJemen 

sedikit banyak juga mewamai pUihan-pilihan atau tugas-tugas yang harus: 

diemban oleh subjek. Meski demildan. nilai personal yang selama ini 

diJntemalisasi juga ikut melatarbelakangi keputusan yang dibuat oleh subjek. 

Agustino mengutip James Anderson bahwa ada beberapa fak:tor yang 

memengaruhi aktor dalam mengambil keputusan. Kelima kriteria tersebut adalah 

faktor nifai potitit.; organisasi. nilai persona1, nilai kebijakan, dan nilai ideologis. 

4.2.1 Faktor Nilai Politik 

Salah satu tupoksi anggota DPR adalah fungsi legislasi. Dalam 

menjalankan fungsi tersebut, anggota DPR harus memahami aturan dan 

mekanisme yang ada karena pada dasamya penyusunan kebijaka1r-yang 

produknya Undang~undang···-bukanlah proses yang sederhana. Sebagai contoh~ 
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sebutlab UU Pomografi yang memakan waktu hampir tiga tahun. Penyusunan 

Undang-undang tidak berjalan tinier namun ntengandung muatan atau nuansa 

politis. 'Iiap anggota pansus memiHkl kepentingan untuk mempeduangkan 

idealisme partai masing-masJng. TarJk-menarik kepentingan politik dalam proses 

penyusunan undang~undang meojadi sesuatu yang tak terhindarkan. Apatah lagi 

mereka sering mengatasnamakan konstituen atau masyarakat yang teJah memilih 

mereka. 

Political values, menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Agustino 

(161) adalah nilai-nilai yang merangsok masuk dalam pengambilan keputusan. 

Dalam konteks inf pengambilan keputusan dihitung berdasarkan kepentingan 

politik yang akan didapatkan. Itulah .sebabnya proses penyusunan UU Pomografi 

memakan wak1U yang lama karena sangat banyak masukan dalam rangka 

mengakomodasi kepentingan politik setiap fraksi. Sebagai contoh, dalam 

pembahasan definisi yang alot karena setiap fraksi berupaya mempertahankan 

pendapat dan membawa asplrasi konstituennya. Dalam wawancara penelitian, 

diperoleh beberapa catatan yang memberikan penjelasan rnengapa proses 

penyusunan UU Pornografi memakan waktu yang panjang. Ha.mpir semua subjek 

mengaku bahwa perjuangan mereka dalam berbagai rapat pembabasan RUU 

Pomografi mengikuti araban dan garis kebijakan partai. Walaupun ada perbedaan, 

mereka berupaya untuk menjelaskan kepada pimpinan partai. 

Selama ini tidak ada perbedaan, saya lihat seiring sejalan. Karena ya, kita 
berupaya karena kebijakan partai itu merupakan keinginan rakyat 
khususnya dengan yang saya bidangi, saya tidak terlalu intervensi dengan 
yang lain. Kalau dengan bidang saya selama ini masih sejalan antara 
kebijakan partai dengan keinginan konstituen (Wawancara YY, 23 Oktober 
2009). 

Nah itu kebetulan. jadi enak bagi saya untuk memperjuangk.annya karena 
saya tidak boleh bertentangan dengan pacta! kan, jadi saya selalu 
berkomunikasi dengan fraksi saya. dengan partai saya. Tapi kan pintar­
pintar kita lagi untuk melobi partai itu untuk menjelaskan. Kalau kurang­
kurang meojelaskan nanti pasti kan} ah sudah-sudah apaan sih nggak usah 
itu seperti itu. ltu yang saya jaga jangan sampai partai meJarang saya 
(Wawancara CN, I November 2009). 

Kebijakan partai jelas ya kita buatframe work yang ... bikin empat itu ya, 
itu garis partai, tapi kemudian aku narnbahin sendiri lab, kaya isu gender 
ya nggak mungkin di akomodasi sama partai (hehehe) partai ngornongnya 
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propaganda ya NKRI, kebhinneka-tunggal-ikaan, nggak ngomong HAM 
mba (hehehe) nggak ngomong gender. tak tambahin sendiri makanya aku 
jadi jubir itu enak: untuk berpolitik itu bisa 'tak ee 'tak jebak itu partai, ini 
anu policy partai padahal ga, nggak ngomong gender (harusnya dapat 
apresiasi dong ya bu ES ya hehehe) nggak mereka kalo urusan begitu 
nggak ada apresiasi (Wawancara ES, 6 November 2009), 

Dari tiga pendapat subjek penelitian, nampak bahwa subjek berusaha 

untuk mengikuti kebijakan partai daJam pembahasan UU Pornografi. Mereka 

berupaya untuk menyelaraskan langkah1 tindakan, dan pilihan sesuai dengan 

kebijakan partai. Jika ada kekurnngan dari partai, mereka berupaya menutupi 

sehingga selalu dikesankan bahwa partainya memHiki integritas dalam rnenjaga 

keutuhan NKRI, kebhinnekaan, dan HAM dalarn konteks penyusunan UU 

Pornografi. Namun ada sedikit perbedM!l dengan BF yang berasal dari PKB. 

Partainya sangat memperhatikan ucapan Ketua Dewan Syuro. Ketika ketua 

Dewan Syuro tidak menyetujui boleh jadi itu akan menjadi sikap politik fraksi di 

paripuma DPR. Di sinilah peran BF yang berbeda dengan subjek yang lain. 

Di fraksi juga saya dapat mandat penuh dari fraksl. Tennasuk di fraksi 
sendiri sayajuga harus rnenjembatani antara kalo kita ke konstituen kiai­
kiai yang di daerab. Gitu kan itu walau pun belum ke isinya tapi sentimen 
ke agamanya itu kan, makanya aku harus didukung dong UU anti 
pomografi anti pomoaksi! gitu. Sementara di sisi lain ketua dewan syura, 
tidak setuju. padabal kalau kita kan bisa mengerti arahnya ke mana untuk 
ketemu di tengah gitu ya, nah itu juga saya juga yang berperan untuk 
ketemu dengan seluruh kiai di Indonesia. ketika pertemuan dengan dewan 
t.-yura. Terus kenapa PKB mengusulkan RUU pornografi, saya kasih 
alasan kaidah-kaidah flkiyah antara Jain yang bisa saya sebutkan kalau 
masatah aurat memang tidak ada dalam UU ini kalau alasan konstitusi 
mernang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika (Wawancara BF, 30 Oktober 
2009). 

Terlihat betapa besar peran BF secara politis dalam menjembatani dua 

kelompolc dalam partainya yaitu, ketua Dewan Syuro dan kelompok kiai dan 

ulama se-Indonesia, Bahkan pada saat rapat konsolidasi Dewan Syuro se­

Indonesia, BF yang diminta oleh partainya rnenjelaskan dinamika }'afig terjadi di 

ruang pembahasan RUU Pornografi dan sikap politis PKB terhadap RUU 

Pomografi tersebut. 
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4.2.2. Faktor NUai Organisasi 

Pembahasan sebuah draf UU memang diatur dalam mekanisme yang 

berlaku di dalam DPR, seperti, siapa yang mengusulkan, membahas, yang 

menjadi pimpinan pansus, dan sebagainya. Termasuk tarik menarik kepentingan 

politis sebagaimana dijelaskan di atas, pembahasan RUU sangat bergantung pada 

para aktor yang terlibat di da!amnya, notabene berasal dari kekuatan partai yang 

berbeda. 

Organisasi atau lembaga parlemen yang dikenal sebagai DPR juga 

memiliki mekanisme: yang diatur oleh perundang~undangan dan sistem yang 

terbangun oleh konstruk.si anggota-anggota DPR yang kebanyakan laki-laki. 

Dalam buko Kerja untuk Rakyat disehutkan bahwa pengalaman DPR periude 

2004-2009 memperlihatkan adanya peningkatan pruduktivitas tersehut. 

Setidnkaya data koantitas menunjukkan dari 284 RUU yang masuk dallar 

Proleguas, sebanyak 81 RUU adalah inisiatif DPR. Namun sebagian besar 

berkaitan dengan pemekaran wilayah yang tidak berdampak langsung peda 

pcngaturan masyarakat secara iuas (65). 

Kemajuan terSebut patut kita syukuri, namun kendala dan hambatan tetap 

saja ada. Jika untuk pembahasan RUU Pornografi saja menghabiskan waktu 

hampir tiga tahun, dapat dibayangkan berapa UU yang dapat dibasilkan dalam 

kurun waktu satu periode atau lima tahun. Berapa naskah akademis yang harus 

disiapkan, bagaimana memprioritaskan RUU di antara banyaknya RUU yang 

masuk dalam daftar Prolegnas, dan bagaimana kesiapan anggota DPR untuk 

melakukan pembahasan merupakan kendala dalam menyusun Undang~undang. 

Selain beberapa persoalan di atas, pelaksanaan fungsi legislasi juga tidak dapat 

dilepaskan dari masalah institusi seksis yang dibangun dan didominasi berpuluh~ 

puluh tahun oleh laki-laki. Aturan main, mekanisme, budaya dibangun oleh yang 

mendominasi parlemen selama ini. 

Masih sangat jarang. pimpinan alat kelengkapan dewan yang terkait 

dengan fungsi Iegis!asi ini perempuan, seperti Badan Legislasi, tennasuk 

kepanitiaan, seperti Panitia Khusus (Pansus), dan kepanitiaan lainnya. 

Penjadwaian rapat dan atau sidang yang sangat padat sehingga kadang anggota 

harus meninggalkan karena ada agenda yang lebih penting. belum lagi hudaya 
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titip menitip, siapa mendapat apa. dan konflik kepentingan antara pemerintah 

(eksekutif) dan DPR (leglslatif). Tidak jarang, di tengah berbagai kepentingan 

seperti ini murtcul praktik money politics, suap menyuap. dan intrik. Sudah 

menjadi rahasia umum bahwa setiap pembaha.san UU ada pos-pos angga.rnnnya. 

Belum lagi, jika instansi pemerintab, baik departernen, atau BUM'N yang 

membutuhkan UU terkait lingkup kerjanya dipercepat pembahasannya tentu ini 

berimplikasi pada kucuran dana yang diharnpkan mampu memperlancar proses 

pembahasan, 

Terkait dengan money politics, wawancara dengan lima subje14 saya 

menangkap kesan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik seperti di atas. 

Mereka sibuk mempetjuangkan idealisme dan pemikirannya daiam pembahasan) 

menemui kelompok pendukung maupun yang kontra. melakukan uji pubJik ke 

daerah, dan menyerap aspirasi baik lewat media maupun bertemu dengan para 

pakar. DPR eta refcrmasi memang lebih terbuka sehingga kelompok masyarakat 

lebih mudah untuk datang langsung ke sana menyampaikan aspirasinya. Hal 

tersebut juga memungkinkan massa pendukung maupun penolak RUU Pomografl 

menemui subjek. Menurut pengakuan mereka, kadang massa marah dan 

melampiaskannya dengan mengumpat dan mengancam, sebagian dengan 

mengirim SMS. 

Pembahasan RUU Pomografi yang memakan waktu hampir tiga tahun 

justru menguras energi subjek. Kelima subjek mengatakan bahwa pembahasan 

RUU yang paling berkesan sekeligus menjengkelkan adalah RUU Pomografi. 

Yang dinamikanya luar biasa itu UU Pomografi yaUU Pornografi sangat 
luar biasa, di sisi lain juga karena memang kita ini posisinya uniks kalau 
kayak PKS kan c!ear kan dengan konstituennya. Konstituennya mau 
bcgini kemudian suara fraksinya begitu, kalau PKB konstituen kita itu 
or.mg--orang tua tradisional, kiai--kiai kampung. kadang kalau kita nggak 
jelas menjelask.annya, kenapa kok orang islam nggak setuju dengan UU 
anti pornografi, memang nggak benar, proses menjelaskan kayak begitu 
juga kan memerlukan strategi tersendiri. itu di situnya itu saya 
mendapatkan tantangan dan mendapatkan kesempatan itu juga dari proses 
mengawal RUU pornografi ini. Kalau di luar ya seperti itu. PKB ini kan 
partai terbuka, partai nasionalis gitu mana dong komitmennya yang 
kebhinnekaan {Wawancara BF, 30 Oktober 2009). 
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Pornografi, jelas mengesalkan. Aku berhadapan orang yang ngeyel, 
argumennya tidak jelas tapi minta menang. "Saya ini dokter ginekologi, 
ahli tentang seks." ltu pak dokter siapa itu? Aduh tub sapa itu ya .. .lupa 
aku ... mukanya inget. .. dokter P. Jadi cam membungkam saya, ketika ngga 
kuat herargumen masalah hokum, dia rnenggunakan itu. Membungkam. 
Aduh, aku rnau tak turuti tapi gak jelas, tapi gak dituruti ini penyesatan, 
kayak gitu lho, Mbak. Jadi aka melihat orang pengin menang, at all wst. 
Meskipun secara hukurn lemah. Aku melihatnya seperti itu {Wawancara 
ES, lO November 2009). 

Dari petikan wawancara di atas terlihat bahwa subjek bersungguh~sungguh 

menghadapi dinamika yang terjadi datam pcmbahasan RUU Pomografl meskipun 

pada saat yang bersamaan mereka juga terlibat dalam kepanitiaan pembahasan 

UU yang lain. Mungkin yang harus dilakukan oleh DPR adalah memperketat draf 

RUU yang akan dihahas, rnenghltung keter:sediaan waktu untuk pembahasan, 

menyediakan tim ahli yang akan terlibat dalam pembahasan, dan bal-ballain yang 

dibutuhkan. 

4.2.3. Faktor Nilai Personal 

Sistem demokrasi Indonesia memberikan peluang kepada partai untuk 

melakukan rekrutmen calon-<Oa!on wakil rn.kyat yang aksn duduk di DPR. Dapat 

dikatakan bahwa partai politik adalah distrjbutor caJon anggota Iegis1atif. Tentu 

saja partai politik bertanggung jawab terhadap kademya yang menduduki kursi 

sebagai wakil rakyat di DPR RJ. Untuk itulah diharapkan partai politik mampu 

memberlkan pembekalan, pelatihan, dan pencerahan kepada seluruh kademya 

terutama yang sudah menjadi anggota legislatif agar secara cepat mampu 

beradaptasi dengan situasi dan jenis pekerjaan yang jauh berbeda dengan 

pekerjaan yang lain. 

Kader yang terpilih sebagai anggota legislatif harus memahami tugas 

pokok dan fungsi sebagai anggota DPR. menguasai persoalan, dan pada akhJrnya 

kinerjanya diakui o!eh rnasyarakat khususnya masyarakat perniiib karena mereka 

dapat mengkfaim ini adalah buah perjuangan anggota DPR yang mereka pUih saat 

pemilu. Jadi, ketika sudah memasuki parlemen, anggota DPR harus menunjukkan 

keberpihakan dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat. 

Pada tahap inilah anggota DPR dituntut untuk menunjukkan 

kompetensinya d.·llam mengadvokasi kepentingan ke1ompok dan masyarakat yang 
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diwakilinya. Ia harus membaca, menguasai isu yang sedang dibahas, mengikuti 

rapat demi rapa~ menyampaikan ide, gagasan. dan atau sanggahan. Tentu ini 

menjadi tidak mudah manakala secara personal tidak ada good will dan keseriusan 

dari anggota DPR, Mungkin ada di antara anggota DPR yang rnenganggap DPR 

adalah ruang belajar sehingga sangat wajar kafau mereka tidak dapat berbuat apa­

apa. Ada juga yang merasa bahwa masuknya mereka karena suara sisa sehingga ia 

tidak merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Oleh karena itulah, LI subjek asal PAN mengatakan bahwa DPR hokan 

ruang beiajar namun ia merupakan medan pertempuran. 

Ya gimana, kita sudah berada di dalam situ, DPR bukan tempat be!ajar jadi 
sangat sa!ah dan saya kurang setuju banyak orang mengataknn saya kan 
sedang belajar, saya akan be!ajar, Nggak bisa, DPR itu tempat tempur 
bukan tempat belajar. Makanya saya selalu mengkritik, kalau orang yang 
nggak berproses dia akan belajar di DPR eh jangan malu-maluin belajar di 
DPR, di DPR itu perang (Wawancara Ll, 2 September 2009), 

Senada dengan LI. ES juga mengaku bahwa otonomi personal sangat 

dibutuhkan oleh subjek dalam menjalankan tupoksinya sebagai anggota DPR. 

Perempuan tidak boJeh bergantung pada parta.i dalam konteks peningkatan 

kapasitas mengingat tantangan yang dihadapi di ruang parlemen sangat dinamis. 

Partai memberikan penguatan tapi isinya aku sendiri {hehm) nggak ogerti 
mereka isu itu kaya PTPPO lab apa itu PTPPO wes kamu aja, pokoknya 
aku setuju (gitu ya, padabalkan banyak orang pinternya bu) ya pinter tapi 
kan pinter ngurusl antah benmtah (hehehe) itu yang wall street-waH street 
itu tapi nasib rakyat nggak ngerti isu rakyat (gitu ya aduh) di beri 
penguatan aja kalo substansi aku (sendiri ya) akrobatan sendiri 

di POIP kalo orangnya memang bisa berlaku seperti laki-laki ya 
perempuan itu dipilih (hehm) bukan karena afirmasi mba (bukan) bukan, 
karena subkultur di kita ya siapa mau tarung, siapa yang keringatnya 
paling banyak ya dikasih reward, termasuk duit-duit an. (gitu ya) siapa 
yang mau ngasih duit ya (hehehe) jadi kaJo perempuan otaknya udah 
preman kaya orang--orang PDIP terus mau tarung itu yang namanya ital 
Bengkulu itu aku ngeri kalo dengar cerltanya. aku supir, nyupir sendirl 8 
kota itu tak puteri scmua supaya aku menang, kerja kay a gitu ya jadi ketua 
DPC juga Gadl ya) heeh ya ketua Jambi juga jadi bukan karena afumasi 
tapi memang subkultur di kita (Wawancara. ES, 10 November 2009) 

Dari pendapat dua subjek, tergambarkan bahwa sesungguhnya perempuan 

harus melakukan self learning untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat 
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yang telah rnemercayakan dirinya menjadi wakil rakyat Bagaimana subjek 

membekali dirinya terlihat darj latar belakang partai masing-masing, sebagai 

contoh ES yang mengatakan bahwa d1 PDIP tradisi yang berlaku untuk 

kepemimpinan perempuart adalah siapa yang siap bertanmg, yang paling 

berkeringat:, memiliki sumber daya finansial, dan kemampuan intelektualims yang 

cukup untuk menggerakkan mas.yarakat. Ia mencontohkan beberapa perempuan 

yang menjadi ketua DPC PDJP~ bukanlah karena promosi yang dilakukan oleh 

pimpinan partai tapi memang bertumpu pada kemarnpuan masing-masing. seperti 

ketua DPC Bengkulu dan Madiun. ES juga menyoroti tingkat pemahaman 

perempuan di DPR yang masih sanga.t rendah terbadap konscp gender~ PUG 

(Pengarusutamaan Gender), dan kelemahan dalam bersikap kritis. Ini terlihat dari 

pemahaman mereka tentang pengua.saan terhadap isu dan bagian yang kontroversi 

dalam RUU Pomografi. 

Saya pikir, ketika misalnya itu rnenjadi bahaya untuk masyarakat, atau itu 
bjsa menjadi manfaat untuk masyarakat. Nah kita harus segera 
meresponnya dengan aturan. Karena kalau ada sesuatu yang bisa menjadi 
bahaya di masyarakat, tidak kita buat UU~nya berarti kita membiarkan. 
Menjadi pembiaran ya ... terjadinya bahaya~bahaya di masyarakat. Dan ini 
misalnya sebagai anggota DPR berarti tidak peka, Jadi kalau kita melibat 
sesuatu yang harus dibuat UU-nya, kita hams mendukung(Wawancara YY, 
30 Oktober 2009). 

Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kita lihat dari sisi yuridisnya, 
sisi sosio[ogisnya, juga kita lihat dari sisi filosofis. Jadi dari sisi yuridisnya 
itu kan banyak aturan-aturan yang mengatur ten-tang pomografl tetapi tidak 
terlalu banya~ tidak terlalu spesifik dan di KUIIP hanya beberapa pasal, 
hanya 213 pasal yang mengenai pomografi, kemudian juga di undang­
uudang penyiaran itu juga ada, yang waktu itu belum lahir undang~undang 
ITE. yang itu juga sedikit, sehingga secara yuridis kita harus membuat 
sebuah aturan. Kemudian secara sosiologis kita tahu hahwa berkembang di 
masyarakat. bagaimana anak-anak kita dapat mengakses pomografi secara 
mudah, bagairnana anak--anak kita sudah berhubungan dengan media~ 
media pomografi dengan mudah, hal-hal seperti itu yang harus dibatasi. 
Jadj akhirnya kami dengan latar belakang seperti itu maka kami 
menggunakan fungsi legislasi, untuk membuat aturan~aturan tebih 
spesiaHs narnanya (Wawancara CN, 2 September 2009). 

Undang-undang yang didekati dengan kontroversi yang paling parah 
adalah undang~undang Pornografi karena kita sudah masuk sistem 
kapitalis liberalis semua yang melahirkan kekuatan-kekuatan yang 
menjerat bangsa kita, bangsa Indonesia atau Negara ini juga mendukung 
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kapitalisasi mendukung Jiberalisasi. Jadi. benturan-benturannya luar biasa 
dan akhimya tetap ada kompromi dan kita melihat kekhawatiran keJompok: 
kontra tidak mendasar juga sampai mengatakan misa!nya mengancam 
integritas bangsa karena nggak mungkin toh. Tedalu berlebihan, jadi 
komprominya kita menyetujui pasal-pasal yang dianggap kontroversi, 
kalau dalam perjalanan undang-undang Pornografi barn masuk baru diberi 
nomor di judicial review ya itulah dialog bangsa ini. Memang 
memprihatinkan, sementara bahaya Pornografi itu !uar biasa dan dari lahir 
undang-undang ini sampai sekarang ini saya belum pemah mendengar 
hakim. jaksa, atau polisi yang memakai undang-undang ini itu yang :saya 
sedihkan (Wawancara Ll, 2 September 2009). 

Ya jelas ini meHndungi perempuan dari kernungkinan ekspioitasi atas 
tubuhnya yang no satu itu jelas. Kemudian yang ke dua ini menjadi 
warning keras bag! industri atau apa pun lah yang mau menjadikan tubuh 
perempuan sebagai komoditas seks itu kan sangat konkret. Apa lagi jelas 
korban paling banyak pomografi itu perempuan. Meskipun banyak di 
antara yang sesungguhnya korban tapi mereka merasa buk.an korban. Ini 
memang lstiiahnya wiiayah abu-.abu, tapi kaiau kita bicara secara umum 
kan seperti itu. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat 
pornografi ditanggung oleh keluarga. oleh bangsa, seperti ya, kita 
saksikan kaiau keluarga yang senang nonton porno pun dia sudah punya 
istri walaupun tidak akan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan 
lain~ tapi kan seringkali lstrinya menjadi kewalahan dengan permintaan 
suaminya yang harus meniru pornografi (Wawancara BF, 30 Oktober 
2009). 

Bu, kita ngomong tentang positive law, yang jelas ukurannya sehingga 
penegakannya itu gak aduk. Kan ada di dalam Tap MPR, sesuatu yang 
moralitas dipaksakan ke dalam hukum positif'. Debat terus dong, ukunm 
baik-buruk. Itu kan ndak bisa toh, Mbak, dalam hukum positif, pantes-gak 
pantes. Dan aku ngomong, "Bu. perempuan itu justru korban, jangan 
dihukum." Terus aku mikir-mikir ... waduh,.. ini problem dalam bennasalah, 
masih patrial, bahwa kemaksiatan sumbemya perempuan. Bahwa PSK 
banyak perempuan. Repot toh kalau begitu (Wawancara ES, 6 November 
2009). 

Perbedaan cam pandang tiap subjek dalam menyikapi RUU Pomografi ini 

memang disebabkan oleh berbagai faktor. antara lain platfonn atau 

kebijakan partai, tuntutan atau tekanan konstituen, dan pilihan nilai serta 

kemampuan personal. Memang perbedaan itu akhimya berimplika.<ti pada 

hadimya kompromi politik pada pasal-pasal dalam RUU tersebut. 
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4.2.4. Faktor Nilai Kebijakan 

Penyusunan UU memang bukan perkara yang mudah karena harus 

mengompromikan berbagai kepentingan dan kekuatan politis di DPR. Di samping 

itu juga harus mempertimbangkan masukan1 saran. dan usulan dari berbagai 

keJompok penekan yang berada di Juar parlemen. Tarik menarik yang cukup 

kencang antara kelompok pendukung dan ponolak melahirkan berbagai polemik, 

diskusi. dan perbincangan. Suasana di luar gedung DPR rupanya juga menyus.up 

masuk ke dalam ruang rapat pernbahasan dan menjadi salah satu pertimbangan 

anggota Pansus. 

Tentu saja menjadj tidak mudah baik bagi plmpinan pansus maupun 

anggota yang semuanya memiHki pertimbangan, referensi, dan objektif masingN 

masing. Menurut Agustino yang dimaksud dengan nilai atau standar kebijakan di 

sini adalab standar kebijakan yang berwarna kepentingan publik. Baik 

perbincangan, diskusi, maupun polemik yang berkembang tidak lantas rnembuat 

kita menyimpulkan bahwa keputusan yang diambil hanya mempertimbangkan 

kepentingan politik. organisasi, dan pribadi. Subjek yang berbeda aflliasi politik 

dapat menyampaikan pernyataan atau pendapat dalarn rapat-rapat pembahasan, 

namun hila secara moral benar) bennuara pada kebaikan dan sesuai dengan tujuan 

publik meskipun berisiko secara politis bagi dirinya (164). 

Dalam penelitian, dijumpai cukup banyak pemyataan subjek yang 

memenuhi penjelasan Agostino tcnta.ng nilai atau smndar kebijakan publik 

sehingga patut dipertimbangkan babwa apa yang dilakukan subjek memang 

berorientasi pada kebijakan yang membawa man:faat bagi masyarakat bany.ak at.au 

publik. Berikut beberapa pernyataan subjek terkait nilai atau standar publik. 

Tentunya sangat bermanfaat untuk perempuan, karena justru undang~ 

undang ini melindungi percmpuan, Jadi, kalau kita sering melihat:. 
mendengar berita betapa perempuan sering diperkosa dan lain sebag.ainya, 
m.alah justru dengan undang-undang ini kita melindungi perempuan itu 
(Wawancara CN, 2 September 2009). 

Saya pikir tuntulan masyarakat kita, juga kepentingan pribadi untuk 
kelangsungan anak. ke1uarga} cucu, artinya itu juga sangat mendorong 
bagaimana UU ini bisa selesai. Karena saya baca drui berbagai media. 
kemudian masukan dari psikolog ya ... , anak yang sudah melihat satu kali 
pomografi, maka itu seperti tidak a.kan hilang dari benaknya selama 10 
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tahun. Na:h itu sangat menggangu pemikiran anak~anak ya, Saya ingin 
anak-anak cerdas. keluarga cerdas. Kemudian anak yang melihat 
pomografi, ahli samf yang bHang, sekali anak melihat pomografi. ia 
seperti kejedot tembok sekali lalu berdarah-darah, syarafuya banyak yang 
rusak Makanya dia seperti obat bius yang susah sekali dihilangkan. 
Makanya kita berupaya bagaimana generasi mendatang itu tidak rusak ya. 
Kita bukan melecehkan perempuan tapi justru melindungi perempuan. UU 
ini bukan hanya melindongi perempuan tapi melindungi remaja, 
masyarakat, mahasiswa. ltu sebenarnya tujuan kita (Wawan<::ara YY, 23 
Oktoher 2009). 

Ya jelas ini melindungi perempuan dati kernungkinan eksploitasi atas 
tubuhnya yang no satu ltu jeJas. Kemudian yang ke dua ini menjadi 
warning keras bagi industri atau apa pun lah yang mau menjadikan tubuh 
perempuan sebagai komoditas seks itu kan sangat konkret. Apa Jagi jeias 
korban paling banyak pornografi itu perempuan. Be'um lagi kerusakan­
kerusakan yang terjadi akibat pomografi ditanggung oleh keluarga, oleh 
bangsa. Jadi memang kita letakkan seperti itu UU pomografi ini 
konteksnya bukan moralitas agama saja tapijuga ada moralitas sosial, baru 
juga moralitas belum lagi pcrsoalan relasi gender kemudian pennasalahan 
kekerasan terhadap perempuan dan berbagai macam dampak sosial akibat 
itu (Wawancara BF, 30 Oktoher 2009) 

Bagi CN, YY, dan Ll, mereka menggunakan pertimbangan yang banyek 

dipahami oleh masyarakat bahwa perlu ada upaya perlindungan bagi kaum 

perempuan yang sering kalf rnenjadi korban. Sedangkan BF sudah lebih jelas 

bahwa perempuan selalu menjadi korban eksploitasi untuk itu perlu sebuah 

kekuatan hukum untuk: menjerat industri dan sebagainya yang lngin menjadikan 

perempuan sebagai komoditas seks. Ia juga menje!askan bahwa pembahasan 

da1am RUU Pomografi ini bukan berorientasi pada moralitas agama, nami.Jll ada 

upaya untuk membahas dari aspek moral sosial dan relasi gender yang sering 

berujung pada kekerasan terhadap perempuan. 

Memang yang agak berbeda dengan empat subjek pertama adalah ES. 

Sejak awal, partainya rnemang menolak pembahasan dan kehadiran UU 

Pomografi sehingga ketika ditanya tentang manfaat UU ini~ ia menjawab bahwa 

minimal undang-undang ini mencerdaskan hangsa dari sisi perbedaan yang 

ditampilkan oleh anggota DPR dalam pembahasan. 
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4.2.5. Faktor Nilai ldeologi 

Secara sjngkat Agustino rnenggarisbawahi penjeJasan ideological values 

atau nilai ideologi dalam pembahasan RUU Pomografi. Ideological values adalah 

sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang 

memberikan gamharan sederhana roengenai dunia dan cara bertindak sebagai 

petunjuk bagi seseornng untuk berperilaku (164). Dari kelima subjek, tidak ada 

yang secara tegas mengangkat unsur nilai agama dalam pembahasan RUU 

Pornografi. Kecuali ES, lreempat subjek penelitian, CN, YY, Ll, dan BF selalu 

mengungkapkan alasan dan pcrtimbangan yang disebut Agustino sebagai nilai 

kebijakan pub[ik. Kalau pun sempat disebut terminotogi ibadah, kata itu 

sesungguhnya untuk menjelaskan tentang rnotivasinya memasuki ruang po!ilik. 

Atau seperti BF yang hams menggunakan istilah fikhiyah karena memang yang 

dihadapi komunitas khusus yaitu, para Kiai yang kebanyakan tradisfonat Untuk 

mempermudab penjelasan, BF mengguoakan istilah tersebut untuk menjembatani 

pemikiran para Kiai dan kebijakan partai tentang RUU Pomografi. 

Tennasuk di :fraksi sendiri saya juga harus menjembatani antara kalo klta 
kc konstituen kiai-kiai yang d! daerah. Gitu kan itu walau pun belum ke 
isinya tapi sentimen ke agamanya itu kan. makanya aku harus didukung 
dong UU anti pomo,gmfi anti pornoaks~ gitu. Sementara di sisi lain ketua 
dewan syura,tidak setuju, padahal kaJau kita kan bisa mengerti arahnya 
ke mana untuk ketemu di tengah gitu ya, nah itu juga saya juga yang 
berperan untuk ketemu dengan seluruh kiai di Tndonesia, ketika pertemuan 
dengan dewan syura {Wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Agustino juga menambahkan bahwa di banyak negara berkembang seperti 

Asia, Afrika, dan Timur Tengah, nasionaJisme. merupakan nilai~nilai atau standar~ 

standar ideo1ogis yang menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan~ 

kebijakan dalam dan luar negeri mereka (164). Hampir semua subjek 

mengungkapkan tentang pentingnya melandasi pemba1anan pada bingkai NKRI 

dan kebhinnekaan mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen. 

Berikut adalah petUam wawancara yang menguatkan prinsip dan pendapat mereka 

hal ini. 

PKB ini kan partai terbuka, partai nasionalis gitu mana dong komhrnennya 
yang kebhinnekaan (Wawancara BF, 30 Oktobcr 2009). 
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Karena mereka melihat saya sebagai promoting bHl yang aneh gitu ya. 
Membuat aturan-aturan1 yang mereka sendiri tidak tahu dan dikira oleh 
mereka, ldt.a membuat UU ini akan membuat kebijakan bahwa seluruh 
orang Indonesia hams berkerudung. Itu yang mereka tidak tahu. Dikira 
mereka kita akan mengkerudungkan seJuruh perempuan Indonesia. Mau 
mengadakan jilbabisasi, gitu. Kemudian ada kekhawatiran dari etnis..etnis 
tertentu yang oudayanya diberangus gitu ... padahal... Padahal tidak 
ada .•• jadi ito yang saya katakan .. .lucu ya, karena mereka tidak membaca. 
Dibaca., .jangankan dibaca dibatang tubuh, baru diba.ca di tujuan saja, 
oreng akan paham (Wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

karcna kita sudah masuk sistem kapitalis libernfis semua yang melahhbn 
kekuatan~kekuatan yang menjerat bangsa kita, bangsa Indonesia atau 
Negara inl juga mendukung kapitaUsasi mendukung tiberalisasi. Jad~ 
benturan-benturannya luar biasa dan akhimya tetap ada kompromi dan kita 
melihat kekhawatiran kclompok kontra tidak mendasar juga sampai 
mengatakan misalnya mengancam integritas bangsa karena nggak 
mungkin toh. Terla!u berlebihan, jadi komprominya kita menyetujui pasal­
pasa1 yang dianggap kontroversi, ka:Iau dalam: peJjalanan undang-undang 
Pomografi baru masuk baru diberi nomor di judicial review ya itulah 
dialog bangsa ini (Wawancara Ll, I Oktober 2009). 

karena kita sudah memutuskan bahwa hak privat itu ditindungi dalam ee 
konstitusi maka property right yang menjadi bagian dari HAM itu juga 
harus ditindungi tennasuk barang-barang porno (ee) kala orang dewasanya 
memang membutuhkan, masa dikriminalkan kan mereka punya hak untuk 
ito (Wawancara ES, 6 November 2009). 

Dari petikan wawancara di atas tak nampak pada subjek bahwa semangat 

pembahasan RUU Pornogtafi ini berangkat ingin meninggalkan NKR11 prinsip 

HAM, dan kebhinnekaan. Dengan fonnulasi yang berbeda YY ingin mcnekank.an 

bahwa tidak ada sedikit pun niat ingin rnelakukan jilbabisasi atau penyeragaman 

pakaian melalui UU Pomogrnfi. BF pun menegaskan hal yang sama bahwa garis 

PKB yang nasionalis mengedepa:nkan kebhinnekaan dan NKRJ. Dengan demikian 

memang sangat beragam titik pljak subJek ketika terlibat dalam pembaha.san RUU 

Pornografi namun bampir kelima subjek bermuara pada satu tujuan agar 

perempuan terlindungi, tidak meojadi korban kekerasan, dan ekspJoltasl, serta 

menjadikan UU Pomografi inl sebagai alat untuk melindungi korban. 
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ANALISIS ASPEK PEMBENTUK RESPON 

Pomograji ... ini monumental ya. Karcma paling lama dibahas, terbanyak 
audiensinya, lemhaga yang kit a undang pun terbanyak, yang hadir 
banyak, yang setuju banyak, yangjlatjuga banyak. Yang sms bisa 

sampai 800 sms ke soya. Baik sms dukungan ataupun 
sms c:ercaan. Ya walaupun jumlah yang mencerca itu 

lebih sedikit, tapi semuanya menyaldtkan 
kalau diambil ke hati. 

(YY, PKS. wawancara 30 Oktaber 2009) 

Dalam bab 3 sudah didiskusilcan tentang Proses dan Dinamika Penyusunan 

UU 44/2008. Dalam Bab 4 juga sudah didiskusikan tentang prufll dan faktor· 

faktor yang mendorong anggota DPR RI me)akukan respons. Dan dalam Bab 5 ini 

akan didiskusikan tentang respons }'ling dilakukan oleb Anggota DPR RI dalam 

sepanjang proses penyusunan UU 40 tahun 2008. Membuat respons tidak mudah 

dilakukan dalam masyarakat patriarkal seperti di Indonesia. Terutama tidak mudah 

bagi seorang perempuan yang mempunyai label stereotip dengan peran~peran 

domestik yang perlu dirnainkan, sekaligus sebagai anggota DPR R1 yang 

memasuki arena maskulin (Lovenduski ) dengan dinamika aturan yang dibuat 

oJeh mayorita.s laki-Jaki. Masib ditarnbah dengan mandat partai, visi komisi, 

tekanan masyarakat dan isu yang sedang dikerjakan, semuanya dirangkum dalam 

membuat respons di ruang sidang. 

Bab 4 mendiskusikan tentang pendapat James Anderson (Agustino, 162~3) 

terhadap nilai-nilai yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang menjadi 

dasar analisis bab Jni yang akan menelaah lebih lanjut nilai~nilai tersebut dengan 

teori Bloom. sehingga merupakan satu kesatuan yang dapat diukur. Seperti 

disebutkan terdahulu, Anderson membagi lima nilai yang mernpengaruhi 

seseorang untuk mengambil keputusan: nilai politis, nilai organisasi, nilai 

personal, nilai kebijakan dan nilai ideologis. Nilai-nilai ini dimodiftkasikan 

dengan teori Bloom sehagai analisis dari bab ini. 
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Bloom (Iskandar, 90} sudah sangat dikenal dalam dunia pendidikan 

dengan 'Taksanomi Bloom' membagi proses pemahaman seseorang menjadi 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Teori yang sama digunakau oleh Sarlito 

Wirawan Sarwono (1999} dalam bukunya "Psikologi Sosial". dan dengan sedikit 

modilikasi digunakan oleh Mar' at (1982) dalam buku "Sikap Manusia, Perubahan 

serta Pengukurannya", Ketiga penulis ini pada prinsipnya rnenelaah proses 

perkembangan pemikiran dari pe_ngetahuan, kesadaran dan pengambilan sikap. 

Dalam tesis ini keti,ga hal ini ditanyakan kepada subjek. dan dalam bab i.ni 

menganalisis temuan ketiga hal ini dalam menentukan respons. Karena penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, ketiga hal di atas dirangkum dengan 

pendapat kualitatif subjek dan diana1isis dalam perspektiffeminis. 

5.1. Matriks Kategorisasi Sub Aspek Pembentuk Respons 

Kognitif Afektif Psikomotorik 

Kesadaran Keputusan Partai Keteriibatan 

Pengetahuan Piliban Personal Strategi 

Perspektif Refleksi Did Reaksi Langsung 
,, 

Upaya Kiosungguhan Konftik Kepentingan 

5.1. Temuan Umum 

Seperti disebutkan di atas. saya menggunakan teori Bloom untuk 

rnenganalisis perkembangan kesadaran subjek dalam menentukan respons yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif atau pengetahuan dibagi lebih 

mendatam Jagi dalam djperdalam tagi dalam sub aspek kesadaran, pengetahuan, 

perspektif, dan upaya kesungguhan subjek dalam menentukan respons. Kemudian 

mengukur perspektif dapat dianggap bukan pengetahuan, tetapi dalam tabel ini 

memang dimaksudkan untuk mengetahui tahap kognitif, yaitu untuk mengukur 
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pengetahuan dan kesadaran sebagai pcrempuan anggota DPR sekaligus anggota 

partai. 

Dalam Bloom aspek afektif dimaksudkan sebagai aspek pengbayatan yang 

meliputi sik:ap subjek terhadap keputusan partai, pilihan personal, dan refleksi dirl. 

Ketiga hal ini dimasukkan dalom aspek pengbayalan yang sudah dibangun dengau 

kesadaran, Dalam tahap ini subjek sudah harus menggunakan cara berpikir dan 

daya analisis untuk menentukan dorongan. Memang mengukur kesadaran 

seseorang tidak mudah, kare.na itu aspek ini perJu dibagi lagi dalam tahap yang 

dapat diukur. Misalnya sebagai aktivis, memerlukan tingkat kesadaran yang 

kompleks dalam membela kepentingan perempuan di satu sisi dan mandat partai 

di sisi lain di tengah kondisi keberagaman etnis. budaya, dan agama tanpa 

membahayakan kesatuan. 

Aspek psikomotorik adalah aspek tertinggi dalam taxonomi in~ karena 

aspek ini mengemukakan tindakan dad hasH kognitif dan afek:tif. Dalam aspek ini 

misalnya untuk mengukur tindakan baik spontan maupun yang memerlukan 

strategi untuk mencapai tujuan berhasil diundangkannya RUU Pornografi. Tidak 

mudah menstrategilcan upaya yang rnenyatukan semua kepentingan, hambatan dan 

mandat di tengah ancaman dan tckanan masyarakat yang demikian besar. 

5.2. Aspek Kogoitif 

Dalam menganalisis aspek kognitif subje~ saya mengembangkan 

beberapa sub aspek berdasarkan kategorisasl has:U wawancara dengan lima subjek, 

Sub aspek tersebut meliputi, kesadaranl pengetahuan. perspek:tif dan upaya 

kesungguban. Aspek kognitif adalah aspek pertama yang mernbentuk respons. 

Sebe!um seseorang memufuskan untuk bertindak. bjasanya ia sudah 

mengintemalisasi informasi tentang sesuatu yang kemudian me,abirkan sikap atau 

tindakan. Basil kategorisasi sub aspek kognitifsaya tampilkan dalam bentuk tabel 

berikut ini. 
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5.2.1. Kesadaran 

Dalam Tabe1 di atas menunjukkan landasan utarna sebuah tindakan adalah 

tersedianya basis kesadaran. Jjka diamatil anggota legislatif perempuan rnenyadari 

kompleksitas dari bakal kebijakan ini. lni dltandai dengan mengedepankan sebuah 

kesadaran bahwa kebijakan ini mestilah berpijak pada sendi kehidupan bangsa 

yang plural. Prinsip yang digunakan: NKR~ kebhinnekaan, majemuk/plural, dan 

jangan menyebabkan disintegrasi, walaupun prinsip ini sangat penting, tetapi 

tidak: ada prinsip satu pun yang mengedepankan kepentingan perempuan. 

perSpektlf perempuan yang mendasari semua prinsip. Prinsip semacarn ini yang 

disusun berdasarkan kepentingan mayoritas laki-Jaki menurut Lovenduski karena 

memang Iembaga pariemen semacam DPR RI adaJah institusi maskulln. Sehingga 

dalam implementasinya tidak membuka mekanisme untuk memasukkan perspektif 

gender. 

Selain persoalan prinsip. mereka juga berusaha untuk tidak kehilangan 

konteks penyusunan sebuah kebijakan. Falctanya, beberapa kebijakan yang telah 

diundangkan, justru gaga! pada tataran implementasinya, karena terjadi 

ketidaksesuaian antara kebijakan dan petunjuk operasionalnya. Karena itu proses 

penyosunan UU ini memerfukan persiapan panjang dan pengetahuan darJ pakar, 

media, dan Jain-Iain agar tidak terjadi ketidaksesuaian. 

Pornografi yang bagi sebagian besar feminis seperti Daiy, Rabin, Dworkin, 

MacKinnon dalam Humm (354-6) dan Tong (97-101) adalah sebuah 

institusionalisasi seksualitas patriarki yang menggambarkan peleceban perempuan 

sebagai alat pemuas nafsu lak.i-laki, yang dipresentasikan dalam berbagai produk 

cetak dan elektronik,. nampaknya tidak menjadikan persoalan ideologis besar bagi 

sebagian anggota DPR. Pendapat mereka pada umumnya rnasih. dipengaruhi niJai 

umum patriarki yang walaupun terdengar seolah berpihak pada perempuan tetapi 

belum secara fundamental mengkritlsi undangkundang ini. 
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5.2.2. Pengellihuan 

Bagaimanakah subjek memimngun pemahamannya dalam kebijakan ini? 

Jika diamati, subjek pertamawtarna mengetahui babwa sebuah kebijakan mestilah 

memiliki tujuan-tujuan pemihakan, pada umumnya subjek tidak memilikinya. 

Bagi sebagian besar feminis justru keberpihakan sangat penting, karena 

keberpihalcan diperJukan untuk melawan subordinasi perempuan yang eksplisit 

diungkapkan sebagai oqek seksual, imnda dan komoditi (fong 99). Memang 

beberapa subjek mengatakan ha.hwa rnereka mesti memandang dari sudut 

perlindungan terhadap perempuan yang sefalu disubordina.si dan teropres~ 

termasuk tubuhnyaj misalnya seperti diungkapkan oleh BF berikut ini: 

Tentunya sangat bennanfaat untuk perempuan, karena justru undang­
undang ini melindungi perempuan. Jadi, kaJau klta serlng melihat. 
mendengar berita betapa perempuan sering diperkosa dan lain sebagainy~ 
malah justru dengan undang~undang ini kita meHndungi perempuan itu 
(wawancarn BF, 30 Okmbar 2009). 

Di bagian lain, CN mengatakan: 

Selama itu adalah aturnn-aturan yang bisa kita kaitkan dengan kepentingan 
perempuan ya harus dikaitkan, misalnya undang-undang Pemilu, undang­
undang Partal Politik sela1u kita berusaha mengaitkan dengan kepentingan 
perempuan. Itu undang-undang yang umum. tapi kalau undang-undang 
yang khusus untuk kepentingan perempuan ya banyak. Seperti undang­
undang tindak pidana tmfiking kemudian ada undang~undang 
perlindungan anak • undang-undang kekerasan dalam rumah tangga,. itu 
Jean memang spesifik untuk kepentingan perempuan, lapi untuk 
kepentingan semua bisa kita kaitkan dengan perempuan ya semaksirnal 
rnungkin kita berusaha dan biasanya yang berusaha itu hanya perempuan 
dan laki-Jald tidak pemah (wawancara CN, J November 2009). 

Pomogmfi bahkan diatribusi sebagai penyakit. Dan masyarakat harus 

mendapatkan perlindungan dari implikast yang ditimbulkan dari pomografi, 

seperti dikemukakan oleh Dworkin dan MacKinnon. Pomografl yang merajalela 

berpotensi bias kepentingan pornografer, dan Dworkin dan MacKinnon lebih 

lanjut 'cara terbaik bagi fuminis untuk melawan pornografer adalah dengan 

mengosongkan sakunya (100-J). 
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Selanjutnya BF mengetahui bahwa tuntutan masyarakat terutama 

perempuan, anak~anak dan remaja memerlukan kebijakan dan ketentuan hukum 

untuk melindungi mereka dari produk-produk pornografi. Namun demikian, BF 

juga berpendapat mengingat RUU ini sangat kontroversial, kebijakan yang dibuat 

juga bemiJai edukasi bagi masyarakat. Juga perlu mengakomodasikan ketompok 

yang pro dan kontm, alum menjadi medium yang baik bagi pembelajaran 

masyarakat. Dalam polemik di media massa cetak dan elektronik, secara tidak 

langsung memberikan pembelajaran kritis bagi masyarakat. Bagi BF. 

kompleksitas dan beragamnya pandangan masyarakat, justru akan meningkatkan 

kualitas kebijakan. Walaupun BF tidak mempunyai perspektif fuminis, posisinya 

sebagai Anggota Dewan sangat strategis dan menyatu dengan sistem pengambilan 

masyarakat, dan memang sebagaimana yang dikatakan Harsock. sebelum 

masyarakat bisa dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dominasi bukan s:uatu hal 

mendasar, feminis masih memerlukan kekuasaan di dalam masyarakal bukan 

menciptakan alt.ematifkekuasaan sosial (Humm 359). 

5.2.3. Perspektif 

Peneiitian dalam tesis ini juga mengungkap perspektif subjek dalam proses 

formulasi undang~undang inL Hal yang menarlk adalah bahwa isu gender cukup 

rnengemuka. Walaupun rnungkin gender diartikan sebagai keberpihakan mereka 

terhadap perempuant sebagai perempuan aktivis partai tidak dapat menghindar 

untuk berbicara tentang gender. Misalnya hampir semua subjek ingin 

membuktik.an bahwa perempuan bisa memberikan kebanggaan kepada semua 

pihak. Mema.ng Lovenduski mengatakan bahwa tidak semua feminis bersedia 

menjadi aktivis partai, juga tidak semua feminis yang mengaku dirinya feminis. 

(91) menyebabkan tidak mudah menilai partisipasi perempuan. namun demikian 

secara keselumhan perhatian tcrhadap isu perempuan merupakan perwujudan dari 

pertanggungjawaban mercka terhadap publik. Hampir semua subjek mengatakan 
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bahwa mereka wajib rnemberikan nuansa perempuan pada UU ini karena 

berhubungan langsung dengan kepentinganlkebutuhan perempuan rneski tetap 

harus menjaga kebhinnekaan. 

Jsu lain yang mengemuka adalah perspektif mereka terhadap pluraUtas. 

Beberapa subjek justru mempertanyakan kelompok yang menolak UU ini, ada 

kemungkinan mereka ini menyadari bahwa kekuatan perempuan sebagaimana 

diungkapkan Janeway adalah kekuatan untuk tidak memercayai (Humm, 358), 

waJaupun sebenarnya konteks UU ini untuk memberikan perlindungan kepada 

anak dan perempuan. Dalam masyarakat patriarki di mana ni1al dikonstruksikan 

untuk kepentingan laki-Iak~ mengimplementasikan nilai~ni!ai kesetaraan ke daJam 

UU tidakJah mudah. karena hal ini memerlukan keahlian teknis. Hal ini sesuai 

dengan Nancy Chodorow yang mengatakan hanya dengan suatu transfonnasl 

organisasi gender sosial yang hisa membawa pada penghapusan ketidaksetaraan 

seksual (Humm,l80). 

5.4.4. Upaya kesungguhan 

Dalam penyusunan undang-undang yang dinami~ maskulin dan 

mernpunyai kompleks tinggi. menuntut upaya kes:ungguhan Anggota DPR RI 

untuk mewujudkannya. Kornpleksitas persoalan menuntut pemahaman yang 

cukup peribal substansi yang sebenamya penting namun bisa mcmancing 

kontroversi. Hal ini memerlukan kesungguhan para anggota Iegislatif perempuan 

agar terus menerus meningkatkan kesadaran, memperbaiki pengetahuan dan 

mengasah perspektif mereka, agar mampu selalu terlJbat dalam proses pembuatan 

kebijakan. Memang, pengetahuan tidak tumbub secara linear, melalui akumulasi 

falcta dan apiikasi metode hipotetis-dedu!ctif mirip tangga spiral, yang mampu 

menumbuhkan pengetahuan perempuan dalam jalinan jaringan hubungan banl 

(Humm232). 

Beberapa subjek menyatakan bahwa mereka berusaha untuk terns menerus 

berdiskusi, balk dengan pakar, juga kelompok yang mendukung maupun 
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menentang, Usaha~usaha juga diarahkan dengan mempelajari dan rnemperoleh 

model perbandingan dengan RUU serupa di luar negeri. Seorang subjek berusaha 

untuk menyesuaikan kepentingan partai dengan substansi UU, dengan menjalin 

kornunikasi yang produktif dengan Dewan Syuro dan para kiai peri hal pentingnya 

UUini. 

Upaya kesungguhan lni terlihat dari k.einginan untuk selalu memanfaatkan 

perjumpaan dengan masyarakat, baik pendukung maupun penentang, untuk 

memberikan penjelasan mengenai materi UU memberikan implikasj tersendiri. 

Mereka mengungkapkan. kerap kali rnendapatkan ancaman. kemarahan orang, 

bahkan hingga kelelahan secara fisik, terutama karena rapat yang terns menerus 

serta mengikuti uji publik hingga ke daerah-daerah. 

Kenda1anya, saya itu di DPR sudah 10 tahun, RUU yang paling berat ya 
ini, karena kebetulan saya juga di pimpinao, jadi tanggungjawabnya juga 
lebih berat, lebih besar, mau nggak mau. Kalau saya hanya anggota 
pansus, mungkin kalau saya malas, bisa saya nggak datang. Thtapi saya 
kan pimpinan, jadi nggak boleh, mau nggak mau saya hams 
mempertanggungjawabkan itu. Apalagi ini adalah RUU yang sangat 
kontroversial, kurus badan saya, sekarang gemuk suda.h, begitu selesai 
(wawancara CN, I November 2009), 

5.3. AspekAfektif 

Dalarn Bloom, aspek Afektif dimaksudkan untuk menggali kesadaran 

subjek terhadap UU yang ditanganinya. Kesadaran ini berhubungan dengan 

tingkat kognitif mereka.. baik yang berbubungan dengan nilai organisatoris~ nilai 

personal maupun, dan nilai poiitis. Respons Afek;tif para subjek terhadap 

penyuSiman undang~undang dikaji dalam tiga aspek yaitu keputusan partal. 

pilihan personal, dan refleksi diri. Masing-masing aspek tersebut dianalisis dan 

diuraikan sebagai berikut: 
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5.3.1. Keputusan Partai 

Undang~undang sebagai produk para wakil rakyat bagaimanapun 

merepresentasikan kebjjakan partai, karena mereka menjadi anggota DPR sebagai 

utusan partai. Sebagai wakil partai, seorang anggota DPR RI mereka tentu saja 

membawa serta mandat partai dan nilai organisasi (Agustino). hal ini juga telah 

didiskusikan di Bab IV. Mengingat dalam masa bakti lima tahun cukup lama 

untuk mengawal lahirnya undang-undang dengan materi yang berbeda-beda. ada 

kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara mandat partai dengan materi 

undang-undang yang sedang disusun atau diujikan. Fal1:or ini juga menjadi bahan 

yang didislrusilrun dengan subjek. Lihat pemyataan subjek di bawah ini: 

Kebijakan partai merupakan ketentuan yang harus diikuti, jika tidak maka 
konsekuensi diberhentikan atau dipecat/direca/1 dari anggota DPR 
(Wawancara Ll, !Olru:>ber 2009). 

Kebijakan partai merupakan frame yang barns diikuti dan dipatuhi sepe:rti 
masalah keutuhan NKRI. Kebhinnekatunggalikaan~ penegakan HAM 
(Wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Pada hal-hal tertentu partai bisa tegas dengan sanksi anggota DPR 
diperingati secara bertahap sampai yang terberat dengan diberhentikan 
(Wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

Pada umumnya kebijakan partai selalu sesuai dan sejalan dengan 
kebijakan personal dan partal harus diikuti (Wawancara CN, 2 September 
2009) 

Nampak:nya hampir semua partai mempunyai kebijakan yang tegas 

terhadap anggotanya yang tidak menyuarakan mandat. ini terjadi pada LI, BF, CN 

dan YY. Kebijakan partai yang keras ini menunjukkan maskulinitas iembaga yang 

menurut Lovenduski rnerupakan produk kebijakan yang dibuat oleh mayoritas 

anggotanya yang laki-laki dan ingin menunjukkan kuasa.nya rnelalui ketegasan 

sikap (96-98). 

Seorang subjek merasakan keJeluasaan dengan sikap partainya yang 

merupakan partai beridooiogi nasionalis yang sudab memUiki prinsip nasionalis 

sebagai prinsip penyusunan undang-undang. Namun, keleluasaan merujuk 

pendapat Chodorow dalam Humm, tidak serta merta diikuti denga.n femininitas 
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kelembagaan. karena ini bak.al mernerlukan dekonstruksi sosial budaya yang pada 

masa sekara:ng ini masih utopia (180). 

Partai memiliki sikap terbuka k:arena merupakan partai nasionaHs, 

sehingga dituntut komitmen kebhinnekaan dan plural, Prinsip utama darl partai 

adalah undang-undang tidak boleh mengusik sendi-sendi kehidupan berbangsa 

dan bemegara. 

Terbadap sikap partai yang rigid seperti di atas, para subjek yang tidak 

mempunyai daya tawar berada dalam posisi yang selalu setuju, merek:a tidak 

berani mengkritisi sikap partai yang maskulin ini. Hal ini sejaJan dengan 

penelitian Lovenduski (108) bahwa praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan 

parlemen dibentuk di dalam partai~partai politik, di mana praktik-praktik 

perekrutan cenderung berusaha rnereproduksi stereotip-stereotip keparlemenan. 

K.arena itu. para subjek menyadari prinsjp--prinsip yang dianut oleh partai rnereka 

karena sejalan dengan kebijakan parlemen yang saling mempengaruhi. Mereka 

memperhatik:an. mempertahankan dan mengarabkan prinsip-prinsip tersebut ke 

dalam proses penyusunan dan pembahasan undang-undang. Mereka memberikan 

reaksi terhadap prinsip tersebut dengan persetojuan. Namun kebijakan partai juga 

menjadi hal yang perlu dikritisi sekiranya. para anggota legislatifnya memiliki 

sikap yang berbeda. Demikian pendapat subjek: 

Kebijakan partai merupakan agenda yang harus diikuti namun apabila 
kepentingan personal bertentangan dengan kebijakan partai maka selalu 
berusaha menjelaskan duduk persoalannya dengan memberikan 
pemahaman dan sikap yang akan di amb!J (wawancara CN. 2 September 
2009) . 

. , , policy partai terkadang diperkaya dengan kreasi anggota dewan sendiri 
seperti dalam kasus pomografi, yakni dengan menambahkan unsur gender 
(wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Karena itu feminisasi partai politik penting bagi keterwakilan perempuan, 

apakah diplkirkan dalam lembaga pembuat undang-undang atau pemerintah atau 

dalarn pengertian kepentingan dan perspektif (Lovenduski ! 08). Pendapat subjek 

di atas dengan luwes memadukan nilai-nilai yang berbeda antara agenda partai 
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dengan sikap personal mereka, dan menyelesaikan kontlik dengan memberikan 

pemahaman tentang sikap yang mereka ambil. 

5.3.2. PHihan personal 

Pada umumnya subjek memiliki kesadaran sebagai wakil rakyat dengan 

memunculkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang di dalam 

kasus ini secara spesUik merujuk pada kepentingan perempuan dan anak. 

Kesadaran tersebut terungkap dari pemyataan beberapa subjek berikut ini~ BF, YY 

dan CN mengatakan perlu memperjuangkan kepentingan konstituen dan 

mengakomodasi tuntutan masyarakat terutama perempuan sedangkan ES 

menambahkan perlunya memproteksi anak. Berikut kutipan wawancara kelima 

subjek. 

Merasa pedu memperjuangkan kepentingan konstituen (wawancara BF, 30 
Oktober 2009). 

Merasa perlu menyuarakan kepentingan perempuan di pariemen 
(wawancara CN, I November 2009). 

Merasa perlu adanya upaya memproteksi anak dalam pembahasan 
substansi UU (wawancara ES, 6 November 2009). 

Merasa perlu mengakomodir tuntutan masyarakat terutama keiompok 
perempuan (wawancam YY, 23 Oktober 2009). 

Walaupun para subjek di alas merasa perlu membantu perempuan, bukan 

berarti mereka sejalan dengan feminis radikal yang cenderung menganggap taki­

lak:i adalah opresor perempuan, karena bagaimanapun musuh perempuan bukanlah 

Jaki.faki sebagai individu, tetapi adalah sistem patriarki (Humm, 105), Mereka 

menyadari niJai-nilai seorang anggota legislatif yang merupakan wakil rak:yat dan 

sebagai wakil rakyat mereka menyadari bahwa kepentingan rakyatlah yang barus 

diperjuangkan dan dHaksanakan secara maksimal sehingga dirJnya memerlukan 

suatu strategi tertentu. Mari kita Jihat pendapat subjek tentang perlunya stratcgi: 

Merasa perlu adanya upaya secara kuantitas dan kuaJitas dalarn 
mernperjuangkan perempuan di parlemen (wawancara CN, 2 September 
2009). 
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Membekali djri dengan berbagai peraturan agar memitiki argumen yang 
kuat, menunjukka.n kegigihan. memiliki efforl yang kuat agar dapat 
mempengll!Uhi pihak lain (wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Merasa periu adanya sikap kritis da1am melihat kelemahan proses 
pembuatan UU Pomografi (wawancara ES, 6 November 2009). 

Pendapat di atas rnenunjukkan bahwa bila perempuan sudah menunjukkan 

kesungguhan, rnereka akan mengupay.Jkannya dengan berbagai macam strategi 

untuk keberhasiJan ditetapkannya undang~undang ini. Kesungguhan ini 

didasarkan pada keprihatinan mereka untuk melindungi perempuan dan anak agar 

terlindungi dari implikasi buruk pornografi. Bagaimanapun isu pomografi 

berhubungan dengan fungsi esensiaUs perempuan yang unik dan berbeda dengan 

lakifflaki. Walaupun ada sekelompok feminis radikal yang meno!ak kehadirtm laki­

laki karena menganggap fungsi perempuan sebagai mesio reproduksi (Tong 128), 

pendapat subjek di atas tidak sejalan dengan hal ini. 

5.3.3 Refleksi Diri 

Proses penyusunan sebuah undang-undang merupakan peristiwa yang 

membutubkan energi waktu, tenaga dan pikirnn yang sungguh~sungguh. Pada 

proses penyusunan dan pcmbahasan Undang-Undang Pomografi mereka 

merasakan berbagai hal seperti rasa Jelah yang mendera fisik. dan perasaan pribadi 

mereka. Sebagai anggota DPR Rl, perasaan subjek adalah sebagai berik:ut: 

Proses UU Pomografi menyita energi dan membosankan, terlebih lagi 
apabila implementasinya be.tpotensi menimbulkan rnasalah (wawancara 
Ll, 2 September 2009). 

Capek fisik dan hati serta me!elahkan da!am membuat UU Pomografi 
karena proses yang panjang ( wawancara CN, 2 September 2009). 

Namun demikian nampaknya perempuan mempunyai ketahanan yang 

cukup untuk mcngatasi semua ini, walaupun mereka masih periu menghadapi 

kompJeksitas persoalan seperti peran domestik1 peran sosio~kultural, d1l. Sefain 

faktor waktu yang lama dan melelahkan, temyata substansi pornografi 

menimbuJkan rasa berat dan kesaljuga karena kontroversi dengan jsu sensitiflain 

seperti kultural, keagamaan, etnis. dan lain-lain yang memancing polemik 
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berkepanjangan. bahkan protes dan demonstrasi yang muncul di mana-mana. 

Namun demikian subjek tetap gigih karena alasan sebagai berikut: 

Prihatin tentang bahaya pomografi (wawancara Ll, 2 September 2009) 

Berat dan kesal dengan pernbahasan UU Pomografi karena persoalan 
positioning seni budaya dan menjadi isu krusiaL (wawancara BF1 30 
Oktober 2009) · 

Setuju dengan prinsip pemberantasan masalah pornografi namun tidak 
setuju isi UU Pomografl karena substansi beberapa pasal dianggap 
melanggar HAM dan salah satu pasal di antaranya tentang sweeping , 
tidaknya perlindungan terhadap anak (wawancara ES, 6 November 2009). 

Kecuali endurance atau daya taha.n, ternyata subjek mempunyai cara 

tersendiri untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ada kemungkinan 

hal ini disebabkan karena konsep motherhood atau keibuan mereka yang 

cenderung ingin melindungi 'anak-anaknya' (Humm 297-8). 

Namun demikian proses pembuatan undang-undang yang panjang dan 

melelahkan juga menimbulkan kesan menyenangkan yang berbeda )'ang dia!ami 

oleh beberapa subjek dengan ala.'illn-alasan yang mereka millki: 

Sangat berkesan karena pafing banyak menguras pikiran dan energi serta 
mendapat banyak tantangan (wawancara CN, 2 September 2009) 

Dinamika UU Pomografi di masyarakat sangat luar biasa { wawantara BF, 
30 Oktober 2009), 

Senang pembahasan UU pomografi memiliki dinamika, karena paling 
lama dibahas. serta terban}-ak menyedot respon audiens (wawancara YY 
23 Oktober 2009), 

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa ketika pada akhimya RUU 

tersebut diundangkan menimbulkan kelegaan dan kepuasan tersendiri 

5.4. Aspek Psikomotorik 

Untuk menilai seberapa dulam slkap subjek dalam menentukan respons, 

tesis ini mengukur dengan aspek konalif (Mar'at) atau psikomotorik {Bloom) atau 

psikososial (Sarwono). Dari kctiga pcnulis ini, Bloom yang paling relevan untuk 

Universitas Indonesia 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



129 

menganaJisis temuan penelitian tesis ini. Aspek ini merupakan aspek terakhir dari 

rangkaian sebelumnya yaitu kognitif dan afektif. Menurut Mar'at komponen 

konatif berkenaan dengan kecenderungan atau kesiapan seseorang untuk 

melakukan tindakan tertentu terhadap obyek yang disikapi. Pada konteks 

mengenai respons perempuan dabw rnenyikapi proses pembuatan undang-undang 

pomografi ada beberapa faktor yang turut mempengaruhinya. Untuk menganalisis 

lebih mendalam ketedibatan subjek dalam proses penyusunan undang-undang, 

secara keseluruhan aspek Konatif dibagi daTam beberapa bagian: Keterlibatm, 

Strategi. Respons Langsung, Konflik Kepentingan. Berikut temuan dari lapangan: 
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5.4. I. Keterliballln 

Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen 

ketika membahas ondang-undang pornografi merupakan derajat di mana 

perempuan dikenal dari upaya.nya dan berpartisipasi aktif di dalamnya, 

Perempuan dengan tingkat keterllbatan yang tinggi dengan kuat memihak apa 

yang dipeljuangkannya yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis 

perjuangan tersebut, misalnya perempuan menyumbangkan ide untuk kemajuan 

perempuan, dengan senang hati untuk mendukung proses pengambilan keputusan. 

Sebaliknya perempuan yang kurang senang tertibat dengan upaya 

memperjuangkan perempuan adalah perempuan yang kurang dianggap memihak 

pada kepentingan perempuan yang demildan cenderung hanya berstkap 

menjalankan fungsinya sehagai anggota dewan secara rutinitas. Secara 

keseluruhan mari kita Iihat respons subjek dalam keempat aspek di atas: 

Berdasarkan temuan Japangan. penelitian keterlibatan perernpuan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dinyatakan dalam beberapa pemyataan 

berikut ini : 

Tergantung pada muatannya, siapa yang mengusahakan, seberapa 
dukungan, seberapa kemampuan membangun dukungan. Jika partai 
mendukung dan memberi peran signifikan pada perempuan biasanya 
cuknp berpengaruh (wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Jadi. ketcriibatan perernpuan sangat dlpengaruhi oleh isu yang sedang 

dikerjakan. inisiatif dari mana. seberapa besar dukungan yang diperlukan, dan 

seberapa luas jaringan untuk membangon duk:ungan. Dan ternyata dukungan 

partai sangat besar artinya clalam melihat keterlibatan perempuan. Jika perempuan 

mendapat dukungan yang penuh untuk teriibat dalam proses pengambllan 

keputusan maka wujud keterlibatan itu akan mengemuka dalam proses 

pengambilan keputusan di parlemen. Persoalannya adaJah keterUbatan perempuan 

belum tentu secara signifikan memberikan pengaruh signifikan terhadap 

masuknya perspek:tif feminis dalam pembuatan kebijakan umum (bukan 

berhubungan dengan isu perempuan). Lovenduski dalam penelitiannya di Inggris 
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mengatakan kalau parlemen merupakan gudang maskulinitas tradisional politik, 

partaiRpartai politik merupakan distributor utamanya (107}. Jika fenomena ini 

terjadi di Indonesia, walaupun ketertibatao perempuan cukup besar, hanya terbatas 

pada peran pinggiran, karena keputusan signifikan tetap akan me1ibatkan poHttsi 

laki-laki. Pemyataan kedua menyatak.an bahwa. 

Jika perempuan bersatu akan mernpengaruhi keputusan dan jika terpecah 
amat berat menentukan seperti yang terjadi pada bahasan UU pornografi 
para perempuan sendlri terbelah antara yang setuju dan tidak (wawaneara 
CN, I November 2009). 

Memang, pernyataan CN ada benamya, pada akhimya persatuan 

perempuan yang paHng: mungkin berhasil di tengah kondisi yang maskulin 

semacam DPR RI kita. Dengan demikian .sense terhadap hakikat memperjuangkan 

perempuan itu tergantung juga kepada sejauhmana solidaritas perempuan dalam 

menanggapi unsur~unsur yang terkait dengan pornografi, Kerjasarna muttak: 

diperlukan dalam kontek.s ini sehingga perempuan harus memiliki pecsepsi yang 

sama dalam memperjuangkan kepentingannya agar tidak terjadi dualisme 

pendapat yang justru akan memecah~belah sikap perempuan dalarn proses 

pengambilan keputusan di parlemen. 

Pemyataan ES mengungkapkan bahwa "Membela perempuan bukan 

berarti harus setuju dengan UU pornografi tapi dengan cara melihat substansi 

isinya" (ES). Pemyataan ini berbeda dengan subjek lain karena dikemukakan dari 

perbedaan polemik terbadap UndangNundang Pomografi. Menurut ES hal 

terpenting dari undang-undang pornografi bukan pada basil, tetapi proses selama 

proses penyusunan yang menimbulkan polemik, perdebatan, kontroversi yang 

memberikan pendidikan politik bagi seluruh bangsa. Pemyataan selanjutnya dari 

CN menyebutkan bahwa, 

ketika isu-isu yang identik dengan perempuan biasanya perempuan dari 
fraksi manapun di parlemen selalu fokus pada masalah~masalah yang 
berkaitan dengan perempuan, Mereka akan berusaha dengan cara apapun 
terhadap pasal-pasal yang mengandung unsur perempuan kanma kompak. 
Hal ini pada: akhirnya turut mempengaruhi sebuah puhls:an politis. Se1ain 
itu dalam penentuan posisi di sebuah pansus, kaum perempuan harus gigih 
berkontribusi dalam kepcngurusan. Sebab kalau tidak, bisa dipastikan 
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tidak akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan (wawancara CN, 2 
September 2009). 

Pemyataan ini nyaris sama dengan pernyataan yang kedua, karena inti dari 

perjuangan perempuan adalah adanya kekompakan dalam proses pengambiian 

keputusan yang ditautkan dengan persepsi dan perspektif tentang masafah 

perempuan. Hal ini akan mempengaruhi muatan pasal·pasal agar 

memperjuangkan kepentingan perempuan. Upaya yang keras diperlukan oleh 

perempuan dalam melibatkan diri pada proses pengambilan keputusan. 

Keikutsertaan perernpuan menentukan besamya perjuangan perempuan dalam 

mengimplementasikan perspektifmereka di dalamnya. 

Dalam konteks penyusunan UU Pornografi keterlibata.n dan pengaruh 

perempuan sangat signifikan, kesuksesan disahkannya UU ini diperhitungkan 

hingga 70-80 persen karena pengaruh perempuan. Kenyataan ini menunjuk.kan 

sikap optirnis perernpuan akan eksistensi keberadaannya karena temyata sudah 

lebih dari lima puluh persen perempuan memiliki keh."Uatan yang luar biasa dalam 

mempengaruhi keputusan politis perempoan. 

Selanjutnya, aspek keterlibatan tidak hanya dapat diukur secara permukaan 

seperti di alas, perlu dianalisis lebih lanjut upaya subjek dalam keterJibatan 

mereka 

5.4.2. Strategi 

Dalam sub-bab ini akan menganalisis lebih ianjut tentang strategi yang 

dibuat oleh subjek selama keterlibatannya dalam proses penyusunan UU 

Pomografi. Penelitian ini rnengkaji strategi perempuan dalam memperjuangkan 

isu~isu perempuan dalam isu pomografi. Salah satu upayanya adalah dengan 

menggunakan beberapa strategi untuk mencapai tujuannya. BF mengatakan 

seseorang dituntut memiliki pemaharnan terhadap pola permainan politik, 

menjaga image sebagai perempuan, fleksibel dalam bergaul, sehingga akan 

meningkatkan ktedibilitas perempuan di mata anggota dewan yang lain. Untuk 

meningkatkan kredibilitas perernpuan beberapa hal harus dikuasai seperti 

memiliki pengetahuan tentang urgensi rapat dan memiliki kemampuan 

mengemukakan pendapat di hadapan anggota legislatifyang lain. 
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Sementara itu BF dan CN menyatakzm hal serupa bahwa perempuan harus 

mempersiapkan penguasaan materi dengan membekaii diri menamhah wawasan 

referensi yang nantinya akan berdampak pada performa perempuan ketika tampH 

di forum-forum kerja DPR dengan cara rnemberikan reasoning yang kuat tentang 

kebljakan. Selain itu LI mengatakan kehadiran secara fisik para perempuan 

anggota parlemen tersebut temyata merupakan strategi penting yang dilakukan 

dala.m proses pengambilan keputusan tentang undang-undang pomografi. 

ES selanjutnya mengatakan bahwa perlu untuk memprioritaskan mater! 

yang urgen yang akan dibahas. Skala prioritas terhadap urgensi materi dianggap 

penting brena merupakan daya tawar perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan undang~undang pomografi. 

Sementara itu LI mengatakan strategi keterlibatan temyata. tergantung 

pada f:aktor besar kecllnya partai karena akan berpengaruh pada posisi seorang 

perempuan ditempatkan di mana dan seberapa besar perannya. Jjka da!am partai 

besar perempuan memiJik:i peluang menduduki jabatan Ketua Pansus yang 

mernegang keputusa.n. tetapi sebaliknya partai keci1 tidak akan mempunyai peran 

signiftkan. Hal ini menguatkan argumen bahwa ruang formal yang disediakan 

untuk perempuan bisa menentukan faktor partisipasi perempuan dalam Ruang 

formal. 

LI dalam kesempatan lain mengatakan bahwa strategi yang disusun perlu 

dihubungkan dengan perspektif dan komitmen perempuan; manfaat yang ingin 

dipero1eh; akses yang dimiliki; dan dukungan sistem dari partai. Pemyataan ini 

diperkuat oleh YY yang mengatakan bahwa perlu adanya ruang formal, 

keberanian, kesempatan, peluang, dan keaktifan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

5.4.3 Reaksi Seketika 

Dalam ruang sidang politisi perempuan akan memiliki reaksi seketika 

dalrun menghadapi sidang. Reak.si ini dapat berupa pengemukaan argumen, 

dukungan pendapat, ketidaksetujuan, mengusulkan jalan keluar, dan sebagainya. 

Hal ini tida.klah mudah mengingat -seperti pernyataan Lovenduski bahwa ruang 

sidang adalah institusi seksis dengan adanya dominasi laki-laki dalam setiap 
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pengambilan keputusan (100). Sehingga politisi perempuan sering kali dianggap 

sebagai pelengkap atau pihak yang lebih mudah dipengaruhi oleh rekan-rekan 

politisi laki"lakl dalam proses penyusunan kebijakan. Pemyataan tersebut 

merujuk pada pemyataanMpemyataan dan perasaan BF tentang situasi kerja yang 

dihadapi "Kadang dijadikan bemper, kendala kultur politik laki-laki helum ramah 

terhadap perempuan" tutur BF. Seakan rnelanjutka.n pemyataan BF CN 

mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi a:dalah karena 

,.Perempuan lebih tenggang rasa ketimbang iaki-laki" 

Narnun menutut CN politisi perempuan sering k:aii bersikap tebih reaktif 

dibanding politisi laki-lak:i, termasuk keberanian herbedu pendapat dalam 

mempertahaokan substansi dan pasal tentang penegakan HAM dan aksi 

penertiban aparat yang berhubungan dengan perempuan. Memang, CN masih 

dipengarubl ni!ai patriarki yang membedakan fungsi esensiatis perempuan. Dan 

pada sisi lainnya politisi perempuan acap kali lebih tegas dan mampu membangun 

argumen dan kesepakatan. Pemyataan tersebut berhubungan dengan pemyataan~ 

pemyataan dan perasaan para s.ubjek tentang tekanan situasi kerja yang dihadapi : 

Perernpuan harus reaktif, berbeda pendapat dalam substansi isi dan pasal~ 
pasal, seperti tidak sesuai dengan HAM dan lebih mengandalkan emosi, 
juga pasal ten tang sweeping (wawaneara ES, 10 November 2009). 

Perempuan Jebih bisa menjelaskan dengan argumen, dialog dan 
kompromi (wawancara Ll, I Oktober 2009). 

Perempuan lebih banya.k menyerap dan mencema permasalahan~ 
perempuan lebih teliti dan lebih tahan duduk berlama~larna di Panja 
(wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

Dengan segala kompleksitas persoalan yang dibadapi porempuan, strategi 

di atas memerlukan usaha ekstra. Dan terutama temyata menurut para subjek 

perempuan mampu bekerja lebih lama dan 1ebih teliti dan Jebih menyelesaikan 

persoalan. Meskipun komentar ini terdengar esensiafis karena membedakan peran 

perempuan (dari laki-laki} (Humm~ 135)1 kenyataannya dalam ruang sidang UU 

Pomografi yang kontroversial dapat diselesaikan dalam waktu empat bulan. 
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5.4.4. Konflik Kepentingan 

Polltisi perempuan dalam melaksanakan tugasnya, sering kali menghadapi 

konflik lrepentingan. Termasuk dalam melaksanakan tugas legislasi yang sarat 

akan kepentingan anta.ra kepentingan partai, konstituen, dan personal. Apalagi 

daiam proses penyusunan perundangrundangan tentang pornografi yang menjadi 

perhatian dan polemik masyarakat secara luas, terdapat perbedaan per:spektif 

terutama karena keberagaman nilai, budaya, etnis di tanah air kita. Hal tersebut 

seJanjutnya akan mempengaruhi posisi dan peran yang harus dilaksanakan selama 

proses pembuatan, Konflik kepentingan tersebut terungkap dari pernyataan 

subjek sebagai berikut : 

Memperjuangkan kepentingan konstituen (wawancara BF, 30 Oktober 
2009). 
Tergantung pada konteks permasalahannya, wafaupun banyak yang keras 
menolak namun pihak DPR tctnp mencoba memberikan pemahama.n 
kepada pihak-pihak kepentingan tersebu~ pada dasarnya pihak 
kepentingan menolak kebanyakan karena kurang memahami substansi isi 
(wawancara CN, I November 2009). 

Sikap di atas dihadapi BF ketika harus memilih antara perspektif 

konstituen dengan materi atau substansi dalam UU pornografi. Hal ini akan 

menjadi pertimbangan untuk menerima atau menolak draf RUU yang diajukan. 

Konflik kepentingan terungkap juga dalam pernyataan subjek sebagai berikut : 

Pada kasus U U pornografi konstituen ban yak yang menolak oleh karena 
itu aspirasi tersebut menjadi dasar untuk menolak UU pornografi, selain 
itu kelompok kepentingan lain seperti kelompok HAM, kelompok 
perempuan juga banyak yang menolak {wawancara ES, 6 November 
2009). 

ES menghadapi persoalan ketika menjumpai kesalah.pahaman yang 

disampaikan oleh kelompok yang menola!<; konflik kepentingan muncut ketlka 

berhadapan dengan fungsi dan tugas sebagai poiitisi dan di masyarakat yang 

memiliki posisi yang berbeda. Dalam menghadapi persoaian ini bersama sesama 

politisi lain ES berupaya untuk melakukan akomodasi pada batas rertentu, 

terutarna ketika mcnangkap aspirasi dari kelompok perernpua.n. Kondisi dilematis 

tersebut juga disarnpaikan oleh subjek lain sebagai berikut: 
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Dari konstituen misalnya terkadang tidak mernaharni urgensi pekerjaan 
DPR sehingga menuntut haJ.hal di Juar konteks kelja DPR dan tidak 
paham urgensi suatu undang-undang yang di bahas oleh DPR karena hal 
itu sui it diikuti (wawancara Ll, 2 September 2009). 

Berusaha untuk mengakomodir kelompok kepentingan terutama kelompok 
perempuan (wawancara YY~ 23 Oktober 2009). 

5.5. Analisis Thmuan dan Kesimpulan 

Dari ke!ima subjek, aspek kognitif mereka dapat tidak saja dari latar 

belakang pendidikan yang paling tidak sarjana SJ sampai ada yang sedang 

menempuh jenjang pendjdikan S3. Selain itu pengaJaman Jarna dalam 

berorganisasi membekali mereka dengan pengetahuan dan integrasi hubungan 

antara isu pomografi dengan berbagai isu lain yang berhubungan dengan 

keberagaman persoalan yang terdapat dalam ma~zyarakat kita yang plural balk 

etnik, budaya, agama, Lebib jauh lagi semua subjek juga secara kognltif 

memahami substansi draf RUU karenanya mampu mempredik:si pasal-pasal yang 

perlu dipertahankan dan mana yang perlu dihilangkan untuk mengurangi implikasi 

terhadap perempuan dan anak. Pada umumnya semua subjek juga se<:ara kognitif 

memahami posisi rnereka. sebagai anggota DPR Rl dan peran-peran yang perlu 

diambH, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan karenanya mampu 

memperkirakan antisipasi yang diperlukan guna meminimalisasi rlsiko. Juga. latar 

belakang keluarga temyata sangat berpengaruh terhadap penyerapan pengetahuan 

secara makro tentang isu pomografL Sebagai angguta DPR Rl tingk»t nasional, 

subjek memer[ukan kernampuan berpikir makro dan tidak banya rnembawa 

kepentingan primordialnya saja. Memang, aspek kognitif ini merupakan 

percampuran antara pengetahuan dengan nllai-nilai dasar yang dia punyai tentang 

nilai politis, nilai organisasi, nilai personal; nilai kebljakan dan nilai ideologis, 

Dalam persoalan perlindungan perempuan dan anak, walaupun ini 

menyangkut diri mereka sebagai percmpuan yang mempunyai anak. nampaknya 

semua subjek mampu berpikir di luar batas persona1. Sernua subjek juga 

memahami proses-proses dan dinamika yang perlu ditempuh dalam persidangan 

untuk memperjuangkan undang-undang. Kecual[ i!u, hampir semua suhjek juga 

secara kognitif mempunyai ketnampuan tinggi untuk mengenali siapa 'kawan' dan 

'lawan' dalam keseluruban proses sidang. Karena itu dalam pendapat yang 
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bervariasi hampir semua subjek mengetahui perlunya semangat dan upaya yang 

sungguh~sungguh dalam mengupayakan berhasilnya undang~undang. 

Selanjutnya, untuk aspek afeklif, hampir semua subjek menyadari bahwa 

menjadi anggota DPR Rl sering kali berhadapan dengan tabrakan k.epentingan 

antara kebijakan partai, piHhan pribadi dan mereflek.sikan semuanya ini dalam 

Jangkah-Iangkah yang perlu diambil Ualam persJdangan. Jsu pomografi disadari 

oleh semua subjek mernang mengundang kontroversi bagi eJemen...elemen 

rnasyarakat, dan mereka juga menyadari teknik mempertahankan argumen, 

menolak dan mendorong usulan. mcngusulkan jalan keluar untuk meminimaiisir 

persoalan dan mengakomodasikan kepentingan. Juga. harnpir semua subjek 

menyadari bagaimana membuat pdoritas. membangun kompromi. rnenawar 

strategi agar terjadi harmoni antara kepentingan partai, pilihan personal dan 

kemudian memunculkan reflek.si diri mereka. Pada tahap ini kedewasaan mereka 

dalam mengolah nilai politis, nilai organisasi, nilai personal, nilai kebijakan dan 

nilai ideologis sangat mcnentukan langkah yang diambil. 

Dalam aspek psikomotorik, hampir semua subjek mempunyai kematangan 

dalam rnembuat keputusan yang tcpat, tidak memperparah kontroversi, dan 

mengakomodasikan kepentingan. lni memerlukan kedewasaan berpikir, 

pengalaman berorganisasi yang panjang dan kadangkala mengalahkan 

kepentingan persona). Kadangkala su!Jjek harus membuat keputusan genting yang 

membabayakan jiwa ketika prote:s dan dernonstrasi terjadi untuk melawan 

keputusan undang~undang. Selain ilu, tekanan di antara fraksi dan persidangan 

undang-undang lain juga memberikan tekanan psikologis dan poUtis yang tidak: 

mudah. YY yang sebagai ibu tetapi juga sebagai pimpinan Komisi, misalnya 

mempunyai pengetahuan, pengalam~:d dan kematangan yang mampu membawa 

seluruh anggota komisinya ke ~rah bcrhasilnya RUU menjadi UU. ini 

memerfukan langkah untuk mengor.:promikan kepentingan partai dan menekan 

kepentingan pribadi. Dan sebagai kctua Komisi, seeing kali harus membuat 

keputusan seketika yang memcr!,,kan akumulasi kognittf, afektif dan 

psikomotoriknya. 

Memang, sebagai anggota Dl'.t R1 yang sefiap hari berhubungan dcngan 

pembuatan kebijakan di satu sisi d "' ada bcrbagai kepentingan di sisi lainnya, 

subjek memerlukan strategi agar un(Lng-undang Pomografi yang secara personal 
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ingin didukungnya. Strategi yang diambil sering kali harus mengorbankan diri 

dengan misalnya membuat lobl, rnempcngaruhi konstituen, membujuk publik:, dan 

sebagainya agar memahami substansi dan konsistensi integral pasal·pasal dalam 

undang~undang. Nanmn, dalam keseluruban proses panjang undang-undang ini, 

juga diakuj oleh beberapa subjek memberikan pembelajaran baik politls rnaupun 

personaL Secara politis ES misalny:1 paham bahwa Isu kontroversi yang mesti 

melampaui proses panjang mampu m-=mberikan pendidikan po:Htis kepada publik, 

yang pada akhimya subjek ini mengmnbil kesimpulan akan pentingnya sebuah 

proses bukan hasil akhir diundangk;:mnya UU Pornografi. Subjek lain juga 

mengalami proses pembelajaran dalam variasi yang berbeda, bagaimanapun nilai 

politis, ni1ai organisasi, nilai pers(l:1al, nilai kebijakan dan nitai ideologis 

mempengaruhi keseluruhan pembela)tran dalam proses panjang penggodogan 

urulang-urulang Pomografi ini. 
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RESPON PADA TAHAP AKmR 
PEMBAHASAN liU PORNOGRAFI 

Kelompok perempuan yang ada di masyarakat itu. ada yang menolak ada yang 
n.ggak kan? Kit a menerima terus gitu, mereka yang datcmg Ice fraksi Golkar, 

kita terima dengan baik, kemudian. yang menolakjuga kita terima 
dengan baik Walaupun merekxl itu ada yang sampai emosi, nolle 
ke atas kursi segala macem, ngancem-ngancem, ya tenang soja, 
Nggak ada soal. Yang pentingjangan sampai mereka meluka; 

tubuh kit a, jisik kUa gitu lo. Kalau hanya kata~kata itu 
cemoohan itu biasa 

(CN. Partai Golkar, wawancara 2 September 2009) 

Dari pembabasan bab III, IV, dan V, tampak bahwa profil subjek yang 

ditampilkan melalui latar belakang politik ke!uarga, pengalaman organisasi, 

pendidikan, pengalaman politik., motivas~ dukungan dan bebetapa aspek lainnya 

ditambah aspek kognitif, afek:tif, dan psikomotorik yang membentuk respons 

perempuan da!am proses panjang dan dfnamika penyusunan UU Pornografi 

Dalam bab ini akan dianalisis secara spcsifik keterlibatan langsung subjek dalam 

penyust~nan UU Pornografi. Ferguson mengingatkan bahwa bagaimanapun 

feminis periu membuat pembatasan hukum, membuat penJlaian moral manapun 

yang menstlgmasi minoritas seksual dan karena itu perlu membuat batasan 

kebebasan bagi sernua (Tong 94) 

Penyusunan undang-undang lni memakan waktu sangat lama, menuai 

kontroversi yang melelahkan, dan menguras pemikiran dan energi dalam 

perdebatan yang panjang, Dimulai dart pengajuan usullnisiatif oleh Kornisi VIII 

pada tanggal 23 Juni 2005 sampai pengesahannya di rapat paripuma tanggal 30 

Oktober 2008, pcnyusunan RUU ini menarik perhatian banyak pihak. Oleh karena 

itu, respons perempuan anggota DPR yang masuk daiam Pansus Pomograti juga 

tidak berdiri tunggal namun dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupl 

seperti, kebijakan partai, keinginan konstituen1 masukan gerakan perempuan, 

pilihan atau siknp perernpuan secara personal sebagai anggota DPR, dan berbagai 

kes1bukan mercka pada saat yang bersamaan dengan pembahasan RUU. Justru 
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pada masa penuh tekanan seperti ini, menarik untuk dilihat apakah subjek sejalan 

dengan pemyataan Ferguson untuk "merebut kernbali kendali atas seksualitas 

perempuan dengan menuntut bak untuk mempraktikkan apapun yang memberikan 

kita kenikmatan dan kepuasan {Tong 94). 

Bah ini akan dianalisis respons perempuan secara langsung dalam bentuk 

kehadiran~ keterlibatan, masukan, dan pada saat pengesahan. Aspek kehadira.n 

penting untuk dianalisis, menurut ES subjek dari PDIP rnengatakan bahwa 

bagaimanapun kehadiran diperlukan dalam proses penyusunan ini. Jika aspek 

kognitif, afektif dan psikomolorik menganalisis secara umum, Bab ini 

menganalisis kesungguhan masing~masing subjek dalam keterlibatan langsung 

dalam proses penyusunan undang~undang ini. Kemudian perlu juga dianalisis 

keterlibatan langsung, misalnya sebagai Ketua Pansus, anggota, atau apapun 

keterlibatan yang ditunjukkan selama proses penyusunan ini. Juga, tesis ini ingin 

melihat kualitas masukan yang diberikan pada masa penyusunan. Kualitas 

rnasukan ini merupakan perpaduan antara niiai-niiai yang dipercayai, 

pengetahuan, kesadaran dan keputusan seketika yang secara terintegrasi diberikan 

oleh subjek dalam proses panjang peuyusunan undang-undang. 

Karena bab ini memotret langsung proses penyusunan1 akan terlihat 

bagaimana sikap dan reaksi seketika subjek sebagai perempuan dalam arena 

politik yang maslrulin dan institusi yang seksis (Lovenduski) seperti DPR RI. 

Walaupun pomografi bisa tetjadi pada perernpuan dan laki-laki, kenyataannya 

dalam seluruh proses panjang penyusunan undang-undang ini pomografer adalah 

laki-lald dan korban pomografi adalah perempuan (Dworkin~ MacKinnon1 Daly). 

Memang ketika sampai pembagian area semacam ini, isu pornogrofi menjadf area 

esensiaHs. Bagi Ferguson (fong:94) upaya-upaya keterHbatan ini memang harus 

ditempuh dalam rangka membuat resisten terhadap praktik-praktik seksual yang 

mendukung atau menorrnalkan kekerasan lald~!aki terhadap perempuan. Karena 

itu Bab ini akan mendiskusikan sejauft mana resistensi subjek dalam penyusunan 

undang-undang ini dalam proses pembahasan misalnya rapat kerj~ rapat pansusj 

panitia keija (panja), konsinyering, dan rapat lainnya, kernudian keterHbatannya 
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dalam rapat~rapat tersebut dalam konteks substantif dan bukan hanya sekedar 

keteriibatan tis~ bagaimana perempuan menyampaikan serta memformulasikan 

pendapat dan masukannya. serta sikap dan tindakannya dalam proses pengesahan. 

Hal ini perlu dibahas menglngat banyak yang masih percaya bahwa kehadiran 

perempuan da.lam rapat-rapat !ebih penting dari pada menghadiri rapat pari puma 

pengesahan. Ketidakhadiran lni mungkin karena anggapan rapat paripuma sekedar 

upacara seremonial yang tidak substantif, atau juga karena alasan politis sikap 

menofak politlk partainya. 

6.l. Proses Penyusunan Undang-undang 

Proses Penyusunun 
UUP 

Kehadiran 
Keterlibatan 
Masllkan 
Pengesalum 

6.1. Respons Langsung Perempuan Anggota DPR Rl 

Seperti telah disinggung sebelumnya, respons langsung perempuan 

anggota DPR Rl akan diana lis is dalam kehadiran, keterlibatan, rnasukan, dan pada 

saat hasil akhir pengesahan undang-undang. Dalam melihat kehadiran, saya 

mendapatkan data dari daftar hadir selama sidang-sidang penyusunan undang­

undang ini berlangsung. Keterlibatan juga dianallsis baik dari dokumen 

persidangan rnaupun \Vawancara langsung dengan subjck. Sedangkan untuk 

menganalisa kua\itas masukan, kecuaJi didapat dari wawancara langsungjuga dari 

DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang didapat dari sekretariat DPR RI. Secara 

keseluruhan, respons langsung ini dapat dllihat sebagai berikut: 

6. L L Kehadiran 

Dalam melihat kehaditan subjek, perJu memahami proses makro dan 

identifikasi sidang-sidang yang diselenggarakan selarna proses panjang 

penyusunan undang-undang PornografL Seperti dijelaskan sebeJumnya undang-
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undang ini sebenamya telah diajukan oleh Pemerintah (Kantor Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan) pada masa pemerintahan presiden Megawati tahun 

2002, tetapi ditolak karena tidak mendapatkan cukup pendukung (BF, CN, YY). 

Kemudian diajukan Jagi sebagai usul inisiatif dari DPR RI, dengan melalui proses 

usulan kepada Pimpinan DPR pada 23 Juni 2005 oieh 45 anggota, walaupun 

syarat pengajuan hanya perlu dari 17 anggota (vro.wancara ES, 6 November 2009). 

Dilanjutkan Pembahasan Rtru Pornografi dimulai pada masa persidangan I tahun 

sidang 2006-2007 sampai deng:m masa persidangan I tahun sidang 2008-2009. 

Dari daftar rencana jadwal acara pembahasan RUU tentang PornOgrafi yang ada 

di Pusat Arsip dan Dokumentosi DPR Rl, terdapat 7 kuli Rapim, 23 rapat Pansus, 

17 rapat Panja, 20 rapat Timus, 2 rnpat Tunsin, 5 kali Raker, I kali Rapat Dengar 

Pendapat Umum {RDPU), 2 kaii rapat Barnus, 1 kali konsinyering, dan 1 kali 

rapat Patipuma (Data dari Sekretariat DPR). Meskipun tidak ada daftar absensi 

untuk melihat tingkat kehadiran perempuan, narnun menurut pengakuan subjek 

rata-rata kehadira:n mereka sebagai anggota Pansus Pomografi cukup baik. 

Sebagaimana terlihat dalam tabel kehadiran subjek berikut ini: 

6. I. Daftar Hadir Persidangan IVTallun Sidang 2007-2008 
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I Jumlah I i11V 12 j t"N 6 i I 12-J ll i I ~4<J 9 120"../ 3i 

Sumber: PusalArsip dan Dokurnentesl DPR Rl, diolah kembali o!eh penulis. 

Subjek tidak pernah secara sengaja meninggaJkan rapat-rapat pembahasan 

kecuali ada hal-hal yang rnendesak dan prioritas harus diketjakan. Setelah 

dikonfirmasi dengan sesama suhjek, semua mengakui bahwa kehadiran 

perempuan cukup baik, Meskipun brena kebijakan partai membuat ~S sempat 

keluar dati Pansus. namun desakan kelompok perempuan menyebabkan ES masuk 

kembali. Berikut petikan wawancara ES yang menduk:ung pemyataan mereka, 

Nah~ kalau bentrokan, kemarin aku gak merasa banyak bentrok nya. Mbak, 
Aku bisa lihat sequence-nya. Di sana waktunya yang panjang, aku milih 
yang panjang, kalau di level yang satunya masih pansus .. Kalau kemudian 
masuk timsin aku tinggal1 karena teknis saja. Aku milih di panja A ... jadi 
aku lihat mana yang penling gitu. Tapi.. kayaknya nggak ah, absenku 
bagus dan aku rnjin, mbak. Gak terus bolosan gitu, Mbak. Gak bentrok~ 
bentrok begitu lho (Wawancara ES, I 0 November 2009) 

Pada umumnya subjek berusaha untuk menghadiri setiap rapat 

pembahasan mesldpun agenda mereka sangat padat. Nampak bahwa mereka 

berusaha membuat skala prioritas diantarai jadwal pembahasan. Alasan yang 

mereka pertimbangkan adalah substansi rapat Walaupun mereka harus absen, 

pada umumnya mereka berusaha untuk menitipkan agenda kepada ternan yang 

berasal dari fraksi yang sama. Sebagai contoh. LI. asaJ PAN} pada saat yang 

bcrsamaan sedang menjadi Ketua Pansus Penyusunan RUU Po:rnografi 

Pcnghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)~ karena itu berusaha 

membagi peran dengan ternan 5e.<;ama :fraksi seba.gaimana yang ia sampaikan saat 

wawancata; 

Darj PAN kan juga ada bu Nini, ketika saya nggak hadir di RUU 
Pomografi kareoa harus ke PTPPO, saya nitip ke bu NinL Kadang juga 
sms-an menanyakan apa yang sedang dibahas dan memastikan apa yang 
menjadi agenda kita tersampaikan (Wawancara Ll, 2 September 2009).) 

CN 1 sebagai pimpinan Pansus juga menyetujui pengakuan ES tentang 

pentingnya kehadiran perempuan dalam rapat-rapat penyusunan, dengan 

mengatakan: 
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Tidak ada, karena malah_ perempuan-perempuan ini yang bertahan. Tidak 
ada perempuan yang aduh ngantuk jangan malam dong. itu ticlak ada. Ya 
kayak malam itu saya sampai jam 01, itu ada ternan saya narnanya fuu 
Farida umumya sudah 70 tahun ya sampai jam satu juga. Saya sudah 
bilang, Bu sudah pulang saja anu sudah malarn, masih berapa lagi yang 
bertanya? 10 kata saya itu seperti itu. Nah ini sudahjam 24, iya makanya 
ibu pu!ang saja. nggak mau pulang. Ya sampai jam 01, saya ke rumah 
hampir jam dua waktu itu (wawancara CN, 2 September 2009) 

Ada yang menarik dari pcrnyataan Ll. la sampaikan dalam wawancara: 

Ya jelas perempuan itu, kenapa toh ada perempuan di DPR, saya selalu 
bHang ada keterwakilan eksistensi dan ada keterwakllan ide, secara fisik 
perempuan hams hadir itu, seperti gambarannya menyusui perempuan itu 
tidak bisa digantikan. Hal-hal yang berkaitan dengan perempuan i!u 
memang harus diputuskan oleh perempuan dan tidak bisa kita wakitkan. 

Pernyataan s:ubjek di atas mengingatkan kita akan pendapat Lovenduski 

dalam PoJitik Berparas Perempuan tentang penvakilan substantif yang dimaknai 

sebagai perwakiian kepentingan. Dalam berbagai situasi politiks perwak:Han 

kepentingan menjadi lebih penting daripada sekedar perwakilan kelompok. 

Menurut pandangan feminis kontemporer, kehadiran perempuan di parlemen 

penting untuk mengubah budaya dan prioritas-prioritasnya dan terutama untuk 

meningkatkan cakupannya (Lovenduski: 42). Kesadaran bahwa kehadiran 

perempuan dibutuhkan tidak hanya secara fisik tetapijuga secara ide atau gagasan 

dipahami dengan baik oleh Ll. Ada yang tidak tergantikan manakala perempuan 

absen dari sebuah forum atau ruangan. Ada pengalaman dan penghayatan 

perempuan yang tidak dialami dan dirasakan oleh laki-laki. Alasan itulah yang 

menguatkan pendapat LI tentang pentingnya kehadiran perempuan. 

Saya melihat bahwa bel urn semua subjek mempunyai pendapat yang sama 

dengan LL Bahk:an mungkin masih ada yang berpikir bahwa keterwa.kilan atau 

kehadiran perempuan lidak tcr1alu penting jika dapat menitipkan pesan kepada 

laki-Iaki, yang artinya dia menganggap kehadiran secara fisik dan ide atau 

gagasan menjadi sarna pcntingnya. Ini pendapat yang tidak begitu benar, karena 

anggota DPR R1 yang hadir dan menerima pesan beJum tentu menguasai 

persoalan sehingga memerlukan kerjasama atau berkolaborasi dengan anggota 

lainnya atau sebaliknya anggota yang cerdas dan menguasai persoaian belum 
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tentu mampu memaksakan ide atau gagasannya yang brilian tanpa keterlibatannya 

dalam sebuah proses. 

Hal menarik lain dari kehadiran subjek adalah presensi mereka. Menurut 

data yang rerdapat di Pusat Arsip dan Dokumentasi DPR RJ, kebadiran subjek 

selarna masa persidangan IV tahun sidang 2007-2008 di.lri 23 kali rapat baik 

Raker, Panja, Timus, Timsin, dan Raker Paripuma nampak YY/PKS hadir paling 

rajin dibanding empat subjek lainnya. Ia menghadiri 20 kali dengan 3 kali izin, 

BF/PKB hadir 17 kali dengan 6 kali izin, LIIPAN hadirsebanyak 14 kali dengan 9 

kali izin, ES!PDIP hadir 12 kali dengan 9 kali izin, dan CN/Golkar hadir II kali 

dengan 12 kati izin. Reaiita ini nampaknya menarik untuk dicennati. LI yang 

kehadirannya lebih banyak dihandingkan dengan ES padahal Ll pada saat yang 

bersamaan menjabat Ketua l'ansus PTPPO. 

Yang juga panting untuk diamati adalah kehadiran YY yang paling ban yak 

hadir dibandingkan em pat subjek lainnya. Saya melihat ada beberapa alasan yang 

melatarbelakangi kehadirannya. Pertama, YY memiliki rasa tanggungjawab yang 

besar sebagai pimpinan Pansus, karena perlu memimpin sidang, yang pedu 

menyelaraskan pendapat kontroverSial. Kedua,. YY memandang perlu untuk selalu 

hadir dalam mengawal substansi RUU. seperti dalam pemyataannya: 

Oh iya sangat serlng, mak:anya saya bilang, itu untuk komisi delapan saat 
ini. Periode lama juga seperti itu, ibu-ibu itu sangat diperhitungkan. 
Karena kadang-kadang ibu-ibu itu menguasai substansi, banyak belaja.r 
kalau ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak itu yang glohal-global, sekilas, 
masa1ah yang de til tidak tahu... nah nanti kita memmgnya f111lSalah­
masalah yang detil ... (wawancara YY, 30 Oktobar 2009). 

Kebadiran memang bukan satu-satunya aspek yang berkontribusi pada 

proses penyusunan UU Pornografi namun kehadiran menunjukkan banyak hal, 

antara lain kesiapan perempuan anggota DPR untuk bekerja dan melaksanakan 

tupoksinya, kehadiran menyiratkan kemampuan perempuan dalam menguasai 

topik atau tema pembahasan, dan kehadiran menunjukkan kesiapan subjek 

memperjuangkan ide atau gagasannya terutama ide yang terkait dengan 

kepentingan perempuan, 
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6.1.2. Keterlibatan 

Penyusunan UU Pomografi bukan hanya menuntut kehadira.n subjek 

narnun diperlukan keterHbatan dalam prosesnya. Keterlibatan yang dimaksud 

antara lain keberanian menyampaikan gagasan, menyanggah pendapat orang lain, 

mencari cara atau jalan untuk meyakinkan orang dengan istilah setengah kamar, 

lobi, atau komunikasi politik, dan menguasai isu pembahasan. Sepintas nampak 

mudah, namun di reogah gelornbang kantroversi RUU Pomografi, tentu 

perempuan harus menunjukkan daya juangnya dalam proses·proses yang 

berlangsung. 

Dalam penyusunan UU, pemikiran, idt; atau gagasan seseorang akan 

terekarn dalam risalah rapat·rapat pembahasan tennasuk pernbahasan DIM (Daftar 

Inventarisasi Masalah). Hampir semua subjek mengakui bahwa perempuan yang 

terlibat daiam pansus Pomografi memiliki keberanian untuk menyampaikan 

pendapat. Apalagi, mekanisme yang dilakukan dalam rapat-rapat pembahasan, 

biasanya pimpinan ak:an mempergilirkan setiap anggota untuk berbicara. Jadi, 

hampir dapat dipastikan semua anggota pansus, tidak terkecuali perempuan, 

pemah berbicara atau menyampaikan pendapatnya di dalam rapat. Hanya 

masaiahnya substansi pembicaraan itulah yang akan menjadi pain penting dalam 

pembahasan sub~bab ini. 

Dari data yang dikumpulklln, nampak kelima subjek penelilian tidak 

sembarang bicara. Mereka berupaya menyampaikan ide, gagasa14 keinginan 

konstituen, masukan media, dan kebijakan partai daiam pembahasan berdasarkan 

wawasan, pengetahuan, dan persiapan yang rnereka lakukan. Sebagai contoh, CN 

dan YY menyebutkan tentangjenis perSiapan yang ia lakukan dalam pembahasan 

RUU Pomografi. 

Ya termasuk pomografi ini. Jadi, setiap kita akan membuat RUU itu 
biasanya fraksi saya mengundang para pakar. Bukan hanya sekali tapi bisa 
sampai per minggu, satu minggu satu kali kita diberi pencerahan, Kayak 
kemarin waktu UU pemilu, seminggu sekali kita diskusi sama pakar itu. 
Ja.di jauh dari sebelum kita mernbuat draft itu, kita sudah diskusi dcngan 
para pakar. Misalnya minggu ini mengundang siapa, minggu depan 
mengundang siapa, siapa gitu. Kalau di fraksi Golkar seperti itu, kalau di 
fraksi lain saya tidak tahu (wawancara CN, 1 November 2009) .. 
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Ya: ... tidak hanya baca saya juga ikut nonton film-filmnya, baca Jakarta 
Under Cover, Jakarta Under Ground, saya baca semua buku-buku yang 
Muamar MK itu yang buku satu dan buku dua, untuk mengikuti 
bagahnana masyarakat Jakarta ya saya baca semua, saya juga nonton. 
Kenapa punya niat itu? Karena wah betapa rusaknya kalau ini dibaca oleh 
orang yang tidak punya selek:tivitas gitu ya, iya tidak bisa ntemilih ya .•. 

Oh iya ... saya kan sering diundang atau saya inisiatif untuk sosialisa.si. 
Ketika misalnya ktta kunjungan kerja, mereka tidak meminta, ya kita yang 
sosialisasi dan mlnta rnasukan dari mereka. Pokoknya kita mengundang, 
saya belajar dati para psikolog ya waktu itu, bukan kepada suami saya tapi 
para psikolog gitu ya., .ahli syaraf ... kita beiajar dari rnereka ... (wawancara 
YY, 30 Okrober 2009). 

Hal ini menunjukkan bahwa perernpuan mempunyal kesungguhan dalam 

mencari infonnasi tentang substansi pomografi dari beberapa sumber, rnencari 

masukan dari pubiik, dan kalau perlu mencarl pengaiaman langsung, kesemuanya 

ini demi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota dewan yang 

sedang terJibat dalam proses peny'Usunan. Persiapan semacam ini juga diJakukan 

oleh ES dengan cara mempelajari UU negara lain, berikut pendapatnya: 

Pomografi aku studi beherapa undang·undang ya. Undang-undang yang di 
Amerika aku pelajarJ, aku minta khusus ke USAID, kaya apa punyamu 
temyata mcmang c/ear1 judulnya saja Children Protection Over Anti 
Pornografi untuk proteksi anak-anak, jadi nggak pornografi gelondongan 
nggak mba {wawancara ES, 6 November 2009). 

Agar mampu memberikan masukan substansial, ES mencari sumber 

pembanding dari negara lain. Safah satu tupoksi (tugas pokok fungsi) anggota 

DPR adalah menyusun kebijakan. ·karena itu penguasaan substansi menjadi 

penting. BF juga mempunyai pendapat sama dengan cara membangun penguasaan 

substansi yang berasal dari berbagai aspek. jejaring. komunikasi politik dan 

publik, dan dukungan. Berikut ini pendapat BF: 

Relalif juga kadang lergantung juga muaumnya, siapa yang 
mengusahakan seberapa dukungan terhadap suara itu, ini perempuan juga 
kaio bersuara jangan tedau PD sendirian Iebih baik membangun 
partisipasi jangan terlalu PD lebih baik melihat situasi membangun dulu 
hubungan gitu kan, karena kalau sudah membangun hubungan kan mudah 
karena politik itu kan intinya punya dukungan pikiran-pikiran kita yang 
kita inginkan, dan seringkali kalau sudah ada dukungan seperti itu kita 
tidak hanya dibutuhkan kita ketemu pada ruangan formal ya, tapi dl luar 
itu kita sharing1 ngobrot personal supaya kita saling memahami gagasan, 
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itu pengalaman saya juga k.alu mau membangun komunikasi~komunikasi 
positif di luar agenda rapat, itu juga memudahkan kita ketika kita 
mempunyai gagasan tertentu akan lebih mudah di fahami karena orang 
mamahami, iya ya konstruksi pemikiran kita secara umum. Jadi 
komunikasi di luar gedung parlemen. maksudnya di luar ruang resmi lah 
(wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

BF memandang membangun jejaring penting artinya, karena keterlibatan 

perempuan dalam penyusunan UU Pomografi tidak dapat dilakukan sendirian. BF 

juga berpendapat persatuan perempuan per!u diga!ang da!am mempetjuangkan 

kepentingan perempuan yang diimpJementasikan dalam pasal~pasa1 UU 

Pomografi. Hal ini juga diakui oleh CN peda saat pembahasan UU Parpol dan 

Pemilu, pada saat ito perempuan bersatu mempe!juangkan kuota keterwakilan dan 

beberapa aspek lainnya. Sayangnya justru da!am pembahasan RUU Pomografi 

pendapat perempuan terbelah. Hal inijuga memengaruhi keterpaduan perempuan 

dalam memberikan masukan: 

Iya. jadi kayak kemarin itu UU Pemilu itu dan UU Parpol itu. 
Perempuannya bersatu suaranya sama. ya akhimya kaJah juga laki-lakinya~ 
untuk kepentingan ini. Kemudian untuk masalah budgeting juga, kalau 
kitanya ya itu tad!. intinya adalah yang memperjuangkan perempuan ya 
perempuan, Jarang laki~laki yang memabamL.(wawancara CNl 1 
November 2009). 

Keterlibatan perempuan sebagaimana dijelaskan di atas memang sangal 

diperlukan mengingat perempuan marnpu berpikir rinci dalam roencermati 

persoalan dan memil:iki ketahanan yang lebih ketika mengemukakan argumen. 

Dalam konteks RUU Pomografi, yang mampu menyoroti hal~hal yang 

kontroversial juga anggota parlernen perempuan. Bebetapa subjek bahkan 

mengomentari dengan kritis sepcrti berikut ini: 

Pomografi, jelas. Aku berhadapan Ol1ll1g yang ngeyel. argumennya tidak 
jelas tapi minia menang. usaya ini dokter ginekologl~ ahli tentang seks." 
ltu pak dokter siapa itu? Aduh tuh sapa itu ya .. .lupa aku ... rnukanya 
inget ... Pakpahan. Jadi cara membungkarn saya, ketika ngga kuat 
berargumen masalah hukum, dia menggunakan itu. Membungkam. Aduh, 
aku mau tak turuti tapi gak jelas, tapi gak dituruti ini penyesatan, kayak 
gitu lho, Mbak. Jadi aku melihat on<ng pengin menang, at all cost. 
Meskipun secara hukum [emah. Aku melihatnya seperti ihl. "Lha ini kan1 

kultur kita, Bu. Nilai-nilai budaya." Bu1 kita ngomong tentang positive 
law, yang jelas ukurannya sehingga penegakannya itu gak aduk. Kan ada 
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di dalam Tap MPR, sesuatu yang moralitas dipaksakan ke dalam hukum 
positif.u Debat terus dong, ukuran ba1k-buruk. Itu kan ndak hisa toh, 
Mbak, dalam hukum positif, pantes-gak pontes. Dan aku ngomong, "Bu. 
perempuan itu justru korhan1 jangan dihuk:um!* Terus aku mikir~ 
mik.ir .. wadub.. ini problem daiam bermasalah, masih patria~ bahwa 
kemak:siatan sumbemya perempuan. Bahwa PSK banyak perempuan. 
Repot toh kalau begitu (Wawancara ES, I 0 November 2009). 

Dari pernyataan di atas nampak bahwa ES betul~betul terlibat dan 

mefibatkan perasaannya dalam proses pembahasan. Dengan demikian dinamika 

pembahasan RUU Pomografi mernang diperkaya oleh variasi perspektit alasan, 

dan argumennya dad para anggota Dewan. Setain keterHbatan dalam bentuk 

persiapan dan penguasaan suhstansiJ perempwm juga mesti berhadapan dan 

berargumen langsung dalam menghadapi pendapat kontroversiaL Mereka harus 

berkeliling daerah untuk melakukan uji publik. menyosialisasikan draf RUU di 

depan gubemur kepala daerah, unsur muspi~ dan kelompokMkelompok 

masyarakat. 1idak semua daerah yang mereka kunjungi menetbna RUU tersebut. 

Mungkin akan lebih mudah bagi anggota Dewan berkunjung ke daerah yang 

sikapnya menerima tetapi menjadi tantangan tersendiri terjun ke daerah yang 

memang sejak awal sudah menolak Dipcrlukan kesabaran yang tinggi dalam 

menghadapi penolakan, meskipun RUU Pornografi ini mengalami perubahan tiga 

!<ali demi mengakomodasikan persoalan yang diperdebatkan, tetap saja pada 

daerah tertentu kedatangan anggota Pansus ditolak atau dJsambut dengan 

demonstrasi atau bahkan ancaman. Lihat pengalaman CN, BF dan YY berik:ut ini: 

Saya rnimpin ke Bali, di mana saya dikata·katain sedemiklan rupa, ya 
sudah lah nggak apa-apa. Yang menyenangkanjika pada saat uji pubJik itu 
masyarakat menerima dan rnengharapkan segera. Itu kita aJarni, pada saat 
kita ke SulseL JadiJ undang~undang pomografi kita uji publik, ya sudah 
pastikan, di sana itu muJai dari waktu itu yang rnenerima kita sekdanya 
kemodian kepaia-kepala dinasnya, kemudian masyarakatoya, juga tokoh­
tokoh masyarakat semua menerima, Senang banget kitanya. (wawancara 
CN, 2 September 2009). 

Saya datangnya di Sulawesi Utara, kebetulan ke Baii saya nggak datang, 
waktu itu ke Sulawesi Selatan. equal lah antara yang pro dan kontra. Tapi 
semua tempat gitu pro kontra tapi seru kalau yang kontranya hebat. 
ftukan kita sampai uji publik dua kali UU yang lain Jtu tidak ada, cukup 
sekali saja. Udah mau selesai turunkan lagi supaya UU-nya jadi tidak 
terlatu, setidaknya sudab mendenganr aspirasi. Waktu itu kan kelompok­
kelompok dari Gubernur yang di Bali dan bagian thnur. Kita datang ya 
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begitu kita dalang, kila pulang langsung (wawancara ES, 6 November 
2009). 

Yang hadir benyak, yang setuju banyak, yang flat juga benyak. Yang sms 
bisa sampai 800 sms ke saya. Baik sms dukungan ataupun sms cercaan. Ya 
wafaupun jumlah yang meneerca itu lebih sedikit, tapi semuanya 
menyakitkan kaJau diambil ke hati. Kan misai caciannya itu. '~jing 
lo, .. dasar lo bukan perempuan .. ~ jadi nah ini yang membuat saya lucu gitu 
ya. aspirasi dari masyarakat penolak UU ini luar biasa. UU kekerasan 
dalam rumah tangga ya. UU praktik kedokteran dikarenakan saya tidak 
punya ilmunya tapi saya terjun ke situ jadi tertantang banyak bertanya 
kepada ternan-ternan rnenjadi banyak tahu istilah kedokteran. UU 
fomografl yang paling monumentaL ... (wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

KeterHbatan perempuan di parlemen bukan persoalan yang mudah 

mengingat dunia politik dan parlemen adalah ruang yang sudah berdiri puluhan 

tahun lamanya dan didominasi oleh mayoritas 1aki-laki, seperti pengalaman 

Lovenduski di Inggris. Mulai dari tat.a aturan, mekanisme, budaya, prioritas, dan 

pilihan-pilihan bahasa juga mencerminkan nilai-nilai maskulin yang dipengaruhi 

nilai patriarld. Ini sejalan dengan pernyataan Leo Agustino yang menyatakan 

bahwa kaum laki-laki sudah sejak lama mernasuki dunia politik dan bahkan 

mendominasinya. Mereka merancang tata aturan, sistem, mekanisme, dan standar 

evaluasi di ruang politik sesuai dengan kemauan mereka,. karena itu perempuan 

merasa tidak nyaman dengan budaya politik maskulin (232). 

Di antara harapan dan realita. kelebihan dan kekurangan yang dijumpaj 

pada anggota DPR Rl, saya melihat bahwa perempuan memiliki ketangguhan 

menghadapi tantangan yang tidak: sederhana. Sebagai contoh~ YY yang 

mendapatkan 800 pesan singk:at di handplwne yang berisi ancaman bahkan kata~ 

kata kotor. CN pun mengakui sudah terbiasa menghadapi orang atau lceiompok 

masyarakat yang melampiaskan kemarahannya. 

Ada orang datang kesini marah-marah juga sudah biasa. Kita 
menanggapinya biasa saja. Kalau ada orang datang namanya tamu. 
Kemarin ada yang datang 70 orang datang ke fraksi saya, waktu UU 
pomografl. sudah marah-marah semua. Kita tenang saja. Jaminan Produk 
Haial (IPH) kemarin juga begitu. rarnai satu komisi penuh.. Kebetulan 
ternan saya yang pimpin, pak Hakam, dikeroyok seperti itu, tidak apa-apa. 
Biasa saja (wawancara CN, 2 September 2009). 
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Persoalan di atas masih ditambah Jagi dengan risiko dianggap melakukan 

kesalahan atas keterlibatan mereka dalam pembahasan RUU Pornografi, salah 

satu subjek mengakui hal itu. 

Jadi saya pikir untuk masalah soal cara, strategi ya sudah lah kalau nanti 
saya dimarhin ya dimarahin. Bahkan saya barn saja lapor karena PKB 
kan ada Kiai A, Dewan Syura, baru paginya saya lapor pada Kiai. Pak 
Kiai, begini-begini, dan saya sudah tandatangan. Ya sudah gitu saja, 
nanti kalau ada sesuatu yang masih harus diperbaiki bisa diperbaiki di 
kemudian hari, enteng gitu, jadi dan saya kira itu jawaban normatif tapi 
sangat bijaksana, semua UU juga begitu kan, masih bisa diperbaiki. Jadi 
yang dipersepsikan orang Pak Kiai seperti ini padahal faktanya juga ga, 
proses-proses internal juga sering kali tidak sama dengan logika publik di 
luar yang fokusnya ke wacana, jadi ya itu penandatanganan, Pak 
Rusmin bilang jangan tanda tangan dulu, saya belum sempat ke pak 
Kiai, tapi karena harus cepat, maka saya tandatangani dulu, ya udah. 

Ancaman pun sempat diterima oleh ES dari kelompok pendukung RUU 

Pomografi. Ia mengaku ancarnan tersebut tidak lantas membuatnya takut. Berikut 

petikan wawancaranya: 

Udah siap. Sebetulnya gak siaplah. Aku, dari situasi yang aku hadapi, ya 
kebetulan syarafku gedelah urusan biasa berantemlah, jadi tahan aja. 
Sampai FPI mengancarn rnau menelanjangi, santai aja. MUl ngancam, 
santai aja. Gimana orang ini ngomongnya pasal ini ndak sesuai ini, dengan 
prinsip HAM dan sebagainya. Mostly they don~ know about Human Right, 
Mbak. Orang-orang itu emosi (wawancara ES, 6 November 2009). 

Melihat pengalaman keterlibatan perempuan seperti di atas, nampaknya 

mereka mempunyai nilai-nilai yang diyakini khususnya, hal ini membuat rnereka 

kuat dan bertahan dalam situasi yang disebut oleh Agustino dan Lovenduski 

sebagai institusi yang maskulin. Dalam Bab IV, saya mengutip pendapat Agustino 

bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi atau melatarbelakangi perempuan 

dalam merespons, yaitu political values atau nilai-nilai atau standar politik, 

organization values atau nilai-nilai atau standar organisasional, personal values 

atau nilai-nilai personal, policy values atau nilai-nilai atau standar yang mewarnai 

kebijakan publik, dan ideological values atau nilai-nilai atau standar-standar 

ideologis (163-164). Nilai-nilai ini berbaur dengan pengetahuan dan pengalaman 

mereka yang mernbuat mereka rnampu dengan tangkas menolak, menyetujui, 
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mengusulkan perbaikan, rnendukung, dan mengak:omodasikan ketidaksetujuan 

demi terwujudnya kesepakatan. 

6.!.3. Ma.•ukan 

Ketertibatan subjek dalam penyusunan undang-undang Pornografi bukan 

sekedar keterlibatan fisik dan emosi juga perlu kemampuan untuk memberikan 

kontribusi dalam gagasan, pemlldran pada masa panjang pembahasan substansi 

undang-undang. Dari risafah rapat dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) saya 

mendapatkan sejumlah fuk:ta bahwa subjek mewamai banyak pengambilan 

keputusan dan bahkan pendapatnya tertuang secara langsung dalam pasal-pasal 

UU Pornografi. Yang menarik dari temuan saya adalah antara subjek satu dengan 

yang lain saling meugapresiasi kegigihan dan daya juang mereka. Seperti 

komentar CN tentang BF atau komentar YY terhadap LI. Semuanya sating 

menguatkan dan mengak:ui peran yang sudah mereka dilakukan seperti kutipan 

dialog mereka berikut ini: 

Kaiau saya lihat perempuan di komisi deiapan tidak ada yang diam, semua 
aktif. Jadi di saua suka dibilang kalau lelaki di sarang penyarnun, 
istiJahnya ... di komisi delapan, perempuannya pernberani-pemberani. Bu 
BF) Bu LI~ Bu Ruri itu semua orang-orang vocal, Bu CN. Jadi saya melihat 
mereka adalab orang~onmg yang sangat pas y~ untuk mewakili 
perempuan (wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

Kala:u sa:ya lihat 70~80% dari perempuan yang ada. Kayak Bu IT, Bu YN 
itu orang~orang yang bagus pengalaman, wawasan dan kuat. Bu U juga, 
pernah menjadi ketua pansus trafiking, Bu BF ... tu kuat sekali bu 
BF ... (wawancara YY, 30 Oktober 2009). 

Iya ada, jadi, yang serlng memberikan solusi itu Bu BF justru. Bu BF itu 
serjng memberikan solusi terhadap defenisi-defenisi atau maksud-maksud 
dari pada yang kita maksud, misalnya defenisi tentang pomografi itu apa, 
defenisi tentang pomoaksi itu apa, ibu BF lebih sering. kalau mentok nanti 
dia membuat kaHmat, memperjeJas itu, orang Ja~ bisa menerima 
(wawancarn CN, 2 September 2009). 

Bu. ndak ada satu pun yang tentang anak. Mari kita bikin. Aku sama bu 
YY akhirnya bikin untuk draf yang kedua. Meskipun 'gueger1 yang 
pertama begitu. Mobilisasi Makde-Pakde. Kok orang~orang jadi bodoh 
semua, sih? Aku kan ngga anti pornograti~ tapi mbok yao ngomong gitu, 
lho (Wawancara ES, lO November 2009). 
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Masukan subjek dalam memberikan masukan pada saat pembahasan 

memberikan wama pada hasH UU Pomografi. Dengan variasi Jatar belakang, 

disiplin ilmu, pengalaman berorganisasi1 k.ebijakan partai politik, ni1ai yang 

dipercaya. tekamm konstituen, dan kontroversi, subjek berusaha merespons UU 

tersebut dengan memberikan berbagai masukan, usulan, tanggapan, bahkan 

sanggahan dalam proses atau rapat pembahasan. Hal ini dapat di1ihat dari risalah 

rapat yang didokumentaslkan oleh Pusat Arsip dan Dokumentast DPR Rl. ada 

sekitar 29 Risalah Rapat Panitia Kerja, Pembahasan DIM, Konsinycring, Rapat 

Tim AhH, Laporan Tim Perurnus (Timus), dan R.apat Kerja (Raker) dengan 

Pemerintah menjelang pengesaban UU Pomogra.fL Beberapa kutipan berikut saya 

ambil dari risalah rapat untuk menunjukkan kapasitas perempuan dalam 

rnenjalankan fi.tngsi legislasinya dengan berbagai nilai yang dipercaya dan Jatar 

belakangnya: 

Untuk DIM 38 sampai 42 sekali lagi ini memang ini pemerintah membuat 
sebetulnya yang dibuat DPR ini sudah boleh dikatakan sangat lengkap, 
bagus dan lebih luas1 tapi pemerintah mencoba memilah~milah ya karena 
yang dibahas DLM DPR jadi rnungkin agak: lebih enak tetapi saya perlu 
juga menanyakan pada pemerintah. jadt sebelum sampai pada 
menyimpulkan setuju atau tidak yang mana tetapi saya ingin 
mendengarkan apa yang bisa dijelaskan oleh pemerintah untuk 
menghihmgkan komersialisasl seks dan eksploltasi seksual, padahal saya 
yakin ini adalah untuk mengatur pomoaksi. apakah memang bisa ada di 
pasal yang lain yang kita belum telitl, itu bisa diakomodasi karena 
memang masalah ini komersialisasi seks dan eksploitasi seksual itu 
masalah yang boleh dikatakan kemarin cukup kontroversi yaitu masalah 
pomoaksi itukan disini ini, atau pertanyaan saya apakah ada di undang­
undang lain yang sudah juga memuat int saya mohon kejelasan dulu. ingat 
saya waktu membahas Undang-undang Trafiking juga dijelaskan panjang 
tentang eksploltasi seksual, jadi misalnya ada eksploitasi seksual penegak 
hukum bisa mengacu kepada Undang-undang PTPPO, mungkin itu 
sebeium saya memutuskan saya mohon penjelasan dulu dari pemerintah, 
terima kasib (Pendapat Ll dalam rapat Panja). 

Saya pak, dari penjelasan bapak-bapak tadi bahwa memang pada saat 
pembahasan kita selama beberapa tahun, kita selalu berbicara tentang 
masalah produksi. distribusi dan pendanaan, ini yang selalu kita bicarakan 
karena misalnya kalau tidak masuk di tujuan inikan Batang Tubuh kan 
lcbih kuat dibandingkan nanti seperti disampaikan oleh pemerintah kalau 
kita masukkan di Penjelasan, jadi kami berharap usulan pemerintah yang 
a, b, c, itu kita terima tapi yang d tetap untuk menambahkan kata 
komersialisasi seks dan eksploita.si seksual baik industri maupun 
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distribusinya, karena kalau kita lihat sekarang inikan juga distribusinya 
yang luar biasa tak terkendali~ jadi kalau misalnya kita menunggu 
membuat undang~undang lainnya maka kita menunggu berapa tahun lagi 
kalau distribusi itu bisa kita hentikan, terima kasih (Pendapat YY da!am 
rapat Panja). 

Jika anak menjadi pelaku itu yang kita risaukan disitu. Jangan sampai ia, 
pelaku dan gini pak jadi kalau di dalam, maaf pimpinan. Jadi kalau di 
dalam logika advokasi untllk anak ketika anak itu menjadi pelaku, karena 
dia masih anak~anak ketika mengambil keputusan melakukan kejahatan 
itu. ltu kan tidak pada posisi, yang belum independent opinion. Jadi 
sebetulnya meskipun dia pelaku, harus diperlakukan sebagai victim gitu 
pak. Jadi di undang-undang trafiking ada itu. 

Thmbahan lagi pimpinan. 

Kalau kemudian anak ini sebetulnya merujuk. kepada konvensi tentang 
perJindungan anak dan juga sudah di adopsi di undang-undang trafiking 
kalau dia adalah pelaku dan kamudian dia dibawa ke pengadilan maka ia 
berhak mendapat specialt11?atment, misalkan bahwa penegak hukum yang 
mendampingi tidak perlu memakai seragam karena secara psikoJogis akan 
membuat mereka takut bahkan bisa di sid;mg di ruang tertutup tidak 
langsung berternu dengan penuntut umum dan seterusnya yang sudah ada 
di dalam konvensi dan saya pikir di UNICEF kalu nggak salah itu sudah 
ada pakemnya. Mungkin itu yang perlu ditambahkan, di sini saya lihat 
belum muncul tindakan a:ffirmasinya tindakan khusus untuk anak ketika 
anak disebagai korban maupun sebagai pelaku. Ini usul terimakasih 
(Pendapat ES dalam rapat Panja), 

Kutipan risalah rapat di atas menunjukkan aktivitas subjek dalam 

membcrikan kontribusi selama pembahasan RUU Pomografi, dan di situ terlibat 

mereka menguasai substansi. Artinya, subjek berusaha memperlihatkan kinerjanya 

sebagai anggota DPR dengan cara mewarnai undang-undang yang akan 

dlimp1ement.asikan di masyarakat. Dari kutipan di atas nampak LI sanga.t cermat 

ketika menanyakan DIM di'iri pemerintah yang berupaya menghilangkan kata 

komersialisasi dan ekspioitasi seksual yang dianggap kontroversial dan mendekati 

pomoaksi. Ia juga membandingkan dengan UU Penghapusan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) yang secara panjang lebar menje1askan eksploitasi 

seksual. Ia juga menyebutkan harapannya bahwa setiap UU yang dihasilkan 

seharusnya dapat diimpJementasikan. 

YY juga mengatakan pcntingnya klausul produksi. dlstrlbusi, dan 

pendanaan pornografi dibahas dalam batang tubuh dan bukannya dalam 
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penjelasan mengingat pentingnya permasalahan yang menyangkut tiga hal 

tersebut Selanjutnya ES, menegaskan komitrnennya tentang implikasi pomografi 

terbadap anak, inf dikemukakan pada bagian atas, dengan mengatakan 

keprihatinannya terbadap perlindungan anak dari bahaya pomograft Dalam 

kutipan tersebut juga dapat diketahui slkapnya yang kuat dalam membela anak. Ia 

juga berusaha untuk mendudukkan persoaian secara proporsional bahwa 

meskipun anak dikatakan sebagai pelaku namun sesungguhnya ia adalah korban. 

Se1ama meneliti isu ini, temyata pemyataan yang disampaikan subjek pada 

saat rapat yang saya baca dari risalah DIM juga pernah disampalkan dalam 

wawancara dengan saya, misalnya ES yang mengungkapkan: 

Jadi concern pornografi yang harus kita proteksi itu untuk anak-anak, 
kalau orang dewas.a sudah tau mana yang bagus mana yang baik dan 
jangan anulah jangan merendahkan kemampuan orang dewasa untuk sortir 
apa yang bagus dan jelek bagi k:ita. Jadi kalau anak-anak konsekuensinya 
tennasuk menutup internet, ga ... karena nafsunya besar ini untuk semua 
orang termasuk orang dewasa akbimya Iuput hal-hal yang penting 
temtama untuk anak-anak. anak-anak kan the imaging mba, (eee) kalo 
orang dewasa kan nggak (ya) g!tu loh, aku kan concern disitu loh. Ini kan 
harusnya untuk anak-anak, jadi pidato kemana-mana ini demi anakwdemi 
anak tapi sebetulnya nggak ilu sasarannya nggak tercapai karena memang, 
aku agak merasa memang nggakjujur pa BK, dia merasa bahwa anak-anak 
untuk argument jadi nggak tutus gitu. Kalo tulus ya proteksi untuk anak ya 
termasuk pedofilia itu, sekarang mah., apa? sekarang lost lah, anak nggak 
terprotek:si, pomografmya juga tidak bisa dihentikan karena nggak fokus 
pada distribusi dan produksi anu apa, aku merasa nggak fokus itu aja. (eee) 
ja:di akibatnya seperti itu (wawancara ES. 6 November 2009). 

Pemyataan yang disampaikan oleh ES pada. saat wawancara sama dengan 

pemyataannya pada saat rapat panitia kerja atau Panja Hal tni menunjukkan 

konsistensi sikap yang didapat dati nilai-nllai idealisrnenya untuk meHndungi 

anal<, seka!ipun ia merasa belum puas dengan undang-undang yang sudah 

disahkan. Karena menurut ES, UU Pomografi ini masih belum cukup melindungi 

anak~anak yang sering menjadi korban. Terlepas dari sikap partainya, sebenamya 

ES memiliki komitmen yang besar untuk melindungi anak dari bahaya pomografi 

karena secara pribadi ia mem Uiki anak~anak yang juga harus ia lindungL 

Ada catatan lain yang menarik dari BF yang menurut pendapat subjek 

lainnya sebagai orang yang sering memengaruhl substansi kebijakan melalui 
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masukan~rnasukannya. Da1am risalah rapat yang diselenggarakan tanggal 28 

Agustus 2008, tertulis pendapat Bf' tentang peran serta masyarakat yang 

menimbu1kan kontroversi. 

Dari DIM 128 sarnpai dengan DIM 136 saya menyatakan setuju dengan 
rumusan Pemerintah kecuali untuk dipertimbangkan kembali DIM135 
tambahan) yaitu 1ketentuan sebag:aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b dilaksanaka.n secara betanggungjawab dan sesuai dengan 
peraturan perundang~undangan yang berfaku'. Saya pikir ini pasal 
sifatnya ... , masyarakat dalam melakukan gugatan juga harus melalui 
prosedor perundang~undangan. Sarna dengan tadi, Pemda kalau mau 
memutus jaringan juga kan terikat dengan perundang~undangan yang ada. 
Jadi, janganlah kalau Pemda kita anggap pintar, mengerti undang~undang, 
masyarakat kita anggap bndoh. Jadi, masyarakat harus hertanggungjawab, 
class action nya tidak akan dilayani juga oleh pemerintah kalau tidak 
memenuhi peraturan perundang-undangan, jadi kita anggap setaralah 
anta.ra pemerintah dengan masyarakat. Saya mungkin mernah.a.mi ini 
dikhawatirkan ada masyarakat yang asal-asa!an rnelapor dan lain 
sebagainya sehingga dia harus bertanggungjawah. Tetapi jika itu tidak 
sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan class action, dan lain 
sebagainya, pasti juga tidak akan bisa direspon dengan lebih lanjut. Jadi, 
saya mengusu[kan kalau memang tidak ada juga tidak menambah bobot ya 
ditiadakan saja (Pendapat BF dalam rapat Panja). 

Masukan BF di atas memberlkan penegasan bahwa keterlibatan 

masyarakat harus dilakukan sesuai dcngan aturan perundang-undangan yang 

berlaku, ini memberikan keyakinan kepada peserta sidang yang sebelumnya 

khawatir tentang isu peran serta ioi. Peran serta yang dimaksud untuk mendorong 

masyarakat bertindak arif dengan mengikuti perundang-undangan. Karena jika 

tidak, gugatannya tidak akan dilayani. Disk:usi ini juga menjawab kekhawatiran 

kelompok masyarakat tentang tcrbentuknya polisi moral. Tennasuk pendapatnya 

tentang tenninologi memilikf dan menyimpan materilbarang pomogrqfi, di situ 

BF sempat menyatakan pendapatnya saat wawancara dengan sa~ sebagai 

berikut: 

Saya bersitegang dengan Pak BK, mengenai memilild dan menyimpan 
pomografi, menurut PDIP argumcnnya kan nggak papa. itu kan hak asasi, 
kalau PKB pasal itu nggak perlu ada, kalau menurut PKB merniliki, ini 
satu aja tidak boleh, apa lagi mcnyimpan, tetapi kita juga harus 
mempertimbangkan kalau sesuatu itu juga dijadikan UU umum apakah 
tidak terjadl kriminalisasi yang bukan kriminal, jadi nanti 
mengkhususkan kriminalisasL Saya teringat kasus KPK sekarang. Saya 
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kaslh contoh, misalnya kalau kita ngasih aturan memiliki. menyimpan 
detik itu diJarang. setiap orang dilarang untuk memiliki, menyimpan 
barang fomografi bisakah kita bayangkan misalnya saya yang sedang 
duduk lalu terlupa dan saya in! dimasuk.i vcd forno, di depan sana sudah 
kontek-kontekan dengan polisi kemudian tas saya menyimpan vcd 
pomografi saya tidak tahu itu darimana. walaupun nanti di pengadilan 
bebas, namun nama baik sudah tercemar. Apakah kita sudah 
mempertimbangkan sejauh itu. Jadi akhirnya diambil kompromi, 
memiliki, menylmpan yang masuk dalam pidana itu yang disebariuaskan 
baik untuk industri atupun apalah gitu. Di akhir kompromi itu 
Alhamdufiilah banyak kompromi yang dicapai, tapi sebetum ke sana itu 
memang baoyak, keras sekali (wawancara BF, 30 Oktober 2009). 

Pendapat BF itulah yang rnembuka ruang kompromi tentang iindakan 

pidana seseorang yang memiliki dan atau rnenyimpan barang pomografi untuk 

disebarluaskan. Kejelian atau kecermatan subjek dalam pembahasan sangat 

memengaruhi basil akhir pcnyusunan UU. Dapat dibayangkanjika semua anggota 

Pansus luput rnembahas ldausul tersebut maka setiap orang terancam melakukan 

tindakan pidana. 

BF juga menjelaskan tentang kecukupannya memberikan masukan dalam 

pembahasan. misalnya pada bagian deflnisi yang dianggap terlalu berbelit yang 

mengakibatkan deadlock. Kemudian ia menawarkan untuk memosisikan RUU 

Pornografi pada wilayah yang mengakomodasikan banyak pibak. Maksudnya, 

pomografi bagi sebagian orang merupakan sesuatu yang tidak bermasalah1 tetapi 

bagi sebagian yang lain malah netraL Oieh karena iru dalam perdebatan tersebut 

BF menawarkan untuk memindahkan posisi pomografi dalam defmisi untuk 

menghindari kebingungan. Pada waktu itu rapat yang dipimpin CN menyetujui 

dan meminta PKB untuk membantu dalam memfonnulasikannya. BF juga 

membcrikan kontribusi untuk mempcrjelas model yang tcrancam dikrimina1isasi 

dengan mengusulkan untuk memperjelas pasal tersebut, yang diikuti persetujuan 

Peserta untuk menambahkan penjeJasan. Bcrikutnya BF bersuara lantang tentang 

pornografi anak yang juga rnenjadi perbatian PDIP. BF juga mengajukan usul 

perubahan judul dari anti pomografi anti pornoaksi ke UU Pomografi, BF cukup 

gencar memperjuangkan bersama ternan-ternan dari Golkar yang: harus 

mengakomodasi sesuai kebijakan partai Usulan yang disampaikan BF memang 

benar, subjek lain sebagaimana sudah dijelaskan dan dikutip pemyataannya 
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mengakui kemampuan BF dalam memberikan masukan yang tepat untuk beberapa 

permasalahan. 

Selain BF, subjek lain yang juga aktif datam memberikan masukan adalah ES. Di 

bawah ini saya mengutip masukannya dalam rapat Panja tanggaJ 22 Oktober; 

Oleh karena itu untuk menghindari (!Ver kriminalisasi dan ada peluang 
juga ini yang perempuan kemudian menjebak balik yang laki, itu kata 
untuk menyempitkan lni yang motif a tau yang tadi dikatakan bahwa segala 
uk"Urnn tindakan itukan muaranya di moti~ biar kemudian dibuktlkan di 
pengadilan bahwa transaksi tersebut itu memang suka sama suka atau atas 
persetujuan. lni untuk rnenghindari agar yang laki atau yaog membuat ya 
bisa saja yang membuat adalah perempuan, yang membuat itu kemudian 
tidak menjadi sasaran pernerasan misalkan dari objeknya. Dan saya pik.ir 
beberapa kejadian yang belakangan seperti ini ya Ada proses pembuatan 
kemudian dipake untuk memeras dari pembuat dan agar supaya hak darl 
pembuat ini juga terlindungi, ttdak kemudian dihantam promo asal 
menjadikan seseorang itu meskipun dengan persetujuan atau tanpa 
per.setujuan. kemudian dihukum sama. Nah itu aspek yang pertama. Jadi 
saya pikir kata "dengan penipuan~' maupun "pemaksaan" itu relatif 
meJindungi untuk transaksi awalnya dengan persetujuan untuk kemudian 
dipakai memukut kepada pembuat atau seseorang yang menjadikan 
tersebut Contoh yang paling gampang adaiah misalkan suami istri yang 
kemudian bercerai. Itu ekses itu bisa kita hindari. Tetapi tetap kemudian 
kita hati~hati sekali agar bahwa ranah yang menjadi fokus di sirti adalah 
tetap ranah atau fokus dari area di publik. Jadi ketika itu tidak tersebar. 
meskipun setuju ataupun tidak setuju, tetapi tidak tetsebar ya 
kemungkinan tidak bisa kemudian dikriminalkan. Begitu maksud saya. 
Jadi kemudian frame box kita itu jelas bahwa seseorang tidak kemudian 
rentan atau diposisikan pada posisi yang bahaya untuk menjadi target 
buliying ataupun pemerasan dalam situas.i yang berbeda ya. Ya contoh 
yang paling gampang adalah suami istri yang kemudian cerai. Kemudian 
bisa saja salah satu pihak memeras yang lain. Satu, kita tctap mengusulkan 
untuk dijadikan konsider bahwa elemen motif yang kemudian nanti 
dibuktikan di pengadilan, bukan dihukum di sini adalah menjadi elemen 
penting yaitu pemaksaan dan penipuan. Kemudian diperjeJas lagi bahwa 
itu kalau kejadiannya kemudian dledarkan, ituJah yang menjadi fokus dari 
Undang-undang ini. Jadi usulnya dua. Tetap menggunakan kata 
"pemaksaan" dan "penJpuan". Kemudian anak kalimatnya sekali lagl kami 
rnengusulkan untuk memperjelas untuk kemudian memudahkan 
penegakan hukumnya yang kemudian pornogra:fi itu beredar di masyarakat 
ataupun di publik Itu dua hal itu yang kita usulkan. Terlma kasih 
(Pendapat ES dalam rapat Panja 22 Oktober 2008). 

Pendapat ES di atas periu dikutip agar terlihat dengan jelas caranya 

memformulasikan masukannya. Sebenarnya ada dua hal yang dinyatakan pertama, 
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unsur pemaksaan dan penipuan senada dengan yang disampaikan oleh BF tentang 

potensi kriminalisasi pomografi. Yang ingin diperjuangkan oleh subjek dalam UU 

adalah setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model 

tanpa persetujuan yang bersangkutan dan atau adanya penipuan atau persetujuan 

yang diberikan berdasarkan penipuan dan atau pemaksaan. Dua usulan ini 

kemudian dlakomodasi dalam UU yang disahkan. 

Pendapat di atas menunjukkan kuatnya peran perempuan dalam 

penyusunan kebij:akan. Dan masuknya perempuan dalam parlemen di Indonesia 

perlu diakui karena UU Pernilu yang mensyarntkan 30 keterwakilan perernpuan. 

Namun keterlibatan perempuan ini belurn tentu berjangka panjang. Menurut 

Chowdhory dalam buku Politik Berparas Perempuan, penelitian dari tiga puiuh 

negara, terdapat fenomena bahwa perempuan mendapatkan kekuasaan ketika 

sistem negara sedang lernah, Artinya kuota ketenvakilan 30% yang disetujui oleh 

DPR pada waktu itu karena s.istem politik di Indonesia rnemang sedang tidak 

stabil. 

Pendapat Chowdhory pedu dicermati untuk melakukan antisipasi. Suatu 

waktu dorninasl rnaskulinitas rnenemukan titHe lemahnya yang dapat dijadikan 

titlk tola.k oleh perempuan untuk menunjukkan kapasitas dirinya. Bahwa 

perempuan tidak hanya memenuhi jumlah atau keterwakilan, namun memiliki 

kemampuan yang tidak: kalah dari lalci-laki selama ada kesempatan dan akses. 

Secara empiris, saya pun rnendapati subjek penelitian saya memang nampak 

menguasai persoalan dari beragam latar belakang, disip1in ilmu, dan wama 

partainya, 

6.1.4. Pengesahan 

Prose.-; penyusunan RUU yang pa:njang, diakhiri dengan tahap pengesahan. 

Pada tanggal 28 Ol<tcber 2008 diadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang 

dlhadiri oleh Menteri Agama, Menter[ Komunikasi dan 1nfonnasi, Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Menteri Hukum dan HAM. Rapat ini 

diselenggarakan dua kali pada hari yang sama. Pagi hari pukul 10.00 sampai 

dengan pukul 13.00 bersifut tertutup dan malam hari pukul 19.30 sampai dengan 

22.30 bersifat terbuka. Jika pagi hari rapat masih membahas dan menyepakati 
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DIM maka malam hari ada1ah sesi pembacaan pendapat atau pandangan akhir 

mini fraksi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna. Yang menarik dari Raker ini 

adalah pada saat PDJP menyatakan keluar dari ruangan karena menganggap 

pansus melanggar apa yang telah disepakati Bamus tanggal 23 Oktohet 2(){)8. 

Menurut juru bicara PDIP, ada yang harus dilakukan oieh Pansus sebelum 

pengesahan yaitu pemanggilan kepala-kepela daerah yang menolak RUU 

Pomografi ini selain ketidaksetujuan PDIP terhadap beberapa substansi dalam 

RUU. Berdasarkan dua hal dl alas, malta PDIP menyamkan tidak dapat 

menyetujui pcngesahan Rancangan menjadi Undang-undang Pornografi karena 

melanggar kaidah-kaidah universal yang mengandung etika, estetika. dan logika. 

Mereka akhimya meninggalkan ru.angan. 

Menurut risalah rnpat milik Pusat Ardok (Arsip dan Dokumen!asi) DPR 

RI, tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mini fraksinya. 

Salah satu yang dimuat dalam rtsalah tersebut ada!ah pendapat mini fraksi PKB 

yang dibacakan ofeh BF, salah satu subjek penelitian. Dalam wawancara ia 

mengungkapkan bahwa pendapat mini ftaksinya itu ditulisnya sendiri tanpa 

proses apapun yang dilakukan oleh fraksi atau partai. 

Dalam UU pomograti ini di PKB sudah total diserahkan kepada saya, 
sampai menyampaikan pandangan fraksi~ saya sampaika:n saja. Bahwa 
pembahasan seperti ini. Jadi saya merasa ketika membahas UU pomografi, 
sebagai perempuan itu di FKB fullpower. Tennasuk yang aggota pansus­
pansus itu1 ya sudah Bu BF saja, sampai akhirnya, tidak hanya di UU 
fornografi ya, yang full power itu selama kim di DPR Ini 

pendapat yang disampaikan di akhir rasa-rasanya saya, walaupun bukan 
pimpinan, itu kan tadi pertanyaannya, sekalipun bukan pimpinan~ 
tetapi kalau kita berangkat dengan sebuah argumen yang bisa meyakinkan 
itu bisa memengaruhi kebijakan. 

Kalau dalam !ahap tertentu ada !tali ya, tapi kalau dalam UU 
Pomografi sejauh ini PKB karena saya dikasih mandat yang full~ jadi 
nggak ada kendala dari partai, hahkan ketika kita akan mengadakan inl, 
ya sudah lah, ini, inl nggak usah dihahas lebih lanju~ kita percayakau saja, 
gitu, jadi kayak gim, paling ternkhlr saja (wawancara BF, 30 Oktoher 
2009) 

Petikan wawancara di atas menunjukkan betapa BF sangat dipercaya oleh 

partainya dalam pernbahasan RUU Pomografi ini. Realita ini menjelaskan ballwa 
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perempuan memiliki kemampuan yang tidak kalah dari laki~laki yang sel.ama ini 

sudah mendominasi ruang parlemen. Pendapat subjek yang lain, ES misalnya. 

menguatkan bahwa PKB termasuk partai yang memberikan kesempatan luas 

kepada perempuan bahkan pada periode lalu rnenempatkan beberapa perempuan 

dalam jajaran plmpinan, seperti wakil ketua komisi, wakil Baleg, sekretaris fmksi 

semuanya perempuan. Ia membandingkan dengan partainya yang sepintas pro 

perempuan namun sistem atau mekanisme yang dibangun belum mencenninkan 

keberpibakannya kepada perempuan. 

Aku libel PKB. PKB itu powerfollho, Mbak. Periode kematin iru; waldl 
baleg, wakil ketua komisi, sekretaris fraksi, iru PKB. Kalau PDIP, kecuali 
kalau deket dengan "Teuku Umar", barulah, gitu. Meskipun peran 
signiflkan, tapi posisi befum tentu. Mas CY kalau mau mengambil 
keputusan apa-apa ngaja.k aku, tapi posisi ngga ditinggi~tinggiin, itu yang 
aku protes."Kamu mengelcsploitasi aku itu namanya," aku bilang begitu. 
TermasukBAKN, dalam lobi pimpinan1 aku gak dinaikinjadi ketua karena 
milih ke komisi yang Jain. Gitu aja. Kayak gitulah. Jadi, aku melihatnya 
bukan isu diskriminasi kalau dl PDIP, tapi isu mana yang lebih strategis 
(wawancara ES, 6 November 2009). 

Jika BF mendapatkan kepcrcayaan yang besar dari partainya dan banyak 

berkontribusi dalam pembahasan melalui pendapat, ide, usulan dan rnasukan yang 

dilontarkan, maka agak berbeda dengan fenomena fenomena ES dari PDIP. Dalam 

wawancara sempat terungkap pendapat yang meretleksikan pilihan personalnya 

tentang keberadaan RUU Pornografi ini. 

Seandainya mau lex spesialis untuk anak itu, insyaAJJah lebih bagus 
hasilnya, abis i.ni pengen ngatur bajunya perempuan, pengen ngatur norms, 
jadi nggak sesual dengan tradisi jadi tidak akhimya mencapai itu yang aku 
omongin (ee) hukum positifnya menjadi tidak ada tapi moralitas, moratitas 
yang tiap orang subjektif mau di standarbn gaga! lah past! aku bilang. 
Aku melihat:nya kalo seandainya mau sejak awal kalo memang tulus mau 
memproteksi anak ya marl bicara ana~ nanti orang~rang dewasa juga 
terpaksa ikut demi anak kita tidak mentolerir pomografi maksud utamanya 
anak, nah nanti periiaku orang dewasa juga ikut, rlipaksa untuk tidak 
mento1etir selcsualitas untuk anak itukan norms universal dan di manapun 
agama ken disitu sebetulnya (Wawancara ES, 10 November 2009) 

Saya dekat dengan ES. dalam beberapa kesempatan ia katakana saya 
sebenamya setuju bu dengan RUU ini lha wong saya juga punya anak 
yang harus saya Hndungi tapi garls partai saya kan seperti itu ... 
(wawancara YY, 30 Oktober 2009). 
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Tampak bahwa tidak semua perempuan mendapat kesempatan seperti BF. 

sering kali kebijakan, platform partai, dan tekanan konstituen membuat pilihan 

personal perempuan tersingkirk:an. Dan pada akhimya saat pengesahan yang 

paling menonjol dan mendomlnasi adalah kebijakan atau keputusan partai secara 

umum dalam menyikapi RUU Pornografi ini. Hampir semua subjek mengikuti 

keputusan partai. lagi~lagi. fenornena ini menunjukkan betapa dominasi maskulin 

di ruang politik, baik pada partainya, maupun parlemennya menunjukkan sistem 

yang seksls sebagaimana dinyatakan oleh Lovenduski. 

Saya sendiri merasakan pilihan yang sulit antara idealisme personal dan kebijakan 

partai yang sering berdampak seperti pemecatan, PAW (Pergantian Antar Waktu), 

dan sebagainya juga ikut mewamat proses pengesahan. 

6.2. Peta Jejaring Subjek dengan Gerakan Perempuan 

6.2. Hubungan Subjek dengan Gerakan Perempuan 

Sikltp Partai Konstitucn Kel/Gerakan Jejarlng 
Peremnuan 

D Sebagai partai Kalangan [slam F.ablyat bersikap Ja.ringan Kerja Prolegnas 
F na.siona!is dan berbasis tradiaion:d tidak menolak Pro Percmpuan (JKPJ), 

terbuka, PKB kulluml, NU, tetapi tenn(lSI.Ik membabas 
menjunjung pesanlren, kyni, dapat mengkritisi PTPPO, JKP3 tidak 
kebhinnekaan, dljelaskan dengan karena minrlset menolak mentah2,justru 
pluru!i!as dan bahtl.$ll. fikiyuh, udapun PBNU, memberi masukan 
NK.Rl. Da!am untuk urusan sementara ANBTI (Aliansi Nasiona1 
penyusurum UU beragama itu urusan MuslimatNU Bhinneka Thnggal Ika}-7 
Pomografi, yang menjadi wilayah mendukung dim(ltori ibu Sinta 
partai pribadi Nuriyah, Nia 
menyerahkan Syarifuddin~masukannya 
sepenuhnyt~ didengar dan dtakomodasi 
kepada BF untuk Komisi Independen 
menjelaskan Pencegahan Pomogmfi 
kepada kewa Pomoaksi KJP3)7 sangat 
Dewan Syura mendoroog 
dan majeJis kyai Perhimpurum Masyarakut 
se-lndonesin Thla.k: Pornografi 

(PMTP)-7 Azimah 
Socbagyo, inishnifPKB 
mengubah APP (Anti 
Pornografl Pomoaksi) 
mcnjndi Pomografi, 
memilih untuk 
memfokuskan mana yang 
horus ada dan didabulukan 
Akumulasi pro kontra !UBr ... 
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bfasa, hubungan dengan 
telepon tidak han};alata.p 
muka 
ASA (Aiiaosi Selamatlmn 
lndonesia)7 dlkelual oteh 
Ibu Inke Maris secam 
pribndi tidak konrak 
inlensif 
DPD liduk memberi suara 
seco.ra institutif, tetapi 
secara pribadl GKR 
Hemas uktif di A.'\lBTl 

c Sebagai partai Golkar memiliki Majelis Taklim Koalisi Perempuan, 
N nasionalis, basis ideologis yang AtHidayah, Srikandi Derookrasi 

Goikar sejak cukup merata karena HWK Indonesia menoJak 
awal sudah dikenal sangat {Himpunan KOWANI dengan 
mendokung lama Wanita Karya), selu:ruh organisasi 
dan mengawa! MDI (Majelis anggotanya (80 
penyusunan Dakwah organisasi) 
RUUsampai fslamiyyah) Dharma Wimita. 
menjadi RUU, Kementerian PP, 
memberi Muslimat NU, Majelis 
rnasukan dan TaklimAI Hidayah, 
membentuk tim Hizhut Thhrlr, ASA 
ufmasukan, Indonesia 

berkomunikasi intensif. 
Akhlak Mulia7 sering 
memberi masukan, 
Kl?3-? Komite 
Independen Pencegahan 
Pomografi Pomoaksi 
diketuai ibu YuniwaU 
SofWan 
MTP (Masyarai<l>l Tolak 
Pomog:rafi) 
dikomandani oleh 
Azimah Soebagyo 
KPPG (Kesatuan 
Perem~uan Partai 
Golkar 

E Sebagai partai PDIP terkenal Srikandi Fatayat, ANBTI, 
s nasionalis, sebagai partai Wong Demokml Koallsi Perempt~an 

PDIP Cilik, konstituennya Indonesia, Indonesia, Solidarltas 
memegang berbasisalorr Sarlnah Petempuan, Front 
tegub prinsip rumput, perdesaan., Perempuan Nasional 
NKR!dan buruh, seniman Indonesia, Persatuan 
kebhinnekaan, budayawan, penari. Gereja Indonesia, 
memperlihatka Percmpuan Katolik, 
n Kalyanamitra. cniman 
penolakannya. daernh 
Kadernya 
pemah keluar 
dari pansus, 
namun semvat 

.~. -
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masuk kembali. 
Pada saat 
pengesahan, 
partai 
melakukan 
wo. 

L Sebagai partai Ka\angan Islam Aisyiyah Masyarakat Tolak 
I nasionalis berbasis Nasyiatul Pomografi, Aliansi 

berbasis Islam, Muhammadiyah, Aisyiyah Masyarakat Anti 
PAN bersikap perkotaan, Pomografi (AMAP), 
mendukung akademisi Kowani, 

y Sebagai partai Kalangan Islam Salimah, Salimah mendukung, 
y Islam, PKS yang tidak terlalu Wanita KPAI, LBH APIK dan 

bersikap keota! ke basis Keadilan, jaringannya, ANBTI, 
mendukung NU!Muhammadiyah K.NPI Bali, Wanita 
tapi tetap , kalangan Kristen Sulut, Jumal 
berusaha muda/kampus, Perempuan. Menurut 
mengambil perkotaan catatan 167 mendukung, 
posisi pada titik 29 menolak, MUI, 
moderasi Aisyiyah, 
berusaha, Muhammadiyah, 

pimpinan pesantren, 
BKMT, Masyarakat 
Ulama Madura, Ulama 
Sumut, ASA, AMAP 
diketuai oleh Dewi 
Motik), MTP, Taufik 
Ismail, Rhoma lrama, 
Inneke K, Neno 
Warisman, Dewi Yull, 
Elvi Sukaesih. 

Dalam bab ill, IV, dan V, saya sudah memaparkan bagaimana respon 

perempuan dalam proses penyusunan UU Pomografi. Respon mereka sangat 

beragam karena faktor yang memengaruhinya pun cukup banyak sebagaimana 

pendapat James Anderson yang dikutip oleh Agustino. Tentu saja respons 

perempuan tak dapat dipisahkan dari kelompok-kelompok yang selama proses 

penyusunan UU Pornografi ikut mengawal, tennasuk kelompok atau gerakan 

perempuan. Kelompok perempuan tennasuk aktif dalam memberikan data, kajian 

ilmiah, dan tekanan kepada subjek untuk memperjuangkan substansi UU 

Pomografi. Dalam wawancara terungkap bahwa subjek memiliki hubungan 

dengan kelompok perempuan baik yang mendukung maupun yang menolak. 

Subjek membangun hubungan dan komunikasi yang cukup in tens if dengan 

kelompok-kelompok perempuan, seperti BF yang nampak luwes berjejaring 

dengan kelornpok pro dan kontra. Menurut pengakuannya, BF cukup dekat 
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dengan ANBTI (Aiiansi Nasional Bhinneka Tunggal lka) yag diketuai oleh ibu 

Shinta Nuriyah padahal keduanya berbcda pandangan. Narnun menurut BF. ia 

perlu mendengar pendapat dan masukan dari ANBTI agar mampu menghimpun 

Inforrnasi dari kelompok yang menolak untuk diakomodasi ke dalam pasai-pasai 

pada UU Pomografi. Selain ANBT!, BF juga cukup dekat dengan JKP3 (Jaringan 

Kelompok Prolegnas Pro Perempuan). BF yang aktif di Fataya!; mengaku bahwa 

sikap Fatayat dan Muslimat cukup berbeda meski keduanya lahir atau beraflliasl 

pad a organisasi yang satu, yaitu PB NU. Fatayat tidak dalam posisi menerima atau 

menolak tetapi mengkritisi sementara Muslimat secara tegas mendukung. 

BF memang satu-satunya subjek yang mendapat mandat penuh dari partai 

untuk mempetjuangkan ideafisme dan prinsip PKB dalam penyusunan UU 

Pomogrnfi. Sejak awal pembahasan sampaj penyampaian pandangan mini fraksi, 

BF menyusun sendiri. Pimpinan prtai mamat mempercayai BF, sampai-sampai 

untuk umsan meyakinkan dan menjelaskan kepada Dewan Syura, ia pula yang 

melakukan. Komunikasi serupa juga ia lakukan terhadap kelornpok pendukung, 

terutama dengan PM1P (Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi). BF 

menginisiasi perubahan nama dari "anti pomografi pornoaksi'1 menjadi 

'1pomografi~' saja. 

Berbeda dengan BF yang sangat terbuka terhadap kedua kelompok, CN dati 

Golkar cendcrung lebih dekat kcpi.tda kelompok yang mendukung, antara lain 

HWK (Himpunan Wanita Karya), Majelis Taklim Alhidayah, dan KPPG 

(Kelompok Perempuan Partai Golkar). Dalam wawancara. CN sempat 

mengungkap kedekatannya dengan MTP (Masyarakat Tolak Pomografi), 

KOWANI (Kongres Wanita Indonesia. dan Dharma Wanita daiam mengawal 

penyusunan UU Pomografi. Nampak CN tidak terlalu dekat dengan kelompok 

penolak. Sikap CN hampir serupa dengan sikap ES dari PDIP hanya saja yang 

membedakan ES adaiah banyak bertemu dengan kelompok penolak, seperti 

Persatuan Gereja Indonesia, Sarinah, Srjkandj Demokrasi Indonesia, Koalisi 

Perempuan Indonesia, dan Solidaritas Perempuan. 

LI dad PAN mengakui banyak bertemu dengan berbagai kelompok 

perempuan namun ketika wawancara sudah tidak ingat lagi nama-nama kelompok 

yang sempat ia temui. Yang secara jelas mendukung adalah Aisyiyah, Nasyiatul 
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Aisyiyah~ dan Muhammadjyah. Thrakhir YY, ia sempat mencatat 169 kelompok 

pendukung dan 27 kelompok penolak selama proses penyusunan. YY juga cukup 

cakap dan lincah dalam membangun jejaring apalagi posisinya sebagai pimpinan 

Pansus. 

Melihat peta ja.ringan subjek dan gerakan perempuan, nampak bahwa subjek 

memiliki cara dan pola membangun jejaring dengan kelompok perempuan. 

Bagaimanapun petjuangan perempuan di ruang penyusunan kebijakan 

memerlukan dukungan dari luar gedung. lnilah yang seharusnya muncut ke 

permukaan sebagai slogan •;etika kepedulian" antar sesama perempuan. Yang di 

dalam gigih memperjuangkan1 sedangkan gerakan peempuan di Juar parlemen 

bersinegi dengan mengalirkan semangat, infurmasi, data. dan tekanan melalui 

mobilisasi massa. 

Belajar dari penyusunan UU Pomografi, nampaknya subjek hams 

meningk:atkan intensitas kerjasama dengan kelompok perempuan yang akan 

membantu peljuangan di dalam parlemen. Ini akan menjadi sinergi yang kokoh 

tanpa melihat warna partai dan kepentingan, namun melihat k:epentingan yang 

lebih besar, yaitu peningkatan kualitas hldup perempuan. 

6.3. Slmpulan 

Diskusi dalam Bab VI di atas menjelaskan tentang peran subjek dalam 

menentukan respons dalam proses panja.ng penyusunan UU No. 4412008. Alasan 

mengenai dipilihnya undang-undang ini sudah dijelaskan dalam Bab I karena 

substansi undang-undang berhubungan dengan fungsi esensial perempuan. 

Anggota DPR yang dijadikan subjek daJam penelitian semuanya teriibat aktif 

dalam proses penyusunan, Parlemen yang menurut Lovenduski adalah institusi 

seksis, sering kali tidak memberikan ruang kepada perempuan yang minoritas 

untuk berpendapat. Dengan membahas undang-undang yang secara esensiai 

berhubungan fangsung dengan fungsi esensialis perempuan diharapkan akan dapat 

lebihjelas melihat respons mereka. 

Respons subjek dianalisis dari keseluruhan proses panjang dalarn 

kehadiran, ketertiba.tan, masukan, dan pada saat tahap akhir yaitu pengesahan. 

Hanya dua subjek yang rajin hadir dalam proses perdebatan, ada yang karena 
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menjadi Ketua Panja undang-undang lain yang sedang disusun, ada dua orang 

yang baru terlibat pada pertengahan proses karena menjadi anggota pergantian 

antar waktu (PAW). Hampir semua subjek mengakui pentingnya kehadiran 

langsung karena sidang memberikan kesempatan untuk memberikan masukan 

substansi. Karena itu walaupun tidak hadir, biasanya subjek menitipkan usulan 

atau pendapat kepada ternan separtainya. 

Hipotesis yang merendahkan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen 

hanya terbatas memenuhi kuorum sidang, ternyata tidak terbukti dalam penelitian 

ini. Misalnya dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang substansi, ada 

subjek yang membandingkan dengan undang-undang semacam dari negara lain, 

ada yang mendatangi publik yang jelas-jelas tidak mendukung untuk menerima 

ma.<iukan, ada yang mencari rujukan, bahkan ada yang sengaja memperkaya 

pengalaman dengan terlibat langsung dengan persoalan pornografi. Bahkan ada 

subjek yang terlibat secara emosional ketika menghadapi kontroversi, karena 

membayangkan implikasi tidak sederhana yang ditimbulkan jika pomografi tidak 

dibatasi oleh negara. Dari pendapat-pendapat subjek di atas terlihat mereka 

mempunyai keterlibatan langsung dalam seluruh proses panjang. Respons berupa 

masukan ini dikontribusikan ada yang secara seketika dalam sidang berupa 

argumen, ketika menghadapi demonstran, atau menghadapi konstituen dan publik 

ketika berkunjung ke daerah. Bentuk lain keterlibatan mereka berupa strategi, 

lobi, dan mernbujuk, agar ketidaksetujuan menerima penjelasan rnasih mungkin, 

untuk diakomodasikan dalam pasal. Kesemua langkah ini ditempuh oleh subjek 

secara sadar karena tanggungjawab mereka sebagai anggota dewan. 

Selanjutnya subjek memberikan masukan substantif tentang pasal-pasal 

dalam undang-undang. Masukan mereka terbukti sangat berguna, sebagai 

perempuan diakui oleh subjek mereka Iebih mampu berpikir rinci dan bertahan 

dalam durasi lama sepanjang proses melelahkan dalam penyusunan undang­

undang. Semuanya ini disajikan dengan kualitas tinggi dari akurnulasi nilai yang 

dipercayai, pengetahuan yang mendalam, kesadaran, pengalaman berorganisasi 

yang menambah kebijakan, Jatar belakang pendidikan yang dipunyai oleh subjek. 

Pada tahap akhir proses penyusunan adalah respons selama pengesahan. 

Sekilas pengesahan hanya seputar seremoni, ternyata tidak. Pada proses inijustru 
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diperlukan hentakan akhir perjuangan karena benturan kepentingan dan nilai 

antara kebijakan partai dan semangat melindungi perempuan dan anak bertaut 

menjadi satu yang merneriukan respons seketika, Karena itu ada subjek yang 

walk~out, ada yang !ega, ada pula yang senang dengan pengesahan undang­

undang ini. 
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7.1. Simpulan 

JIAB7 
PENUTUP 

Dari penelitian yang dHakukan dan sejumiah data dari berbagai surnber 

tentang penyusunan UU Pomografi, saya menemukan beberapa hal penting untuk 

didiskusikan. UU Pornografi menarik perhatian banyak kaiangan balk k:elompok 

dan gerakan perempuan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan komisi 

pernerintah. RUU ini dalam proses pembahasan, sctidaknya membuat masyarakat 

terbelah dua antara yang mendukung dan yang menolak. 

Penyusunan undang-undang ini memakan waktu sangat lama. menuai 

kontroversi yang melelahkan, dan menguras pemikiran dan energi dalam 

perdebatan yang panjang. Pembahasan RUU Pornografi dimulai pada masa 

persidangan I tahun sidang :2006-2007 sampai dengan masa persidangan I tahun 

sidang 2008-2009. Dad daftar rencana jadwal acara pembahasan RUU tentang 

Pomografi yang ada di Pusat Arsip dan Dokurnentasi DPR R1, terdapat 7 kali 

Rapim, 23 rapat Pansus. 17 rapat Panja, 20 rapat Tnnus, 2 rapat Timsin. 5 kali 

Raker, 1 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), 2 kali rapat Bamus. I k:ali 

konsinyering, dan 1 kali rapat Paripuma (Data dari Sekretariat DPR). Hal penting 

yang periu dicatat dari daftar kehadiran yang ada pada dokumentasi DPR Rl, YY 

paling rajin menghadiri rapat. Ini tentu memberikan penilaian tersendiri terhadap 

daya tahan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan meskipun 

kita tetap perlu melihat dari aspek: kompctensi dan muatan atau masukan 

substantifsubjek dalam pembahasan RUU. 

Memang sejak awal pernbahasan RUU Pornografi sudah menyedot 

perhatian masyarakat luas. Pertama. mengenai judul. kedua, definisi pomografi 

yang masih memasukkan gerak tubuh padahal pomooksi sudah dihapus. Pada 

akhimya UU Pornografi memang tidak dapat mcmuask:an semua kelompok dan 

kalangan rnasyarakat. Pro kontra itu terjadi tidak hanya pada UU Pornografi 

namunjuga pada produk kebijakan publik lainnya. 
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Dalam Bab IV telab pula disajikan Profil Subjek, saya melihat temyata 

Jatar belakang politik, afiliasi dan pengalaman politik, pendidikan, dan rnotivasi 

mereka cukup memengaruhi respons politik subjek da!am rapat pembahasan RUU 

Pomografi. Setidaknya, pengalaman memberi penghayatan kepada mereka untuk 

dituangkan dalam perjuangan Jegislasi. 

Selanjutnya dengan menggunakan Bloom, respons subjek dianalisis dari 

perspektif aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Dati kelima subjek, 

aspek kognitif, latar beJakang pendidikan subjek paling tidak sarjana Sl dan ada 

yang sedang menempuh jenjang pendidikan S3. Selain itu pengalaman lama 

dalam berorganlsasi membekali rnereka dengan pengetahuan dan integrasi 

hubungan antara isu pomografi dengan berbagai isu lain yang berhubungan 

dengan keberagaman persoa!an yang terdapat dalam masyarakat kita yang plural 

baik etnik, budaya, agama, Latar belakang keluarga temyata juga sangat 

berpengaruh terhadap penyerapan pengetahuan secara makro tentang isu 

pornograti. Sebagai anggota DPR RI tingkat nasional, subjek memerlukan 

kemampuan berpikir makro dan t!dak hanya membawa kepentingan 

primordialnya saja. Memang, aspek kognitif ini merupakan percampuran antara 

pengetahuan denga:n nilai~nilai dasar yang dia miliki tcntang nilai politis, nilai 

organisasi, nilai personal, nilai kebljak:an dan nilai ideologis, Sehmjutnya, untuk 

aspek afektif, hampir semua subjek menyadari bahwa m.enjadi anggota DPR RI 

sering kali berhadapan dengan tabrakan kepentingan antara kebijakan partai, 

pilihan pribadi dan merefleksik:an semuanya ini dalam iangkah-langkah yang 

perlu diambH dalam persidangan. Harq.pit semua subjek menyadari bagaimana 

membuat prioritas. membangun komprorni, menawar strategi agar terjadi harmoni 

antara kepentingan partai, pilihan personal, dan kemudian memunculkan refleksi 

diri mereka. Pada tahap ini kedewasaan mereka dalam mengolah nilai politis. nilai 

organisasl, nilai personaL, nilai kebijakan dan nilai ideologis sangat menentukan 

!angkah yang diambi!. 

Respons itu sendiri dianalisis dari aspek psikomotorik yang menunjukkan 

hampir semua subjek mempunyai kematangan dalam membuat keputusan yang 

tepat. tidak memperparah kontroversi, dan mengakomodasikan kepentingan. Ini 

memerlukan kedewasaan berpikir. pengalaman berorganisasi yang panjang dan 
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kadangkala mengalahkan kepentingan personal. Kadangkala subjek harus 

membuat keputusan genting yang membahayakan jiwa ketika protes dan 

demonstrasi terjadi untuk melawan keputusan undang-undang. Selain itu, tekanan 

antar fraksi dan persidangan undang-undang lain juga memberikan tekanan 

psikologis dan politis yang tidak mudah. YY yang sebagai ibu tetapi juga sebagai 

pirnpinan Komisi, misalnya mempunyai pengetahuan, pengalaman dan 

kematangan yang mampu membawa seluruh anggota komisinya ke arah 

berbasilnya RUU menjadi UU, ini memerlukan langkah untuk mengompromikan 

kepentingan partai dan menekan kepentingan pribadi. 

Seianjutnya untuk mengetahui respons subjek dianalisis dari keseluruhan 

proses panjang daiam kehadiraJ\ keterlibatan, masukan, dan pada saat tahap akhir 

yaitu pengesaban. Di sini ter!ihat tanggungjawab subjek sebagai anggota DPR RI. 

Hipotesis yang merendahkan bahwa kererlibatan perempuan di pademen hanya 

terbatas memenuhi kuorum sidang, temyata tidak. terbukti dalam penelitian ini. 

Misalnya dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang substansi, ada subjek 

yang membandingkan dengan undang~undang semacam dari negara lain, ada yang 

mendatangi publik yang jelas~jelas tidak mendukung untuk menerima masukan, 

ada yang mencari rujukan, bahkan ada yang sengaja mempcrkaya pengalaman 

dengan terlibat langsWlg dengan persoalan pomografi. Bahkan ada subjek yang 

terlibat secara emosional ketika menghadapi kontroversi~ karena membayangkan 

impfikas1 tidak sederhana yang dltimbulkan jika pomografi tidak dibatasi oleh 

negara. Dari pendapat-pendapat subjek di atas terlihat mereka mempunyai 

keterlibatan langsung dalam seluruh proses panjang. Respons berupa masukan ini 

dikontribusikan ada yang secara seketika dalam sidang berupa argumen. ketika 

menghadapi demonstran, atau menghadapi konstituen dan publik ketika 

berkunjung ke daerah. Bentok Iain keterlibatan mereka berupa strategi, lobi, 

membujuk, dan seb.againya, mereka tempuh untuk mengakomodasikan hal~hal 

yang masih terjadi perbedaan pendapat Semua fangkah ini ditempuh oleh subjek 

secara sadar karena tanggungjawab mereka sebagai anggota dewan. 

Pada tahap akhir proses penyusunan adaiah respons selama pengesahan. 

Sekilas pengesahan hanya seputar scremoni, temyata tidak Pada proses ini justru 

diperlukan hentakan akhir perjuangan karena benturan kepentingan dan nHai 
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antara kebijakan pa:rtai dan semangat melindungi perempuan dan anak bertaut 

menjadi satu yang memerlukan respons seketika. Karena itu ada subjek yang 

walk-out, ada yang lega, ada pula yang senang dengan pengesahan undang­

undang ini, 

7.3. Diskusi 

Hampir tiga bulan lebih saya mengejar subjek penelitian di tengah 

keslbukan mereka baik di akhir masa jabatan 2004-2009 maupun kesibuk:an awal 

sebagai anggota yang baru dilantik untuk periode 2009-2014. Banyak pelajaran 

berbarga yang saya dapatkan dari kelima subjek penelitian saya, termasuk 

pengalaman menga!a:mi guncangan gempa pada tanggal 2 September 2009. Saat 

itu saya sedang mewawancarai LI dari Partai Arnanat Nasional (PAN) di ruang 

kerjanya yang berada di ketinggian lantai 20. 

Saya harus mengapresiasi kesungguhan mereka daJam menjalani tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota DPR RI. Secara umum, saya me1ihat 

kelima subjek saya adalah kader partai yang baik. Harnpir semua keputusan, 

pendapat, dan Jangkah mereka selalu mcngikuti garis kebijakan partai. Hampir 

dapat dikatakan bahwa Jatar belakang partai sangat memengaruhl cara pandang 

dan berpikir kelima subjek penclitian saya. Oleh karena ituiah, saya melihat 

bahwa partai harus dapat menjalankan :fung:ginya sebagai lembaga atau organ!sasi 

yang melahirkan eaton pemimpin secara optimaL Saat ini. saya belum dapat 

berharap terlalu tinggi pada parpol selama masih berorientasi hanya pada 

perolehan suara yang akan mengamankan kursi di DPR. Padahal justru ketika 

parpol mampu mengantarkan kadernya ke DPR, seharusnya parpol 

bertanggungjawab dalam konteks upgrading skills kader yang kinerjanya akan 

selaiu dievaluasi rak:yat dan akan dikaitkan dengan positioning partai di tengah 

masyarakat. 

Saya juga tidak dapat menyalahkan subjek penelitian saya atas perspektif. 

kesungguhan, pengetahuan, kesadaran, pilihan personat kehadiran, keterlibatan, 

strategi, reaksi seketika, dan penanganan konflik yang mereka miliki dan lakukan 

karena sesungguhnya mereka hanyalah output dari sebuah kebijakan dan 

komitmen partai politik. Selama parpol masih mempertahankan sistem, aturan 
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main, dan budaya maskulin tanpa mau mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat, sulit rasanya kita meietakkan beban pada punggung perempuan 

anggota DPR. Apatah lagi parpol yang bersikap pragmatis dengan cara merekrut 

orang-orang popu1er tanpa memerhitungkan kompetensi dan kapasitas mereka. 

bagaimana masyarnkat dapat berharap. Sebenamya bukan sesuatu yang mustahil 

untuk melakukan pembelajaran cepat (accelerated learning) bagi kader-kader 

partai selama partai memiliki kemauan atau goodwill. 

7 .2. Rekomendasi 

Hendaknya Pengarusutrunaan Gender (PUG) yang dilakukan olen parpol 

tidak sebatas rekrutrnen perempuan yang akan mengisi daftar calon anggota 

legislatif namun juga diikuti dengan komitmen unttlk memberikan pembekalan 

bagairnana kader perempuan menjalani tupoksinya jika terpilih sebagal anggota 

[egfslatif. PUG ini juga ditunjukkan dalam bentuk komitmen parpo! untuk 

menempatkan perempuan tidak hanya pada bidang pemberdayaan perempuan 

tetapi juga pada bidang yang lain. Ini dilakukan agar perempuan memiliki 

pemahaman dan perspektif yang utuh tentang kerja parpol sehingga perempuan 

akan memiliki keslapan dalam merespon baik persoalan yang sehari~had dijumpai 

dalam kehidupan berpartai atau dinamika yang ditemui di ruang parlemen. 

Tennasuk kesiapan perempuan untuk mengisi alat kelengkapan dewan, 

menduduki jabatan atau posisi tertentu, dan atau memasuki komisi di DPR. 

Komitmen untuk melak:ukan PUG ini sesuai dengan Pennendagri no. 25 tahun 

2008. 

Saya juga menyarankan agar setiap parpoJ menetapkan indikator da.lam 

aktivitas PUG yang di!akukan. Beberapa pemikiran yang muncul dalam benak 

saya adalah: 

Hendaknya ketika meiakukan rek.rutmen, parpol tidak hanya berpikir dan 

mempertimbangkan perolehan suara yang akan mengamank:an posisinya di 

parlemen, namun juga memerhitungkan bahwa kriteria kepentingan dan aspirasi 

bagi ca.lon wakil rakyatnya bukan hanya kriteria matematika atom statistika, 

sebagaimana dinyatakan oleh Ani Soetjipto (26). 
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Hendaknya parpol menerapkan sistem kaderisasi dalam merekrut anggota 

dan kademya agar memiliki standar dalam menjaga kualitas dan mutu caJon 

pemimpin bangsa. Tidak hanya membuka pendaftaran secara terbuka dan besar­

besaran namun memikirkan pola pembinaan terhadap kader dan anggotanya. 

Tentu saja hal ini mencakup jenjang keanggotaan yang disepakati oleh partai. 

Hendaknya partai melakukan pendidikan dan pembekalan bagi kader 

partai utamanya yang sudah terpilih menjadi wakil rakyat agar mereka memahami 

isu atau tema apa yang harus mereka perjuangkan. Apa yang dimaksud dengan 

gender, pentingnya pengarus utamaan gender, dan strategi yang harus dilakukan 

oleh partai terkait PUG. 

Hendaknya partai juga melakukan pendidikan politik atau civic education 

bagi konstituen dan masyarakat secara umum tentang isu-isu yang harus, sedang 

dan akan partai perjuangkan. Partai juga harus secara terbuka menerima masukan 

dan saran dari masyarakat terutama kelompok perempuan tentang isu yang harus 

diperjuangkan. 

Hendaknya perempuan baik pengurus atau kader partai maupun 

perempuan anggota legislatif harus membangun jejaring dengan gerakan 

perempuan yang dapat menjadi mitra dalam berkiprah dan memperjuangkan 

kepentingan perempuan. 

Terakhir, saya menghimbau para peneliti lain untuk melakukan penelitian 

tentang respon politis perempuan dalam proses penyusunan UU yang bersifat 

umum atau tidak terkait secara langsung dengan kepentingan perempuan dan 

membandingkan basil penelitiannya dengan penelitian ini sehingga akan diketahui 

seperti apa pola respon yang dimiliki oleh perempuan dalam dua pembahasan 

RUU yang berbeda. 
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DAFfAR PERTANYAAN WAW ANCARA RESPONDEN 

Topik Pendalaman 

Ruang 

SasaralllSubjek 

Data Demografi Respo.nden 

Respon Politis Perempuan Anggota LegislatifDi 

Parlemen 

• Latar be!akang pendidikan ibu? 

• Ada latar belakang politik di keluarga? 

• Dart daerah pemiiihan mana ibu? 

• Bisa cerita sejarah/latar belakang ibu tertartk kepada politik? 

Peran dan Dukungan Keluarga 

• Bagaimana pandangan suami terhadap ak:tivita."> politik ibu? 

• Bagairnana pandangan anak...anak terhadap aktivitas politik ibu? 

• Bagaimana pandangan keluarga besarterhadap aktivitas politik ibu? 

• Bisa ibu jelaskan pola hubungan dengan suami? Dengan anak? 

Proses pengambilan keputosan kebijakan di ruang Partemen: 

Pengetahuan: 

• Dapatkah ibu ceril.akan apa saja tupoksi anggota Jegislatif? 

• Darimana ibu mengetahui hal tsb? (partai, beiajar, peiatihan, dsb) 

• Salah satu tupoksi alcg adl fungsi tegislas~ mak:nanya aleg berperan dim 

proses penyusunan kebijakan yang produknya berupa UU 

• Apakah ibu mengetahui latar belakang setiap permasalahan/isu yg 

diangkat? 

• Bagaimana lbu mengetahui bhw isu!topik pennasalahan penting utk 

diangkat? 

• Apakah ibu memabami substansi setiap isu yang dibahas? 

Penyusunan Undang-Undang..., Netty Prasetijani, Pascasarjana UI, 2010



• Darimana ibu mengetahui? 

• Bagaimana ibu memandang sebua.h isu/persoalan menjadi isu yang 

penting? 

• Termasuk dampaknya? (polemik, kontroversi, dll) 

• Apakah ibu mengetahui manfaat penting kebijaka:n tsb utk perempuan? 

• Apakah ibu selalu mengaitkan pembahasan persoalanlisu dgn perspektif 

perempuan (kepentinganlkeberpihakan) kpd perempuan? 

• Dapatkah ibu ceritakan bagaimana proses penyusunan sebuah 

kebijakan!UU dari awal sampai terbentuk menjadi produk UU? (singgung 

perumusan masalah, agenda kebijakan, altematif kebijakan, penetapan 

kebijakan) 

• Apakah proses tsb sdh memenuhi mekanisme perundang-undangan? 

Pengbayatan/Pengalaman 

• Bagaimana ibu rnemaknai status/posisi ibu sebagai wakil rakyat/anggota 

legislatif? 

• Terlebih sebagai perempuan? 

• Ibu bisa jelaskan manfaatlkebaikan dgn kehadiran ibu di panggung 

parlemen? 

• Ibu bisa jelaskan kendala yang ibu hadapi di panggung parlemen? 

• Jika ada kendala, bagaimana ibu mengatasinya? 

• Ibu bisajelaskan peiuang di panggung parlemen? 

• Bisa ibu ceritakan bagaimana pola kerja sebagai aleg? 

• Komisi apa? Apakah pemah berplndah? 

• Rapat apa saja? 

• Kepanitiaan apa saja? 

• Bagaimana dengan manajemen wai.."tu? 

• Dengan tupoksi spt yg ibu jelaskan (legislasi, anggaran, kontrol) apa yang 

fbu rasakan? 
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• Ketika menjalankan peran legislasi bagian mana yang ibu rasakan 

beratlmengesalkan/menyebalkan? 

• ~enyenangkan? 

• Dengan pengalaman dari satu komisi/panitia ke komisi!panitia yg lain, 

mana yang paling berkesan? 

• Mengapa? 

• Dari beberapa pembahasan yg ibu ikuti mana yang berkesan? 

• Menarik? Atau seba.liknya.'? 

• Apa alasannya? 

• Faktor apa saja yang membuat ibu menyukai pembahasan tsb? 

• Sda yng membuat puas 

• Dari pengalaman terlibat da!am pembahasan, faktor a.pa yg menyebabkan 

ibu memperjuangkan isultopiklpermasalahan tsb? 

• Dari proses mulai dari perumusart-agenda kebijakan-alternatif 

kebijakan-penetapan kebljakan, mana yang paling memberi kesan? 

• Berat? Sulit? Mcnyenangkan? 

Tindakan: 

• Selama proses penyusunan apa saja yg ibu Jakukan? 

• Mengumpulkan para ahH/akademisil medialdll utk berdiskusi? 

• Membaca? 

• Keterlibatan dim rapatlpersidangan? 

• Jika berbenturan dgn rapat lain? Bagaimana tindakan ibu? 

• Bagaimana ibu memi[ih? Atau memprioritaskan? 

• Alasanlfaktor dlm rnenentukan prioritas? 

• Jika ibu menghadapi kesulitan apa yg ibu lakukan? Pembahasan bertele2? 

• Deadlock? 

Pemahaman ttg isu pcrempuan 

• Bisajelaskan ttg isu perempuan? 
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• Apa saja? 

• Bisajeiaskan ttg: 

CEDAW 

UUPKDRT 

RUUAPP 

UU Perkawinan 

UU Kesehatan 

Poligami 

Traffiking 

Bwuhmigran 

Gender 

Kekerasan perempuan/diskriminasi? 

Konflik kepentingan partai, konstituen, dan kclompok perempuan!organisasi 

Jainnya: 

Pengetabuan 

• Bagaimana ibu mengerahui apa yg diinginkan oleh partai? 

• Oleh konstituen? 

• Oleh kelompok perempuan? 

• Apakah ada pertentangan antara pihak2 tsb? 

• Jika ada pertentangan, bgm ibu menyikapinya? 

• Apakah partai memberlakukan mekanisme terlentu utk menyampaikan 

kebijakannya kpd anggota leg? 

• Bgm ibu menyikapt kebijakan tsb? 

• Mekanisme konstituen menyampaikan? 

• Bagaimana sikap ibu jika kebijakan partai berbeda dgn keingina.n 

konstituen? 

• Apakah ada konsekuensijika kita mengabaikan kebijakan partai'! 

• Dukungan Partai: 

- Bentuk supporting system? 
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- Pelatihan? Pernbekalan? 

• Persoalan yg sdg dibahas, spt RUU Pornografi atau RUU PTPPO apakah 

mendapat arahan dr partal? Atau berjalan dgn sendirinya? 

• Klw demikian. adakah pertemuan rutin dgn unsur partai? Jika ya, berapa 

kali setinp pekan? 

• Kesepahaman dengan partai? Ketika ditetapkan sbg aleg?dituangkan dim 

tulisan 

• Platfonn Partai terkait isu perempuan1 

• Pandangan partai thd isu perempuan? 

• Sikap dan dukungan partai thd isu perempuan? 

Penghayatanlpengalaman: 

• Menurut ibu. apakah slm partai sdh cukup rnemenuhi kebutuhan 

ibu!membekali shg dpt menjalanlcan tupoksi sbg aleg? 

Peran dan Respon Perempnan dalam Mengendalikan Proses Pengambilan 

Keputusan: 

Pengetabuau: 

• Menurut ibu, apa saja peran yang dpt dilakukan aleg prp dim 

mcngendalikan proses pengambilan keputusan? 

• Bentuk respon apa saja yang ditunjukkan oleh tmn2 a[cg dim 

memengaruhi proses pengarnbilan keputusan? 

• Scr praksis, apakah prp memiliki kesempatan yg sama utk 

bersuara/menyampaikan pendapat? 

• Berdasarkan pengalaman ibu berpindah komisi, pansus, dll, apakah 

perempuan cukup punya nyali utk bersuara? 

• Seberapa berpengaruh suara prp? 

• Selain suara/pendapat, menurut ibu, apalagi yg dapat digunakan oleh 

perempuan agar dpt mengendalikaan proses pengambilan keputusan? 

• Apakah seialu perlu 111angtjabatan fonnal, spt: ketua/pimpinan paosus utk 

dpt memengaruhi atau mengendallkan proses keputusan? 
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• Bagaimana ibu mempersiapkan diri utk rnemengaruhi pengambilan 

keputusan? 

• Bahan bacaan? Bahan diskusi? Jejaringlfraksi balkon? Tmn2 media? 

• Apukuh persiapan lain? Mentalitaslkebernnian, dll juga diperlukan? 

• Seberapa banyak aleg prp yg rnemiliki respon dan mampu mengambil 

peran dlm mengendalikan keputusan? 

Penghayatan/peogalaman: 

• Berdasarkan pengataman ibu, seberapa seringkah/pernahkah 

suara!pendapat ibu mampu mengubah keputusan? 

• Dapatkah ibu menceritakan kapan peristiwa monumental/spektakular 

ketika pendapat ibu mampu mengubah pendapat forum!memengarubi 

orang Jain? 

• Adakah perlakuanlperkataan/atau apapun yg ibu terima manakala pendapat 

ibu dpt memengaruhi forum? 

• Menurut pengamatan dan pengalaman ibu~ apakall kepemimpinan prp 

mnjadi ketua pansus d!l cukup efektif d[m memengaruhi forum/proses 

pengambiian keputusan? 

Tiodakan/action: 

• Jika suaralpendapat kita tdk dlterima. apa yang ibu lakukan? 

• Apakab ibu mengenal istilah setengah kamar dsb utk memengarubi 

proses? 

• Bagalmana bangunan relasi ibu? 

• Dengan aleg perempuan sesama partai? 

• Lain partai? 

• Dengan aleg laki2 sesama partai? 

• Beda partai? 

• Bgm dgn media? Dr klipiog koran. sbrp sering ibu menjadi narasumber di 

media? 

• Sberapa sering pemyataan ibu dikutip oleh media? 

• Media elektronik? 
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Faktor2 Yang Memengaruhi Respon Perempuan Dalam Pengambilan 

Keputusan: 

Pengetabuan: 

• Apakah tugas aleg terlalu berat? 

• Apakah kepentingan politik? 

Pengbayatanfpengalaman: 

Tindakan!action: 
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